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BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi dan permasalahan

teknis guna percepatan penyerapan anggaran dalam rangka

percepatan pembangunan daerah sehubungan dengan telah

ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan

Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat, perlu dilakukan sinkronisasi pengaturannya

dengan pengelolaan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor

Tahun 2021;

Mengingat...
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom

di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas darei Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penempatan

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2004  Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

9. Undang....
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9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

16. Peraturan....
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4890);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

24. Peraturan....
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan

Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan

Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5610);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

30. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun

2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 314);

31. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan

Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

32. Peraturan....
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32. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Tahun 2O18 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2O21 Nomor 63);

34. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2O19 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan

Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 60)

35. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

tentang Jasa Konstruksi;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan Barang Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomore

541);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

41. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 888);

42. Peraturan....
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42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018

tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak

Numfor Tahun 2018 Nomor 4);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023 (Lembaran

Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021

tentang Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun

2021 Nomor 1);

46. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR TENTANG SISTEM

DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

3. Kepala Daerah  adalah Bupati Biak Numfor.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

5. Keuangan....
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5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai

dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan

milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah

tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan

Daerah.

7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh

APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai

dengan serah terima hasil pekerjaan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang

ditetapkan dengan peraturan Daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang

melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan

pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan

Daerah.

11. Unit Kerja SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu)

atau beberapa Program.

12. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari

DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja

perangkat daerah.

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala

daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang

selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara

umum daerah.

9. Satuan Kerja....

15. Bendahara....
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15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah

PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum

daerah.

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan

tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan barang milik daerah.

18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa

BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

sebagian tugas BUD.

19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian

kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

SKPD.

20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah

pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil

keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat

PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada SKPD.

22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK

adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau

beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang

tugasnya.

23. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat

UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat

keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

24. Kelompok Kerja Pernilihan yang selanjutnya clisebut Pokja

Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh

kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

25. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/

personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,

Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

26. Agen....
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26. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang

melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan

Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah

sebagai pihak pemberi pekerjaan.

27. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa

berdasarkan kontrak.

28. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan

kegiatan secara Swakelola.

29. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaug

selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/.Iasa adalah

Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

30. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat

RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

31. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik

yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa

pemerintah.

32. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan

teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa secara elektronik.

33. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP

adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu,

pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

34. Pengadaan Barang/Jas melalui Swakelola yang selanjutnya disebut

Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yaqg dikerjakan

sendiri oleh Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, atau

kelompok masyarakat.

35. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh

barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

36. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang

rnelakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

37. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa

berdasarkan kontrak.

38. Barang....
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38. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,

dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

39. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan

yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,

pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

40. Jasa Konsultansi adalah jasa layanar, profesional yang

membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang

mengutamakan adanya olah pikir.

41. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang

membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau

keterampilan dalarn suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas

di dunia usaha untuk rnenyelesaikan suatu Pekerjaan.

42. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adaiah

perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah

memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak

Pertambahan Nilai.

43. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing

adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog

elektronik atau toko daring.

44. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

45. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa

Konsultansi.

46. Tender Terbatas adalah Tender dengan pascakualifikasi yang

pesertanya terbatas pada Pelaku Usaha Papua untuk mendapatkan

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai

paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan

paling banyak Rp2.500.000.000,0 (dua miliar lima ratus juta

rupiah).

47. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia dengan

peserta pernilihan dapat berasal dari Pelaku Usaha nasional dan

Pelaku Usaha asing.

48. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk

mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentn.

49. Pengadaan....
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49. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau metode

pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang

bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

50. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang

memperlombakan gagasan orisinal, kreativitas dan inovasi tertentu

yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga

Satuan.

51. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang

memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai

harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan

berdasarkan Harga Satuan.

52. E-reuerse Auction adalah metode penatvaran harga secara berulang.

53. Dokumen Pemilihan adalah dokurnen yang ditetapkan oleh Pokja

Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat

informasi dan kctentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam

pemilihan Penyedia.

54. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak

adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia

Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

55. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha

Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

56. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri

dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang tentang Usaha lvlikro, Kecil, dan Menengah.

57. Kemitraan adalah kerja sama dalam Pengadaan Barang/Jasa baik

langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling

memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang

melibatkan Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Papua atau Pelaku

Usaha Papua dengan Pelaku Usaha Papua lain.

58. Sanksi....
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58. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta

pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan

Barang/Jasa di seluruh Perangkat Daerah dalam jangka waktu

tertentu.

59. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang

bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan

secara ekonornis tidak hanya untuk Perangkat Daerah sebagai

penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan

mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam

keseluruhan siklus penggunaannya.

60. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan

Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan

Barang/Jasa sejenis.

61. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak

para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan

sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak

menjadi tidak dapat dipenuhi.

62. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah

sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa

melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan

ritel daring.

63. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada SKPD.

64. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah

dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

65. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

66. Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat yang ditunjuk untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang bersumber dari

transaksi PPKD.

67. Pembantu....
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67. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk

untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang

melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen

penerimaan.

68. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah

dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

69. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi

PPKD.

70. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk

untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang

melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran

uang dan/atau pengurusan gaji.

71. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5

(lima) tahun.

72. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

73. Tim Anggaran Pemerintah Daerah  yang selanjutnya disebut TAPD

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepada daerah dan

dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan

serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka

penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana

daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

74. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)

tahun.

75. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap

program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum

disepakati dengan DPRD.

76. Rencana....
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76. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-

SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD

sebagai dasar penyusunan APBD.

77. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah rencana kerja dan

anggaran badan/dinas selaku Bendahara Umum Daerah.

78. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan

penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan

keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif

lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan

implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun

berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

79. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan

dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang

direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan

kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan

anggaran tahun berikutnya.

80. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan

atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran

dengan kuantitas dan kualitas terukur.

81. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan

rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi

untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan

pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi

alokasi dana.

82. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu

yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

nasional.

83. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang

menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan

pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut

yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,

memberdayakan, dan mensejahteraan masyarakat.

84. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai

dengan misi SKPD.

85. Kegiatan....



16

85. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu

atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana,  atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis

sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

86. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program

atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

87. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran

dan tujuan program dan kebijakan.

88. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

89. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh

pengeluaran daerah.

90. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan

uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

91. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

92. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

93. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

94. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

95. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan

daerah dan belanja daerah.

96. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan

daerah dan belanja daerah.

97. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

98. Sisa lebih....
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98. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran

selama satu periode anggaran.

99. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan

daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang

bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban

untuk membayar kembali.

100. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat

dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya

yang sah.

101. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah

daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai

dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,

perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

102. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat

dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

103. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat

ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau

manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan

pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

104. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut

DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna

anggaran.

105. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PPKD adalah dokumen

pelaksanaan badan/dinas selaku Bendahara Umum Daerah.

106. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya

disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan

pendapatan dan, belanja yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

107. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disebut

DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya

sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

108. Anggaran....
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108. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk

mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai

pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

109. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah

dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan

kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

110. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab

atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk

mengajukan permintaan pembayaran.

111. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk

permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali

(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran

langsung.

112. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk

permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan

dengan pembayaran langsung.

113. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk

permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan

kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan

untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

114. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan

pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian

kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran

gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran

tertentu yang dokumennya disiapkan PPTK.

115. SPP Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GU

NIHIL untuk SPP-UP/GU adalah dokumen yang diajukan oleh

bendahara pengeluaran untuk menutup/mengakhiri permintaan

pengganti uang persediaan (SPP-UP/GU) yang disebabkan oleh

berakhirnya kegiatan atau berakhirnya tahun anggaran.

116. SPP....
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116. SPP tambah Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-TU

NIHIL untuk SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh

bendahara pengeluaran untuk menutup/mengakhiri permintaan

tambah uang persediaan (SPP-TU) yang disebabkan oleh selesainya

peng-SPJ-an setiap pengajuan SPP-TU.

117. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah

dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas

beban pengeluaran DPA-SKPD.

118. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut

SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran

untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang

dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

119. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya

disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-

SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang

persediaan yang telah dibelanjakan.

120. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang

selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan

SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan

dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang

telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

121. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-

LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas

beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

122. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Nihil yang

selanjutnya disebut SPM-GU NIHIL untuk SPM-UP/GU adalah

dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk

penerbitan SP2D NIHIL atas penutupan/mengakhiri permintaan

pengganti uang persediaan (SPM-UP/GU) yang disebabkan oleh

berakhirnya kegiatan atau berakhirnya tahun anggaran.

123. Surat....
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123. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan Nihil yang

selanjutnya disebut SPM-GU NIHIL untuk SPM-TU adalah dokumen

yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran untuk penerbitan SP2D NIHIL atas

penutupan/mengakhiri permintaan pengganti uang persediaan

(SPM-TU) yang disebabkan oleh selesainya peng-SPJ-an setiap

pengajuan SPM-TU.

124. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana

yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

125. Surat Perintah Pencairan Dana Nihil yang selanjutnya disebut SP2D

NIHIL adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar penutupan

pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM Nihil

yang diterima.

126. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan

untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional

sehari-hari.

127. Barang Milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang

sah.

128. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan

barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan

melawan hukum baik disengaja maupun lalai.

129. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD

adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah

daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual

tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

130. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarakan dan

dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang

pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

131. Hari adalah hari kerja.

BAB II....
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BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal  2

Ruang lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

b. Petunjuk Pengisian Penganggaran pada Kode Rekening Aset,

Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

dilengkapi penjelasannya serta contoh Dokumen Pertanggungjawaban

Keuangan; dan

c. Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal  3

Rincian Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a tercantum dalam

Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal  4

Rincian Petunjuk Pengisian Penganggaran pada Kode Rekening Aset,

Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

dilengkapi penjelasannya serta contoh Dokumen Pertanggungjawaban

Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b tercantum dalam

Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal  5

Rincian Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada

Pasal 2 huruf c tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini beserta Lampirannya menjadi

pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengadaan

barang/jasa bagi setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Biak Numfor.

(2) Setiap....
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(2) Setiap SKPD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan

pengadaan barang/jasa daerah wajib mentaati dan menjalankan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal  8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak

pada tanggal, 11 November 2021

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD

HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di   Biak

pada tanggal, 11 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEMUEL RUMAIKEUW, S.H.

PEMBINA

NIP. 19730508 200112 1 004
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Lampiran I Peraturan Bupati Biak Numfor

Nomor : Tahun  2021

Tanggal :                        2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Perubahan Paradigma Dalam Penyusunan APBD

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola

keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan

uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud merupakan sub sistem dari sistem

pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan

perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara

dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin

dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar

utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan

tersebut, maka perlu adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan

terpadu (omnibus regulation) dari berbagai peraturan tersebut di atas yang

bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan salah

tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait

dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban

keuangan daerah.

B. Mekanisme Penyusunan, Evaluasi dan Penetapan APBD

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian Kebijakan Umum APBD

(KUA) sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai landasan

penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan

RAPBD. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD,

Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran

sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD). Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Rencana kerja dan anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun

anggaran berikutnya setelah tahun anggaran yang bersangkutan sudah disusun.

Rencana kerja dan anggaran ini kemudian disampaikan kepada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Peratuan Daerah

tentang APBD.
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Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen pendukungnya kepada

DPRD untuk dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui DPRD ini terinci sampai

dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD

tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut, untuk

membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan

pengeluaran daerah setinggi-tingginya sebesar angka APBD anggaran sebelumnya

dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib. Rencana pengeluaran

disusun dalam rancangan peraturan Bupati tentang APBD. Rancangan peraturan

Bupati tentang APBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari

Gubernur.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama

DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebelum

ditetapkan oleh Bupati disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk

dievaluasi. Penyampaian rancangan tersebut disertai dengan:

a. Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD;

b. KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRD;

c. Risalah Sidang jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD; dan

d. Nota Keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian pengantar nota

keuangan kepada DPRD.

Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah

dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan

aparatur serta meneliti sejauh mana APBD Kabupaten tidak bertentangan dengan

kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah

lainnya. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah

tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah

sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan

peraturan Bupati. Apabila Gubernur tidak menyetujui, maka Bupati dan DPRD

menyempurnakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai diterimanya hasil

evaluasi dari Gubernur. Tetapi apabila hasil evaluasi Gubernur tidak ditindaklanjuti

oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah

tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Gubernur berhak

membatalkan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati dimaksud sekaligus

menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati

tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh Bupati menjadi

peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan

Bupati tentang penjabaran APBD dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember

tahun anggaran sebelumnya.

Adapun proses perencanaan dan penganggaran guna penyusunan APBD

dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut:



25

BAGAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Diacu

20 tahun pedoman pedoman 20 tahun

Pedoman Diperhatikan pedoman

5 tahun 5 tahun

dijabarkan dijabarkan

5 tahun pedoman 5 tahun

pedoman

Diserasikan dg

diacu Musrenbang diacu

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Dibahas

bersama

DPRD

dievaluasi Dibahas dan disetujui

oleh DPRD

RPJPN = Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

RPJPD = Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJMN = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJMD = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Renstra K/L = Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Renstra SKPD = Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKP = Rencana Kerja Pemerintah

RKPD = Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Renja K/L = Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Renja SKPD = Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

KUA = Kebijakan Umum APBD

PPAS = Prioritas Pagu Anggaran Sementara

TAPD = Tim Anggaran Pemerintah Daerah

RKA-SKPD = Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJPD RPJPN

RPJMD RPJMN

Renstra
K/L

Renja
K/L

RKPRKPD

Renstra
SKPD

Renja
SKPD

RKA-SKPD PEDOMAN
PENYUSUNAN

RKA-SKPD

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DGN BUPATI

TAPD

PERDA
APBD

RAPERDA
APBD

1 tahun

KUA PPAS
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BAB II

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

A. Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Bupati menyusun Rancangan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang

ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD

memuat antara lain:

a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan

pemerintah daerah;

b. Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD tahun anggaran berkenan;

c. Teknis Penyusunan APBD; dan

d. Hal-hal khusus lainnya.

Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, Bupati dibantu oleh

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh

Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati, paling lambat pada minggu

pertama bulan Juni.

Bagi Pemerintah Daerah, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Kebijakan

Umum APBD berfungsi sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian

Keuangan Daerah. Bagi DPRD, Kebijakan Umum APBD menjadi tolok ukur kinerja

dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran.

Adapun Rancangan KUA memuat:

a. kondisi ekonomi makro daerah;

b. asumsi penyusunan APBD;

c. kebijakan pendapatan daerah;

d. kebijakan belanja daerah;

e. kebijakan pembiayaan daerah; dan

f. strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai

target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan

pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dankebijakan pembiayaan

daerah. Program-program pada rancangan KUA diselaraskan dengan prioritas

pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Perencanaan

Anggaran Daerah termasuk kategori perumusan kebijakan anggaran yang disusun

berdasarkan Kebijakan Umum APBD. Perumusan PPAS umumnya dimaksudkan

untuk mengatasi berbagai permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi

dalam pencapaian kebijakan umum APBD. Rancangan PPAS disusun dengan

tahapan sebagai berikut:
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a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-

masing urusan yang disinkronkan denganprioritas dan program nasional yang

tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program

provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun;

dan

c. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk

masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Adapun sub kegiatan dapat dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran atau

lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan tahun jamak dengan

mengacu pada program yang tercantum dalam RPJMD. Dimana  sub kegiatan

tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis

merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang

memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun

anggaran berkenaan;

b. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap

berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan

c. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap

berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara lain penanaman

benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di

rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan

kebersihan (cleaning service).

Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama

antara Kepala Daerah dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan

penandatanganan KUA dan PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan

Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah

berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional

dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi, kodefikasi,

dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah dan pemutakhirannya. Proses penyusunan rancangan KUA dan

PPAS memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen

yang dilakukan secara elektronik.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Bupati kepada DPRD

paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas

dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya, pembahasan

dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD. Apabila dalam pembahasan

terdapat usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan PPAS

yang tidak terdapat dalam RKPD dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria

darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya

disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus

tahun anggaran berjalan. Format dan cara pengisian KUA dan PPAS tertuang dalam

lampiran.

KUA serta PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam

nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan

DPRD dalam waktu bersamaan. Apabila Bupati berhalangan, yang bersangkutan

dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota

kesepakatan KUA dan PPAS. Apabila Bupati berhalangan tetap, penandatanganan

nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat

yang berwenang. Format nota kesepakatan tercantum dalam lampiran.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam klausul yang menyatakan

bahwa dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA

akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penambahan atau

pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum

ditampung dalam Nota Kesepakatan KUA. Penambahan atau pengurangan program

dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses

pembahasan PPAS tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA.

Prioritas program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif yang tercantum

dalam Nota Kesepakatan PPAS antara Bupati dengan Pimpinan DPRD, dapat

dicantumkan klausul yang menyatakan bahwa apabila terjadi pergeseran asumsi

yang melandasi penetapan PPAS akibat:

a. adanya kebijakan Pemerintah;

b. adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah setelah nota

Kesepakatan PPAS antara Bupati dengan Pimpinan DPRD ditandatangani

terhadap program dan kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Nota

Kesepakatan KUA.

dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu

anggaran definitif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan PPAS.

Tidak diperkenankan untuk melakukan penambahan program dan

kegiatan/sub kegiatan serta pagu anggaran definitif, apabila program dan kegiatan

serta pagu anggaran definitif tersebut tidak tercantum dalam klausul Nota

Kesepakatan PPAS. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta

pagu anggaran definitif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa

melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan

KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan

rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD,

rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas

dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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B. Skedul Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran Daerah secara keseluruhan yang mencakup

penyusunan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD

terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan yang saling terkait. Serangkaian

tahapan dalam proses perencanaan anggaran daerah tersebut dapat dilihat pada

tabel jadwal penyusunan APBD sebagai berikut:

JADWAL PENYUSUNAN APBD

No. URAIAN WAKTU KETERANGAN

A. APBD

1. Musrenbang Tahunan Januari

2. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei

3.
Penyampaian Rancangan KUA
dan Rancangan PPAS kepada
Bupati

Minggu pertama
bulan Juni

1 bulan

4.
Penyampaian Rancangan KUA
dan Rancangan PPAS dari Bupati
kepada DPRD

Paling lambat minggu
kedua bulan Juli

3 minggu

5.
KUA dan PPAS disepakati antara
Bupati dengan DPRD

Paling lambat minggu
kedua bulan Agustus

1 minggu

6.
Penetapan Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD oleh Bupati

Paling lambat awal
bulan September

1 minggu

7.
Penyampaian Raperda APBD
kepada DPRD

Minggu pertama
bulan Oktober

2 bulan

8.
Pengambilan keputusan bersama
DPRD dan Bupati terhadap
RAPBD

Paling lama 1 (satu)
bulan sebelum tahun
anggaran yang
bersangkutan (awal
bulan Desember)

9. Penetapan hasil evaluasi
15 hari kerja
(pertengahan bulan
Desember)

10.
Penetapan Perda tentang APBD &
Raperda KDH tentang penjabaran
APBD bila sesuai hasil evaluasi

Akhir Desember
(31 Desember)

11.
Penyempurnaan sesuai hasil
evaluasi

7 hari kerja
Akhir bulan
Desember

12.
Pembatalan berdasarkan hasil
evaluasi

7 hari kerja
setelah hasil
evaluasi dari
Gubernur

13.
Penghentian dan pencabutan
pelaksanaan Perda tentang APBD
bersama DPRD

7 hari kerja
Awal bulan
Januari
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No. URAIAN WAKTU KETERANGAN

14.

Penetapan keputusan pimpinan
DPRD tentang penyempurnaan
Perda APBD dan penyampaian
hasil penyempurnaan
berdasarkan hasil evaluasi

3 hari kerja setelah
keputusan ditetapkan

15.
Penetapan Perda APBD dan
Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD

31 Desember

16.

Penyampaian Perda APBD dan
Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD kepada
Gubernur

7 hari kerja

B. DALAM HAL DPRD TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP
RAPERDA TENTANG APBD

1.

Penyampaian Rancangan
Peraturan Bupati kepada
Gubernur dalam hal DPRD tidak
mengambil keputusan bersama
terhadap Raperda tentang APBD
sampai dengan batas waktu yang
ditetapkan undang-undang

Paling lama 15 hari
kerja setelah Raperda
tidak disetujui DPRD
(pertengahan bulan
Desember)

2.
Pengesahan Gubernur terhadap
Rancangan Peraturan Bupati

Paling lama 30 hari
kerja (pertengahan
bulan Juni)

1 bulan



31

FORMAT KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

TAHUN ANGGARAN ..…

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

1.2 Tujuan penyusunan KUA

1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

3.2. Asumsi dasar yang digumakan dalm APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun

anggaran berkenaan

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. kebjakan terkait dengan perencanaan belanja

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak

terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target

VIII. PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan

Kepala Daerah dan perlu dimasukan dalam Kebijakan Umum APBD.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam

penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

Biak, ………..……….

Pimpinan DPRD Bupati Biak Numfor

Nama Nama
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FORMAT PPAS

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN …..

BAB I. PENDAHULUAN

berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan prioritas dan plafon

anggaran sementara (PPAS)

BAB II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH

berisikan tentang target pendapatandan penerimaan pembiayaan daerah yang

meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan

berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA

TABEL 2.1
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Tahun Anggaran ….

KODE PENERIMAAN DAERAH
ALOKASI

ANGGARAN
DASAR
HUKUM

1. 2. 3. 4.

4. PENDAPATAN DAERAH

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.01. Pajak Daerah

4.1.02. Retribusi Daerah

4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4.1.04. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

4.2. PENDAPATAN TRANSFER

4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.3.01. Pendapatan Hibah

4.3.02. Dana Darurat

4.3.03.
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

6.1.02. Pencairan Dana Cadangan

6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.05. Peneriman Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

6.1.06.
Peneriman Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH



33

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

berisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah

TABEL 3.1

SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN

TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No. Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

TABEL 3.2

SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN

DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No. Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

TABEL 3.3

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAFTAR BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No.
Prioritas Pembangunan

Kabupaten
Sasaran Prioritas Program

Indikator
Kinerja

SKPD
Pelaksana

Jumlah
(Rp.)

Keterangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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TABEL 3.4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No.

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA

(Rp)

PRAKIRAAN
MAJU

KET
Program

Indikator Kinerja

Kegiatan

Indikator Kinerja

Sub
Kegiatan

Indikator Kinerja
Lokasi
Sub

Kegiatan
Hasil

Program
Target

Capaian
Keluaran
Kegiatan

Target
Capaian

Keluaran
Sub

Kegiatan

Target
Capaian

N+1 N+2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. 1. Urusan wajib
yang berkaitan
dengan pelayanan
dasar
1.01
Pendidikan

x.xx.xx.
Program ...

1.03

Pekerjaan Umum

dan Penataan

Ruang

x.xx.xx.
Program ...

…....

…....

…....

…….

…….

…….

x.xx.xx.x.xx
. Kegiatan

...
x.xx.xx.x.xx
. Kegiatan

...

x.xx.xx.x.xx
. Kegiatan

...

…….

…….

…….

…….

…….

…….

x.xx.xx.x.xx.xx. Sub
Kegiatan ...

x.xx.xx.x.xx.xx. Sub
Kegiatan ...

x.xx.xx.x.xx.xx. Sub
Kegiatan ...

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

Tinggi

Menengah

Tinggi

2. Dst.
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BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja,

program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam

bentuk tabulasi

TABEL 4.1

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA
(Rp)

KET.

DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. 2. 3. 4.

1.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

1.01 PENDIDIKAN

1.01.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

1.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

1.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

1.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

1.02 KESEHATAN

1.02.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

1.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

1.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

1.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

1.03
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

1.03.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

1.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

1.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

1.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

1.04
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

1.04.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

1.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

1.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

1.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...
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1. 2. 3. 4.

1.05
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

1.05.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

1.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

1.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

1.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

1.06 SOSIAL

1.06.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

1.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

1.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

1.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

2.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

2.07 TENAGA KERJA

2.07.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

2.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

2.08
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.08.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.08.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

2.08.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

2.09 PENGAN

2.09.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...

2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

2.10 PERTANAHAN

2.10.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.10.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.10.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

2.10.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

2.11 LINGKUNGAN HIDUP

2.11.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.11.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.11.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

2.11.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...
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1. 2. 3. 4.

2.12
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

2.12.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.12.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.12.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

2.12.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

2.13
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

2.13.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

2.14
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

2.14.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.14.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.14.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

2.14.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

2.15 PERHUBUNGAN

2.15.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

2.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.16.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

2.17
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

2.17.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

2.18 PENANAMAN MODAL

2.18.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...
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2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.19.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

2.20 STATISTIK

2.20.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.20.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.20.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

2.20.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

2.21 PERSANDIAN

2.21.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

2.22 KEBUDAYAAN

2.22.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

2.23 PERPUSTAKAAN

2.23.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

2.24 KEARSIPAN

2.24.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...
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3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.25.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

3.26 PARIWISATA

3.26.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

3.26.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

3.26.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

3.26.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

3.27 PERTANIAN

3.27.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

3.27.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

3.27.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

3.27.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

3.28 KEHUTANAN

3.28.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

3.28.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

3.28.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

3.28.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

3.29
ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

3.29.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

3.29.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

3.29.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

3.29.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

Dst ...

3.30 PERDAGANGAN

3.30.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

Dst ...
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1. 2. 3. 4.

3.31 PERINDUSTRIAN

3.31.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

3.31.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

3.31.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

3.31.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

3.32 TRANSMIGRASI

3.32.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...

3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

4.
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH

4.01.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Daerah

4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

4.02
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

4.02.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat DPRD

4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

5.
UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN

5.01 PERENCANAAN

5.01.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor …

5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

5.02 KEUANGAN

5.02.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor …

5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...
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5.03 KEPEGAWAIAN

5.03.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor …

5.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

5.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

5.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5.04.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor …

5.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

5.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

5.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5.05.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor …

5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

5.06 PENGHUBUNG

5.06.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor …

5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

5.07 PENGELOLAAN PERBATASAN

5.07.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor …

5.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

5.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

5.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

6. UNSUR PENGAWAS

6.01 UNSUR PENGAWAS

6.01.x-x.x-x.x-x.xx. Inspektorat

6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...
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1. 2. 3. 4.

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 KECAMATAN

7.01.x-x.x-x.x-x.xx. Kecamatan

7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

7.02 KOTA ADMINISTRASI

7.02.x-x.x-x.x-x.xx. Kota

7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...

7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

7.03 KABUPATEN ADMINISTRASI

7.03.x-x.x-x.x-x.xx. Kabupaten

7.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

7.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

7.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

8. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.x-x.x-x.x-x.xx. Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...

8.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan  ...

8.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx Sub Kegiatan ...

dst. ...

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

berisi plafon anggaran sementara untuk belanja operasi, belanja modal, belanja

tidak terduga, dan belanja transfer yang dituangkan secara deskriptif dan dalam

bentuk tabulasi.

TABEL 4.2

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN JENIS BELANJA

No. URAIAN PLAFON ANGGARAN (Rp)

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Bunga

d. Belanja Subsidi

e. Belanja Hibah

f. Belanja Bantuan Sosial

2. Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
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3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

b. Belanja Bantuan Keuangan

TOTAL

BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah

yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

TABEL 5.1

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN

No. URAIAN
PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Penerimaan Pembiayaan

6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

6.1.02. Pencairan Dana Cadangan

6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

6.1.06.
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.2. Pengeluaran Pembiayaan

6.2.01. Pembentukan Dana Cadangan

6.2.02. Penyertaan Modal Daerah

6.2.03. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

6.2.04. Pemberian Pinjaman Daerah

6.2.05.
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto

BAB VI. PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. …. dibuat untuk

menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD TA. ….

Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah

dan DPRD terhadap PPAS.

Biak, ………..……….

Pimpinan DPRD Bupati Biak Numfor

Nama Nama
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C. Ilustrasi Nota Kesepakatan KUA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR……….

TANGGAL……..

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN ….

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...........................................................
Jabatan : Bupati Biak Numfor
Alamat Kantor : ...........................................................

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA

2. a . Nama : ...........................................................
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor
Alamat Kantor : ...........................................................

b . Nama : ...........................................................
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor
Alamat Kantor : ...........................................................

c . Nama : ...........................................................
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor
Alamat Kantor : ...........................................................

d. dst. ……….
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah

Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran

sementara APBD TA ....

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi

asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Tahun Anggaran ..., Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi

dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA …. disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ….

Biak, …………………..

Bupati Biak Numfor Pimpinan DPRD
Kabupaten Biak Numfor

Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Nama Nama
KETUA

Nama
WAKIL KETUA

Nama
WAKIL KETUA
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D. Ilustrasi Nota Kesepakatan PPAS

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR……….

TANGGAL……..

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN ….

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...........................................................

Jabatan : Bupati Biak Numfor

Alamat Kantor : ...........................................................

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA

2. a . Nama : ...........................................................

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor

Alamat Kantor : ...........................................................

b . Nama : ...........................................................

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor

Alamat Kantor : ...........................................................

c . Nama : ...........................................................

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor

Alamat Kantor : ...........................................................

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran  Sementara  (PPAS)  yang disepakati bersama antara DPRD

dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA …

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah

tentang Kebijakan Umum APBD TA …, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA …, Prioritas belanja

daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan

rencana pembiayaan daerah TA …

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ... disusun dalam Lampiran yang

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam  penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... .

Biak, …………………..

Bupati Biak Numfor Pimpinan DPRD
Kabupaten Biak Numfor

Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Nama Nama
KETUA

Nama
WAKIL KETUA

Nama
WAKIL KETUA
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E. Ilustrasi Nota Kesepakatan Tahun Jamak

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BUPATI BIAK NUMFOR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR……….

TANGGAL……..

TENTANG

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

(NAMA PEKERJAAN)

KABUPATEN BIAK NUMFOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...........................................................

Jabatan : Bupati Biak Numfor

Alamat Kantor : ...........................................................

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KESATU

2. a . Nama : ...........................................................

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor

Alamat Kantor : ...........................................................

b . Nama : ...........................................................

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor

Alamat Kantor : ...........................................................

c . Nama : ...........................................................

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor

Alamat Kantor : ...........................................................

d. dst. ……….

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun Jamak di

Kabupaten Biak Numfor Tahun ..., Tahun ... dan (Tahun Seterusnya) yang

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

(Berisikan tentang Peraturan Perundang-undangan atau Dasar Hukum yang melandasi untuk sub kegiatan

tahun jamak dimaksud)

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

(1) ……………………

(2) ……………………

(3) ……………………

(4) dst. ……

(berisikan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini).
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BAB III

KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3

Adapun kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak ... (Nama Kegiatan/Sub Kegiatan), yang

(1) biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);

(2) biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);

(3) dst. ……

Pasal 4

(1) Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ....

(2) Jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp. ……….. (terbilang).

(3) Rincian anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

a. biaya pekerjaan ……. dengan perincian per tahun sebagai berikut:

1) Tahun ... senilai Rp. ………… (terbilang);

2) Tahun ... senilai Rp. ………… (terbilang);

3) dst. ……

b. biaya pekerjaan ……. dengan perincian per tahun sebagai berikut:

1) Tahun ... senilai Rp. ………… (terbilang);

2) Tahun ... senilai Rp. ………… (terbilang);

3) dst. ……

c. dst. ……

BAB IV

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk

kegiatan/sub kegiatan dari Tahun ..., Tahun ... dan Tahun ...

BAB V

PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

Pasal 6

(1) Pengelolaan dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas ……….... Kabupaten

Biak Numfor

BAB VI

PENYESUAIAN HARGA

Pasal 7

(1) …………………………….…

(2) …………………….…………

(3) dst. ……
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BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut

dengan Peraturan/Keputusan PIHAK KESATU.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang

sama.

Biak, …………………..

Bupati Biak Numfor Pimpinan DPRD
Kabupaten Biak Numfor

Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Nama Nama
KETUA

Nama
WAKIL KETUA

Nama
WAKIL KETUA
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F. Ilustrasi Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan

BERITA ACARA KESEPAKATAN

ANTARA

BUPATI BIAK NUMFOR

DENGAN

KETUA DPRD KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR……….

TANGGAL……..

TENTANG

PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU

PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD

TAHUN ANGGARAN ….

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...........................................................

Jabatan : Bupati Biak Numfor

Alamat Kantor : ...........................................................

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor

2. Nama : ...........................................................

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor

Alamat Kantor : ...........................................................

bertindak selaku dan atas nama Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS

TA...... yang tidak terdapat dalam RKPD Kabupaten Biak Numfor TA.......... yang selanjutnya secara

lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam Lampiran yang menjadi satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini … tanggal … bulan … tahun …, dibuatlah

Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA……….

Biak, …….……………..

Bupati Biak Numfor Pimpinan DPRD
Kabupaten Biak Numfor

Nama Nama
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LAMPIRAN

Berita Acara Kesepakatan Nomor………………Tanggal……………..

No.

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
PLAFON

ANGGARAN
SEMENTARA

(Rp)

PRAKIRAAN
MAJU

Ket.Kode/Urusan/
Sub Urusan/

Organisasi

Indikator Kinerja

Kegiatan

Indikator Kinerja
Sub

Kegiatan

Indikator Kinerja
Lokasi
Sub

Kegiatan
Hasil

Program
Target

Capaian
Keluaran
Kegiatan

Target
Capaian

Keluaran
Sub Kegiatan

Target Capaian N+1 N+2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. 1.Urusan wajib yang
berkaitan dengan
pelayanan dasar

1.01 Pendidikan

x.xx.xx.

Program ….

………. ……….
x.xx.xx.x.xx.
Kegiatan ….

………. ……….
x.xx.xx.x.xx.xx
Sub Kegiatan ….

………. ………. ………. ………. .…. .….

x.xx.xx.x.xx.
Kegiatan ….

x.xx.xx.x.xx.xx
Sub Kegiatan ….

………. ………. ………. ………. .…. .….

1.03 Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang

x.xx.xx.

Program ….

x.xx.xx.x.xx.
Kegiatan ….

x.xx.xx.x.xx.xx
Sub Kegiatan ….

2. dst. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. .…. .….
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BAB III

STRUKTUR APBD

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan yang diklasifikasikan berdasarkan Bidang Pemerintahan Daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Bidang Pemerintahan

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertindak sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi masing-masing.

A. Struktur Anggaran Pendapatan Daerah

Struktur Anggaran Pendapatan Daerah dirinci menurut Pendapatan Asli Daerah,

Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Anggaran

Pendapatan Daerah diklasifikasikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri

atas: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Kelompok Pendapatan Transfer dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

3. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat bersumber dari: Pendapatan

Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagan Rekening Pendapatan

xxx xx xx xxx x x x xx

KODE URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KODE ORGANISASI

KODE AKUN

KODE KELOMPOK

KODE JENIS

KODE OBJEK PENDAPATAN

KODE RINCIAN OBJEK PENDAPATAN

KODE SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN
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B. Struktur Anggaran Belanja Daerah

Struktur Anggaran Belanja Daerah dibedakan menjadi 4 (empat) Jenis Belanja yaitu

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Bagan Rekening Belanja

xxx xx xx xxx x x x xx xxx

KODE URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KODE ORGANISASI

KODE PROGRAM

KODE KEGIATAN

KODE SUB KEGIATAN

KODE JENIS BELANJA

KODE OBJEK BELANJA

KODE RINCIAN OBJEK BELANJA

KODE SUB RINCIAN OBJEK BELANJA

B. Struktur Anggaran Pembiayaan

Struktur Anggaran Pembiayaan dirinci menurut Kelompok Pembiayaan yang meliputi

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Setiap Kelompok Penerimaan

Pembiayaan dirinci menurut jenis pembiayaan yang terdiri dari: Selisih Lebih

Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil

Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah,

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Kelompok

Pengeluaran Pembiayaan dirinci menurut jenis pembiayaan yang terdiri dari

Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran

Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah.

Bagan Rekening Pembiayaan

xxx xx xx xxx x x x xx xxx

KODE URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KODE ORGANISASI

KODE PROGRAM

KODE KEGIATAN

KODE AKUN PEMBIAYAAN

KODE KELOMPOK PEMBIAYAAN

KODE JENIS PEMBIAYAAN

KODE OBJEK PEMBIAYAAN

KODE RINCIAN OBJEK PEMBIAYAAN
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

I. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Bupati dengan Pimpinan DPRD

menjadi dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyiapkan rancangan

surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala

SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan

RKA-SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan

rancangan PPAS disepakati atau paling lambat awal bulan September tahun anggaran

berjalan. Substansi surat edaran Bupati tersebut mencakup:

1. Prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait;

2. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub

kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan peneriman pembiayaan;

3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan

4. Dokumen lain sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, kode rekening

APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD

dan kebijakan penyusunan APBD.

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, Kepala SKPD menyusun RKA-

SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran

jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan

prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari

kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian

hasil dan keluaran tersebut. Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan

memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk

menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Pendekatan kerangka

pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang

berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan

dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan

tersebut pada tahun berikutnya.

Untuk terlaksananya penyusuan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan prestasi

kerja dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD  mengevaluasi hasil

pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan

semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi bertujuan untuk menilai program

dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-

tahun sebelumnya akan dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang

direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.

Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk

pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, harus dianggarkan pada tahun yang

direncanakan. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada

indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan

harga, dan standar pelayanan minimal. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan

yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan. Capaian kinerja
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merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas,

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. Analisis standar

belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan

untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Standar satuan harga yakni harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di

suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Standar pelayanan minimal

merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan

dasar yang merupakan urusan wajib daerah. Dalam pengisian indikator dan tolok ukur

kinerja belanja langsung agar jelas terukur capaian programnya maka harus sesuai

dengan contoh 1 dan 2, cara pengisian formulir RKA-SKPD 2.2.1.

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing

program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan

dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta

prakiraan maju.

Belanja tidak langsung berupa belanja pegawai dan belanja langsung yang

terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan

dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.

RKA-SKPD memuat informasi mengenai: (1) Rincian Anggaran Pendapatan

SKPD, (2) Rincian Anggaran Belanja SKPD, (3) Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah

SKPD. Sesuai dengan informasi yang dimuat, format formulir RKA-SKPD tersebut

dihimpun dalam RKA-Rekapitullasi yang terdiri dari: formulir Ringkasan APBD, formulir

Rekapitulasi Belanja per urusan, formulir Rekapitulasi Belanja per urusan dan

program, dan formulir Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja.

Kode Nama Formulir

RKA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

RKA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD

RKA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD
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A. Format RKA-SKPD

KABUPATEN BIAK NUMFOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN ….

URUSAN PEMERINTAHAN : x ………………..

BIDANG URUSAN : x.xx ………………..

ORGANISASI : x.xx.xx ………………..

Penguna Anggaran :

a. Nama : ………………………………..

b. NIP. : ………………………………..

c. Jabatan : ………………………………..

Kode Nama Formulir

RKA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

RKA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD

RKA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)

Ringkasan APBD

Rekapitulasi Belanja per urusan

Rekapitulasi Belanja per urusan dan program

Rekapitulasi Belanja per urusan, program dan kegiatan

Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,

Pengguna Anggaran Sub Bagian Program

Nama Nama
NIP. ………….. NIP. …………..

Keterangan:

*) jumlah dan jenis rekapitulasi informasi dalam RKA REKAPITULASI dapat disesuaikan dan

ditambahkan berdasarkan kebutuhan.
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A. FORMULIR RINGKASAN APBD-SKPD

Halaman …….

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA-
SKPD

Kabupaten Biak Numfor
Tahun Anggaran  …..

Organisasi      :   x.xx.xx …………………….

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode
Rekening

Uraian
Jumlah

(Rp)

1. 2. 3.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan Transfer

Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Hibah

Dana Darurat

Lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Belanja Daerah

Belanja Operasi

Belanja pegawai

Belanja barang dan jasa

Belanja bunga

Belanja subsidi

Belanja hibah

Belanja bantuan sosial

Belanja Modal

Belanja modal tanah

Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tidak berwujud

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terdugai

Belanja Transfer

Belanja bagi hasil

Belanja bantuan keuangan

Surplus/(Defisit)
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1. 2. 3.

Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan

SilPA

Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang
di pisahkan

Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman
daerah

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan dana cadangan

Penyertaan modal daerah

Pembayaran cicilan pokok utang yang
Jatuh tempo

Pemberian pinjaman daerah

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

Pembiayaan Neto

Biak, ……..………..

Kepala SKPD

Nama
NIP. ….
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Cara Pengisian Formulir Ringkasan APBD-SKPD

Formulir Ringkasan APBD-SKPD merupakan formulir ringkasan anggaran satuan kerja perangkat

daerah yang sumber datanya berasal dari peringkasan jumlah pendapatan menurut kelompok dan

jenis yang diisi dalam formulir RKA-Pendapatan SKPD, jumlah belanja menurut program dan

kegiatan yang diisi dalam formulir RKA-Belanja SKPD, dan jumlah anggaran pembiayaan daerah

yang diisi dalam formulir RKA-Pembiayaan SKPD.

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.

3. Kolom 1, diisi dengan nomor kode rekening pendapatan/nomor kode rekening belanja/nomor

kode rekening pembiayaan.

Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai dari kode rekening akun

pendapatan/belanja, diikuti dengan masing-masing kode rekening kelompok

pendapatan/belanja dan diakhiri dengan kode rekening jenis pendapatan/belanja.

4. Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan, selanjutnya diikuti dengan

uraian kelompok dan setiap uraian kelompok diikuti dengan uraian jenis pendapatan yang

dipungut atau diterima oleh satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dianggarkan dalam

formulir RKA-Pendapatan SKPD.

b. Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja, selanjutnya uraian belanja

dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja

transfer.

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan daerah yang dikelola

SKPD, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

5. Kolom 3, diisi dengan jumlah menurut kelompok, menurut jenis pendapatan, menurut jenis

belanja, dan menurut jenis pembiayaan. Jumlah dimaksud merupakan penjumlahan dari

jumlah yang tercantum dari formulir RKA-Pendapatan SKPD, formulir RKA-Belanja SKPD, dan

RKA-Pembiayaan SKPD.

6. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir Ringkasan APBD-SKPD,

dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.

7. Formulir Ringkasan APBD-SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan

nama lengkap dan nomor induk pegawai.

8. Formulir Ringkasan APBD-SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Apabila formulir Ringkasan APBD-SKPD lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman

berikutnya cukup diisi mulai dari ringkasan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan

satuan kerja perangkat daerah serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan,

tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor

urut halaman.
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B. FORMULIR RKA-PENDAPATAN SKPD

Halaman …….

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA –

PENDAPATAN
SKPDKabupaten Biak Numfor

Tahun Anggaran  …..

Organisasi   :   x.xx.xx     …………………….

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode
Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Jumlah

(Rp)Volume/
Koefisien

Satuan
Tarif/
Harga

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah

……., tanggal ………..

Kepala SKPD

Nama
NIP. ……..

Pembahasan

Tanggal :  ………………..

Catatan :  ………………..

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No. Nama NIP. Jabatan Tanda tangan

1.

2.

dst.
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Cara Pengisian Formulir RKA-Pendapatan SKPD

Formulir RKA-Pendapatan SKPD sebagai formulir untuk menyusun rencana pendapatan atau

penerimaan satuan kerja perangkat daerah dalam tahun anggaran yang direncanakan. Oleh

karena itu nomor kode rekening dan uraian nama kelompok, jenis, objek, rincin objek, dan sub

rincian objek pendapatan yang tercantum dalam formulir RKA-Pendapatan SKPD disesuaikan

dengan pendapatan tertentu yang akan dipungut atau penerimaan tertentu dari pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi asas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana pendapatan

yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan

ukur yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lump sum.

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat

daerah.

3. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian

objek, dan sub rincin objek pendapatan satuan kerja perangkat daerah.

4. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek, rincian objek, dan

sub rincian objek Pendapatan.

5. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek pendapatan yang

direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan

bermotor, jumlah tingkat hunian hotel, jumlah pengunjung restoran, jumlah kepala

keluarga, jumlah pasien, jumlah pengunjung, jumlah kendaraan yang memanfaatkan lahan

parkir, jumlah bibit perikanan/pertanian/peternakan/kehutanan/perkebunan, jumlah

limbah yang diuji, jumlah kios/los/kaki lima, jumlah pemakaian/penggunaan sarana

olahraga/gedung/gudang/lahan milik pemda, jumlah unit barang bekas milik pemerintah

daerah yang dijual, jumlah uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk

tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau diinvestasikan.

6. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan

seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan

sebagainya.

7. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/nilai satuan lainnya dapat

berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase bagian laba, atau harga atas penjualan

barang milik daerah yang tidak dipisahkan.

8. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok,

jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan. Jumlah pendapatan dari

setiap rincian objek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5.

9. Formulir RKA-Pendapatan SKPD merupakan input data untuk menyusun RKA-Pendapatan

SKPD.

10. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA-Pendapatan SKPD

dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.

11. Formulir RKA-Pendapatan SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan

nama lengkap dan nomor induk pegawai.

12. Pembahasan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-Pendapatan SKPD oleh tim

anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim

anggaran pemerintah daerah  untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan

dalam baris catatan hasil pembahasan.

13. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA-

Pendapatan SKPD yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

14. Formulir RKA-Pendapatan SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

15. Apabila formulir RKA-Pendapatan SKPD lebih dari satu halaman, maka pada halaman-

halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian anggaran pendapatan satuan kerja

perangkat daerah serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan

Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut

halaman.
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C. FORMULIR REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Halaman …..

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH REKAPITULASI

RKA-BELANJA
SKPD

Kabupaten Biak Numfor
Tahun Anggaran ….

Organisasi :   x.xx.xxx        …………………..

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Uraian
Sumber
Dana

Lokasi

Jumlah

U
ru

s
a
n

S
u

b

U
ru

s
a
n

P
ro

g
ra

m

K
e
g
ia

ta
n

S
u

b

K
e
g
ia

ta
n

Tahun-1

Tahun n

Tahun+1Belanja
Operasi

Belanja
Modal

Belanja
Tidak

Terduga

Belanja
Transfer

Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Urusan …

Bidang Urusan …

Program …

Kegiatan …

Sub Kegiatan ….

dst. …

Kegiatan …

dst. …

Urusan …

Bidang Urusan …

Program …

Kegiatan …

Sub Kegiatan ….

dst. …

Kegiatan …

dst. …
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Urusan …

Bidang Urusan …

Program …

Kegiatan …

Sub Kegiatan ….

dst. …

Kegiatan …

dst. …

Jumlah

……., tanggal ………..

Disiapkan oleh,

Kepala SKPD

Nama
NIP. ……..
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Cara Pengisian Formulir Rekapitulasi RKA-Belanja SKPD

Formulir Rekapitulasi RKA-Belanja SKPD merupakan formulir rekapitulasi belanja dari seluruh program dan

kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang dikutip dari formulir RKA-Belanja SKPD.

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.

3. Kolom 1 (kode urusan) diisi dengan nomor kode urusan.

4. Kolom 2 (kode sub urusan) diisi dengan nomor kode sub urusan.

5. Kolom 3 (kode program) diisi dengan nomor kode program.

6. Kolom 4 (kode kegiatan) diisi dengan nomor kode kegiatan.

7. Kolom 5 (kode sub kegiatan) diisi dengan nomor kode sub kegiatan.

8. Kolom 6 (kode sumber dana) diisi dengan nama sumber pendanaan untuk membiayai program, kegiatan,

dan sub kegiatan.

9. Kolom 7 (uraian) diisi dengan uraian nama program yang selanjutnya diikuti dengan penjabaran uraian

kegiatan dan uraian sub kegiatan untuk mendukung terlaksananya program dimaksud.

9. Kolom 8 (lokasi kegiatan) diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap kegiatan/sub kegiatan dilaksanakan.

Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama kampung/desa, kelurahan atau kecamatan/distrik.

10. Kolom 9 (jumlah Tahun -1) diisi dengan jumlah menurut program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah

dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun yang direncanakan.

11. Kolom 10 (Jumlah Tahun n belanja operasi) diisi dengan jumlah belanja pegawai per program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Jumlah belanja pegawai per program

merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja pegawai per kegiatan yang termasuk dalam program

dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja pegawai setiap kegiatan merupakan jumlah belanja pegawai

untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan

12. Kolom 11 (Jumlah Tahun n belanja modal) diisi dengan jumlah belanja modal per program, kegiatan,

dan/atau sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja modal

per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja modal per kegiatan/sub kegiatan yang

termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja modal setiap kegiatan merupakan

jumlah belanja modal untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan/sub kegiatan.

13. Kolom 12 (Jumlah Tahun n belanja tidak terduga) diisi dengan jumlah belanja tidak terduga per program,

kegiatan, dan/atau sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan.

14. Kolom 13 (Jumlah Tahun n belanja transfer) diisi dengan jumlah belanja transfer yang masuk dalam

program, kegiatan, dan/atau sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan.

15. Kolom 14 (Jumlah Tahun n) diisi dengan jumlah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah program merupakan penjumlahan dari seluruh

jumlah kegiatan dan/sub kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah

setiap kegiatan dan/atau sub kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja untuk

mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan dan/atau sub kegiatan.

16. Kolom 15 (jumlah Tahun n+1) diisi dengan jumlah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan

dilaksanakan 1 tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Kolom ini diisi apabila program, kegiatan

dan sub kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal program dan kegiatan/sub

kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun terakhir maka kolom 14 tidak perlu

diisi.

17. Untuk nomor kode program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut pada angka 5, 6, dan 7 tersebut di atas

disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

18. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir Rekapitulasi RKA-Belanja SKPD dengan

mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.

19. Formulir Rekapitulasi RKA-Belanja SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama

lengkap dan nomor induk pegawai.

20. Formulir Rekapitulasi RKA-Belanja SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

21. Apabila formulir Rekapitulasi RKA-Belanja SKPD  lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman

berikutnya cukup diisi mulai dari rekapitulasi anggaran belanja Langsung berdasarkan program dan

kegiatan serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan Kepala SKPD

ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
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D. FORMULIR RKA-BELANJA SKPD

Halaman …..

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA

SKPD
Kabupaten Biak Numfor

Tahun Anggaran ….

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : x …………………………..

Bidang Urusan : x.xx.xx …………………………..

Program :   x.xx.xx …………………………..

Kegiatan :   x.xx.xx …………………………..

Organisasi :   x.xx.xx …………………………..

Unit :   x.xx.xx …………………………..

Alokasi Tahun -1 :   Rp. …………………. (terbilang)

Alokasi Tahun :   Rp. …………………. (terbilang)

Alokasi Tahun +1 :   Rp. …………………. (terbilang)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kerja Target Kinerja

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :  ………………………..

Sub Kegiatan : x.xx.xx

Sumber Pendanaan :  …………….

Lokasi :  (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)

Keluaran Sub Kegiatan :  (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)

Waktu Pelaksanaan :  Mulai ……….             Sampai  …………..

Keterangan :

Kode
Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Jumlah

(Rp)
Koefisien/

Volume
Satuan

Harga

Satuan
PPN

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Sub Kegiatan :  x.xx.xx

Sumber Pendanaan :  …………….

Lokasi :  (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)

Keluaran Sub Kegiatan :  (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)

Waktu Pelaksanaan :  Mulai ………. Sampai  …………..

Keterangan :

Kode
Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Jumlah

(Rp)
Koefisien/

Volume
Satuan

Harga
Satuan

PPN

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

…….., tanggal ……
Kepala SKPD

Nama
NIP. …….

Pembahasan

Tanggal :   ………………….

Catatan :   ………………….

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No. Nama NIP. Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

dst.
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Cara Pengisian Formulir RKA-Belanja SKPD

Formulir RKA-Belanja SKPD berisi rincian anggaran belanja menurut program dan kegiatan sserta digunakan

untuk merencanakan belanja dari setiap kegiatan dan/atau sub kegiatan yang diprogramkan. Untuk

memenuhi asas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan

tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lump sum.

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan

daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3. Bidang urusan diisi dengan nomor kode bidang urusan pemerintahan dan nama bidang urusan

pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

4. Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari kegiatan yang berkenaan.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran

dan tujuan kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran.

5. Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk

memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang

tersedia.

6. Baris kolom organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat

daerah.

7. Baris kolom unit diisi dengan nomor kode unit perangkat daerah dan nama unit satuan kerja perangkat

daerah.

8. Baris kolom alokasi tahun -1 diisi dengan jumlah alokasi anggaran menurut kegiatan/sub kegiatan yang

telah dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun yang direncanakan.

9. Baris kolom alokasi tahun diisi dengan jumlah alokasi anggaran menurut kegiatan/sub kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

10. Baris kolom alokasi tahun +1 diisi dengan jumlah alokasi anggaran menurut kegiatan/sub kegiatan yang

akan dilaksanakan 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Kolom ini diisi apabila

program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun.

11. Indikator dan tolok ukur kinerja belanja menurut kegiatan:

Contoh 1.

Program : Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan : Pelatihan ketrampilan dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas hasil jahitan

ibu-ibu rumah tangga

• Tolok ukur untuk masukan: jumlah dana yang dibutuhkan.

• Target kinerja untuk masukan: Rp100 juta.

• Tolok ukur untuk keluaran: terlatihnya ibu-ibu rumah tangga mendayagunakan peralatan menjahit

secara optimal.

• Target kinerja untuk keluaran: 5.000 orang.

• Tolok ukur untuk hasil: meningkatnya kemampuan menjahit ibu-ibu rumah tangga yang dilatih.

• Target kinerja untuk hasil: 450 orang dari 5.000 orang (9% dari target capaian program/kegiatan)

Contoh 2.

Program : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kegiatan : Pembangunan gedung sekolah SMP

• Tolok ukur untuk masukan: jumlah dana yang dibutuhkan.

• Target kinerja dari tolok ukur masukan: Rp5 miliar.

• Tolok ukur untuk keluaran: tersedianya ruang belajar bagi peserta didik SMP.

• Target kinerja dari tolok ukur keluaran: 5 gedung SMP.

• Tolok ukur untuk hasil: tersedianya ruang belajar yang dapat menampung peserta didik SMP.

• Target kinerja dari tolok ukur hasil: 5 gedung untuk 600 peserta didik atau 60% dari target capaian

program.
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12. Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti status

ekonomi dan gender.

Contoh 1 : ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai potensi menjahit yang perlu dikembangkan namun di

sisi lain kemampuan ekonomi terbatas

Contoh 2 : peserta didik usia SMP yang belum tertampung di sekolah SMP

13. Baris kolom sub kegiatan diisi dengan nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran

yang direncanakan.

14. Baris kolom sumber pendanaan diisi dengan nama sumber dana untuk membiayai program, kegiatan, dan

sub kegiatan.

15. Baris kolom lokasi diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama kampung/kelurahan dan kecamatan/distrik.

16. Baris kolom keluaran sub kegiatan diisi dengan hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan

sumber daya yang tersedia.

17. Baris kolom waktu pelaksanaan diisi dengan waktu dimulai dan diakhirinya pelaksanaan sub kegiatan

dalam tahun anggaran direncanakan.

18. Baris kolom keterangan diisi bila dibutuhkan penjelasan tambahan yang bersifat penting karena belum

tertampung dalam kolom baris yang tersedia.

19. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek belanja, dan

sub rincian objek belanja.

20. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek dan rincian obyek belanja, dan sub

rincian objek belanja.

21. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang.

22. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target sub rincian objek yang direncanakan seperti unit,

waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

23. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.

24. Kolom 6 (PPN) diisi dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) bagi harga

satuan barang yang bernilai di atas Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

25. Kolom 7 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan jumlah harga satuan dan

ditambah dengan PPN.

26. Formulir RKA-Belanja SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

27. Apabila Formulir RKA-Belanja SKPD lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya

cukup diisi mulai dari rincian belanja program per sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan setiap

halaman diberi nomor urut halaman.

28. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA-Belanja SKPD.

29. Formulir RKA-Belanja SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan

NIP yang bersangkutan.

30. Pembahasan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-Belanja SKPD oleh tim anggaran pemerintah

daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah  untuk

mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.

31. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA-Belanja SKPD yang telah

dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

32. Apabila formulir RKA-Belanja SKPD lebih dari satu halaman, maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan,

kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil

pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada

halaman terakhir.

33. Selanjutnya setiap lembar RKA-Belanja SKPD yang telah dibahas ditandatangani oleh setiap anggota Tim

Anggaran Pemerintah Daerah.

34. Formulir RKA-Belanja SKPD merupakan input data untuk menyusun formulir RKA-Belanja SKPD.
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E. FORMULIR RKA-BELANJA SKPD

Halaman …..

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-

PEMBIAYAAN
SKPD

Kabupaten Biak Numfor
Tahun Anggaran ….

Organisasi :   x.xx.xxx

Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah

Kode
Rekening

Uraian Jumlah

1. 2. 3.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah

…….., tanggal ……
Kepala SKPD

Nama
NIP. …….

Pembahasan

Tanggal :   ………………..

Catatan :   ………………..

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No. Nama NIP. Jabatan Tanda tangan

1.

2.

dst.
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Cara Pengisian Formulir RKA-Pembiayaan SKPD

Formulir RKA-Pembiayaan SKPD sebagai formulir untuk menyusun rencana rincian anggaran

pembiayaan daerah yang dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah. Untuk memenuhi asas

transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana pembiayaan yang dianggarkan,

pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukur yang tidak

terukur, seperti paket, pm, up, lump sum.

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat

daerah.

3. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian

objek, dan sub rincin objek pembiayaan satuan kerja perangkat daerah.

4. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek, rincian objek, dan

sub rincian objek pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran.

5. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah pembiayaan yang direncanakan menurut kelompok,

jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan.

6. Formulir RKA-Pembiayaan SKPD merupakan input data untuk menyusun RKA-Pembiayaan

SKPD.

7. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA-Pembiayaan SKPD

dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.

8. Formulir RKA-Pembiayaan SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan

nama lengkap dan nomor induk pegawai.

9. Pembahasan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-Pembiayaan SKPD oleh tim

anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim

anggaran pemerintah daerah  untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan

dalam baris catatan hasil pembahasan.

10. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA-

Pembiayaan SKPD yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

11. Formulir RKA-Pembiayaan SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

12. Apabila formulir RKA-Pembiayaan SKPD lebih dari satu halaman, maka pada halaman-

halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian anggaran pembiayaan satuan kerja

perangkat daerah serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan

Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut

halaman.
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BAB V

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

A. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait penyiapan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagai

berikut:

a. RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD

melalui PPKD untuk diverifikasi.

b. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD

dengan:

1) KUA dan PPAS;

2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;

3) dokumen perencanaan lainnya;

4) capaian Kinerja;

5) indikator Kinerja;

6) analisis standar belanja;

7) standar harga satuan;

8) perencanaan kebutuhan BMD;

9) Standar Pelayanan Minimal;

10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan

11) program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.

c. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, KepalaSKPD melakukan

penyempurnaan.

d. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat Pengawas Internal

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung

berdasarkan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

f. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan

kepada Kepala Daerah.

g. Proses penyiapan Raperda tentang APBD mengandung informasi,aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

h. Berdasarkan RKA-SKPD yang telah dibahas oleh TAPD, Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD dengan

tahapan:

1) Penyusunan Batang Tubuh Rancangan Perda tentang APBD;

2) Penyusunan Lampiran Rancangan Perda tentang APBD

3) Sosialisasi RAPBD kepada masyarakat oleh Sekretaris Daerah;

4) Penyampaian RAPBD kepada DPRD;

5) Pembahasan RAPBD dengan DPRD;

6) Persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang APBD;

7) Penetapan RAPBD;

8) Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati,

disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
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9) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan hasil evaluasi

dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD dan hasilnya dituangkan

dalam Keputusan Pimpinan DPRD;

10) Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD, Bupati menetapkan Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah; dan

11) Keputusan Pimpinan DPRD terhadap hasil penyempurnaan dan penetapan

APBD oleh Bupati dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

B. Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Perda APBD

Ketentuan terkait dokumen Rancangan Perda tentang APBD sebagai berikut:

a. Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut:

1) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;

2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

3) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,

kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan

pembiayaan.

4) Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan berdasarkan

kebutuhan informasi antara lain:

a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan

sub kegiatan beserta keluaran;

b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan

negara;

c) Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM;

d) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

e) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS

dengan Rancangan APBD;

f) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.

5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda APBD

antara lain:

a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

b) daftar piutang daerah;

c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;

d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan

aset lain-lain;

e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);

f) daftar dana cadangan;

g) daftar pinjaman daerah.
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b. Dokumen pendukung rancangan Perda tentang APBD terdiri atas nota keuangan

dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

c. Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi kinerja berdasarkan sasaran

capaian kinerja dan indikator kinerja masing-masing program, kegiatan, dan sub

kegiatan.

C. Ketentuan Pelaksanaan

a. PPKD melakukan verifikasi atas RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD.

b. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD untuk melakukan

penyempurnaan.

c. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung

berdasarkan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

d. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun kepada

Kepala Daerah.

D. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD menyajikan

informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhanyang disajikan setiap tahun

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan

APBD

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD pada tahapan

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (RAPBD) disajikan sebagai berikut:

a. penyusunan Batang Tubuh Rancangan Perda tentang APBD;

b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;

c. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

d. rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan berdaarkan kebutuhan

informasi (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat

disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan

e. informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda APBD (jumlah

dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau

ditambahkan berdaarkan informasi yang dibutuhkan).
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a. Ilustrasi Penyusunan Batang Tubuh Rancangan Perda tentang APBD

RANCANGAN PERATURAN  DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR …… TAHUN …….

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN ……

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah

wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelaan dan

dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan oelh ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan

bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, merupakan perwujudan dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun …. yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD

serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama

antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal ……. bulan

…….. tahun ……;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak

Numfor Tahun Anggaran .….;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi

Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Propinsi

Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4250, sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik  Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  Republik  Indonesia

Tahun  2004  Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundangan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia

Tahun  2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4616);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4890);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4972);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6523);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan

Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6178);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

32. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan

Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 63);

34. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan

Kesejahteraan di Povinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
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35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan Barang Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor …. Tahun ….. tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran …. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ….

Nomor ….)

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Papua Nomor: 188/ /KPTS/013/20… tentang

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20…

dan Rancangan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20….;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR

dan

BUPATI BIAK NUMFOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

….

Pasal 1

Anggaran  Pendapatan  dan   Belanja   Daerah   Tahun   Anggaran ….

sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp …………………..

2. Belanja Daerah Rp ………………….. (-)

Surplus/(Defisit) Rp …………………..
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3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp ……………………

b. Pengeluaran Rp …………………… (-) (-)

Pembiayaan Netto Rp …………………. (-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan: Rp ………………….

Pasal  2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp ………………….

b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp ………………….

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp ………………

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah sejumlah Rp ………………….

b. Retribusi daerah sejumlah Rp ………………….

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

Rp …………….

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp ……………….

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp ………………….

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp ………………….

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf  c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah Rp ………………….

b. Dana darurat sejumlah Rp ………………….

c. Lain-lain Pendapatan sejumlah Rp ………………….

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja operasi sejumlah Rp ………………….

b. Belanja modal sejumlah Rp ………………….

c. Belanja tidak terduga sejumlah Rp ………………….

d. Belanja transfer sejumlah Rp ………………….

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp ………………….

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp ………………….

c. Belanja bunga sejumlah Rp ………………….

d. Belanja subsidi sejumlah Rp ………………….

e. Belanja hibah sejumlah Rp ………………….

f. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp ………………….
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(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja:

a. Belanja modal tanah sejumlah Rp ………………….

b. Belanja modal peralatan dan mesin sejumlah Rp ………………….

c. Belanja modal gedung dan bangunan sejumlah Rp ………………….

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sejumlah Rp ……………….

e. Belanja modal aset tetap lainnya sejumlah Rp ………………….

f. Belanja modal aset tidak berwujud sejumlah Rp ………………….

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri

dari jenis belanja:

a. Belanja bagi hasil sejumlah Rp ………………….

b. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp ………………….

Pasal  4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp ………………….

b. Pengeluaran sejumlah Rp ………………….

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pembiayaan:

a. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

(SiLPA) sejumlah Rp ………………….

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp ………………….

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

Rp …………..

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp ………………….

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp …………..

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sejumlah Rp ………………….

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b  terdiri dari

jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp ………………….

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

Rp ……………..

c. Pembayaran cicilan pokok utang sejumlah Rp ………………….

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp ………………….

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sejumlah Rp ………………….

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut

kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan

pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi;



79

79

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun,

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

5. Lampiran V Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

6. Lampiran VI Daftar piutang daerah;

7. Lampiran VII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah;

9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lainnya;

10.Lampiran X Daftar kegiatan/sub kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan

kembali dalam tahun anggaran ini;

11.Lampiran XI Daftar dana cadangan daerah; dan

12.Lampiran XII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Biak

pada tanggal …………….

BUPATI BIAK NUMFOR,

(nama lengkap)

Diundangkan di  Biak

pada tanggal  ..............

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR

(nama lengkap)
NIP. .................
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ..... NOMOR ......

Lampiran I Peraturan Daerah Kab. Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT

KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ........

Kode Uraian
Jumlah

(Rp)

1. 2. 3.

4. PENDAPATAN DAERAH

4.1 Pendapatan Asli Daerah

4.1.01 Pajak Daerah

4.1.02 Retribusi Daerah

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

4.2 Pendapatan Transfer

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.3.01 Pendapatan Hibah

4.3.02 Dana Darurat

4.3.03
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

Jumlah Pendapatan

5. BELANJA DAERAH

5.1 Belanja Operasi

5.1.01 Belanja pegawai

5.1.02 Belanja barang dan jasa

5.1.03 Belanja bunga

5.1.04 Belanja subsidi

5.1.05 Belanja hibah

2.1.06 Belanja bantuan sosial

5.2 Belanja Modal

5.2.01 Belanja modal tanah

5.2.02 Belanja modal peralatan dan mesin

5.2.03 Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

5.2.04 Belanja modal aset tetap lainnya

5.2.05 Belanja modal asset tidak berwujud

5.3 Belanja Tidak Terduga

5.3.01 Belanja tidak terduga

5.4 Belanja Transfer

5.4.01 Belanja bagi hasil

5.4.02 Belanja bantuan keuangan

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)
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Kode Uraian
Jumlah

(Rp)

1. 2. 3.

6. PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Penerimaan Pembiayaan

6.1.01
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SiLPA)

6.1.02 Pencairan dana cadangan

6.1.03 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

6.1.04 Penerimaan pinjaman daerah

6.1.05 Penerimaan kembali pemberian pinjaman

6.1.06
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

6.2.01 Pembentukan dana cadangan

6.2.02 Penyertaan modal (Investasi) daerah

6.2.03 Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

6.2.04 Pemberian pinjaman daerah

6.2.05
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
perudang-undangan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto

6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

Biak, …………………

Bupati Biak Numfor

Nama
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Lampiran II Peraturan Daerah Kab. Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN

MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan

Belanja

Operasi Modal
Tidak

Terduga
Transfer

Jumlah
Belanja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

1 01 PENDIDIKAN

1 01 x.x.x Dinas …..

1 01 x.x.x dst. …

1 02 KESEHATAN

1 02 x.x.x Dinas/Kantor/Rumah Sakit …..

1 02 x.x.x dst. …

1 03
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

1 03 x.x.x Dinas …..

1 03 x.x.x dst. …

1 04
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

1 04 x.x.x Dinas …..

1 04 x.x.x dst. …

1 05
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 05 x.x.x Dinas …..

1 05 x.x.x dst. …

1 06 SOSIAL

1 06 x.x.x Dinas …..

1 06 x.x.x dst. …

2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

2 07 TENAGA KERJA

2 07 x.x.x Dinas …..

2 07 x.x.x dst. …

2 08
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2 08 x.x.x Dinas …..

2 08 x.x.x dst. …

2 09 PANGAN

2 09 x.x.x Dinas …..

2 09 x.x.x dst. …
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2 11 LINGKUNGAN HIDUP

2 11 x.x.x Dinas …..

2 11 x.x.x dst. …

2 12
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

2 12 x.x.x Dinas …..

2 12 x.x.x dst. …

2 13
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA/KAMPUNG

2 13 x.x.x Dinas …..

2 13 x.x.x dst. …

2 14
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

2 14 x.x.x Dinas …..

2 14 x.x.x dst. …

2 15 PERHUBUNGAN

2 15 x.x.x Dinas …..

2 15 x.x.x dst. …

2 16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2 16 x.x.x Dinas …..

2 16 x.x.x dst. …

2 17
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

2 17 x.x.x Dinas …..

2 17 x.x.x dst. …

2 18 PENANAMAN MODAL

2 18 x.x.x Dinas …..

2 18 x.x.x dst. …

2 19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2 19 x.x.x Dinas …..

2 19 x.x.x dst. …

2 20 STATISTIK

2 20 x.x.x Dinas …..

2 20 x.x.x dst. …

2 21 PERSANDIAN

2 21 x.x.x Dinas …..

2 21 x.x.x dst. …

2 22 KEBUDAYAAN

2 22 x.x.x Dinas …..

2 22 x.x.x dst. …
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2 23 PERPUSTAKAAN

2 23 x.x.x Dinas …..

2 23 x.x.x dst. …

2 24 KEARSIPAN

2 24 x.x.x Dinas …..

2 24 x.x.x dst. …

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN

3 25 x.x.x Dinas …..

3 25 x.x.x dst. …

3 26 PARIWISATA

3 26 x.x.x Dinas …..

3 26 x.x.x dst. …

3 27 PERTANIAN

3 27 x.x.x Dinas …..

3 27 x.x.x dst. …

3 30 PERDAGANGAN

3 30 x.x.x Dinas …..

3 30 x.x.x dst. …

3 31 PERINDUSTRIAN

3 31 x.x.x Dinas …..

3 31 x.x.x dst. …

3 32 TRANSMIGRASI

3 32 x.x.x Dinas …..

3 32 x.x.x dst. …

4
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN

4 01 SEKRETARIAT DAERAH

4 01 x.x.x Sekretariat Daerah

4 02
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

4 02 x.x.x Sekretariat DPRD

5
UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN

5 01 PERENCANAAN

5 01 x.x.x Badan …..

5 01 x.x.x dst. …
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5 02 KEUANGAN

5 02 x.x.x Badan …..

5 02 x.x.x dst. …

5 03 KEPEGAWAIAN

5 03 x.x.x Badan …..

5 03 x.x.x dst. …

5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5 04 x.x.x Badan …..

5 04 x.x.x dst. …

5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5 05 x.x.x Badan …..

5 05 x.x.x dst. …

5 06 PENGHUBUNG

5 06 x.x.x Badan …..

5 06 x.x.x dst. …

5 07 PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH

5 07 x.x.x Badan/Kantor …..

5 07 x.x.x dst. …

6 UNSUR PENGAWAS

6 01 PENGAWAS

6 01 x.x.x Inspektorat

7 UNSUR KEWILAYAHAN

7 01 KECAMATAN/DISTRIK

7 01 x.x.x Distrik …..

7 01 x.x.x dst. …

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8 01 x.x.x Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah

SURPLUS / (DEFISIT)

Biak, ……………….………

Bupati Biak Numfor

Nama
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Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,

KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN,

BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH

KODE
REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1. 2. 3. 4.

4.x.xx Pendapatan

4.x.xx Pendapatan Asli Daerah

4.x.xx Pajak Daerah

4.x.xx Retribusi Daerah

4.x.xx
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan

4.x.xx Lain-lain PAD Yang Sah

4.x.xx Pendapatan Transfer

4.x.xx
Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat

4.x.xx
Pendapatan Transfer Antar
Daerah

4.x.xx
Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah

4.x.xx Pendapatan Hibah

4.x.xx Dana Darurat

4.x.xx
Lain-Lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan : x

Bidang Urusan : x.xx.xx

Organisasi : x.xx.xx

Unit Organisasi : x.xx.xx

Program : x.xx.xx

Indikator Hasil :   ………

Kegiatan…1) : x.xx.xx

Indikator Keluaran : ………

Sub Kegiatan …1) : x.xx.xx

Indikator Keluaran :   ………

KODE
REKENING

URAIAN JUMLAH
DASAR
HUKUM

5.x.xx Belanja

5.x.xx Belanja Operasi

5.x.xx Belanja Pegawai

5.x.xx Belanja Barang dan Jasa

5.x.xx Belanja Bunga

5.x.xx Belanja Subsidi

5.x.xx Belanja Hibah

5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

5.x.xx Belanja Modal

5.x.xx Belanja Modal Tanah

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung

5.x.xx
Belanja Modal Jalan, jaringan, dan
irigasi

5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan
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Sub Kegiatan …2) : x.xx.xx

Indikator Keluaran :   ………

KODE
REKENING

URAIAN JUMLAH
DASAR
HUKUM

5.x.xx Belanja

5.x.xx Belanja Operasi

5.x.xx Belanja Pegawai

5.x.xx Belanja Barang dan Jasa

5.x.xx Belanja Bunga

5.x.xx Belanja Subsidi

5.x.xx Belanja Hibah

5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

5.x.xx Belanja Modal

5.x.xx Belanja Modal Tanah

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung

5.x.xx
Belanja Modal Jalan, jaringan, dan
irigasi

5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan
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Kegiatan…2) : x.xx.xx

Indikator Keluaran :   ………

Sub Kegiatan …1) : x.xx.xx

Indikator Keluaran :   ………

KODE
REKENING

URAIAN JUMLAH
DASAR
HUKUM

5.x.xx Belanja

5.x.xx Belanja Operasi

5.x.xx Belanja Pegawai

5.x.xx Belanja Barang dan Jasa

5.x.xx Belanja Bunga

5.x.xx Belanja Subsidi

5.x.xx Belanja Hibah

5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

5.x.xx Belanja Modal

5.x.xx Belanja Modal Tanah

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung

5.x.xx
Belanja Modal Jalan, jaringan, dan
irigasi

5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan
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Sub Kegiatan …2) : x.xx.xx

Indikator Keluaran :   ………

KODE
REKENING

URAIAN JUMLAH
DASAR
HUKUM

5.x.xx Belanja

5.x.xx Belanja Operasi

5.x.xx Belanja Pegawai

5.x.xx Belanja Barang dan Jasa

5.x.xx Belanja Bunga

5.x.xx Belanja Subsidi

5.x.xx Belanja Hibah

5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

5.x.xx Belanja Modal

5.x.xx Belanja Modal Tanah

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung

5.x.xx
Belanja Modal Jalan, jaringan, dan
irigasi

5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

Biak, ……………….………

Bupati Biak Numfor

Nama



91

91

Lampiran IV Peraturan Daerah Kab. Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN .......

Kode
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jenis Belanja

Jumlah

Operasi Modal
Tidak

Terduga
Transfer

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 01 PENDIDIKAN

1 01 x.x.x Dinas …..

1 01 x.x.x Program …...

1 01 x.x.x Kegiatan 1) ……

1 01 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

1 01 x.x.x dst. …

1 02 KESEHATAN

1 02 x.x.x Dinas/Kantor/Rumah Sakit …..

1 02 x.x.x Program …...

1 02 x.x.x Kegiatan 1) ……

1 02 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

1 02 x.x.x dst. …

1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 03 x.x.x Dinas …..

1 03 x.x.x Program …...

1 03 x.x.x Kegiatan 1) ……

1 03 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

1 03 x.x.x dst. …

1 04
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

1 04 x.x.x Dinas …..

1 04 x.x.x Program …...

1 04 x.x.x Kegiatan 1) ……

1 04 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

1 04 x.x.x dst. …

1 05
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 05 x.x.x Dinas …..

1 05 x.x.x Program …...

1 05 x.x.x Kegiatan 1) ……

1 05 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

1 05 x.x.x dst. …
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1 06 SOSIAL

1 06 x.x.x Dinas …..

1 06 x.x.x Program …...

1 06 x.x.x Kegiatan 1) ……

1 06 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

1 06 x.x.x dst. …

2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 07 TENAGA KERJA

2 07 x.x.x Dinas …..

2 07 x.x.x Program …...

2 07 x.x.x Kegiatan 1) ……

2 07 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

2 07 x.x.x dst. …

2 08
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2 08 x.x.x Dinas …..

2 08 x.x.x Program …...

2 08 x.x.x Kegiatan 1) ……

2 08 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

2 08 x.x.x dst. …

2 09 PANGAN

2 09 x.x.x Dinas …..

2 09 x.x.x Program …...

2 09 x.x.x Kegiatan 1) ……

2 09 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

2 09 x.x.x dst. …

2 11 LINGKUNGAN HIDUP

2 11 x.x.x Dinas …..

2 11 x.x.x Program …...

2 11 x.x.x Kegiatan 1) ……

2 11 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

2 11 x.x.x dst. …

2 12
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

2 12 x.x.x Dinas …..

2 12 x.x.x Program …...

2 12 x.x.x Kegiatan 1) ……

2 12 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

2 12 x.x.x dst. …

2 13
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA/KAMPUNG

2 13 x.x.x Dinas …..

2 13 x.x.x Program …...

2 13 x.x.x Kegiatan 1) ……

2 13 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

2 13 x.x.x dst. …



93

93

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2 14
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

2 14 x.x.x Dinas …..

2 14 x.x.x Program …...

2 14 x.x.x Kegiatan 1) ……

2 14 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

2 14 x.x.x dst. …

2 15 PERHUBUNGAN

2 15 x.x.x Dinas …..

2 15 x.x.x Program …...

2 15 x.x.x Kegiatan 1) ……

2 15 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

2 15 x.x.x dst. …

2 16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2 16 x.x.x Dinas …..

2 16 x.x.x Program …...

2 16 x.x.x Kegiatan 1) ……

2 16 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

2 16 x.x.x dst. …

2 17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2 17 x.x.x Dinas …..

2 17 x.x.x Program …...

2 17 x.x.x Kegiatan 1) ……

2 17 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

2 17 x.x.x dst. …

2 18 PENANAMAN MODAL

2 18 x.x.x Dinas …..

2 18 x.x.x Program …...

2 18 x.x.x Kegiatan 1) ……

2 18 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

2 18 x.x.x dst. …

2 19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2 19 x.x.x Dinas …..

2 19 x.x.x Program …...

2 19 x.x.x Kegiatan 1) ……

2 19 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

2 19 x.x.x dst. …

2 20 STATISTIK

2 20 x.x.x Dinas …..

2 20 x.x.x Program …...

2 20 x.x.x Kegiatan 1) ……

2 20 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

2 20 x.x.x dst. …
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2 21 PERSANDIAN

2 21 x.x.x Dinas …..

2 21 x.x.x Program …...

2 21 x.x.x Kegiatan 1) ……

2 21 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

2 21 x.x.x dst. …

2 22 KEBUDAYAAN

2 22 x.x.x Dinas …..

2 22 x.x.x Program …...

2 22 x.x.x Kegiatan 1) ……

2 22 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

2 22 x.x.x dst. …

2 23 PERPUSTAKAAN

2 23 x.x.x Dinas …..

2 23 x.x.x Program …...

2 23 x.x.x Kegiatan 1) ……

2 23 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

2 23 x.x.x dst. …

2 24 KEARSIPAN

2 24 x.x.x Dinas …..

2 24 x.x.x Program …...

2 24 x.x.x Kegiatan 1) ……

2 24 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

2 24 x.x.x dst. …

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN

3 25 x.x.x Dinas …..

3 25 x.x.x Program …...

3 25 x.x.x Kegiatan 1) ……

3 25 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

3 25 x.x.x dst. …

3 26 PARIWISATA

3 26 x.x.x Dinas …..

3 26 x.x.x Program …...

3 26 x.x.x Kegiatan 1) ……

3 26 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

3 26 x.x.x dst. …

3 27 PERTANIAN

3 27 x.x.x Dinas …..

3 27 x.x.x Program …...

3 27 x.x.x Kegiatan 1) ……

3 27 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

3 27 x.x.x dst. …
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3 30 PERDAGANGAN

3 30 x.x.x Dinas …..

3 30 x.x.x Program …...

3 30 x.x.x Kegiatan 1) ……

3 30 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

3 30 x.x.x dst. …

3 31 PERINDUSTRIAN

3 31 x.x.x Dinas …..

3 31 x.x.x Program …...

3 31 x.x.x Kegiatan 1) ……

3 31 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

3 31 x.x.x dst. …

3 32 TRANSMIGRASI

3 32 x.x.x Dinas …..

3 32 x.x.x Program …...

3 32 x.x.x Kegiatan 1) ……

3 32 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

3 32 x.x.x dst. …

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4 01 SEKRETARIAT DAERAH

4 01 x.x.x Sekretariat Daerah

4 01 x.x.x Program …...

4 01 x.x.x Kegiatan 1) ……

4 01 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

4 01 x.x.x dst. …

4 02
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

4 02 x.x.x Sekretariat DPRD

4 02 x.x.x Program …...

4 02 x.x.x Kegiatan 1) ……

4 02 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

4 02 x.x.x dst. …

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5 01 PERENCANAAN

5 01 x.x.x Badan …..

5 01 x.x.x Program …...

5 01 x.x.x Kegiatan 1) ……

5 01 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

5 01 x.x.x dst. …

5 02 KEUANGAN

5 02 x.x.x Badan …..

5 02 x.x.x Program …...

5 02 x.x.x Kegiatan 1) ……

5 02 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

5 02 x.x.x dst. …
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5 03 KEPEGAWAIAN

5 03 x.x.x Badan …..

5 03 x.x.x Program …...

5 03 x.x.x Kegiatan 1) ……

5 03 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

5 03 x.x.x dst. …

5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5 04 x.x.x Badan …..

5 04 x.x.x Program …...

5 04 x.x.x Kegiatan 1) ……

5 04 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

5 04 x.x.x dst. …

5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5 05 x.x.x Badan …..

5 05 x.x.x Program …...

5 05 x.x.x Kegiatan 1) ……

5 05 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

5 05 x.x.x dst. …

5 06 PENGHUBUNG

5 06 x.x.x Badan …..

5 06 x.x.x Program …...

5 06 x.x.x Kegiatan 1) ……

5 06 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

5 06 x.x.x dst. …

5 07 PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH

5 07 x.x.x Badan/Kantor …..

5 07 x.x.x Program …...

5 07 x.x.x Kegiatan 1) ……

5 07 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

5 07 x.x.x dst. …

6 UNSUR PENGAWAS

6 01 PENGAWAS

6 01 x.x.x Inspektorat

6 01 x.x.x Program …...

6 01 x.x.x Kegiatan 1) ……

6 01 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

6 01 x.x.x dst. …
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

7 UNSUR KEWILAYAHAN

7 01 KECAMATAN/DISTRIK

7 01 x.x.x Distrik …..

7 01 x.x.x Program …...

7 01 x.x.x Kegiatan 1) ……

7 01 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

7 01 x.x.x dst. …

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8 01 x.x.x Kesatuan Bangsa dan Politik

8 01 x.x.x Program …...

8 01 x.x.x Kegiatan 1) ……

8 01 x.x.x Sub Kegiatan 1)……

8 01 x.x.x dst. …

Jumlah

SURPLUS / (DEFISIT)

Biak, ……………….………

Bupati Biak Numfor

Nama
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Lampiran V Peraturan Daerah Kab. Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

REKAPITULASI BELANJA  DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN

KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN .......

Kode Uraian

Jenis Belanja

Jumlah

Operasi Modal
Tidak

Terduga
Transfer

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pelayanan Umum

Perencanaan Pembangunan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Statistik

Kearsipan

Komunikasi dan

Informatika

Perencanaan Pembangunan

Pertahanan

Ketertiban dan Keamanan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Ekonomi

Perhubungan

Ketenagakerjaan

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penanaman Modal

Ketahanan Pangan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Pertanian

Kehutanan

Energi dan Sumberdaya Mineral

Kelautan dan Perikanan

Perdagangan

Industri

Ketransmigrasian

Lingkungan Hidup

Penataan Ruang

Lingkungan Hidup

Pertanahan
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Kode
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jenis Belanja

Jumlah

Operasi Modal
Tidak

Terduga
Transfer

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Perumahan

Pekerjaan Umum

Perumahan

Kesehatan

Kesehatan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pariwisata dan Budaya

Kebudayaan

Pariwisata

Agama

Pendidikan

Pendidikan

Kepemudaan dan Olah Raga

Perpustakaan

Perlindungan Sosial

Kependudukan dan Catatan Sipil

Pemberdayaan Perempuan

Sosial

Biak, ……………….………

Bupati Biak Numfor

Nama
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Lampiran VI Peraturan Daerah Kab. Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN .......

GOLONGAN/RUANG

ESELON NON ESELON

JUMLAH
I II III IV V

TENAGA
FUNGSIONAL

STAF

Golongan IV/e

Golongan IV/d

Golongan IV/c

Golongan IV/b

Golongan IV/a

JUMLAH GOLONGAN IV

Golongan III/d

Golongan III/c

Golongan III/b

Golongan III/a

JUMLAH GOLONGAN III

Golongan II/d

Golongan II/c

Golongan II/b

Golongan II/a

JUMLAH GOLONGAN II

Golongan I/d

Golongan I/c

Golongan I/b

Golongan I/a

JUMLAH GOLONGAN I

TOTAL

Biak, ……………….………

Bupati Biak Numfor

Nama
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Lampiran VII Peraturan Daerah Kab. Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DAFTAR PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN .......

No.
Uraian
rincian
piutang

Tahun
pengakuan

piutang

Jumlah
piutang
sampai
dengan

tahun n-2

Perkiraan
penambahan

tahun n-1

Perkiraan
pengurangan

tahun n-1

Perkiraan
saldo akhir
tahun n-1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jumlah

Biak, ……………….………

Bupati Biak Numfor

Nama

CARA PENGISIAN:

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut jenis piutang daerah dan/atau nama debitur.

Kolom 2 Diisi dengan seluruh jenis piutang daerah dan/atau nama debitur yang belum memenuhi

kewajiban kepada pemerintah daerah (belum tertagih) mulai dari sampai dengan tahun anggaran

yang direncanakan. Jenis piutang dimaksud dapat diuraikan secara berturut-turut berdasarkan

objek pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kolom 3 Diisi dengan tahun pengakuan terjadinya piutang daerah terhadap setiap jenis piutang/debitur.

Kolom 4 Diisi dengan jumlah kumulatif dari sejak terjadinya piutang daerah sampai dengan 2 (dua) tahun

terakhir belum dapat ditagih dari pihak yang bersangkutan, seperti pajak daerah, retribusi daerah,

dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kolom 5 Diisi dengan perkiraan jumlah piutang yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu) tahun

sebelum tahun anggaran yang direncanakan. Kolom ini selain untuk memperkirakan penambahan

baik terhadap jenis piutang dan/atau debitur yang lama maupun untuk mencatat adanya jumlah

piutang yang baru dalam tahun anggaran yang direncanakan.

Kolom 6 Diisi dengan perkiraan pengurangan atas jumlah piutang berkenaan yang akan diterima Kas

Daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.

Kolom 7 Diisi dengan perkiraan Saldo Piutang Daerah dari setiap jenis/debitur yang belum tertagih sampai

dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.

Jumlah Diisi dengan jumlah seluruh piutang daerah sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir belum dapat

ditagih, perkiraan seluruh jumlah piutang daerah yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu)

tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, perkiraan seluruh pengurangan atas jumlah

piutang daerah yang akan diterima Kas Daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun

anggaran yang direncanakan dan perkiraan jumlah Saldo Piutang Daerah yang belum tertagih

sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
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Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor

Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN .......

No.
Tahun

Penyertaan
Modal

Nama
Badan/

Lembaga/
Pihak
Ketiga

Dasar
hukum

penyertaan
modal

(investasi)
daerah

Bentuk
penyertaan

modal
(investasi)

daerah

Jumlah
penyertaan

modal
(investasi)

daerah

Jumlah
Modal

yang telah
disertakan

sampai
tahun

anggaran
lalu

Penyertaan
modal

tahun ini

Jumlah
modal

yang telah
disertakan

sampai
dengan

tahun ini

Sisa
modal
yang

belum
disertakan

Hasil
penyertaan

modal
(investasi)

daerah
tahun ini

Jumlah
modal

(investasi)
yang akan
diterima
kembali

tahun ini

Jumlah
Sisa Modal
(Investasi)

yang
disertakan

sampai
dengan

tahun ini

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9=7+8 10=6-9. 11. 12. 13=9-12

1.

2.

3.

4.

5.

dst

JUMLAH

Biak, ……………….………

Bupati Biak Numfor

Nama
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CARA PENGISIAN:

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut penyertaan modal (investasi) daerah.

Kolom 2 Diisi dengan tahun pada saat dilaksanakannya/dilakukan penandatanganan

perjanjian penyertaan modal (investasi) daerah.

Kolom 3 Diisi dengan seluruh nama lembaga/badan usaha atau perusahaan pihak ketiga

tempat disertakannya modal pemerintah daerah. Nama lembaga/badan usaha atau

perusahaan pihak ketiga dimaksud secara berturut-turut dicantumkan mulai dari

saat pertama kali penyertaan modal (investasi) daerah sampai dengan yang

dianggarkan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

Kolom 4 Diisi dengan peraturan daerah (nomor, tahun, tentang) yang menjadi dasar hukum

penyertaan modal (investasi) daerah.

Kolom 5 Diisi dengan bentuk penyertaan modal (investasi) daerah dapat berupa saham,

deposito berjangka atau dalam bentuk penyertaan lainnya.

Kolom 6 Diisi dengan jumlah modal yang harus disertakan sesuai dengan perjanjian

penyertaan modal daerah.

Kolom 7 Diisi dengan jumlah modal yang akan disertakan sampai dengan tahun anggaran

lalu apabila untuk pemenuhan modal dilakukan secara bertahap.

Kolom 8 Diisi dengan jumlah modal yang akan disertakan dan dianggarkan dalam

pengeluaran pembiayaan APBD tahun berkenan.

Kolom 9 Diisi dengan jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun yang

direncanakan dengan cara menjumlahkan kolom 7 dan kolom 8.

Kolom 10 Diisi dengan sisa jumlah modal yang belum disertakan atas penyertaan modal

(investasi) daerah berkenan dengan mengurangkan kolom 6 dengan kolom 9.

Kolom 11 Diisi dengan jumlah hasil/deviden/bagian/laba/bunga dari hasil penyertaan modal

dalam tahun anggaran yang direncanakan.

Kolom 12 Diisi dengan jumlah pengembalian modal atau rencana penarikan investasi untuk

dijual dan/atau dialihkan ke tempat lain (apabila ada).

Kolom 13 Diisi dengan jumlah sisa modal (investasi) daerah yang disertakan sampai dengan

tahun anggaran berkenan dengan mengurangkan kolom 9 dengan kolom 12.

Jumlah Diisi dengan seluruh jumlah modal yang harus disertakan sesuai dengan perjanjian

penyertaan modal daerah, jumlah seluruh modal (investasi) daerah yang telah

disertakan sampai dengan tahun anggaran lalu, jumlah seluruh modal (investasi)

daerah yang akan disertakan dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan

APBD yang direncanakan, jumlah seluruh sisa modal (investasi) daerah yang belum

disertakan sampai dengan tahun anggaran yang direncanakan, jumlah seluruh

hasil/deviden/bagian/laba/bunga dari hasil penyertaan modal (investasi) daerah

yang akan diterima kas daerah dalam tahun anggaran yang direncanakan dan

jumlah seluruh pengembalian modal atau rencana penarikan investasi untuk dijual

dan/atau dialihkan ke tempat lain dalam tahun anggaran yang direncanakan.
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Lampiran IX Peraturan Daerah Kab. Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN .......

No. Jenis Aset Tetap Daerah
Saldo

Pada Akhir
Tahun n-2

Perkiraan
Penambahan
Tahun n-1

Perkiraan
Pengurangan
Tahun n-1

Perkiraan
Saldo

Pada Akhir
Tahun n-1

1. 2. 3. 4. 5. 6=3+4+5

1.

2.

3.

4.

dst

Jumlah

Biak, ……………………

BUPATI BIAK NUMFOR,

nama

CARA PENGISIAN:

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut jenis aset tetap daerah

Kolom 2 Diisi dengan seluruh jenis aset daerah

Kolom 3 Diisi dengan saldo aset tetap daerah sampai dengan 2 (dua) tahun sebelum tahun

anggaran yang direncanakan

Kolom 4 Diisi dengan perkiraan aset tetap yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu) tahun

sebelum tahun anggaran yang direncanakan.

Kolom 5 Diisi dengan perkiraan aset tetap yang akan berkurang sampai dengan 1 (satu) tahun

sebelum tahun anggaran yang direncanakan.

Kolom 6 Diisi dengan perkiraan saldo aset tetap daerah pada akhir tahun pada 1 (satu) tahun

sebelum tahun anggaran yang direncanakan dengan cara menjumlahkan kolom 3 dan

kolom 4 untuk selanjutnya dikurangi kolom 5.

Jumlah Diisi dengan jumlah seluruh saldo aset tetap daerah sampai dengan 2 (dua) tahun

terakhir, perkiraan seluruh jumlah aset tetap daerah yang akan bertambah sampai

dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, perkiraan seluruh

pengurangan atas jumlah aset tetap daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun

anggaran yang direncanakan dan perkiraan jumlah saldo aset tetap daerah sampai

dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
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Lampiran X Peraturan Daerah Kab. Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

TAHUN ANGGARAN .......

No. Jenis Aset Lainnya
Saldo

Pada Akhir
Tahun n-2

Perkiraan
Penambahan
Tahun n-1

Perkiraan
Pengurangan
Tahun n-1

Perkiraan
saldo

Pada Akhir
Tahun n-1

1. 2. 3. 4. 5. 6=3+4+5

1.

2.

3.

4.

dst

Jumlah

Biak, ……………………

BUPATI BIAK NUMFOR,

nama

CARA PENGISIAN:

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut jenis aset lainnya daerah.

Kolom 2 Diisi dengan seluruh jenis aset daerah.

Kolom 3 Diisi dengan saldo pada akhir tahun n-2

Kolom 4 Diisi dengan perkiraan aset lainnya yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu) tahun

sebelum tahun anggaran yang direncanakan.

Kolom 5 Diisi dengan perkiraan aset lainnya yang akan berkurang sampai dengan 1 (satu) tahun

sebelum tahun anggaran yang direncanakan.

Kolom 6 Diisi dengan perkiraan saldo aset lainnya daerah pada akhir tahun pada 1 (satu) tahun

sebelum tahun anggaran yang direncanakan dengan cara menjumlahkan kolom 3 dan

kolom 4 untuk selanjutnya dikurangi kolom 5.

Jumlah Diisi dengan jumlah seluruh saldo aset lainnya daerah sampai dengan 2 (dua) tahun

terakhir, perkiraan seluruh jumlah aset lainnya daerah yang akan bertambah sampai

dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, perkiraan seluruh

pengurangan atas jumlah aset lainnya daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum

tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan jumlah saldo aset lainnya daerah

sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
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Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

TAHUN  PERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DAFTAR KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

TAHUN ANGGARAN n

No.
Kode Kegiatan/
Sub Kegiatan

Judul Kegiatan/
Sub Kegiatan

Jumlah Anggaran

TAHUN n-1
Jumlah Realisasi s.d

Akhir TA. n-1

Jumlah Sisa Anggaran Yang

Dianggarkan

Dalam Tahun Ini (Rp) TA. n

APBD

TA n-1

PERUBAHAN

APBD TA. n-1
APBD

PERUBAHAN

APBD

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

2.

3.

4.

5.

dst

Jumlah

Biak, ……………………

BUPATI BIAK NUMFOR,

nama
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Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

TAHUN  KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DAFTAR KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

TAHUN ANGGARAN n

No.

Kode
Kegiatan/

Sub
Kegiatan

Judul Kegiatan/
Sub Kegiatan

Jumlah Tahun Awal

Penganggaran (Rp)

Jumlah

Realisasi

s.d akhir

TA. n-2

(Rp)

Jumlah Anggaran

TAHUN n-1
Jumlah

Realisasi s.d

Akhir TA. n-1

(Rp)

Jumlah Sisa Anggaran Yang

Dianggarkan

Dalam Tahun Ini (Rp) TA. n

APBD INDUK

TA n-2

PERUBAHAN

APBD TA. n-2

APBD INDUK

TA n-1

PERUBAHAN

APBD TA. n-1
INDUK PERUBAHAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1.

2.

3.

4.

dst

Jumlah

Biak, ……………………

BUPATI BIAK NUMFOR,

nama
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Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN n

No.
Tujuan Pembentukan

Dana Cadangan

Dasar Hukum
Pembentukan Dana

Cadangan

Jumlah Dana

Cadangan Yang

Direncanakan

(Rp)

Saldo Awal

(Rp)

Transfer dari Kas

Daerah (Rp)

Transfer ke Kas

Daerah

Saldo Akhir

(Rp)

Sisa Dana Yang

Belum

Dicadangkan

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

2.

3.

4.

5.

dst

Jumlah

Biak, ……………………

BUPATI BIAK NUMFOR,

nama
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CARA PENGISIAN:

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut Dana Cadangan yang direncanakan.

Kolom 2 Diisi dengan tujuan pembentukan dana cadangan atau seluruh nama kegiatan/sub

kegiatan atau proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana pemerintah

daerah/pelayanan masyarakat yang pendanaannya direncanakan bersumber dari dana

cadangan mulai sejak sampai dengan terakhir kali pemerintah daerah melaksanakan

dana cadangan.

Kolom 3 Diisi dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dilengkapi dengan

nomor dan tahun

Kolom 4 Diisi dengan besarnya dana cadangan yang harus dipenuhi/disisihkan dari Kas Daerah

sesuai dengan peraturan daerah.

Kolom 5 Diisi dengan jumlah saldo awal dana cadangan atas kegiatan/sub kegiatan berkenaan

yang tersedia pada rekening dana cadangan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

Kolom 6 Diisi dengan jumlah yang akan ditransfer dari rekening Kas Daerah ke rekening dana

cadangan yang berkenaan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

Kolom 7 Diisi dengan jumlah yang digunakan dalam tahun anggaran yang direncanakan atau

ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Daerah.

Kolom 8 Diisi dengan jumlah posisi saldo akhir dana cadangan pada akhir tahun anggaran yang

direncanakan.

Kolom 9 Diisi dengan sisa jumlah dana cadangan yang belum dicadangkan untuk setiap kegiatan

yang pendanaannya bersumber dari dana cadangan.
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Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor
Nomor :

Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DAFTAR PINJAMAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN .....

No.
Sumber

Pinjaman Daerah

Dasar
Hukum

Pinjaman/
Obligasi

Tanggal/Tahun
Perjanjian
Pinjaman/
Obligasi

Jumlah
Pinjaman/

Nilai Nominal
Obligasi (Rp)

Jangka
Waktu

Pinjaman
(Tahun)

Persentase
Bunga

Pinjaman (%)

Tujuan
Penggunaan

Pinjaman

Jumlah Pembayaran
Tahun Ini (Rp)

Jumlah Sisa
Pembayaran (Rp)

Pokok
Pinjaman
Daerah

Bunga
Pokok

Pinjaman
Daerah

Bunga

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1.

2.

3.

4.

dst

Jumlah

Biak, ……………………

BUPATI BIAK NUMFOR,

nama
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CARA PENGISIAN:

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut pinjaman daerah.

Kolom 2 Diisi dengan nama lembaga/instansi yang memberi pinjaman mulai sejak

pemerintah daerah melakukan pinjaman sampai dengan tahun terakhir melakukan

pinjaman.

Kolom 3 Diisi dengan dasar hukum pinjaman/obligasi

Kolom 4 Diisi dengan nomor, tanggal dan tahun perjanjian pinjaman.

Kolom 5 Diisi dengan jumlah/besarnya pinjaman daerah sebagaimana disebut dalam surat

perjanjian pinjaman.

Kolom 6 Diisi dengan jangka waktu pinjaman.

Kolom 7 Diisi dengan persentase bunga yang dikenakan atas pokok pinjaman.

Kolom 8 Diisi dengan tujuan penggunaan dana pinjaman.

Kolom 9 & 10 Diisi dengan jumlah besaran cicilan pokok, bunga dan denda pinjaman yang akan

dibayar dalam tahun anggaran yang direncanakan.

Kolom 11 & 12 Diisi dengan jumlah sisa pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang

direncanakan masih harus dibayar sampai dengan akhir jangka waktu pinjaman.

Jumlah Diisi dengan jumlah cicilan pokok, bunga dan denda pinjaman yang akan dibayar

dalam tahun anggaran yang direncanakan dan jumlah seluruh sisa pembayaran

cicilan pokok dan bunga pinjaman yang direncanakan masih harus dibayar sampai

dengan akhir jangka waktu pinjaman.
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BAB VI

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Ketentuan Umum

Atas dasar persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Proses penyiapan Raperkada tentang Penjabaran APBD mengandung informasi, aliran

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dilengkapi dengan lampiran

yang terdiri dari:

1. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan

rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,

kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan   rincian   objek,   dan   sub

rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3. rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan

berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;

b daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;

c daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan

bersifat umum dan bersifat khusus;

d daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;

e rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan

rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

f rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas

Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,

dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

g sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten pada daerah

perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada

tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

4. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perkada penjabaran

APBD.
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Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perkada

tentang penjabaran APBD disertai penjelasan, yaitu:

1 Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.

2. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub

kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan

penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.

3. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber

penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan

pengeluaranpembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

B. Dokumen Terkait

Dokumen lampiran Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang

disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

pedoman penyusunan APBD.

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran

APBD pada tahapan Penetapan APBD disajikan sebagai berikut:

a. penyusunan batang tubuh rancangan peraturan bupati tentang penjabaran

APBD;

b. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek,

dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

c. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,

kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian

objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

d. rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan

berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan

sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi

yang dibutuhkan); dan

e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perkada

penjabaran APBD (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi

dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang

dibutuhkan).
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a. Ilustrasi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR …… TAHUN …….

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN ……

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal… Peraturan Daerah Kabupaten

Biak Numfor Nomor …. Tahun … tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran …., perlu ditetapkan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran …. sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran ….. ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di

Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia

Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik  Indonesia Nomor 4250, sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik  Indonesia Nomor 4400);
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7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  Republik  Indonesia

Tahun  2004  Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundangan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia

Tahun  2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4616);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4890);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4972);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6523);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan

Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6178);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

32. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan

Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 63);

34. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan

Kesejahteraan di Povinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan Barang Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor …. Tahun ….. tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran …. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ….

Nomor ….);
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41. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor … Tahun 20…

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Papua Nomor: 188/ /KPTS/013/20… tentang

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

20… dan Rancangan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 20….;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN …….

Pasal 1

Anggaran  Pendapatan  dan   Belanja   Daerah   Tahun Anggaran …. terdiri

dari:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp ………………..

b. Pendapatan Transfer Rp ………………..

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp ……………….. (+)

Jumlah Pendapatan Rp …………..…..

2. Belanja

a. Belanja Operasi Rp ………………..

b. Belanja Modal Rp ………………..

c. Belanja Tidak Terduga Rp ………………..

d. Belanja Transfer Rp ………………..(+)

Jumlah Belanja Rp ………..……..(-)

Surplus/(Defisit) Rp ……………....

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp ………………..

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp ………………..(-)

Jumlah Pembiayaan Neto Rp ………..……..(-)

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp ………..……..

Pasal  2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut

dalam Lampiran II  Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Biak

pada tanggal …………….

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ..... NOMOR ......

BUPATI BIAK NUMFOR,

(nama lengkap)

Diundangkan di  Biak

pada tanggal ..............

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR

(nama lengkap)
NIP. .................
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Lampiran I Peraturan Daerah Kab. Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode Uraian
Jumlah

(Rp)

1. 2. 3.

4 Pendapatan

4.1 Pendapatan Asli Daerah

4.1.01 Pajak Daerah

4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan

4.1.01.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.01.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.02 Retribusi Daerah

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum

4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan

4.1.02.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.02.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4.1.03.01
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada BUMN

4.1.03.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.03.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah

4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah

4.1.04.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.04.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.
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1. 2. 3.

4.2 Pendapatan Transfer

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

4.2.01.01 Dana Perimbangan

4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

4.2.01.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.2.01.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil

4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

4.2.02.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.2.02.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

4.3.01 Pendapatan Hibah

4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

4.3.01.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3.01.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3.02 Dana Darurat

4.3.02.01 Dana Darurat

4.3.02.01.01 Dana Darurat

4.3.02.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3.02.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3.03
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan

4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS

4.3.03.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3.03.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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5 Belanja

5.1 Belanja Operasi

5.1.01 Belanja Pegawai

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN

5.1.01.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.01.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis

5.1.02.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.02.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.03 Belanja Bunga

5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

5.1.03.01.01
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

5.1.03.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.03.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.04 Belanja Subsidi

5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN

5.1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN

5.1.04.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.04.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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5.1.05 Belanja Hibah

5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat

5.1.05.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.05.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial

5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

5.1.06.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.06.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2 Belanja Modal

5.2.01 Belanja Modal Tanah

5.2.01.01 Belanja Modal Tanah

5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil

5.2.01.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.01.xx
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar

5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat

5.2.02.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.02.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
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5.2.03.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.03.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan

5.2.04.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.04.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan

5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

5.2.05.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.05.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.06 Belanja Modal …

5.2.06.01 Belanja Modal …

5.2.06.01.01 Belanja Modal …

5.2.06.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.06.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.3 Belanja Tidak Terduga

5.3.01 Belanja Tidak Terduga

5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga

5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga

5.4 Belanja Transfer

5.4.01 Belanja Bagi Hasil

5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

5.4.01.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

5.4.01.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.4.01.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan

5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi

5.4.02.01.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi

5.4.02.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.4.02.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)

6 Pembiayaan

6.1 Penerimaan Pembiayaan

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD

6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah

6.1.01.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.01.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.02 Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.02.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.1.03.01
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN)

6.1.03.01.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN

6.1.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.03.xx

Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

6.1.04.01.01
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-
Jangka Menengah
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6.1.04.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.04.xx
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

6.1.05.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.1.05.01.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.1.05.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.05.xx
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.06
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

6.1.06.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD

6.1.06.01.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek

6.1.06.01.xx

Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.06.xx

Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan

6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan

6.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan

6.2.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.01.xx

Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah

6.2.02.01
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)

6.2.02.01.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN

6.2.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan KeuanganDaerah.
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6.2.02.xx

Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.03 Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo

6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

6.2.03.01.01
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan
Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

6.2.03.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.03.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah

6.2.04.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.2.04.01.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.2.04.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.04.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.05
Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

6.2.05.01 Pinjaman BLUD

6.2.05.01.01 Pinjaman BLUD-Jangka Pendek

6.2.05.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.05.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan Neto

6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)

Biak, ……………………

BUPATI BIAK NUMFOR,

nama
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Lampiran II Peraturan Daerah Kab. Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,

KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN,

BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH

KODE
REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1. 2. 3. 4.

4.x.xx Pendapatan

4.x.xx Pendapatan Asli Daerah

4.x.xx Pajak Daerah

4.x.xx Retribusi Daerah

4.x.xx
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan

4.x.xx Lain-lain PAD Yang Sah

4.x.xx Pendapatan Transfer

4.x.xx
Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat

4.x.xx
Pendapatan Transfer Antar
Daerah

4.x.xx
Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah

4.x.xx Pendapatan Hibah

4.x.xx Dana Darurat

4.x.xx
Lain-Lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan : x

Bidang Urusan : x.xx.xx

Organisasi : x.xx.xx

Unit Organisasi : x.xx.xx

Program : x.xx.xx

Indikator Hasil : ………

Kegiatan…1) : x.xx.xx

Indikator Keluaran :   ………

Sub Kegiatan …1) : x.xx.xx

Indikator Keluaran :   ………

KODE
REKENING

URAIAN JUMLAH
DASAR
HUKUM

5.x.xx Belanja

5.x.xx Belanja Operasi

5.x.xx Belanja Pegawai

5.x.xx Belanja Barang dan Jasa

5.x.xx Belanja Bunga

5.x.xx Belanja Subsidi

5.x.xx Belanja Hibah

5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

5.x.xx Belanja Modal

5.x.xx Belanja Modal Tanah

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung

5.x.xx
Belanja Modal Jalan, jaringan, dan
irigasi

5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan
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Sub Kegiatan …2) : x.xx.xx

Indikator Keluaran :   ………

KODE
REKENING

URAIAN JUMLAH
DASAR
HUKUM

5.x.xx Belanja

5.x.xx Belanja Operasi

5.x.xx Belanja Pegawai

5.x.xx Belanja Barang dan Jasa

5.x.xx Belanja Bunga

5.x.xx Belanja Subsidi

5.x.xx Belanja Hibah

5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

5.x.xx Belanja Modal

5.x.xx Belanja Modal Tanah

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung

5.x.xx
Belanja Modal Jalan, jaringan, dan
irigasi

5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan
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Kegiatan…2) : x.xx.xx

Indikator Keluaran :   ………

Sub Kegiatan …1) : x.xx.xx

Indikator Keluaran :   ………

KODE
REKENING

URAIAN JUMLAH
DASAR
HUKUM

5.x.xx Belanja

5.x.xx Belanja Operasi

5.x.xx Belanja Pegawai

5.x.xx Belanja Barang dan Jasa

5.x.xx Belanja Bunga

5.x.xx Belanja Subsidi

5.x.xx Belanja Hibah

5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

5.x.xx Belanja Modal

5.x.xx Belanja Modal Tanah

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung

5.x.xx
Belanja Modal Jalan, jaringan, dan
irigasi

5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan
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Sub Kegiatan …2) : x.xx.xx

Indikator Keluaran :   ………

KODE
REKENING

URAIAN JUMLAH
DASAR
HUKUM

5.x.xx Belanja

5.x.xx Belanja Operasi

5.x.xx Belanja Pegawai

5.x.xx Belanja Barang dan Jasa

5.x.xx Belanja Bunga

5.x.xx Belanja Subsidi

5.x.xx Belanja Hibah

5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

5.x.xx Belanja Modal

5.x.xx Belanja Modal Tanah

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung

5.x.xx
Belanja Modal Jalan, jaringan, dan
irigasi

5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

Biak, ……………….………

Bupati Biak Numfor

Nama
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BAB VII

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD

1. Ketentuan Umum

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada

masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Adapun ketentuan umum terkait penyampaian dan pembahasan

Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut:

a. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai

penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam

puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk

memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.

b. Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sesuai

ketentuan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

c. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh kepala daerah

dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang

APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA,

dan PPAS.

Terkait hal tersebut di atas, peraturan bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dapat

mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen

yang dilakukan secara elektronik.

b. Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan, RKPD, KUA,

dan PPAS.

c. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat meminta

RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara

elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

d. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, kepala daerah dan/atau

DPRD dapat mengajukan usulan penambahan/perubahan kegiatan/sub

kegiatan dalam rancangan Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat

dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan atau perubahan

kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan berdasarkan kriteria keperluan

mendesak.
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e. Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Kepala Daerah terlambat

menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal,

sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta

penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.

b. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang

APBD dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, danPPAS.

c. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan dalam

persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan

DPRD.

B. PERSETUJUAN RANCANGAN APBD

1. Ketentuan Umum

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui

pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Persetujuan tersebut

diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara

Kepala Daerah dan DPRD.

ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Perda tentang APBD

adalah sebagai berikut:

a. Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang

APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap

tahun.

b. Berdasarkan persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan

Perkada tentang penjabaran APBD.

c. DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda

tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran

setiap tahun, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

d. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat

menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal,

sanksi sebagaimana dimaksud tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD tersebut harus dicapai

paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya.

b. Berdasarkan persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan

Perkada tentang penjabaran APBD.
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c. Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama

dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda

tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun

rancangan Perkada tentang APBD.

d. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala daerah bertugas:

1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD;

dan

2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan

daerah tentang APBD.

e. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan sementara, kepala daerah

mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk:

1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD;

dan

2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan

daerah tentang APBD.

f. Dalam hal Kepala Daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau

sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/ pelaksana tugas kepala daerah

menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD,

sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan

peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana

tugas/penjabat/penjabat sementara kepala daerah.

g. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam

waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani

persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala Daerah dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan hasil

pembahasan rancangan Perda tentang APBD.

b. Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan, Kepala Daerah

menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

c. Dokumen persetujuan bersama beserta rancangan Perda tentang APBD.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen persetujuan rancangan APBD menyajikan informasi yang

bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam

ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pedoman penyusunan

APBD.

Ilustrasi dokumen pada persetujuan rancangan APBD disajikan sebagai

berikut:

a. Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD;

b. Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD;
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a. Ilustrasi Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD

SUSUNAN NOTA KEUANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum;

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan;

1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan;

BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah;

2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah;

2.3. Estimasi Pendapatan Daerah;

2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;

BAB III KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah;

3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah;

3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah;

3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah;

BAB IV KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

4.1. Kondisi Umum Pembiayaan;

4.2 Permasalahan Utama Pembiayaan;

4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan;

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan

kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

BAB VI PENUTUP

Biak, ……………….………

Bupati Biak Numfor

Nama
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b. Ilustrasi Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD

BERITA ACARA

Nomor : ………..

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI BIAK NUMFOR

DAN

DPRD KABUPATEN BIAK NUMFOR

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

TAHUN ANGGARAN …...

Pada hari … tanggal ….bulan …. tahun ….., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Bupati Biak Numfor

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten

Biak Numfor yang beralamat di …………, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA

2. Nama : Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor

3. Nama : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor

4. Nama : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Biak Numfor yang beralamat di …………, selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran …. yang telah diajukan oleh PIHAK

PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan

yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD

Tahun Anggaran … sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara

ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD

Tahun Anggaran … selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang

pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari

kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Papua untuk mendapat

pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara

ini.
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Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam

rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Biak, ………………….

Bupati Pimpinan DPRD

Biak Numfor Kabupaten Biak Numfor

Selaku, Selaku,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Nama Nama

KETUA

Nama

WAKIL KETUA

Nama

WAKIL KETUA
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C. EVALUASI RANCANGAN APBD

1. Evaluasi Rancangan APBD

a. Ketentuan Umum

Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD dan rancangan

peraturan bupati tentang penjabaran APBD dilakukan oleh gubernur sebagai

wakil pemerintah pusat. Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian

antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara

kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh

mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang

lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. Untuk efektivitas pelaksanaan

evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah yang

terkait.

ketentuan umum terkait evaluasi Raperda APBD dan Raperkada

tentang evaluasi Raperda APBD dan Perkada tentang APBD adalah sebagai

berikut:

1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan

rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak

tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi

sebelum ditetapkan oleh bupati.

2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang

penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati

antara Kepala Daerah dan DPRD.

3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda tentang APBD

dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD ditembuskan ke

Menteri Dalam Negeri tanpa disertai lampiran.

4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang APBD, gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam

Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

5) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan

evaluasi, Menteri Dalam Negeri mengambil alih pelaksanaan evaluasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut, Menteri Dalam Negeri

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

7) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang

APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan:

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b) kepentingan umum;

c) RKPD, KUA, dan PPAS; dan

d) RPJMD.
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8) Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk menilai

kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda

tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam

menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan

PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD

dengan KUA dan PPAS.

9) Pengujian kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan

Perkada tentang penjabaran APBD dengan kepentingan umum dilakukan

untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum

meliputi:

a) terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;

b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

c) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;

d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat; dan/atau

e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-

golongan, dan gender.

10) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.

11) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi

rancangan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD

kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak

ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan

Perda kabupaten tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.

12) Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat kepada bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak

rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang

penjabaran APBD diterima.

13) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil

evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang

penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati

menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan

Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

14) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil

evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan

Perkada tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS,

dan RPJMD, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling

lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

15) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan

bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan

rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, gubernur

mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam
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Negeri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau

pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

16) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD

bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

17) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

18) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang

APBD.

19) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

20) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada gubernur untuk paling

lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

21) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam

waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan

sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD mengenai

hasil penyempurnaan.

22) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan

tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil

evaluasi dari Menteri/gubernur, kepala daerah menetapkan Perda APBD

berdasarkan hasil penyempurnaan.

23) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari

Gubernur.

24) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD dan rancangan

peraturan bupati tentang penjabaran APBD memuat informasi, aliran

data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

25) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda

tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diatur

dengan Peraturan Menteri.

b. Ketentuan Pelaksanaan

1) Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Kepala Daerah

mengirimkan rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui

bersama antara Kepala Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada

tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat.

2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi,

berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri

Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan.

3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan surat keputusan

mengenai hasil rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada

tentang Penjabaran APBD.

4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi

rancangan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD

kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
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pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak

ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan.

5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan keputusan

mengenai hasil evaluasi kepada bupati paling lambat 15 (lima belas) hari

terhitung sejak rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada

tentang Penjabaran APBD diterima.

6) Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka bupati menetapkan rancangan

Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang

penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

7) Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, bupati bersama DPRD melakukan

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi

diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan

anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.

b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil

penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna

berikutnya.

c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil

penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil

penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan Perda tentang

APBD.

e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil

penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak

diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Kepala Daerah menetapkan

Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.

f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari

Gubernur.

8) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan

bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan

rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Gubernur

mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam

Negeri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau

pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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D. PENETAPAN PERDA APBD DAN PERKADA PENJABARAN APBD

1. Ketentuan Umum

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada

tentang Penjabaran APBD menjadi Perkada tentang Penjabaran APBD merupakan

tahap akhir dalam proses penetapan APBD setelah melalui tahapan penyusunan

oleh pemerintah daerah, pembahasan bersama oleh DPRD dengan pemerintah

daerah, persetujuan DPRD hingga evaluasi.

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada

tentang Penjabaran APBD menjadi Perkada tentang Penjabaran APBD ditandai

dengan penomoran, penandatanganan, dan pengundangan ke dalam lembaran

daerah.

Ketentuan umum terkait penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran

APBD adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran

APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda

tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.

b. Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang

penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun

sebelumnya.

c. Kepala Daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan Perkada tentang

penjabaran APBD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Perkada ditetapkan.

d. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan

Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala Daerah menerima surat keputusan sebagai dasar penetapan rancangan

Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD

menjadi Raperda yang berupa:

1) Surat Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam evaluasi

menunjukkan hasil sesuai.

2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan penyempurnaan

terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai.

b. Kepala Daerah harus mendapat nomor registrasi atas Perda APBD dari

gubernur.

c. Kepala Daerah beserta Sekretaris Daerah menyusun dan menandatangani:

1) penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda; serta

2) penetapan rancangan Perkada APBD menjadi Perkada.

d. Kepala daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan perkada tentang

penjabaran APBD kepada gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

setelah ditetapkan.

e. Kepala Daerah wajib menginformasikan substansi Perda APBD yang telah

dituangkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat.
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E. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERKADA APBD DALAM HALTIDAK

TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA

1. Ketentuan Umum

Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan

DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam jangka waktu yang

ditetapkan, maka Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD

untuk kemudian dilakukan penetapan setelah memperoleh pengesahan dari

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Ketentuan terkait penyusunan dan persetujuan Rancangan Perkada

tentang APBD dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama adalah sebagai

berikut:

a. Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama

dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda

tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun

rancangan Perkada tentang APBD dengan berpedoman kepada RPJMD, RKPD

dan KUA serta PPAS.

b. Rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun

anggaran sebelumnya.

c. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka pengeluaran

APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya.

d. Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD, maka Angka

APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka pengeluaran APBD yang

ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.

e. Rancangan Perkada tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat

mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

f. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara

terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah

yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang

berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

g. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan

pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan,

kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban

pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan

kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat:

1) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan

pada APBD; dan/atau

2) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

i. Rancangan Perkada ditetapkan menjadi Perkada setelah memperoleh

pengesahan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

j. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Perkada tentang APBD beserta

lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak

DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap

rancangan Perda tentang APBD.
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k. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada, kepala daerah

menetapkan rancangan Perkada menjadi Perkada.

l. Dalam hal kepala daerah dan DPRD belum menyetujui bersama rancangan

Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi

perda tentang APBD setelah dimulainya tahun anggaran setiap tahun, kepala

daerah menetapkan Perkada mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang

paling tinggi sebesar seperdua belas jumlah pengeluaran APBD tahun

anggaran sebelumnya.

m. Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan

mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai,

layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

n. Proses penyusunan dan penetapan rancangan Perkada tentang APBD dapat

mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen

yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing-masing SKPD

untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib dan belanja mengikat.

b. TAPD menyusun rancangan Perkada tentang APBD.

c. TAPD menyerahkan rancangan Perkada tentang APBD ke kepala daerah

melalui Sekda untuk diotorisasi.

d. Kepala Daerah menyerahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat untuk mendapatkan pengesahan.

e. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan Rancangan Perkada

menjadi Perkada.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen Rancangan Perkada tentang APBD menyajikan informasi

yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Ilustrasi dokumen Rancangan Perkada tentang APBD memuat lampiran

sebagai berikut:

a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek,

rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,

kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub

rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

d. Rekapitulasi Perkada APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi

antara lain:

1) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan

indikator;
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2) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan

negara;

3) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;

4) Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;

5) Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS

dengan rancangan APBD;

6) Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;

e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perkada APBD

antara lain:

1) Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:

2) Daftar piutang daerah;

3) Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;

4) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetapdaerah dan

aset lainnya;

5) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);

6) Daftar dana cadangan daerah;

7) Daftar pinjaman daerah;

8) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;

9) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;

10) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan

bersifat umum dan bersifat khusus;

11) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

12) Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis,

objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

13) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas

Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,

kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan,

belanja dan pembiayaan;

14) Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok,

jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan

pembiayaan;
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BAB VIII

PERUBAHAN APBD

A. KRITERIA PERUBAHAN APBD

Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD dan dapat

dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar

organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan

dan antar jenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan

dalam tahun anggaran berjalan;

d. keadaan darurat; dan/atau

e. keadaan luar biasa.

B. JADWAL PERUBAHAN APBD

Batas waktu pengambilan keputusan DPRD dalam rangka persetujuan bersama

atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat 3 (tiga)

bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diajukan kepada DPRD

setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

tahun anggaran sebelumnya ditetapkan serta Laporan Semester Pertama dan

Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
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JADWAL PERUBAHAN APBD

No. URAIAN WAKTU KETERANGAN

1.
Penyampaian Rancangan Perubahan
KUA dan Rancangan PPAS kepada
DPRD

Paling lambat minggu
pertama Bulan
Agustus

2. Kesepakatan Perubahan KUA dan
PPAS antara Bupati dan DPRD

Paling lambat minggu
kedua  Bulan Agustus 7 hari

3. Penetapan Pedoman penyusunan
RKA-SKPD oleh Bupati

Paling lambat minggu
ketiga  Bulan Agustus

4. Penyampaian Raperda APBD
beserta lampiran kepada DPRD

Minggu kedua Bulan
September

5. Persetujuan DPRD terhadap
Raperda Perubahan APBD

Paling lambat 3 bulan
sebelum tahun
anggaran berakhir

Akhir Bulan
September

6. Penyampaian kepada Gubernur
untuk dievaluasi

3 hari kerja

7. Keputusan Gubernur tentang hasil
evaluasi

15 hari kerja Pertengahan
Bulan Oktober

8. Pengesahan Perda. yang telah
dievaluasi apabila dianggap sesuai
ketentuan

Pertengahan Bulan
Oktober

9. Penyempurnaan Perda sesuai hasil
evaluasi apabila dianggap
bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan yang lebih
tinggi

7 hari kerja Minggu ketiga
Bulan Oktober

10. Pembatalan Perda. Perubahan
APBD bila tidak dilakukan
penyempurnaan

7 hari kerja setelah
pemberitahuan untuk
penyempurnaan hasil
evaluasi

Minggu keempat
Bulan Oktober

11. Pencabutan Perda Perubahan APBD 7 hari kerja Minggu pertama
Bulan Oktober

12. Pemberitahuan untuk penyampaian
rancangan perubahan DPA-SKPD

3 hari kerja setelah
P-APBD disahkan

Minggu ketiga
Bulan Oktober
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C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;

2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau

3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

b. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS

berdasarkan perubahan RKPD.

c. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan

asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

d. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:

1) program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk

ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa

waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

2) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus

dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsiKUA tidak tercapai; dan

3) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus

ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada

pedoman penyusunan APBD.

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan

data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam

perubahan RKPD.

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan

data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan

indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.

b. Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPAS kepada DPRD.

c. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA

dan rancangan perubahan PPAS.

d. Kepala Daerah dan DPRD melakukan penyepakatan bersama berdasarkan

hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan

PPAS.
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e. Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan

PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota

kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala

daerah dengan pimpinan DPRD.

D. PERGESERAN ANGGARAN

1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait pergeseran anggaran sebagai berikut:

a. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi,

antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar

jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

b. Pergeseran anggaran terdiri atas:

1) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan

2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

c. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:

1) pergeseran antar organisasi;

2) pergeseran antar unit organisasi;

3) pergeseran antar program;

4) pergeseran antar kegiatan;

5) pergeseran antar sub kegiatan;

6) pergeseran antar kelompok; dan

7) pergeseran antar jenis.

d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:

1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat

dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.

2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini

dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama.

Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat

dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang

dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan

perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu.Ketika perubahan APBD

dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada

perubahan penjabaran APBD.

f. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang

dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi

anggaran.
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g. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD.

h. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan

APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala

Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu

tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas

pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

i. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD,

pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD.

Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan

dalam Laporan Realisasi Anggaran.

j. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.

k. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti

ketentuan mekanisme perubahan APBD.

l. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam

Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi

dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

b. Atas usulan tersebut:

1) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika

pergeseran anggaran merubah perda APBD.

2) Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuanjika pergeseran

anggaran tidak merubah perda APBD.

c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA-

SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA-SKPD

tersebut disetujui oleh Sekda dandisahkan oleh PPKD.

E. PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA

Ketentuan terkait penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBD

sebagai berikut:

a. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harusdigunakan

dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:

1) menutupi defisit anggaran;

2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;

3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui

anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;

4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
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5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan

Pemerintah;

6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia

anggarannya; dan/atau

7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari

yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat

diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam

tahun anggaran berjalan.

b. Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran

tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD

dan/atau RKA-SKPD.

c. Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada pihak lain

yang terkait dengan:

1) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau

2) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

(inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

d. Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah

terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran.

e. Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya

harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran

berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD

berkenaan.

f. Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya harus

dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya

sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.

g. Tata cara penganggaran penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya terlebih

dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang penjabaran APBD tahun

anggaran berikutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang

perubahan APBD tahun anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan

realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD

tahun anggaran berikutnya.



153

153

F. PENDANAAN KEADAAN DARURAT

Ketentuan terkait pendanaan keadaan darurat sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

a. Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan

darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya

dalam rancangan perubahan APBD.

b. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan

mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah

daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut

disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu

melakukan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai

keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di luar keadaan darurat dan

keperluan mendesakmemedomani pengaturan dalam belanja tidak terduga.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pendanaan keadaan darurat antara lain sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

KEADAAN DARURAT

KABUPATEN BIAK NUMFOR

No. Jenis Kebutuhan Satuan
Perkiraan Kebutuhan

Dana (Rp)

1.

2.

3.

4.

5.

Total

Biak, ………………….

KEPALA SKPD

Nama
NIP. ……
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REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No. SKPD
Rencana

Kebutuhan
Jumlah

(Rp)

1.

2.

3.

4.

5.

Biak, ………………..

BENDAHARA UMUM DAERAH

Nama
NIP. ……

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KABUPATEN BIAK NUMFOR

SKPD    :  ……………

No. Uraian
Anggaran

(Rp)
Realisasi

(Rp)
Penyerapan

(%)

Capaian Output

Volume Satuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

KEPALA SKPD

Nama
NIP. ……
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REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No. SKPD Penggunaan
Jumlah

(Rp)
Realisasi

(Rp)
Selisih

(Rp)

Persentase
Realisasi

(%)

1.

2.

3.

4.

5.

Biak, ……………….

BENDAHARA UMUM DAERAH

Nama
NIP. ……

G. PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA

1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait pendanaan keadaan luar biasa sebagai berikut:

a. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

b. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi

penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau

penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

c. Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam

Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam

APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (limapuluh persen) dapat dilakukan

penambahan sub kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian sasaran

kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-

SKPD.

b. Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian target kinerja program,

kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan

DPA-SKPD.

c. RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan

rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.
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d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam

APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat

dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja

program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

e. Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program,

kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan

DPA-SKPD.

f. Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda

tentang perubahan kedua APBD.

H. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai berikut:

a. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan

kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun

anggaran berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala

daerah dan DPRD.

2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPAS dituangkan ke dalam nota kesepakatan perubahan KUA

dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama

antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan

paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran

berkenaan.

3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati kepala daerah

bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun

perubahan RKA-SKPD.

4) Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

5) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala daerah

menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan

PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan

perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani

nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan

PPAS.
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6) Dalam hal kepala daerah berhalangan sementara, kepala daerah

mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk menyampaikan

rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD,

menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan

rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan

perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

7) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau

sementara, pejabat pengganti kepala daerah menyampaikan rancangan

perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD,

sedangkan penandatanganan kesepakatan terhadap rancangan perubahan

KUA dan rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota

kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS

dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara kepala

daerah.

8) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam

waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD

menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan

rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan

perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

b. Penyusunan Perubahan RKA-SKPD;

1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah

Bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusunan

RKA-SKPD.

2) Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, kepala daerah

menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan RKA-

SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-

SKPD.

3) Surat edaran kepala daerah paling sedikit memuat:

a) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub

kegiatan yang terkait;

b) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan

sub kegiatan SKPD;

c) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan Perubahan

DPA-SKPD kepada PPKD; dan

d) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan

PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan

DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD

dan pedoman penyusunan APBD.

4) Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan

Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan

Agustus tahun anggaran berjalan.
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5) Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada perangkat

daerah disertai dengan:

a) program, kegiatan dan sub kegiatan baru;

b) kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah;

c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD

kepada PPKD; dan/atau

d) dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD,

format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar

belanja, standar harga satuan dan RKBMD serta dokumen lain yang

dibutuhkan.

6) Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun

anggaran berkenaan.

7) Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan perubahan

KUA dan perubahan PPAS serta pedoman penyusunan perubahan RKA-

SKPD.

8) Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan

penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan

jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

9) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD berlaku secara

mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA-SKPD pada perubahan

APBD.

c. RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang akan

dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD

disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

d. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara perubahan

RKA-SKPD dengan:

1) perubahan KUA dan perubahan PPAS;

2) prakiraan maju yang telah disetujui;

3) dokumen perencanaan Iainnya;

4) capaian Kinerja;

5) indikator Kinerja;

6) analisis standar belanja;

7) standar harga satuan;

8) standar kebutuhan BMD;

9) RKBMD;

10) Standar Pelayanan Minimal; dan

11) program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.

e. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD

melakukan penyempurnaan.
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f. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat pengawas internal

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen

pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang telah disempurnakan

oleh kepala SKPD.

h. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran sebagai berikut:

1) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

3) rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis

pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

4) rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang disajikan

berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a) rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan

beserta target dan indikator;

b) rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

c) rekapitulasi perubahan Belanja untuk pemenuhan SPM;

d) sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan

APBD;

e) sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan

PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; dan

f) sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas

Daerah.

5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda

Perubahan APBD antara lain:

a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

b) daftar piutang daerah;

c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;

d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah

dan aset lain-lain;

e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);

f) daftar dana cadangan; dan

g) daftar pinjaman daerah.

i. Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada

tentang penjabaran perubahan APBD.
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j. Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD memuat lampiran

sebagai berikut:

1) ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek,

pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2) perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan

rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan

pembiayaan;

3) rekapitulasi dan sinkronisasi perkada perubahan penjabaran APBD yang

disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;

b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;

c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan

keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi

hasil;

e) rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,

dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

f) rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas

Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perkada

perubahan penjabaran APBD.

k. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan

Perkada tentang perubahan penjabaran APBD disertai penjelasan.

l. Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum

pendapatan.

m. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi, sub

kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan

penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.

n. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum,

sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan,

dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran

pembiayaan

o. Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD

disampaikan kepada kepala daerah..
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p. penyusunan perubahan DPA-SKPD, meliputi:

1) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau pengurangan

capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang

telah ditetapkan semula.

2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan

dan sub kegiatan diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.

3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja, kelompok, jenis,

objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan baik sebelum

dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Bagian I : Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

a. Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan langkah sebagai

berikut:

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan

data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam

perubahan RKPD; dan

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan

data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan

indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.

b. Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPAS kepada DPRD.

c. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA

dan rancangan perubahan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan

rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.

d. Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil

pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.

e. Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan

PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota

kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala

daerah dengan pimpinan DPRD.

Bagian II : Penyusunan Perubahan RKA-SKPD

a. Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati

bersama Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, TAPD menyusun rancangan

Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan

Perubahan RKA-SKPD ke Kepala Daerah untuk diotorisasi.
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c. Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan

Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun

perubahan RKA-SKPD.

d. Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan perubahan KUA

dan perubahan PPAS serta SE KDH tentang Pedoman Penyusunan Perubahan

RKA-SKPD.

e. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai

bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Bagian III : Penyusunan Perubahan APBD

a. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD yang akan dianggarkan

dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD kepada TAPD melalui

PPKD untuk diverifikasi.

b. PPKD melakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD yang telah disusun oleh

Kepala SKPD.

c. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD untuk melakukan

penyempurnaan.

d. PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen

pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang telah disempurnakan

oleh kepala SKPD.

e. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada

Kepala Daerah.

Bagian IV : Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Kepala SKPD melakukan perubahan DPA-SKPD mencakup perubahan berupa

peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan

sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen perubahan APBD menyajikan informasi yang bersifat

dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Ilustrasi dokumen perubahan APBD disajikan sebagai berikut:

a. Perubahan KUA.

b. Perubahan PPAS.

c. Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

d. Susunan Nota Keuangan Perubahan APBD.

e. Perubahan DPA-SKPD.

f. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampiran.

g. Rancangan Perda tentang perubahan APBD.

h. Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD besertalampiran.

i. Rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD.
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a. Perubahan KUA

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH (PERUBAHAN KUA)

TAHUN ANGGARAN ……

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA

1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA
6

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan

Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak

terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target

VIII. PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah

dan perlu dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam

penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Biak, ……..………….

Pimpinan DPRD Bupati Biak Numfor

Nama Nama
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b. Perubahan PPAS

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN ……

I. PENDAHULUAN

II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

III. PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

IV. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM/KEGIATAN

V. RENCAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

VI. PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. …… dibuat

untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan

APBD TA.… Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah

Daerah dan DPRD terhadap Perubahan PPAS.

Biak, ………………….

Pimpinan DPRD Bupati Biak Numfor

Nama Nama
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TABEL 2.1

TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN ……

KODE JENIS PENDAPATAN DAERAH
SEBELUM

PERUBAHAN
SETELAH

PERUBAHAN
BERTAMBAH/
(BERKURANG)

DASAR
HUKUM

4. PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.01 Pajak Daerah

4.1.02 Retribusi Daerah

4.1.03
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan

4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah

4.2 PENDAPATAN TRANSFER

4.2.01 Pendapatan Transfer

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH

4.3.01 Pendapatan Hibah

4.3.02 Dana Darurat

4.3.03
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

TABEL 3.1

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No. Urusan/SKPD

Plafon Anggaran

KetSebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

Bertambah/
(Berkurang)

(Rp) (Rp) (Rp) (%)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.
Urusan/Dinas/Badan/
Kantor yang mengalami perubahan

2. Dst. ……
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TABEL 3.2

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara

SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun Anggaran ……

Urusan : x.xx

Organisasi : x.xx.x.xx.x.xx.xx….

KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/

SUB KEGIATAN
SASARAN TARGET

PLAFON ANGGARAN

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH/
(BERKURANG)

(Rp) (Rp) (Rp) (%)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

x.xx.xx Program …

x.xx.xx.x.xx Kegiatan ..

x.xx.xx.x.xx.x Sub Kegiatan …

x.xx.xx.x.xx.x Sub Kegiatan …

x.xx.xx.x.xx.x dst. …

x.xx.xx.x.xx dst. …

x.xx.xx dst. …

TABEL 3.3

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan

Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran ……

NO. URAIAN

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH/
(BERKURANG)

(Rp) (Rp) (Rp) (%)

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang dan Jasa

3. Belanja Bunga

4. Belanja Subsidi

5. Belanja Hibah

6. Belanja Bantuan Sosial

7. Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan
Irigasi

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

8. Belanja Tidak Terduga

9. Belanja Bagi Hasil

10. Belanja Bantuan Keuangan

TOTAL
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NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR……….

TANGGAL……..

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN ….

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...........................................................
Jabatan : Bupati Biak Numfor
Alamat Kantor : ...........................................................
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor

2. a. Nama : ...........................................................
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor
Alamat Kantor : ...........................................................

b. Nama : ...........................................................
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor
Alamat Kantor : ...........................................................

c. Nama : ...........................................................
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor
Alamat Kantor : ...........................................................

d. Dst. ……….
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati

Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai

dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA ....

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum

APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran ...,

perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi

dasar dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan

Perubahan APBD TA. …

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA …. disusun dalam Lampiran yang

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ….

………….Tanggal,……………..

Bupati Biak Numfor Pimpinan DPRD Kabupaten Biak Numfor
Selaku, Selaku,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Nama Nama

KETUA

Nama

WAKIL KETUA

Nama
WAKIL KETUA
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NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR……….

TANGGAL……..

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN ….

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...........................................................
Jabatan : Bupati Biak Numfor
Alamat Kantor : ...........................................................
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor

2. a. Nama : ...........................................................

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor
Alamat Kantor : ...........................................................

b. Nama : ...........................................................
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor
Alamat Kantor : ...........................................................

c. Nama : ...........................................................
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor
Alamat Kantor : ...........................................................

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Biak Numfor

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran  Sementara
(PPAS)  yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya
dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RPAPBD) TA …

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah
Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA …, para pihak sepakat terhadap
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan
pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA …, Perubahan Prioritas belanja daerah,
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan
Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah TA …

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ... disusun
dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan
ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam  penynusunan
Perubahan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ....

………….Tanggal,……………..

Bupati Biak Numfor Pimpinan DPRD Kabupaten Biak Numfor
Selaku, Selaku,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Nama Nama

KETUA

Nama

WAKIL KETUA

Nama

WAKIL KETUA
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TABEL 2.1

TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN ……

KODE JENIS PENDAPATAN DAERAH
SEBELUM

PERUBAHAN
SETELAH

PERUBAHAN
BERTAMBAH/
(BERKURANG)

DASAR
HUKUM

4. PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.01 Pajak Daerah

4.1.02 Retribusi Daerah

4.1.03
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan

4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah

4.2 PENDAPATAN TRANSFER

4.2.01 Pendapatan Transfer

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH

4.3.01 Pendapatan Hibah

4.3.02 Dana Darurat

4.3.03
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

TABEL 3.1

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No. Urusan/SKPD

Plafon Anggaran

KetSebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

Bertambah/
(Berkurang)

(Rp) (Rp) (Rp) (%)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.
Urusan/Dinas/Badan/Kantor
yang mengalami perubahan

2. Dst. ……
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TABEL 3.2

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara

SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun Anggaran ……

Urusan : x.xx

Organisasi : x.xx.x.xx.x.xx.xx….

KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/

SUB KEGIATAN
SASARAN TARGET

PLAFON ANGGARAN

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH/
(BERKURANG)

(Rp) (Rp) (Rp) (%)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

x.xx.xx Program …

x.xx.xx.x.xx Kegiatan ..

x.xx.xx.x.xx.x Sub Kegiatan …

x.xx.xx.x.xx.x Sub Kegiatan …

x.xx.xx.x.xx.x Dst. …

x.xx.xx.x.xx Dst. …

x.xx.xx Dst. …

TABEL 3.3

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan

Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran ……

NO. URAIAN

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH/
(BERKURANG)

(Rp) (Rp) (Rp) (%)

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang dan Jasa

3. Belanja Bunga

4. Belanja Subsidi

5. Belanja Hibah

6. Belanja Bantuan Sosial

7. Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

8. Belanja Tidak Terduga

9. Belanja Bagi Hasil

10. Belanja Bantuan Keuangan

TOTAL
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BAB IX

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN APBD

Berdasarkan nota kesepakatan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

menyiapkan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKPA-SKPD yang memuat

program, kegiatan dan sub kegiatan baru dan/atau kriteria DPPA-SKPD yang dapat diubah

untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala SKPD. Perubahan

DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program,

kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula dan diformulasikan dalam

format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).

RKPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan

kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan

untuk menelaah kesesuaian antara RKPA-SKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD

serta PPAS perubahan APBD, perkiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui

dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar

analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal dalam hal hasil

pembahasan RKPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan

dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan, SKPD melakukan

penyempurnaan.

RKPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD yang telah disempurnakan oleh SKPD,

disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD untuk dijadikan bahan

penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan

peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang disusun oleh PPKD

memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak

mengalami perubahan. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah

disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati. Rancangan peraturan daerah tentang

perubahan APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD bersifat memberikan

informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam

pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan

rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekretaris

Daerah. Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

kepada DPRD paling lambat minggu kedua Bulan September tahun anggaran berjalan

untuk mendapatkan persetujuan bersama. Penyampaian peraturan daerah tersebut

disertai nota keuangan perubahan APBD.

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD terdiri dari rancangan

peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya. Adapun lampirannya

adalah sebagai berikut:
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Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD

Lampiran II

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran VI

Daftar Perubahan Jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

Lampiran VII

Daftar Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

Lampiran VIII

Daftar Pinjaman Daerah.
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Format Rancangan Perda. tentang Perubahan APBD beserta Lampirannya

RANCANGAN PERATURAN  DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR …… TAHUN …….

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN ……

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan

pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar sub kegiatan,

dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam

tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD

Tahun Anggaran ……

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan

APBD Tahun Anggaran …… perlu ditetapkan dengan Peraturan

Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi

Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Propinsi

Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia

Nomor 4250, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantaan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 197);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
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Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik  Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  Republik  Indonesia

Tahun  2004  Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundangan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia

Tahun  2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4616);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4890);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4972);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6523);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan

Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72



176

176

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6178);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

32. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan

Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 63);

34. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan

Kesejahteraan di Povinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan Barang Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor …. Tahun ….. tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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Tahun Anggaran …. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ….

Nomor ….);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor … Tahun 20…

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor …. Tahun ……

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

……

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Papua Nomor: 188/ /KPTS/013/20… tentang

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 20… dan Rancangan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 20….;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR

DAN

BUPATI BIAK NUMFOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN …….

Pasal 1

Anggaran  Pendapatan  dan   Belanja   Daerah   Tahun Anggaran …. Semula berjumlah

Rp…………….. bertambah/berkurang sejumlah Rp…………… sehingga menjadi

Rp……………… dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp …………………..

b. Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp …………………..

2. Belanja

a. Semula Rp …………………..

b. Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp …………………..

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp …………………..

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp …………………..
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b. Pengeluaran

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp …………………..

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp …………………..

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp …………………..

Pasal  2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp …………………..

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp …………………..

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp …………………..

setelah Perubahan

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp …………………..

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp …………………..

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah Perubahan Rp …………………..



179

179

d. Lain-lain pendapatan asli daerah

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah Rp …………………..

setelah Perubahan

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat Rp …………………..

setelah Perubahan

b. Pendapatan transfer antar daerah

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah pendapatan transfer antar daerah Rp …………………..

setelah Perubahan

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp …………………..

b. Dana darurat

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah dana darurat setelah Perubahan Rp …………………..

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Rp …………………..

Peraturan perundang-undangan setelah Perubahan

Pasal  3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja operasi

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah belanja operasi setelah Perubahan Rp …………………..
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b. Belanja modal

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp …………………..

c. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp …………………..

d. Belanja transfer

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah belanja transfer setelah Perubahan Rp …………………..

Pasal  4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp …………………..

b. Pengeluaran

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp …………………..

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp ………………….

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp …………………..

setelah Perubahan

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp ………………..

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp …………………..
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c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp ………………..

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah Perubahan Rp …………………..

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp ………………..

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp …………………..

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp ………………..

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp …………………..

setelah Perubahan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

sejumlah Rp ………………..

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Rp …………………..

ketentuan perundang-undangan setelah Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf  b  terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp ………………..

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp …………………..

b. Penyertaan modal (investasi) daerah sejumlah Rp ………………..

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah Rp …………………..

setelah Perubahan

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sejumlah Rp ………………..

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

setelah Perubahan Rp …………………..



182

182

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp ………………..

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp …………………..

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

sejumlah Rp ………………..

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp …………………..

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan Rp …………………..

ketentuan perundang-undangan setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

1. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi;

2. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

4. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

5. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

6. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan

peraturan daerah;

7. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
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Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan

belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Biak

pada tanggal …………….

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ..... NOMOR ......

BUPATI BIAK NUMFOR,

(nama lengkap)

Diundangkan di  Biak

pada tanggal  ..............

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR

(nama lengkap)
NIP. .................
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Lampiran I Peraturan Daerah Kab. Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK

DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN …….

Kode Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

4 Pendapatan

4.1 Pendapatan Asli Daerah

4.1.1 Pajak Daerah

4.1.2 Retribusi Daerah

4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan

4.1.4 Lain-lain PAD yang sah

4.2 Pendapatan Transfer

4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

4.3.1 Pendapatan Hibah

4.3.2 Dana Darurat

4.3.3
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Pendapatan

5 Belanja

5.1 Belanja Operasi

5.1.1 Belanja pegawai

5.1.2 Belanja barang dan jasa

5.1.3 Belanja bunga

5.1.4 Belanja subsidi

5.1.5 Belanja hibah

5.1.6 Belanja bantuan sosial

5.2 Belanja Modal

5.2.1 Belanja modal tanah

5.2.2 Belanja modal peralatan dan mesin

5.2.3 Belanja modal gedung dan bangunan

5.2.4 Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

5.2.5 Belanja modal aset tetap lainnya

5.2.6 Belanja modal aset tidak berwujud
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.3 Belanja Tidak Terduga

5.3.1 Belanja tidak terduga

5.4 Belanja Transfer

5.4.1 Belanja bagi hasil

5.4.2 Belanja bantuan keuangan

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

6 Pembiayaan Daerah

6.1 Penerimaan Pembiayaan

6.1.1 SilPA

6.1.2 Pencairan dana cadangan

6.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

6.1.4 Penerimaan pinjaman daerah

6.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

6.1.6
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

6.2.1 Pembentukan dana cadangan

6.2.2 Penyertaan modal daerah

6.2.3 Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

6.2.4 Pemberian pinjaman daerah

6.2.5
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan (SiLPA)

Biak, ……….,..………

Bupati Biak Numfor

Nama
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Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NMFOR

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN ……

Kode Urusan Pemerintah Daerah

Pendapatan
Belanja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
(Berkurang)Sebelum

Perubahan
Setelah

Perubahan
Bertambah/
(Berkurang)

Belanja
Operasi

Belanja
Modal

Belanja
Tidak

Terduga

Belanja
Transfer

Jumlah
Belanja

Belanja
Operasi

Belanja
Modal

Belanja
Tidak

Terduga

Belanja
Transfer

Jumlah
Belanja

(Rp) (Rp) (Rp) (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

1 01 PENDIDIKAN

1 01 x.x.x.x.x Dinas/Kantor …..

1 01 x.x.x.x.x dst. …

1 02 KESEHATAN

1 02 x.x.x.x.x Dinas/Kantor/Rumah Sakit …..

1 02 x.x.x.x.x dst. …

1 xx Dst. …

1 xx x.x.x.x.x dst. …

1 xx x.x.x.x.x dst. …

2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

2 07 TENAGA KERJA

2 07 x.x.x.x.x Dinas …..

2 07 x.x.x.x.x dst. …
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2 08
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08 x.x.x.x.x Dinas/Kantor …..

2 08 x.x.x.x.x dst. …

2 08 x.x.x.x.x dst. …

2 08 x.x.x.x.x dst. …

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN

3 25 x.x.x.x.x Dinas/Kantor …..

3 25 x.x.x.x.x dst. …

3 26 PARIWISATA

3 26 x.x.x.x.x Dinas …..

3 26 x.x.x.x.x dst. …

3 27 Dst. …

3 27 x.x.x.x.x dst. …

3 27 x.x.x.x.x dst. …

4
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN

4 01 SEKRETARIAT DAERAH

4 01 x.x.x.x.x Sekretariat Daerah
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

5 02 SEKRETARIAT DPRD

5 02 x.x.x.x.x Sekretariat DPRD

5
UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN

5 01 PERENCANAAN

5 01 x.x.x.x.x Dinas/Badan/Kantor …..

5 01 x.x.x.x.x dst. …

5 02 KEUANGAN

5 02 x.x.x.x.x Dinas/Badan/Kantor …..

5 02 x.x.x.x.x dst. …

5 xx Dst. …

5 03 x.x.x.x.x dst. …

5 03 x.x.x.x.x dst. …

x dst. …

x xx dst. …

x xx x.x.x.x.x dst. …

Jumlah

SURPLUS / (DEFISIT)

Biak, ……….,..………

Bupati Biak Numfor

Nama
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Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,

SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN

JUMLAH
Bertambah/
(Berkurang) DASAR

HUKUMSebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

(Rp) %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

4.x.xx Pendapatan

4.x.xx Pendapatan Asli Daerah

4.x.xx Pajak Daerah

4.x.xx Retribusi Daerah

4.x.xx Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4.x.xx Lain-lain PAD Yang Sah

4.x.xx Pendapatan Transfer

4.x.xx Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

4.x.xx Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.x.xx Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

4.x.xx Pendapatan Hibah

4.x.xx Dana Darurat

4.x.xx
Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan : x

Bidang Urusan : x.xx.xx

Organisasi : x.xx.xx

Unit Organisasi : x.xx.xx

Program : x.xx.xx

Indikator Hasil :   ………

Kegiatan …1) : x.xx.xx

Indikator Keluaran :   ………

Sub Kegiatan …1) : x.xx.xx

Indikator Keluaran :   ………

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)
Bertambah/
(Berkurang)

DASAR HUKUM
Sebelum

Perubahan
Setelah

Perubahan
(Rp) %

5.x.xx Belanja

5.x.xx Belanja Operasi

5.x.xx Belanja Pegawai

5.x.xx Belanja Barang dan Jasa

5.x.xx Belanja Bunga

5.x.xx Belanja Subsidi

5.x.xx Belanja Hibah

5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

5.x.xx Belanja Modal

5.x.xx Belanja Modal Tanah

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung

5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi

5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
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5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan …2) : x.xx.xx

Indikator Keluaran : ………

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)
Bertambah/
(Berkurang) DASAR

HUKUMSebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan (Rp) %

5.x.xx Belanja

5.x.xx Belanja Operasi

5.x.xx Belanja Pegawai

5.x.xx Belanja Barang dan Jasa

5.x.xx Belanja Bunga

5.x.xx Belanja Subsidi

5.x.xx Belanja Hibah

5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

5.x.xx Belanja Modal

5.x.xx Belanja Modal Tanah

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung

5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan,dan irigasi

5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
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5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

Kegiatan …2) : x.xx.xx

Indikator Keluaran :   ………

Sub Kegiatan …1) : x.xx.xx

Indikator Keluaran :   ………

KODE REKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)
Bertambah/
(Berkurang)

DASAR HUKUM
Sebelum

Perubahan
Setelah

Perubahan
(Rp) %

5.x.xx Belanja

5.x.xx Belanja Operasi

5.x.xx Belanja Pegawai

5.x.xx Belanja Barang dan Jasa

5.x.xx Belanja Bunga

5.x.xx Belanja Subsidi

5.x.xx Belanja Hibah

5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

5.x.xx Belanja Modal

5.x.xx Belanja Modal Tanah

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung

5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi

5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
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5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

Kegiatan…2) : x.xx.xx

Indikator Keluaran :   ………

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)
Bertambah/
(Berkurang)

DASAR HUKUM
Sebelum

Perubahan
Setelah

Perubahan
(Rp) %

5.x.xx Belanja

5.x.xx Belanja Operasi

5.x.xx Belanja Pegawai

5.x.xx Belanja Barang dan Jasa

5.x.xx Belanja Bunga

5.x.xx Belanja Subsidi

5.x.xx Belanja Hibah

5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

5.x.xx Belanja Modal

5.x.xx Belanja Modal Tanah

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung

5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi

5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
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KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)
Bertambah/
(Berkurang)

DASAR
HUKUM

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

(Rp) %

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

Biak, …………………….

Bupati Biak Numfor

Nama
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Lampiran IV Peraturan Daerah Kab. Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK KESELARASAN DAN

KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN ........

KODE URAIAN
Jumlah
sebelum

perubahan

Jumlah
setelah

perubahan

Bertambah/(berkurang)

Jumlah (Rp) %

1. 2. 3. 4. 5=4-3 6.

01 Pelayanan Umum

01 1 06 Perencanaan Pembangunan

01 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian

01 1 21 Statistik

01 1 23 Kearsipan

01 1 24
Komunikasi dan
Informatika

01 1 25 Perencanaan Pembangunan

02 Pertahanan

03 Ketertiban dan Keamanan

03 1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri

04 Ekonomi

04 1 07 Perhubungan

04 1 14 Ketenagakerjaan

04 1 15
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah

04 1 16 Penanaman Modal

04 1 21 Ketahanan Pangan

04 1 22
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kampung

04 2 01 Pertanian

04 2 02 Kehutanan

04 2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral

04 2 05 Kelautan dan Perikanan

04 2 06 Perdagangan

04 2 07 Industri

04 2 08 Ketransmigrasian

05 Lingkungan Hidup

05 1 07 Penataan Ruang

05 1 08 Lingkungan Hidup

05 1 09 Pertanahan
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KODE URAIAN
Jumlah
sebelum

perubahan

Jumlah
setelah

perubahan

Bertambah/(berkurang)

Jumlah (Rp) %

1. 2. 3. 4. 5=4-3 6.

06 Perumahan

06 1 03 Pekerjaan Umum

06 1 04 Perumahan

07 Kesehatan

07 1 02 Kesehatan

07 1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera

08 Pariwisata dan Budaya

08 1 17 Kebudayaan

08 2 04 Pariwisata

09 Agama

10 Pendidikan

10 1 01 Pendidikan

10 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga

10 1 26 Perpustakaan

11 Perlindungan Sosial

11 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil

11 1 11 Pemberdayaan Perempuan

11 1 13 Sosial

Biak, ……………………

Bupati Biak Numfor

Nama
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Lampiran V Peraturan Daerah Kab. Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN .......

GOLONGAN/RUANG

ESELON NON ESELON

JUMLAH
I II III IV V

TENAGA
FUNGSIONAL

STAF

Golongan IV/e

Golongan IV/d

Golongan IV/c

Golongan IV/b

Golongan IV/a

JUMLAH GOLONGAN IV

Golongan III/d

Golongan III/c

Golongan III/b

Golongan III/a

JUMLAH GOLONGAN III

Golongan II/d

Golongan II/c

Golongan II/b

Golongan II/a

JUMLAH GOLONGAN II

Golongan I/d

Golongan I/c

Golongan I/b

Golongan I/a

JUMLAH GOLONGAN I

TOTAL

Biak, ……………………

Bupati Biak Numfor

Nama
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Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor
Nomor :

Tanggal :

TAHUN  PERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

TAHUN ANGGARAN n

No.

Kode
Rekening
Kegiatan/

Sub Kegiatan

Judul Kegiatan/
Sub Kegiatan

Jumlah Anggaran

Tahun n-1
Jumlah Realisasi

s.d

akhir TA. n-1

Jumlah sisa anggaran yang

dianggarkan

dalam tahun ini (Rp) TA. n

APBD

TA n-1

Perubahan

APBD TA. n-1
APBD

PERUBAHAN

APBD

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

2.

3.

4.

5.

dst.

Jumlah

Biak, ……………….………

Bupati Biak Numfor

Nama
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Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor
Nomor :

Tanggal :

TAHUN  KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

TAHUN ANGGARAN n

No.
Kode

Kegiatan
Judul Kegiatan

Jumlah Tahun Awal

Penganggaran (Rp)

Jumlah

Realisasi s.d

akhir

TA. n-2

(Rp)

Jumlah Anggaran

Tahun n-1
Jumlah

Realisasi s.d

akhir TA. n-1

(Rp)

Jumlah sisa anggaran yang

dianggarkan

dalam tahun ini (Rp) TA. n

APBD INDUK

TA n-2

Perubahan

APBD TA. n-2

APBD Induk

TA n-1

Perubahan

APBD TA. n-1
APBD Perubahan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1.

2.

3.

4.

dst.

Jumlah

Biak, ……………….………

Bupati Biak Numfor

Nama
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Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor
Nomor :

Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DAFTAR PINJAMAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN .....

No
.

Sumber
Pinjaman
Daerah

Dasar
Hukum

Pinjaman/
Obligasi

Tanggal/Tahun

Perjanjian

Pinjaman/Obli

gasi

Jumlah

Pinjaman/Ni

lai Nominal

Obligasi (Rp)

Jangka

waktu

pinjama

n

(tahun)

Persent

ase

bunga

pinjama

n (%)

Tujuan

pengguna

an

pinjaman

Jumlah pembayaran

tahun ini (Rp)

Jumlah sisa

pembayaran

(Rp)

Pokok

Pinjaman

Daerah

Bunga

Pokok

Pinjaman

Daerah

Bunga

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1.

2.

3.

4.

dst.

Jumlah

Biak, ……………….………

Bupati Biak Numfor

Nama
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BAB X

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN APBD

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD merupakan

penjabaran lebih lanjut dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang

berisikan informasi tentang Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

menguraikan secara rinci sampai dengan rincian obyek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan. Dalam rincian ini juga diperoleh informasi tentang dasar hukum, lokasi, tolok

ukur atau volume serta jenis sumber dana atau pembiayaan yang digunakan untuk

keperluan belanja setiap Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Daerah.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD disusun paling

lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disetujui oleh

DPRD. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD disertai dengan

lampiran sebagai berikut:

Lampiran I

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan

Pembiayaan Daerah.

Lampiran II

Penjabaran Perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,

kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
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Format Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta

Lampiran

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

BIAK NUMFOR

NOMOR …… TAHUN …….

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN ……

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal ….. Peraturan Daerah

Nomor …. Tahun ……. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran ……, perlu ditetapkan Peraturan Bupati

Biak Numfor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi

Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Propinsi

Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4250, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantaan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 197);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004  Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara



203

203

Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik  Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  Republik  Indonesia

Tahun  2004  Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundangan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia

Tahun  2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4616);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4890);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4972);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang

Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

32. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan

Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 63);

34. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan

di Povinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan Barang Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;
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39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor …. Tahun ….. tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran …. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ….

Nomor ….);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor … Tahun 20…

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor …. Tahun ……

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran ……

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Papua Nomor: 188/ /KPTS/013/20… tentang

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 20… dan Rancangan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 20….;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN …….

Pasal 1

Anggaran  Pendapatan  dan   Belanja Daerah   Tahun   Anggaran …. semula berjumlah

Rp ………… bertambah/berkurang sejumlah Rp …………. sehingga menjadi Rp …………

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp …………………..

b. Bertambah/(berkurang) Rp ………………….. (-)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp …………………..

2. Belanja

a. Semula Rp …………………..

b. Bertambah/(berkurang) Rp ………………….. (-)

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp …………………..

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp ………………….. (-)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp …………………..
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b. Pengeluaran

1) Semula Rp …………………..

2) Bertambah/(berkurang) Rp ………………….. (-)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp ………………….. (-)

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp …………………..

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp …………………..

perubahan

Pasal  2

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut

pada Lampiran peraturan ini.

Pasal  3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Biak

pada tanggal …………….

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ..... NOMOR ......

BUPATI BIAK NUMFOR,

(nama lengkap)

Diundangkan di  Biak

pada tanggal ..............

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR

(nama lengkap)
NIP. .................
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Lampiran Peraturan Daerah Kab. Biak Numfor
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN ........

Kode
Rekening

U r a i a n

Jumlah (Rp)
Bertambah/
(berkurang)

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

(Rp) %

1. 2. 3. 4. 5=4-3 6=5:3

4. PENDAPATAN DAERAH

4.1 Pendapatan Asli Daerah

4.1.01 Pajak Daerah

4.1.02 Retribusi Daerah

4.1.03
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan

4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

4.2 Pendapatan Transfer

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.3.01 Pendapatan Hibah

4.3.02 Dana Darurat

4.3.03
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Jumlah Pendapatan

5. BELANJA DAERAH

5.1 Belanja Operasi

5.1.01 Belanja pegawai

5.1.02 Belanja barang dan jasa

5.1.03 Belanja bunga

5.1.04 Belanja subsidi

5.1.05 Belanja hibah

2.1.6 Belanja bantuan social

5.2 Belanja Modal

5.2.01 Belanja modal tanah

5.2.02 Belanja modal peralatan dan mesin

5.2.03 Belanja modal Gedung dan bangunan

5.2.04 Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

5.2.05 Belanja modal aset tetap lainnya

5.2.06 Belanja modal aset tidak berwujud
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Kode
Rekening

U r a i a n

Jumlah (Rp)
Bertambah/
(berkurang)

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

(Rp) %

1. 2. 3. 4. 5=4-3 6=5:3

5.3 Belanja Tidak Terduga

5.3.01 Belanja tidak terduga

5.4 Belanja Transfer

5.4.01 Belanja bagi hasil

5.4.02 Belanja bantuan keuangan

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

6. PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Penerimaan Pembiayaan

6.1.01
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SiLPA)

6.1.02 Pencairan dana cadangan

6.1.03 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

6.1.04 Penerimaan pinjaman daerah

6.1.05 Penerimaan kembali pemberian pinjaman

6.1.06
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Jumlah penerimaan pembiayaan

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

6.2.01 Pembentukan dana cadangan

6.2.02 Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah

6.2.03 Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

6.2.04 Pemberian pinjaman daerah

6.2.05
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Jumlah pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan neto

6.3
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
(SILPA)

Biak, ……………………

Bupati Biak Numfor

Nama
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BAB XI

PENETAPAN PERUBAHAN APBD

A. Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Raperda Perubahan APBD

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua Bulan September

tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Penyampaian

rancangan peraturan daerah disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.

Kemudian DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah

tersebut.

Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD berpedoman

pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang telah disepakati

antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Dalam pembahasan rancangan perda tersebut,

DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang diajikan

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pengambilan

keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan

APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan

berakhir.

Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama

dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala

daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun

anggaran berkenaan.

Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah

ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelumnya.

Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dituangkan dalam

persetujuan bersama dan ditandatangani antara kepala daerah dan DPRD. Format

susunan nota keuangan perubahan APBD dan format persetujuan bersama rancangan

peraturan daerah tentang perubahan APBD tercantum dalam lampiran pada bab ini.

B. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

1. Ketentuan Umum

Evaluasi Raperda tentang perubahan APBD dan Raperkada tentang penjabaran

perubahan APBD sebagai berikut:

a. Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan

rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejaktanggal

persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk

dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati.

b. Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang

penjabaran perubahan APBD disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA,

dan perubahan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.
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c. Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan

APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran perubahan APBD

ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri tanpa disertai lampiran.

d. Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD,

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam

Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

e. Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan

evaluasi Menteri Dalam Negeri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Dalam rangka melaksanakan evaluasi, Menteri Dalam Negeri berkoordinasi

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

g. Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang

perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD

dengan:

1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

2) kepentingan umum;

3) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS;dan

4) RPJMD.

h. Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan

Perda tentang perubahan APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai

pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan

yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara

rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.

i. Pengujian kesesuaian rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan

Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD dengan kepentingan

umum dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan

kepentingan umum meliputi:

a) terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;

b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;

d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat; dan/atau

e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan,

dan gender.

j. Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.

k. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi

rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan

Perkada tentang penjabaran perubahan APBD kepada Menteri paling lambat 3

(tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi

rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang

penjabaran perubahan APBD.
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l. Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

kepada paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda

tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran

perubahan APBD diterima.

m. Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi

rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang

penjabaran perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan

KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati menetapkan rancangan tersebut

menjadi Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

n. Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi

rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang

penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD,

perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati bersama DPRD

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi

diterima.

o. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti olehbupati dan DPRD dan bupati

menetapkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD menjadi Perda dan

rancangan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi Perkada,

gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri

Dalam Negeri mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau

pemotongan Dana Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

p. Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerahmelalui TAPD bersama

dengan DPRD melalui badan anggaran.

q. Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

r. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan

APBD.

s. Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

t. Keputusan pimpinan DPRD kepada gubernur untuk perubahan APBD paling

lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

u Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang

bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD

menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

v. Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampaidengan 7 (tujuh)

hari sejak diterima hasil evaluasi dari gubernur, kepala daerah menetapkan

Perda Perubahan APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi.

x. Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari

Gubernur.

y. Proses evaluasi terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD dan

rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD dapat

memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elektronik.
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2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Paling lambat 3 (hari) seteleh persetujuan bersama, Kepala Daerah mengirimkan

rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala

Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD, RKPD,

KUA, dan PPAS kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

b. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi, berkonsultasi

dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri

berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan.

c. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan surat keputusan

mengenai hasil rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang

Penjabaran APBD.

d. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi

rancangan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada

Menteri Dalam Negeri dan menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan

gubernur tentang hasil evaluasi rancangan.

e. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan keputusan mengenai

hasil evaluasi kepada bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak

rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran

APBD diterima.

f. Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil

evaluasi sesuai, maka bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD

menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi

Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, bupati bersama DPRD melakukan

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi

diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran

melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.

2) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil

penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna

berikutnya.

3) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan

kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (hari)

setelah ditetapkan.

4) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan,

Kepala Daerah melakukan penetapan Perda tentang APBD.

5) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak

diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari

Gubernur, Kepala Daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil

penyempurnaan.
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6) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari

Gubernur.

h. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan bupati

menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan

Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Gubernur mengusulkan

kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer

Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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a. Ilustrasi Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD

SUSUNAN NOTA KEUANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum;

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan;

1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan;

BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah;

2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah;

2.3. Estimasi Pendapatan Daerah;

2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;

BAB III KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah;

3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah;

3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah;

3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah;

BAB IV KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

4.1. Kondisi Umum Pembiayaan;

4.2 Permasalahan Utama Pembiayaan;

4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan;

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan

kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

BAB VI PENUTUP

Biak, ……………….………

Bupati Biak Numfor

Nama
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b. Ilustrasi Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD

BERITA ACARA

Nomor : ………..

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI BIAK NUMFOR

DAN

DPRD KABUPATEN BIAK NUMFOR

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

TAHUN ANGGARAN …...

Pada hari … tanggal ….bulan …. tahun ….., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Bupati Biak Numfor

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten

Biak Numfor yang beralamat di …………, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA

2. Nama : Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor

3. Nama : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor

4. Nama : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Biak Numfor yang beralamat di …………, selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran …. yang telah diajukan oleh PIHAK

PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan

yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD

Tahun Anggaran … sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara

ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD

Tahun Anggaran … selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang

pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari

kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Papua untuk mendapat

pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara

ini.
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Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam

rangkap2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Biak, ………………….

Bupati Pimpinan DPRD

Biak Numfor Kabupaten Biak Numfor

Selaku, Selaku,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Nama Nama

KETUA

Nama

WAKIL KETUA

Nama

WAKIL KETUA

BUPATI BIAK NUMFOR,

HERRY ARIO NAAP
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Lampiran II Peraturan Bupati Biak Numfor

Nomor :            Tahun  2021

Tanggal :                        2021

BAB I

KODE REKENING ASET

KODE
REKENING

URAIAN KETERANGAN

1. 2. 3.

1 ASET

Digunakan untuk mencatat sumber daya ekonomi
yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.

1 1 ASET LANCAR

Digunakan untuk mencatat aset yang diharapkan
segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk
dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal pelaporan yang meliputi kas dan
setara kas,  investasi jangka pendek, piutang, dan
persediaan.

1 1 01 KAS DAN SETERA KAS

Digunakan untuk mencatat kas dan setara kas berupa
uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap
saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan.

1 1 01 01 Kas di Kas Daerah

1 1 01 01 01 Kas di Kas Daerah

1 1 01 01 01 001 Kas di Kas Daerah
Digunakan untuk mencatat kas di kas daerah yang
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah.

1 1 01 02
Kas di Bendahara
Penerimaan

1 1 01 02 01
Kas di Bendahara
Penerimaan

1 1 01 02 01 001
Kas di Bendahara
Penerimaan

Digunakan untuk mencatat kas di bendahara
penerimaan yang mencakup seluruh kas, baik saldo
rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang
berada di bawah tanggung jawab bendahara
penerimaan yang sumbernya berasal dari uang
pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan

APBD pada SKPD.
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KODE
REKENING

URAIAN KETERANGAN

1. 2. 3.

1 1 01 03
Kas di Bendahara
Pengeluaran

1 1 01 03 01
Kas di Bendahara
Pengeluaran

1 1 01 03 01 001
Kas di Bendahara
Pengeluaran

Digunakan untuk mencatat Kas di Bendahara
Pengeluaran yang mencakup seluruh kas yang dikuasai,
dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara
pengeluaran yang berasal dari UP/GU/TU yang belum

dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas
umum daerah per tanggal neraca. kas di bendahara
pengeluaran mencakup seluruh saldo di rekening
bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan
lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum
dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari
UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau
belum disetor kembali ke kas umum daerah per tanggal
neraca.

1 1 01 04 Kas di BLUD

1 1 01 04 01 Kas di BLUD

1 1 01 04 01 001 Kas di BLUD

Digunakan untuk mencatat kas pada BLUD (diisi nama
BLUD), yang mencakup seluruh kas,baik saldo rekening
di bank, deposito maupun saldo uang tunai, yang
berada di BLUD.

1 1 01 04 01 002 Dst. ……

Digunakan untuk mencatat kas pada BLUD….. (diisi
nama BLUD), ysng mencakup seluruh kas, baik saldo
rekening di bank, depositomaupun saldo uang tunai, yang
berada di BLUD.

1 1 01 05 Kas Dana BOS

1 1 01 05 01 Kas Dana BOS

1 1 01 05 01 001 Kas Dana BOS …

Digunakan untuk mencatat kas dana BOS…. (diisi nama
sekolah) sebagai nilai akumulasi dari total dan BOS yang
berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dan
BOS yang belum dibelanjakan.

1 1 01 05 01 002 Dst. ……

Digunakan untuk mencatat kas dana BOS…. (diisi nama
sekolah) sebagai nilai akumulasi dari total dan BOS yang
berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dan
BOS yang belum dibelanjakan.

1 1 01 06
Kas Dana Kapitasi pada
FKPT

1 1 01 06 01
Kas Dana Kapitasi pada
FKPT

1 1 01 06 01 001
Kas Dana Kapitasi pada
FKPT ….

Digunakan untuk mencatat dana kapitasi yang
merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayar
dimuka kepada FKTP … (diisi nama FKTP)
berdasarkanjumlah peserta yang terdaftar tanpa
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan
yang diberikan.

1 1 01 06 01 002 Dst. ……

Digunakan untuk mencatat dana kapitasi yang
merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayar
dimuka kepada FKTP … (diisi nama FKTP)
berdasarkanjumlah peserta yang terdaftar tanpa
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan
yang diberikan.
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KODE
REKENING

URAIAN KETERANGAN

1. 2. 3.

1 1 01 07 Kas Lainnya

1 1 01 07 01 Kas Lainnya

1 1 01 07 01 001 Kas Lainnya
Digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas daerah,
kas di bendahara penerimaan, kas dana BOS, dan dana
kapitasi pada FKTP.

1 1 01 08 Setera Kas

1 1 01 08 01 Setera Kas

1 1 01 08 01 001 Setera Kas

Digunakan untuk mencatat investasi jangka pendek yang
sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta
bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu
investasi jangka pendek disebut setara kas jika investasi
dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan
atau kurang dari tanggal perolehannya.

1 1 02 Investasi Jangka Pendek

Digunakan untuk mencatat investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12
(dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek
harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: dapat
segera diperjualbelikan/dicairkan, investasi tersebut
ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya
pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila
timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah.

1 1 02 01 Investasi dalam Saham

1 1 02 01 01 Investasi dalam Saham

1 1 02 01 01 001
Investasi dalam Saham
…….

Digunakan untuk mencatat penempatan sejumlah dana

dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi
pembelian surat berharga dalam bentuk saham …. (diisi
nomor saham) dalam rangka memperoleh manfaat
ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan cara
pembelian saham yang diterbitkan oleh perusahaan.

1 1 02 01 01 002 Dst. …..
Keterangan uraian selanjutnya sesuai dengan Buku I
Halaman 395 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019.

1 1 02 01 xx …………….

Nomor rekening, objek, dan rincian objek serta keterangan
uraian selanjutnya terdapat dalam Buku I Halaman 395
sampai dengan halaman 798 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
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BAB II

KODE REKENING KEWAJIBAN

KODE
REKENING

URAIAN KETERANGAN

1. 2. 3.

2 KEWAJIBAN

Digunakan untuk mencatat utang yang timbul dari
peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah. Selanjutnya, kewajiban dicatat sebesar
jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan
dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa
yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan

pemerintah.

2 1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Digunakan untuk mencatat kelompok kewajiban
yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.

2 1 01
Utang Perhitungan Pihak Ketiga
(PFK)

Digunakan untuk mencatat utang pemerintah
kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan
suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak
atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS
Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.

2 1 01 01 Utang Taspen

2 1 01 01 01 Utang Taspen

2 1 01 01 01 001 Utang Taspen

Digunakan untuk mencatat utang pemerintah
kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan
suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/
pemungut atas Taspen.

2 1 01 02 Utang Iuran Jaminan Kesehatan

2 1 01 02 01 Utang Iuran Jaminan Kesehatan

2 1 01 02 01 001 Utang Iuran Jaminan Kesehatan

Digunakan untuk mencatat utang pemerintah
kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan
suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/
pemungut atas Iuran Jaminan Kesehatan.

2 1 01 03
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja

2 1 01 03 01
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja

2 1 01 03 01 001
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja

Digunakan untuk mencatat utang pemerintah
kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan
suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/
pemungut atas iuran jaminan kecelakaan kerja.

2 1 01 04 Utang Iuran Jaminan Kematian

2 1 01 04 01 Utang Iuran Jaminan Kematian

2 1 01 04 01 001 Utang Iuran Jaminan Kematian

Digunakan untuk mencatat utang pemerintah
kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan

suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/
pemungut atas iuran jaminan kematian.
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KODE
REKENING

URAIAN KETERANGAN

1. 2. 3.

2 1 01 05 Utang PPh Pusat

Digunakan untuk mencatat utang PPh 21, utang
PPh 22, utang PPh 23, utang PPh 25, utang PPN
pusat, utang taperum, dan utang iuran wajib

pegawai.

2 1 01 05 01 Utang PPh 21

2 1 01 05 01 001 Utang PPh 21

Digunakan untuk mencatat utang pemerintah
kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan
suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/
pemungut atas PPh 21.

2 1 01 05 02 Utang PPh 22

2 1 01 05 02 001 Utang PPh 22

Digunakan untuk mencatat utang pemerintah
kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan
suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/
pemungut atas PPh 22.

2 1 01 05 03 Utang PPh 23

2 1 01 05 03 001 Utang PPh 23

Digunakan untuk mencatat utang pemerintah
kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan
suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/
pemungut atas PPh 23.

2 1 01 05 04 Utang PPh 25

2 1 01 05 04 001 Utang PPh 25

Digunakan untuk mencatat utang pemerintah
kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan
suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/
pemungut atas PPh 25.

2 1 01 06 Utang PPN Pusat

2 1 01 06 01 Utang PPN Pusat

2 1 01 06 01 001 Utang PPN Pusat

Digunakan untuk mencatat utang pemerintah
kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan
suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/
pemungut atas PPN Pusat.

2 1 01 07 Utang Taperum

2 1 01 07 01 Utang Taperum

2 1 01 07 01 001 Utang Taperum

Digunakan untuk mencatat utang pemerintah
kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan
suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/

pemungut atas Taperum.

2 1 01 08 Utang Iuran Wajib Pegawai

2 1 01 08 01 Utang Iuran Wajib Pegawai

2 1 01 08 01 001 Utang Iuran Wajib Pegawai

Digunakan untuk mencatat utang pemerintah
kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan
suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/
pemungut atas Iuran Wajib Pegawai.
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KODE
REKENING

URAIAN KETERANGAN

1. 2. 3.

2 1 02 Utang Bunga

Digunakan untuk mencatat biaya bunga yang telah
terjadi dan belum dibayar. Utang bunga harus
diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai
bagian dari kewajiban yang berkaitan.

2 1 02 01
Utang Bunga kepada Pemerintah
Pusat

Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan
pinjaman dalam negeri-jangka menengah, utang
bunga penerusan pinjaman dalam negeri-jangka
panjang, utang bunga penerusan pinjaman luar
negeri negeri-jangka menengah, utang bunga
penerusan pinjaman luar negeri negeri-jangka
panjang, utang bunga sumber lainnya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka
menengah, dan utang bunga sumber lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka
panjang.

2 1 02 01 01
Utang Bunga Penerusan Pinjaman
Dalam Negeri-Jangka Menengah

2 1 02 01 01 001
Utang Bunga Penerusan Pinjaman
Dalam Negeri …-Jangka Menengah

Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan
pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban
yang berkaitan)-jangka menengah.

2 1 02 01 01 002 Dst. …..
Keterangan uraian selanjutnya sesuai dengan Buku
I Halaman 801 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019.

2 1 02 01 xx …………….

Nomor rekening, objek, dan rincian objek serta
keterangan uraian selanjutnya terdapat dalam Buku
I Halaman 801 sampai dengan halaman 1.224
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019.
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BAB III

KODE REKENING EKUITAS

KODE
REKENING

URAIAN KETERANGAN

1. 2. 3.

3 EKUITAS
Digunakan untuk mencatat kekayaan bersih
pemerintah yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban pemerintah.

3 1 EKUITAS

3 1 01 Ekuitas

3 1 01 01 Ekuitas

3 1 01 01 01 Ekuitas

3 1 01 01 01 001 Ekuitas
Digunakan untuk mencatat kekayaan bersih
pemerintah yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban pemerintah.

3 1 01 02 Surplus/Defisit-LO

3 1 01 02 01 Surplus/Defisit-LO

3 1 01 02 01 001 Surplus/Defisit-LO

Digunakan untuk mencatat jumlah selisih
lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan
operasional, kegiatan non operasional, dan
kejadian luar biasa.

3 1 02 Ekuitas SAL

3 1 02 01 Estimasi Pendapatan

3 1 02 01 01 Estimasi Pendapatan

3 1 02 01 01 001 Estimasi Pendapatan Digunakan untuk mencatat estimasi pendapatan.

3 1 02 02 Estimasi Penerimaan Pembiayaan

3 1 02 02 01 Estimasi Penerimaan Pembiayaan

3 1 02 02 01 001 Estimasi Penerimaan Pembiayaan
Digunakan untuk mencatat estimasi penerimaan
pembiayaan.

3 1 02 03 Apropriasi Belanja

3 1 02 03 01 Apropriasi Belanja

3 1 02 03 01 001 Apropriasi Belanja Digunakan untuk mencatat aproriasi belanja.

3 1 02 04 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

3 1 02 04 01 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

3 1 02 04 01 001 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
Digunakan untuk mencatat apropriasi
pengeluaran pembiayaan.
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KODE
REKENING

URAIAN KETERANGAN

1. 2. 3.

3 1 02 05 Estimasi Perubahan SAL

3 1 02 05 01 Estimasi Perubahan SAL

3 1 02 05 01 001 Estimasi Perubahan SAL
Digunakan untuk mencatat Estimasi
Perubahan SAL.

3 1 02 06 Surplus/Defisit-LRA

3 1 02 06 01 Surplus/Defisit-LRA

3 1 02 06 01 001 Surplus/Defisit-LRA
Digunakan untuk mencatat selisih lebih/
kurang antara pendapatan-LRA dan belanja
selama satu periode pelaporan.

3 1 03 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

3 1 03 01 RK PPKD

3 1 03 01 01 RK PPKD

3 1 03 01 01 001 RK PPKD
Digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah
daerah yang berada dan dicatat pada setiap
SKPD untuk dikonsolidasikan.
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BAB IV

KODE REKENING PENDAPATAN DAERAH

KODE
REKENING

URAIAN KETERANGAN

1. 2. 3.

4 PENDAPATAN DAERAH

Digunakan untuk mencatat penerimaan oleh bendahara
umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya
yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.

4 1
PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)

Digunakan untuk mencatat pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah.

4 1 01 Pajak Daerah (Kabupaten)

Digunakan untuk kontribusi wajib kepada daerah

otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah kabupaten
terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,
pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir,
pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak
mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan.

4 1 01 06 Pajak Hotel

Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pencatatan
tersebut berupa pajak hotel, pajak motel, pajak losmen,
pajak gubuk pariwisata, pajak wisma pariwisata, pajak
pesanggrahan, pajak rumah penginapan dan
sejenisnya, serta pajak rumah kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10 (sepuluh).

4 1 1 06 01 Pajak Hotel

4 1 1 06 01 001 Pajak Hotel
Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh hotel.

4 1 1 06 02 Pajak Motel

4 1 1 06 02 001 Pajak Motel
Digunakan untuk mencatat pendapatanpajak atas
pelayanan yang disediakan oleh motel.

4 1 1 06 03 Pajak Losmen

4 1 1 06 03 001 Pajak Losmen
Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh losmen

4 1 1 06 04 Pajak Gubuk Pariwisata

4 1 1 06 04 001 Pajak Gubuk Pariwisata
Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh gubuk pariwisata.
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4 1 1 06 05 Pajak Wisma Pariwisata

4 1 1 06 05 001 Pajak Wisma Pariwisata
Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh wisma pariwisata.

4 1 1 06 06 Pajak Pesanggrahan

4 1 1 06 06 001 Pajak Pesanggrahan
Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh pesanggrahan.

4 1 1 06 07
Pajak Rumah Penginapan
dan Sejenisnya

4 1 1 06 07 001
Pajak Rumah Penginapan
dan Sejenisnya

Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh rumah penginapan dan
sejenisnya.

4 1 1 06 08
Pajak Rumah Kos dengan
Jumlah Kamar Lebih dari
10 (sepuluh)

4 1 1 06 08 001
Pajak Rumah Kos dengan
Jumlah Kamar Lebih dari
10 (sepuluh)

Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh rumah kos dengan
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

4 1 01 07 Pajak Restoran

Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,
kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk
jasa boga/katering. Pencatatan tersebut berupa pajak
restoran dan sejenisnya, pajak rumah makan dan
sejenisnya, pajak kafetaria dan sejenisnya, pajak kantin
dan sejenisnya, pajak warung dan sejenisnya, pajak bar
dan sejenisnya, serta pajak  jasa boga/katering dan
sejenisnya.

4 1 1 07 01
Pajak Restoran dan
Sejenisnya

4 1 1 07 01 001
Pajak Restoran dan
Sejenisnya

Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh restoran dan
sejenisnya.

4 1 1 07 02
Pajak Rumah Makan dan
Sejenisnya

4 1 1 07 02 001
Pajak Rumah Makan dan
Sejenisnya

Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh rumah makan dan
sejenisnya.

4 1 1 07 03
Pajak Kafetaria dan
Sejenisnya

4 1 1 07 03 001
Pajak Kafetaria dan
Sejenisnya

Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh kafetaria dan
sejenisnya.
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4 1 1 07 04 Pajak Kantin dan Sejenisnya

4 1 1 07 04 001 Pajak Kantin dan Sejenisnya
Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh kantin dan
sejenisnya.

4 1 1 07 05 Pajak Warung dan Sejenisnya

4 1 1 07 05 001 Pajak Warung dan Sejenisnya
Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh warung dan
sejenisnya

4 1 1 07 06 Pajak Bar dan Sejenisnya

4 1 1 07 06 001 Pajak Bar dan Sejenisnya
Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh bar dan sejenisnya.

4 1 1 07 07
Pajak Jasa Boga dan
Sejenisnya

4 1 1 07 07 001
Pajak Jasa Boga dan
Sejenisnya

Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh jasa boga/katering
dan sejenisnya.

4 1 01 08 Pajak Hiburan

Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,
dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut
bayaran. Pencatatan tersebut berupa pajak tontonan
film, pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana,
pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya,
pajak pameran, pajak diskotik, karaoke, klub malam
dan sejenisnya, pajak sirkus/akrobat/sulap, pajak
permainan biliar dan bowling, pajak pacuan kuda,
kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan,
pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat
kebugaran (fitness center), serta pajak pertandingan
olahraga.

4 1 1 08 01 Pajak Tontonan Film

4 1 1 08 01 001 Pajak Tontonan Film
Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
penyelenggaraan tontonan film.

4 1 1 08 02
Pajak Pagelaran Kesenian/
Musik/Tari/Busana

4 1 1 08 02 001
Pajak Pagelaran Kesenian/
Musik/Tari/Busana

Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas
penyelenggaraan pagelaran kesenian/musik/tari/
busana.

4 1 1 08 xx ………………
Keterangan uraian selanjutnya sesuai dengan Buku II
Halaman 1.242 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019.

4 1 1 08 xx xxx ………………

Nomor rekening, objek, dan rincian objek serta
keterangan uraian selanjutnya terdapat dalam Buku
II Halaman 1.242 sampai dengan halaman 1.331
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019.
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5 BELANJA DAERAH
Digunakan untuk mencatat semua kewajiban pemerintah
daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan,

5 1 BELANJA OPERASI
Digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan
sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat
jangka pendek.

5 1 01 Belanja Pegawai

Digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah,
pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

5 1 01 01
Belanja Gaji dan
Tunjangan ASN

Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok, tunjangan
keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional,
tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan
PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran jaminan
kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan iuran
jaminan kematian.

5 1 1 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN

5 1 1 01 01 001 Belanja Gaji Pokok PNS
Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok bagi Pegawai
Negeri Sipil.

5 1 1 01 01 002 Belanja Gaji Pokok PPPK
Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok bagi pegawai
pemerintah dengan perjanjian kontrak

5 1 1 01 02
Belanja Tunjangan
Keluarga ASN

5 1 1 01 02 001
Belanja Tunjangan
Keluarga PNS

Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga
bagi Pegawai Negeri Sipil

5 1 1 01 02 002
Belanja Tunjangan
Keluarga PPPK

Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga
bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.

5 1 1 01 03
Belanja Tunjangan Jabatan
ASN

5 1 1 01 03 001
Belanja Tunjangan Jabatan
PNS

Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan bagi
Pegawai Negeri Sipil.

5 1 1 01 03 002
Belanja Tunjangan Jabatan
PPPK

Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan bagi
pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.

5 1 1 01 04
Belanja Tunjangan
Fungsional ASN

5 1 1 01 04 001
Belanja Tunjangan
Fungsional PNS

Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional
bagi Pegawai Negeri Sipil

5 1 1 01 04 002
Belanja Tunjangan
Fungsional PPPK

Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional
bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
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5 1 1 01 05
Belanja Tunjangan
Fungsional Umum ASN

5 1 1 01 05 001
Belanja Tunjangan
Fungsional Umum PNS

Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional
umum bagi Pegawai Negeri Sipil.

5 1 1 01 05 002
Belanja Tunjangan
Fungsional Umum PPPK

Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional
umum bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.

5 1 1 01 06
Belanja Tunjangan Beras
ASN

5 1 1 01 06 001
Belanja Tunjangan Beras
PNS

Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras bagi
Pegawai Negeri Sipil.

5 1 1 01 06 002
Belanja Tunjangan Beras
PPPK

Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras bagi
pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.

5 1 1 01 07
Belanja Tunjangan PPh/
Tunjangan Khusus ASN

5 1 1 01 07 001
Belanja Tunjangan PPh/
Tunjangan Khusus PNS

Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan PPh/
tunjangan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil

5 1 1 01 07 002
Belanja Tunjangan PPh/
Tunjangan Khusus PPPK

Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan PPh/
tunjangan khusus bagi pegawai pemerintah dengan
perjanjian kontrak

5 1 1 01 08
Belanja Pembulatan Gaji
ASN

5 1 1 01 08 001
Belanja Pembulatan Gaji
PNS

Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji bagi
Pegawai Negeri Sipil.

5 1 1 01 08 002
Belanja Pembulatan Gaji
PPPK

Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji bagi
pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.

5 1 1 01 09
Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan ASN

5 1 1 01 09 001
Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan PNS

Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan
kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil.

5 1 1 01 09 002
Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan PPPK

Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan
kesehatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian
kontrak.

5 1 1 01 10
Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja ASN

5 1 1 01 10 001
Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja PNS

Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan
kecelakaan kerja bagi Pegawai Negeri Sipil.

5 1 1 01 10 002
Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja PPPK

Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan
kecelakaan kerja bagi pegawai pemerintah dengan
perjanjian kontrak

5 1 1 01 11
Belanja Iuran Jaminan
Kematian ASN

5 1 1 01 11 001
Belanja Iuran Jaminan
Kematian PNS

Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan
kematian bagi Pegawai Negeri Sipil

5 1 1 01 11 002
Belanja Iuran Jaminan
Kematian PPPK

Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan
kematian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian
kontrak.
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5 1 01 02
Belanja Tambahan
Penghasilan ASN

Digunakan untuk mencatat belanja tambahan penghasilan
berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan
berdasarkan tempat bertugas, tambahan penghasilan
berdasarkan kondisi kerja, tambahan penghasilan
berdasarkan kelangkaan profesi, tambahan penghasilan
berdasarkan prestasi kerja

5 1 1 02 01
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Beban Kerja
ASN

5 1 1 02 01 001
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Beban Kerja
ASN

Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi
PNS berdasarkan beban kerja yang dinilai melampaui
beban kerja normal.

5 1 1 02 01 002
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Beban Kerja
PPPK

Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi
PPPK berdasarkan beban kerja yang dinilai melampaui
beban kerja normal.

5 1 1 02 02
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Tempat
Bertugas ASN

5 1 1 02 02 001
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Tempat
Bertugas PNS

Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi
PNS berdasarkan daerah yang memiliki tingkat kesulitan
tinggi dan daerah terpencil.

5 1 1 02 02 002
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Tempat
Bertugas PPPK

Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi
PPPK berdasarkan daerah yang memiliki tingkat kesulitan
tinggi dan daerah terpencil.

5 1 1 02 03
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Kondisi Kerja
ASN

5 1 1 02 03 001
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Kondisi Kerja
PNS

Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi
PNS berdasarkan lingkungan kerja yang memiliki risiko
tinggi.

5 1 1 02 03 002

Tambahan Penghasilan

berdasarkan Kondisi Kerja
PPPK

Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi

PPPK berdasarkan lingkungan kerja yang memiliki risiko
tinggi

5 1 1 02 04
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Kelangkaan
Profesi ASN

5 1 1 02 04 001
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Kelangkaan
Profesi PNS

Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi
PNS berdasarkan keterampilan khusus dan langka.

5 1 1 02 04 002
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Kelangkaan
Profesi PPPK

Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi
PPPK berdasarkan keterampilan khusus dan langka.

5 1 1 02 xx ………………
Keterangan uraian selanjutnya sesuai dengan Buku II
Halaman 1.335 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019.

5 1 1 02 xx xxx ………………

Nomor rekening, objek, dan rincian objek serta keterangan
uraian selanjutnya terdapat dalam Buku II dan Buku III
Halaman 1.335 sampai dengan halaman 1.707 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
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6 PEMBIAYAAN DAERAH

Digunakan untuk mencatat semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Digunakan untuk mencatat SiLPA, pencairan Dana
Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah,
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah,
dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

6 1 01
Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan PAD, pelampauan penerimaan
pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-
lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan
penerimaan pembiayaan, penghematan belanja,
kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan
akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa
dana akibat tidak tercapainya capaian target
Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

6 1 01 01 Pelampauan Penerimaan PAD

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan PAD-pajak daerah, pelampauan
penerimaan PAD-retribusi daerah, pelampauan
penerimaan PAD-hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan pelampauan
penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah.

6 1 01 01 01
Pelampauan Penerimaan PAD-
Pajak Daerah (Kabupaten)

6 1 01 01 01 006
Pelampauan Penerimaan PAD-
Pajak Hotel

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak
hotel dari yang ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 01 007
Pelampauan Penerimaan PAD-
Pajak Restoran

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak
restoran dari yang ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 01 008
Pelampauan Penerimaan PAD-
Pajak Hiburan

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak
hiburan dari yang ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 01 009
Pelampauan Penerimaan PAD-
Pajak Reklame

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak
reklame dari yang ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 01 010
Pelampauan Penerimaan PAD-
Pajak Penerangan Jalan

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak
penerangan jalan dari yang ditargetkan dalam
APBD.

6 1 01 01 01 011
Pelampauan Penerimaan PAD-
Pajak Parkir

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak
parkir dari yang ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 01 012
Pelampauan Penerimaan PAD-
Pajak Air  Tanah

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak
air tanah dari yang ditargetkan dalam APBD.
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6 1 01 01 01 013
Pelampauan Penerimaan PAD-
Pajak Sarang Burung Walet

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak
sarang burung walet dari yang ditargetkan dalam
APBD.

6 1 01 01 01 014
Pelampauan Penerimaan PAD-
Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak
mineral bukan logam dan batuan dari yang
ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 01 015

Pelampauan Penerimaan PAD-
Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2)

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari
yang ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 01 016
Pelampauan Penerimaan PAD-
Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB)

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dari yang
ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 02
Pelampauan Penerimaan PAD-
Retribusi Daerah

6 1 01 01 02 001
Pelampauan Penerimaan PAD-
Retribusi Jasa Umum

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa
retribusi jasa umum dari yang ditargetkan dalam
APBD.

6 1 01 01 02 002
Pelampauan Penerimaan PAD-
Retribusi Jasa Usaha

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa
retribusi jasa usaha dari yang ditargetkan dalam
APBD.

6 1 01 01 02 003
Pelampauan Penerimaan PAD-
Retribusi Perizinan Tertentu

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa
retribusi perizinan tertentu dari yang ditargetkan
dalam APBD.

6 1 01 01 03
Pelampauan Penerimaan PAD-
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

6 1 01 01 03 001

Pelampauan Penerimaan PAD-
Bagian Laba yang Dibagikan
kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan
Modal pada Perusahaan Milik
Pemerintah/BUMN

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa bagian
laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah
(dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan
Milik Pemerintah/BUMN dari yang ditargetkan
dalam APBD.

6 1 01 01 03 002

Pelampauan Penerimaan PAD-
Bagian Laba yang Dibagikan
kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMD

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa bagian
laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah
(dividen) atas penyertaan modal pada BUMD dari
yang ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 04
Pelampauan Penerimaan PAD-
Lain-lain PAD yang Sah

6 1 01 01 04 001
Pelampauan Penerimaan PAD-
Hasil Penjualan BMD Yang
Tidak Dipisahkan

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil
penjualan BMD yang tidak dipisahkan dari yang
ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 04 002

Pelampauan Penerimaan PAD-
Hasil Selisih Lebih Tukar
Menukar BMD yang Tidak
Dipisahkan

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil
selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak
dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.
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KODE
REKENING

URAIAN KETERANGAN

1. 2. 3.

6 1 01 01 04 003
Pelampauan Penerimaan PAD-
Hasil Pemanfaatan BMD yang
Tidak Dipisahkan

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil
pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dari yang
ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 04 004
Pelampauan Penerimaan PAD-
Hasil Kerja Sama Daerah

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil
kerja sama daerah dari yang ditargetkan dalam
APBD.

6 1 01 01 04 005
Pelampauan Penerimaan PAD-
Jasa Giro

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa jasa
giro dari yang ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 04 006
Pelampauan Penerimaan PAD-
Hasil Pengelolaan Dana
Bergulir.

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil
pengelolaan dana bergulir dari yang ditargetkan
dalam APBD.

6 1 01 01 04 007
Pelampauan Penerimaan PAD-
Pendapatan Bunga

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa
pendapatan bunga dari yang ditargetkan dalam

APBD.

6 1 01 01 04 008

Pelampauan Penerimaan PAD-
Penerimaan atas Tuntutan
Ganti Kerugian Keuangan
Daerah

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa
penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan
daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 04 009
Pelampauan Penerimaan PAD-
Penerimaan Komisi, Potongan,
atau Bentuk Lain

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa
penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain
dari yang ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 04 010

Pelampauan Penerimaan PAD-
Penerimaan Keuntungan dari
Selisih Nilai Tukar Rupiah

terhadap Mata Uang Asing

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa
penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing dari yang

ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 04 011

Pelampauan Penerimaan PAD-
Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa
pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan dari yang ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 04 012
Pelampauan Penerimaan PAD-
Pendapatan Denda Pajak
Daerah

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa
pendapatan denda pajak daerah dari yang
ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 04 013
Pelampauan Penerimaan PAD-
Pendapatan Denda Retribusi
Daerah

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa
pendapatan denda retribusi daerah dari yang
ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 04 014
Pelampauan Penerimaan PAD-
Pendapatan Hasil Eksekusi
atas Jaminan

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa
pendapatan hasil eksekusi atas jaminan dari yang

ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 04 015
Pelampauan Penerimaan PAD-
Pendapatan dari Pengembalian

Digunakan untuk mencatat pelampauan
penerimaan pendapatan asli daerah berupa
pendapatan dari pengembalian dari yang
ditargetkan dalam APBD.

6 1 01 01 04 xxx Dst. ..……

Nomor rekening, objek, dan rincian objek serta
keterangan uraian selanjutnya terdapat dalam
Buku III Halaman 1.713 sampai dengan halaman
1.763 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019.
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BAB VII

MEKANISME DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

PENGAJUAN SPP-UP, GU,TU, LS DAN PENGENAAN PAJAK

A. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

No Nama Kegiatan Mekanisme Kelengkapan Dokumen
Pengenaan

Pajak

1. Tambahan Penghasilan

PNS berdasarkan Beban

Kerja, Tempat Bertugas,

Kondisi Kerja, dan

Kelangkaan Profesi.

UP/GU/TU a. Daftar Penerima Upah;

b. SK.Bupati; dan

c. SSP. (bila dikenakan

Pajak)

- NPWP

Bendahara.

- PPh 21 = 5-15%

2. Tambahan Penghasilan

PNS berdasarkan Prestasi

Kerja.

UP/GU/TU a. Kuitansi/Daftar Penerima

Uang;

b. SK. Bupati;

c. Sertifikat/Piagam

Penghargaan; dan

d. SSP. (bila dikenakan

Pajak)

- NPWP

Bendahara.

- PPh 21 = 5-15%

B. INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

No Nama Kegiatan Mekanisme Kelengkapan Dokumen
Pengenaan

Pajak

1. Insentif Pemungutan

Pajak/Retribusi Daerah.

UP/GU/TU a. Daftar Penerima

Insentif/Upah;

b. SK.Bupati; dan

c. SSP. (bila dikenakan

Pajak)

- NPWP

Bendahara.

- PPh 21 = 5-15%

C. BELANJA HIBAH

No Nama Kegiatan Mekanisme Kelengkapan Dokumen
Pengenaan

Pajak

1. Seluruh Kegiatan Belanja

Hibah Daerah.

LS a. Kuitansi;

b. SK.Bupati;

c. Proposal;

d. Pakta Integritas;

e. Naskah Perjanjian Hibah;

f. Surat Pernyataan

Tanggung Jawab;

g. Dokumen Pendukung SPJ

sesuai Rincian

Penggunaan Dana dalam

Naskah Perjanjian

Hibah/Proposal; dan

h. SSP. (bila dikenakan

Pajak)

- NPWP

Bendahara

Penerima Hibah.

- PPh 21 = 5-15%

- PPh 22 = 1,5%

- PPh 23 = 2%

- PPN = 10%



236

236

D. BELANJA BANTUAN SOSIAL

No Nama Kegiatan Mekanisme Kelengkapan Dokumen
Pengenaan

Pajak

1. Seluruh Kegiatan Belanja

Bantuan Sosial.

LS a. Kuitansi;

b. SK.Bupati;

c. Proposal

d. Surat Keterangan dari

Kepala Kampung/Lurah

dan Camat setempat;

e. Pakta Integritas;

f. Nomor Rekening

Bendahara (bila pemohon

lebih dari 1 org); atau

g. Nomor Rekening Pihak

Ketiga (bila pemohon

hanya 1 org); dan

h. Dokumen Pendukung SPJ

sesuai Rincian

Penggunaan Dana dalam

Proposal.

Tidak dikenakan

pajak

E. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN

PEMERINTAHAN DESA/KAMPUNG

No Nama Kegiatan Mekanisme Kelengkapan Dokumen
Pengenaan

Pajak

1. Seluruh Kegiatan Belanja

Bagi Hasil Kepada

Provinsi/Kabupaten/

Kota/Pemerintahan

Kampung.

LS a. Kuitansi;

b. SK.Bupati;

c. Proposal; dan/atau

d. Naskah Perjanjian Bagi

Hasil;

e. Dokumen Pendukung SPJ

sesuai Rincian

Penggunaan Dana dalam

Naskah Perjanjian Bagi

Hasil/Proposal; dan

f. SSP. (bila dikenakan

Pajak).

- NPWP

Bendahara

Penerima

Dana/Pihak

Ketiga.

- PPh 21 = 5-15%

- PPh 22 = 1,5%

- PPh 23 = 2%

- PPN = 10%
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F. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN

PEMERINTAHAN DESA/KAMPUNG DAN PARTAI POLITIK

No Nama Kegiatan Mekanisme Kelengkapan Dokumen
Pengenaan

Pajak

1. Seluruh Kegiatan Belanja

Bantuan Keuangan

Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota/

Pemerintahan Kampung/

Partai Politik.

LS a. Kuitansi;

b. SK.Bupati;

c. Proposal;

d. Nomor Rekening Pihak

Ketiga

e. Dokumen Pendukung SPJ

sesuai Rincian

Penggunaan Dana dalam

Proposal; dan

f. SSP. (bila dikenakan

Pajak).

- NPWP

Bendahara

Penerima

Dana/Pihak

Ketiga.

- PPh 21 = 5-15%

- PPh 22 = 1,5%

- PPh 23 = 2%

- PPN = 10%

G. BELANJA TIDAK TERDUGA

No Nama Kegiatan Mekanisme Kelengkapan Dokumen
Pengenaan

Pajak

1. Belanja Tidak Terduga LS a. Kuitansi;

b. SK.Bupati;

c. Proposal;

d. Nomor Rekening Pihak

Ketiga

e. Dokumen Pendukung SPJ

sesuai Rincian

Penggunaan Dana dalam

Proposal; dan

f. SSP. (bila dikenakan

Pajak).

- NPWP

Bendahara

Penerima

Dana/Pihak

Ketiga.

- PPh 21 = 5-15%

- PPh 22 = 1,5%

- PPh 23 = 2%

- PPN = 10%

H. HONORARIUM DAN UANG LEMBUR

No Nama Kegiatan Mekanisme Kelengkapan Dokumen
Pengenaan

Pajak

1. Honorarium Pejabat

Pengadaan

Barang/Jasa/Pengelola

Keuangan Daerah

UP/GU/TU a. Daftar Penerima Honor;

b. SK.Penunjukan; dan

c. SSP. (bila dikenakan

Pajak)

- NPWP

Bendahara.

- PPh 21 = 5-15%

2. Uang Lembur UP/GU/TU a. Daftar Penerima Uang

Lembur;

b. Daftar Hadir;

c. Surat Perintah; dan

d. SSP. (bila dikenakan

Pajak)

- NPWP

Bendahara.

- PPh 21 = 5-15%
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I. PENGADAAN BARANG PAKAI HABIS

No Nama Kegiatan Mekanisme Kelengkapan Dokumen
Pengenaan

Pajak

1. Belanja Alat Tulis Kantor,

alat listrik, alat pembersih

dan sejenisnya.

UP/GU/

TU/LS

a. Bukti Pembelian/Kuitansi;

b. Foto dokumentasi; dan

c. SSP. (bila dikenakan

Pajak)

- NPWP;

- PPh 22 = 1,5%

- PPN = 10%

2. Belanja perangko, materai

dan benda pos lainnya

UP/GU/TU Bukti Pembelian/Kuitansi; Tidak dikenakan

pajak

J. BELANJA JASA KANTOR

No Nama Kegiatan Mekanisme Kelengkapan Dokumen
Pengenaan

Pajak

1. Belanja listrik, air, telepon

dan sejenisnya.

UP/GU/TU Bukti Pembayaran/Kuitansi; Tidak dikenakan

pajak

2. Belanja surat kabar/

Majalah

UP/GU/TU Bukti Pembelian/Kuitansi; Tidak dikenakan

pajak

K. PENGADAAN CETAK DAN PENGGANDAAN

No Nama Kegiatan Mekanisme Kelengkapan Dokumen
Pengenaan

Pajak

1. Belanja Cetak UP/GU/

TU/LS

a. Bukti Pembelian/Kuitansi;

dan

b. SSP. (bila dikenakan

Pajak)

- NPWP;

- PPh 22 = 1,5%

- PPN = 10%

2. Belanja Penggandaan UP/GU/

TU/LS

a. Bukti Pembelian/Kuitansi;

dan

b. SSP. (bila dikenakan

Pajak).

- NPWP;

- PPh 22 = 1,5%

- PPN = 10%
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L. PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN

No Nama Kegiatan Mekanisme Kelengkapan Dokumen
Pengenaan

Pajak

1. Belanja Makanan dan

Minuman Harian Pegawai

UP/GU/

TU/LS

a. Bukti Pembelian/Kuitansi;

b. Daftar Hadir Pegawai;

c. Foto dokumentasi

makanan/minuman; dan

d. SSPD. (semua nilai

transaksi dikenakan pajak)

- NPWPD;

- Dikenakan Pajak

Restoran 10%

(Pajak Daerah)

2. Belanja Makanan dan

Minuman Rapat

UP/GU/

TU/LS

a. Bukti Pembelian/Kuitansi;

b. Undangan Rapat;

c. Daftar Hadir Peserta

Rapat;

d. Notulen Rapat; dan

e. SSPD. (semua nilai

transaksi dikenakan pajak)

- NPWPD;

- Dikenakan Pajak

Restoran 10%

(Pajak Daerah)

3. Belanja Makanan dan

Minuman Tamu

UP/GU/

TU/LS

a. Bukti Pembelian/Kuitansi;

b. Undangan/Surat

Kunjungan; (bila

kunjungan/tamu resmi)

c. Daftar Hadir Tamu; dan

d. SSPD. (semua nilai

transaksi dikenakan pajak)

- NPWPD;

- Dikenakan Pajak

Restoran 10%

(Pajak Daerah)

M. PERJALANAN DINAS

No Nama Kegiatan Mekanisme Kelengkapan Dokumen
Pengenaan

Pajak

1.

2.

Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Daerah.

………. Luar Daerah

UP/GU/TU a. Kuitansi atau Daftar

Penerima Uang (bila lebih

dari 1 org);

b. Undangan/dasar tertulis;

c. Surat Perintah Tugas;

d. SPPD Lembar I dan II;

e. Laporan Hasil Perjalanan

Dinas;

f. Tiket (bila menggunakan

transportasi umum); dan

g. Nota/kuitansi penginapan

(bila menginap).

Tidak dikenakan

pajak



240

240

No Nama Kegiatan Mekanisme Kelengkapan Dokumen
Pengenaan

Pajak

2. Belanja Perjalanan Dinas

Luar Daerah.

UP/GU/TU a. Kuitansi atau Daftar

Penerima Uang (bila lebih

dari 1 org);

b. Undangan/dasar tertulis;

c. Surat Perintah Tugas;

d. SPPD Lembar I dan II;

e. Laporan Hasil Perjalanan

Dinas;

f. Tiket dan Boarding Pas

(bila menggunakan

transportasi umum); dan

g. Nota/kuitansi penginapan

(bila menginap).

Tidak dikenakan

pajak

N. BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

No Nama Kegiatan Mekanisme Kelengkapan Dokumen
Pengenaan

Pajak

1. Belanja Kursus/Pelatihan. UP/GU/TU a. Kuitansi atau Daftar

Penerima Uang (bila lebih

dari 1 org);

b. Undangan/dasar tertulis;

dan

c. Sertifikat/Piagam

Kursus/Pelatihan.

Tidak dikenakan

pajak

2. Belanja Sosialisasi. UP/GU/TU a. Kuitansi;

b. Undangan/dasar tertulis;

dan

c. Sertifikat/Piagam

Sosialisasi.

Tidak dikenakan

pajak

3. Belanja Bimbingan

Teknis.

UP/GU/TU a. Kuitansi;

b. Undangan/dasar tertulis;

dan

c. Sertifikat/Piagam Bimtek.

Tidak dikenakan

pajak

P. PENJELASAN TARIF DAN DASAR HUKUM PENGENAAN PAJAK

1. PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Pemotongan dan

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN atau

APBD, dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:
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(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan selain penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa honorarium atau imbalan lain

dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara

pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut.

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dengan

tarif:

a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS

Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat

Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;

b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS

Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira

Pertama, dan Pensiunannya;

c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain

bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI

Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

2. PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 224/PMK.011/2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak

Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan

Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lainnya, dalam Pasal 1, Pasal 2

dan Pasal 3 menyatakan bahwa (poin-poin penting):

Pasal 1

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:

b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak

pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan

lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian

barang;

c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang

dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);

d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang

diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran

atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme

pembayaran langsung (LS).

e. Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:

1. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas

Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda

Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya

Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero),

PT Krakatau Steel (Persero); dan
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2. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara,

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk

keperluan kegiatan usahanya

Pasal 2

(1) Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b,

huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5%

(satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan

Nilai.

Pasal 3

(1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:

a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;

b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak

Pertambahan Nilai:

1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di

Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di

Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar

dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian

pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan

internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,

kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat

lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. barang pindahan;

9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang

kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan kepabeanan;

10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang

ditujukan untuk kepentingan umum;

11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang

diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan

pertahanan dan keamanan negara;

13. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional

(PIN);

14. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
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15. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan

penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal

tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat

keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran

Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan

Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara

Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan

kegiatan usahanya;

16. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat

keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang

diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan

suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara

yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga

Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi

pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional;

17. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan

serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia

(Persero), dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk

oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan

kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta

prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);

18. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan

atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik

Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor

oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian

Pertahanan atau TNI; dan/atau

19. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan

oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama.

c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk

diekspor kembali;

d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor

kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah

diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah

memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berkenaan dengan:

1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang jumlahnya paling banyak

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang

terpecah-pecah;

2. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
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3. pembayaran untuk:

a) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;

b) pemakaian air dan listrik.

f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas

untuk tujuan ekspor;

g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS).

(2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor

tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen).

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dinyatakan

dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh

Direktur Jenderal Pajak.

(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf g

dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2)

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh

Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.

3. PPh Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.011/2008 tentang Jenis Jasa

Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Angka 2 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam Pasal 1 ayat 1, ayat (2, dan

ayat (3) menyatakan bahwa:

(1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua perseratus) dari

jumlah bruto tidak termasuk PPN.

(2) Jenis jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. jasa penilaian (appraisal);

b. jasa aktuaris;

c. jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

d. jasa perancang (design);

e. jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas),

kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);

f. jasa penunjang di bidang penambangan migas;

g. jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;

h. jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

i. jasa penebangan hutan;

j. jasa pengolahan limbah;



245

245

k. jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing service);

l. jasa perantara dan/atau keagenan;

m. jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa

Efek, KSEI dan KPEI;

n. jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;

o. jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;

p. jasa mixing film;

q. jasa sehubungan dengan sofware komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan

perbaikan;

r. jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV

kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang

konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

s. jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas,

AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan bangunan selain yang dilakukan oleh

Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin

dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

t. jasa maklon;

u. jasa penyelidikan dan keamanan;

v. jasa penyelenggaraan kegiatan atau event organizer;

w. jasa pengepakan;

x. jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau

media lain untuk penyampaian informasi;

y. jasa pembasmi hama;

z. jasa kebersihan atau cleaning service;

aa.jasa katering atau jasa boga*); ( *dihapus berdasarkan Pasal 4A UU No.42/2009)

(3) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah

lebih tinggi 100% (seratus perseratus) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tntang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, dalam Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) menyatakan

bahwa:

(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam

kelompok barang sebagai berikut:

a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari

sumbernya;

b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan

sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat

maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa

boga atau katering; dan

d. uang, emas batangan, dan surat berharga.
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(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam

kelompok jasa sebagai berikut:

a. jasa pelayanan kesehatan medik;

b. jasa pelayanan sosial;

c. jasa pengiriman surat dengan perangko;

d. jasa keuangan;

e. jasa asuransi;

f. jasa keagamaan;

g. jasa pendidikan;

h. jasa kesenian dan hiburan;

i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;

k. jasa tenaga kerja;

l. jasa perhotelan;

m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan

secara umum;

n. jasa penyediaan tempat parkir;

o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;

p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan

q. jasa boga atau katering.

dan juga mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK.03/2003 tentang

Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk

Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Dalam Pasal

4 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut oleh

Bendaharawan Pemerintah dalam hal:

a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak

merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

b. pembayaran untuk pembebasan tanah;

c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang

menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak

Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai;

d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak

oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;

e. pembayaran atas rekening telepon;

f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;

atau

g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan

perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
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Mengenai pengertian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang menjadi dasar penghitungan pajak

adalah tergantung dari Harga/Nilai Transaksi tersebut sudah termasuk PPN atau belum

termasuk PPN. Apabila sudah termasuk PPN maka yang menjadi DPP adalah 100/110

dikalikan Nilai Transaksi. Namun apabila Nilai Transaksi tersebut belum termasuk atau tidak

dipungut PPN atau bukan obyek PPN atau dibebaskan dari PPN maka yang menjadi DPP

adalah Nilai Transaksi itu sendiri (jumlah bruto).

Contoh:
a. Nilai transaksi pengadaan ATK sebesar Rp11.000.000,00 (sudah termasuk PPN), maka

untuk menghitung/mengetahui berapa besaran pengenaan Pajak (PPN dan PPh) adalah

• PPN = 100/110 x Rp 11.000.000,00 x 10% = Rp 1.000.000,00

• PPh 22 = 100/110 x Rp 11.000.000,00 x 1,5% = Rp 150.000,00

b. Nilai transaksi pengadaan ATK sebesar Rp11.000.000,00 (belum termasuk PPN), maka

untuk menghitung/mengetahui berapa besaran pengenaan Pajak (PPN dan PPh) adalah

• PPN = Rp 11.000.000,00 x 10% = Rp 1.100.000,00

• PPh 22 = Rp 11.000.000,00 x 1,5% = Rp 165.000,00
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BAB VIII

KELENGKAPAN DOKUMEN

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, yang berisikan contoh dokumen pengadaan barang/jasa dan

untuk memadukannya dengan peraturan perundangan terkait pengadaan barang/jasa

pemerintah (Perpres. No.16/2018 jo. Perpres. No.12/2021 dan Perpres. No.17/2019) dan

pengaturan pengelolaan keuangan daerah (Permendagri. No.77/2020) dalam Peraturan

Bupati ini, perlu dilampirkan pula contoh dokumen pertanggungjawaban keuangan yang

akan menjadi pedoman bagi setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak

Numfor.

Berdasarkan hal tersebut di atas berikut ini disajikan contoh dokumen SPJ mulai

dari proses persiapan pencairan anggaran hingga pelaksanaan kegiatan di setiap SKPD

sebagai berikut:

1. Nota Dinas tentang Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di SKPD (halaman 33-

35)

2. SK. Kepala SKPD tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan (Halaman 36-40)

3. SK. Kepala SKPD tentang Penunjukan PPTK dan PPK (halaman 41-46)

4. SK. Kepala SKPD tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Penerimaan dan

Pembantu Bendahara Pengeluaran (halaman 47-52)

5. Daftar Penerima Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah (halaman 53)

6. Contoh Laporan Perjalanan Dinas (halaman 54)

7. Daftar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (halaman 55)

8. Daftar Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa (halaman 56)

9. Daftar Perhitungan Uang Lembur (halaman 57)

10. Daftar Hadir Lembur (halaman 58-59)

11. Bukti/Nota Pembelian (halaman 60)

12. Bukti/Nota Pembelian yang Dilengkapi Kuitansi (halaman 61)

13. Kuitansi tanpa potongan PPh (halaman 62)

14. Kuitansi dengan potongan PPh/PPN (halaman 63)

15. Kerangka Acuan Kerja (halaman 64-66)

16. Harga Perkiraan Sendiri (halaman 67)

17. Berita Acara Penerimaan Barang (halaman 68-69)

18. Lembar Data Pengadaan (halaman 70)

19. Formulir Isian Kualifikasi (halaman 71-73)

20. Pakta Integritas (halaman 74)

21. Surat Undangan Pengadaan Langsung kepada Penyedia Barang (halaman 75)
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22. Surat Penawaran dari Penyedia Barang/Jasa dari Badan Usaha (halaman 76)

23. Surat Penawaran dari Penyedia Barang/Jasa dari Perorangan (halaman 77)

24. Berita Acara Evaluasi Dokumen Isian Kualifikasi (halaman 78-80)

25. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga (halaman 81)

26. Berita Acara Hasil Pengadaan (halaman 82-83)

27. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (halaman 84)

28. Surat Perintah Kerja (halaman 85-90)

29. Surat Pesanan (halaman 91-92)

30. Pengumuman Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi (halaman 93)

31. Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan (halaman 94-95)

32. Surat penawaran Administrasi dan Teknis (halaman 96)

33. Surat Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Harga (halaman 97)

34. Surat Penawaran Harga (halaman 98)

35. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (halaman 99-101)

36. Tanda Terima Pemasukan Dokumen Penawaran (halaman 102)

37. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung (halaman 103-108)

38. Berita Acara Hasil Pelelangan (halaman 109-110)

39. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (halaman 111-117)

40. Jaminan Uang Muka dari Bank (halaman 118)

41. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Lelang (halaman 119)

42. Surat Perjanjian/Kontrak (halaman 120-122)

43. Surat Perintah Mulai Kerja (halaman 123)

44. Surat Pesanan Kontrak (halaman 124-125)
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A. Nota Dinas tentang Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di SKPD

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Biak Numfor

Dari : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor

Tanggal : September 2020

Nomor : 180/ /BPKAD/2020

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (dua) lembar

Perihal : Usulan Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka mempersiapkan rencana penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor guna penyusunan Rancangan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS pada

APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021, perlu segera disusun pejabat pengelola

kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga terencana dan terprogram dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini diusulkan pejabat yang akan mengelola

keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor untuk

Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

SEKRETARIS,

(Nama Lengkap)

P e m b i n a

NIP.

PEMERINTAH  KABUPATEN BIAK NUMFOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Biak - Papua
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Lampiran I : Nota Dinas Usulan Pejabat Keuangan SKPD

Nomor : 180/ /BPKAD/2020

Tanggal : September 2020

DAFTAR USULAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021

No. JABATAN
NAMA

PEJABAT
BLN

HONOR
(Rp)

JUMLAH
(Rp)

KET.

1. 2. 3. 4. 5. 6=4x5 7.

1. Pengguna Anggaran 12 SK.Bupati

2. PPTK  (> 1M s.d. 2 M) 12 SK. Ka.SKPD

3. PPTK  (s.d.500 juta) 10 SK. Ka.SKPD

4. PPK 12 SK. Ka.SKPD

5. Bendahara Pengeluaran 12 SK.Bupati

6.
Pembantu Bendahara

Pengeluaran

a. ……..
b. ……..

12 SK. Ka.SKPD

7. Pejabat Pengadaan Barang 10 SK. Ka.SKPD

8. Pengurus Barang 10 SK.Bupati

9. Penyimpan Barang 10 SK.Bupati

JUMLAH TOTAL

Disposisi Pimpinan: Biak, ………………..
Sekretaris,

(Nama Lengkap)

NIP.
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Lampiran II : Nota Dinas Usulan Pejabat Keuangan SKPD

Nomor : 180/ /BPKAD/2020

Tanggal : September 2020

DAFTAR USULAN KEGIATAN YANG DIKELOLA OLEH
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021

No.
JABATAN

DALAM DINAS
NAMA KEGIATAN

NILAI
ANGGARAN

(Rp)

1. 3. 4. 5.

1. Sekretaris/Kasubag …...

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 20.000.000

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 72.000.000

- Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000

- ………………………. ……………

Jumlah 197.000.000

2. Kabid./Kasi. …………

- Penyusunan Standar Satuan Harga 30.000.000

- Penyusunan Sisdur. Pengelolaan Keuangan Daerah 100.000.000

- ………………………. ……………

Jumlah 130.000.000

3. Kabid./Kasi. …………

- Penyusunan Rancangan Perda. APBD 100.000.000

- Penyusunan Rancangan Perbup. Penjabaran APBD 50.000.000

- ………………………. ……………

Jumlah 150.000.000

4. Kabid./Kasi. …………

- Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 75.000.000

- Revaluasi Aset/Barang Milik Daerah 50.000.000

- ………………………. ……………

Jumlah 150.000.000

5. ………………….

Disposisi Pimpinan: Biak, ………………..
Sekretaris,

(Nama Lengkap)

NIP.
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B. SK. Kepala SKPD tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

NOMOR :  180/       /KEP/BPKAD/20...

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu

ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Biak Numfor selaku Pengguna Anggaran tentang

Penunjukan Pejabat Pengadaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

PEMERINTAH  KABUPATEN BIAK NUMFOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln.          Biak - Papua
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan

Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan

Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat;

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun

2Ol8 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan

Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara

Elektronik;

22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

24. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaporan Realisasi

Pengadaan Barang/Jasa;

25. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana

Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

26. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

27. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor  Tahun 20.. tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan Daerah Kabupaten

Biak Numfor;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor  Tahun 20.. tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor

Tahun Anggaran 20...;

30. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor  Tahun 20... tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Biak Numfor;

31. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor  Tahun 20.. tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Biak Numfor;

32. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor  Tahun 20.. tentang Penjabaran

Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor

Tahun Anggaran 20..;

33. Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: 188/     /BPKAD/20.. tentang

Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan

Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan

Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun

Anggaran 20..;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengadaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Biak Numfor, yaitu:

N a m a :

NIP. :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Satuan Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Biak Numfor.
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KEDUA : Pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA

memiliki tugas pokok dan kewenangan, meliputi:

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

b. menetapkan Dokumen Pengadaan;

c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website

Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk

masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan

dalam Portal Pengadaan Nasional;

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi

atau pascakualifikasi;

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap

penawaran yang masuk;

g. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan/atau

b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi

yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00  (lima puluh juta

rupiah).

h. dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan

kepada Pejjabat Pembuat Komitmen:

a) perubahan HPS; dan/atau

b) perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

i. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan

Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

j. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa

kepada Pengguna Angaran;

k. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Pengguna

Anggaran; dan

l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran.

KETIGA : Kegiatan yang selanjutnya menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat

sebagaimana DIKTUM KEDUA tercantum dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran berjalan.
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KEEMPAT : Segala beban biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan

pada belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan tarif

pada Standar Biaya Umum Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran

berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak

pada tanggal 20…

KEPALA BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR,

(Nama Lengkap)
Pembina …

NIP.
Tembusan:

Yth. 1. Inspektur Kabupaten Biak Numfor;

2. Kabag. Pembangunan Setda. Kab. Biak Numfor;

3. Pejabat yang bersangkutan.
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C. SK. Kepala SKPD tentang Penunjukan PPTK dan PPK

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR :  180/       /KEP/BPKAD/20...

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

TAHUN ANGGARAN 20...

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran tentang

Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

PEMERINTAH  KABUPATEN BIAK NUMFOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Biak - Papua
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan

Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan

Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat;

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun

2Ol8 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan

Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara

Elektronik;

22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

24. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaporan Realisasi

Pengadaan Barang/Jasa;

25. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana

Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

26. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

27. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor  Tahun 20.. tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan Daerah Kabupaten

Biak Numfor;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor  Tahun 20.. tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor

Tahun Anggaran 20...;

30. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor  Tahun 20... tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Biak Numfor;

31. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor  Tahun 20.. tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Biak Numfor;

32. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor  Tahun 20.. tentang Penjabaran

Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor

Tahun Anggaran 20..;

33. Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: 188/ /BPKAD/20.. tentang

Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan

Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan

Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun

Anggaran 20..;

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 20… sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.
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KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun kerangka acuan kerja kegiatan;

2. mengusulkan tim teknis yang benar-benar dibutuhkan dalam

rangka menunjang terlaksananya kegiatan kepada pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran;

3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan, meliputi:

a. Nota Pencairan Dana (NPD);

b. dokumen administrasi kegiatan; dan

c. dokuman administrasi persyaratan pembayaran.

4. menandatangani SPP-LS dan SPP-TU;

5. menandatangani bukti pengeluaran/kuitansi;

6. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

7. membuat laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan

yang ditanganinya kepada PA

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang

Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang  (TU), serta

Langsung  (LS);

2. menyiapkan Surat Perintah Membayar  (SPM);

3. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran  (SPP);

4. melakukan verifikasi harian atas bendahara penerimaan;

5. melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang

dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran; dan

6. menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

KEEMPAT : Kegiatan yang selanjutnya menjadi tugas dan tanggung jawab Pejabat

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Segala beban biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan

pada belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 20… Kode Rekening

………………. dan pengenaan besaran upah sesuai dengan  Standar

Satuan Harga Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 20….
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KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih

lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak

pada tanggal 20…

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR,

(Nama Lengkap)
Pembina …

NIP.
Tembusan:

Yth. 1. Inspektur Kabupaten Biak Numfor;

2. Kabag. Hukum Setda. Kab. Biak Numfor;

3. Pejabat yang bersangkutan.
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Lampiran Keputusan Kepala BPKAD Kab.Biak Numfor

Nomor : 180/ /KEP/BPKAD/20..

Tanggal : 20…

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

TAHUN ANGGARAN 20…

No.
JABATAN DALAM
PENGELOLAAN

KEUANGAN

JABATAN
DALAM DINAS

NAMA KEGIATAN
PAGU

ANGGARAN
(Rp)

1. 2. 3. 4. 5.

1.
Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan

Sekretaris/Kabid.

a. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik

c. Penyediaan …..

d. ……. …..

Jumlah

2.
Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan

Kepala Bidang….

3.
Pejabat
Penatausahaan
Keuangan

Sekretaris/Kasubag.
Keuangan.

4. dst ……….

5.
Pejabat
Penatausahaan
Keuangan

Kasubag. Keuangan

a. memverifikasi seluruh
kegiatan Belanja

b. memverifikasi seluruh
kegiatan peneriman (khusus
bagi SKPD Penghasil)

Jumlah

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR,

(Nama Lengkap)
Pembina …

NIP.



264

264

D. SK. Kepala SKPD tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Penerimaan dan

Pembantu Bendahara Pengeluaran

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BIAK
NUMFOR

NOMOR :  180/        /KEP/BPKAD/20...

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DAN

PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR

TAHUN ANGGARAN 20....

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran III Bab I Poin

4.10 Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor Tahun 2021 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Biak Numfor, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Penunjukan Pembantu

Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

PEMERINTAH  KABUPATEN BIAK NUMFOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Biak - Papua
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan

Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan

Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat;

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun

2Ol8 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan

Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara

Elektronik;
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22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

24. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaporan Realisasi

Pengadaan Barang/Jasa;

25. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana

Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

26. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

27. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor  Tahun 20.. tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan Daerah Kabupaten

Biak Numfor;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor Tahun 20.. tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor

Tahun Anggaran 20...;

30. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor  Tahun 20... tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Biak Numfor;

31. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor  Tahun 20.. tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Biak Numfor;

32. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor  Tahun 20.. tentang Penjabaran

Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor

Tahun Anggaran 20..;

33. Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: 188/     /BPKAD/20.. tentang

Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan

Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan

Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun

Anggaran 20..;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara

Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 20… sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.
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KEDUA : Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM PERTAMA Keputusan ini terdiri dari Kasir dan Pembuat

Dokumen, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kasir:

- menerima dan mencatat uang yang disetorkan oleh wajib pajak

(apabila WP tidak disetorkan langsung ke Bank);

- mencatat seluruh transaksi yang dikelola bendahara

penerimaan di buku kas umum;

2. Pembuat Dokumen:

- melaksanakan pencatatan di buku register;

- meneliti kelengkapan dokumen penerimaan;

- membuat laporan bulanan realisasi penerimaan pajak dan

retribusi daerah; dan

- membuat Surat Tanda Setoran (STS) pajak dan retribusi daerah.

KETIGA : Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM PERTAMA Keputusan ini terdiri dari Kasir, Pembuat

Dokumen, dan Pengurus Gaji, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kasir:

- menyerahkan dan mencatat uang yang diterima PPTK dan Pihak

Ketiga;

- mencatat seluruh transaksi yang dikelola bendahara

pengeluaran di buku kas umum; dan

- menerima bukti pembelian/kuitansi dan dokumen

pendukungnya dari PPTK.

2. Pembuat Dokumen:

- menyiapkan dan mengajukan SPP UP /GU/TU/LS/Gaji;

- meneliti kelengkapan pengajuan  SPP;

- memintakan otorisasi SPP/SPJ kepada bendahara pengeluaran;

dan

- melaksanakan pencatatan di buku register.

3. Pengurusan Gaji:

- mencatat seluruh transaksi gaji SKPD di buku kas umum gaji;

- mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran

gaji SKPD

- membuat SPJ Gaji SKPD;

- menyetorkan kelebihan gaji ke rekening kas umum daerah; dan

- mengajukan perubahan gaji ke Bendahara Umum Daerah.
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KELIMA : Segala beban biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan

pada belanja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun

Anggaran 20… Kode Rekening …………………. dan pengenaan besaran

upah sesuai dengan  Standar Biaya Umum Kabupaten Biak Numfor

Tahun Anggaran 20….

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih

lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak

pada tanggal 20…..

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR,

(NAMA LENGKAP)
Pembina …..

NIP.
Tembusan:

Yth. 1. Inspektur Kabupaten Biak Numfor;
2. Kabag. Hukum Setda. Kab. Biak Numfor;
3. Pejabat yang bersangkutan.
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Lampiran Keputusan Kepala BPKAD Kab.Biak Numfor
Nomor : 180/        /KEP/BPKAD/20...
Tanggal : 20...

DAFTAR PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DAN

PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

TAHUN ANGGARAN 20…

No NAMA/NIP.
PANGKAT/

GOL.

JABATAN DALAM
PENGELOLAAN

KEUANGAN

JABATAN
DALAM SKPD

1. 2. 3. 4. 5.

1. Kasir Penerimaan

2.
Pembuat Dokumen

Penerimaan

3. Kasir Pengeluaran

4.
Pembuat Dokumen

Pengeluaran

5. Pengurusan Gaji

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR,

(NAMA LENGKAP)
Pembina …..

NIP.

Catatan:

kolom 2 diisi sesuai Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
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G. Daftar Penerima Uang Harian Perjalanan Dinas

DAFTAR PENERIMA UANG HARIAN

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/LUAR DAERAH*)

Tahun Anggaran :

No. Bukti : No.Urut BKU/Bln Romawi/20..

Kode Rekening :

Tempat Tujuan :

Maksud Perjalanan :

Tanggal Berangkat :

Surat Perintah Tugas : a. Nomor :

b. Tanggal :

No.
Nama/NIP

Pangkat/Gol.

Lama
Perjalanan

(hari)

Biaya/hari
(Rp)

Jumlah
Dibayarkan

(Rp)
Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5=3x4 6.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Jumlah Total

Terbilang : ........................

Mengetahui, Menyetujui, Biak,……………..20…

Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran

( N  A  M  A ) ( N  A  M  A ) ( N  A  M  A )
NIP. NIP. NIP.

Catatan:

*) Pilih sesuai kondisi

Stempel

SKPD
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H. Laporan Perjalanan Dinas

LAPORAN PERJALANAN DINAS

I. D a s a r : Surat Perintah Tugas Nomor : 094/    /BPKAD/2020 tanggal

13  September  2020.

II. Maksud dan Tujuan : Monitoring Realisasi PAD dari Sektor Retribusi.

III. Waktu Pelaksanaan : 13  September  2020.

IV. Nama Petugas : 1. …………………………. NIP. ………………………..

2. …………………………. NIP. ………………………..

3. …………………………. NIP. ………………………..

V. Daerah Tujuan/Instansi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu dan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.

VI. Hadir Dalam Pertemuan : Kasubag Program & Pelaporan Dinas Pariwisata, Kepala Tata

Usaha Kantor KPPT, dan Kasubag, Umum & Kepeg. Dinas

Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.

VII. Petunjuk/Arahan : Petugas pemungutan retribusi parkir perlu memetakan jumlah ideal

petugas juru parkir agar tidak membebani jumlah setoran.

VIII. Masalah/Temuan : Target laporan triwulan retribusi parkir di tepi jalan umum masih

belum terpenuhi.

IX. Saran Tindakan : Petugas parkir yang berlebihan ditempatkan pada area parkir yang

baru/lain dengan rotasi setiap enam bulan sekali.

X. Lain-lain : Untuk Dinas Pariwisata dan KPPT laporan realisasi retribusinya

sudah sesuai dengan target realisasi triwulan.

Biak, 14  September  2020

Pelapor,

1. ……………………………… ………….………..

NIP. ………………………..

2. ……………………………… ………….………..
NIP. ………………………..

3. ……………………………… ………….………..
NIP. ………………………..
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I. Daftar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

DAFTAR HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PADA DINAS/KANTOR ……………..

BAGIAN BULAN ………… s.d. …………..

Berdasarkan: 1. SK. Bupati Nomor: 180/ /KEP/HUKUM/2020 tgl. ……….
2. SK. Ka. Badan…. Nomor: 180/   /KEP/BPKAD/2020 tgl. ……….
3. SK. Ka. Badan…. Nomor: 180/   /KEP/BPKAD/2020 tgl. ……….

Kode Rekening 1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.01.01

No. Nama/NIP.
Jabatan

(Pangkat/Gol)
Jabatan Dalam Pengelolaan

Keuangan

Nilai
Tunjangan Per

Bulan (Rp)

Vol./
Bln.

Jumlah
(Rp)

Potongan
PPh 21

(5 & 15%)

Jumlah
Diterima

(Rp)
Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=5x6 8. 9=7-8 10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

Kepala Dinas…..

Kasubag. Keuangan

Staf pada Bidang …..

Staf pada Bidang …..

………….…..

………….…..

………….…..

………….…..

………….…..

Pengguna Anggaran

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran

Kasir Penerimaan

Pembuat Dokumen Penerimaan

Kasir Pengeluaran

Pembuat Dokumen Pengeluaran

Pengurusan Gaji

1. ………

2. ……….

3. ………

4. ……….

5. ………

6. ……….

7. ………

8. ……….

9. ………

Jumlah Total

Mengetahui, Menyetujui, Biak, ………….. 2020

Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. NIP. NIP.
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J. Daftar Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa

DAFTAR HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS/KANTOR ……………..

BAGIAN BULAN ………… s.d.  …………..

Berdasarkan: 1. SK. Bupati Nomor: 180/    /KEP/HUKUM/2020 tgl. ……….
2. SK. Ka. Badan…. Nomor: 180/   /KEP/BPKAD/2020 tgl. ……….
3. SK. Ka. Badan…. Nomor: 180/   /KEP/BPKAD/2020 tgl. ……….

Kode Rekening 1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.01.02

No. Nama/NIP.
Jabatan

(Pangkat/Gol)
Jabatan Dalam Pengelolaan

Keuangan

Nilai
Tunjangan Per

Bulan (Rp)

Vol./
Bln.

Jumlah
(Rp)

Potongan
PPh 21

(5 & 15%)

Jumlah
Diterima

(Rp)
Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=5x6 8. 9=7-8 10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

Kabid/……………….

Kasi/Kasubag……

Kasi/Kasubag/……

…………….

Staf pada Bidang …..

Staf pada Bidang …..

………….…..

Pejabat Pembuat Komitmen

PPTK

PPTK

Pejabat Pengadaan

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Penyimpan Barang

Pengurus Barang

1. ………

2. ……….

3. ………

4. ……….

5. ………

6. ……….

7. ………

Jumlah Total

Mengetahui, Menyetujui, Biak, ………….. 2020

Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap)



274

274

NIP. NIP. NIP.

K. Daftar Perhitungan Uang Lembur

DAFTAR PERHITUNGAN UANG LEMBUR (PNS)
Berdasarkan Surat Perintah Nomor: 800/    /BPKAD/2020 Tgl. …….

Nama SKPD/Unit Kerja*) : BPKAD Kab. Biak Numfor/Subag. Keuangan

Bulan : Januari 2020

Kode Rekening 1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.03.01

No. Nama/NIP Gol
Jumlah Jam Kerja Pada Tanggal Jumlah Jam

Uang

Lembur/Jam Jumlah Uang

Lembur

PPh

5% /

15%

Jumlah

Bersih

Tanda

Tangan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hari

Kerja

Hari

Libur

Hari

Kerja

Hari

Libur17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9=(5x7)+(6x8) 10. 11=9-10 12.

1.

2.

3.

4.

5.

dst.

Jumlah Total

Mengetahui, Menyetujui, Biak, ………….. 2020

Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. NIP. NIP.

Keterangan:
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Yang diarsir adalah hari libur

L. Daftar Hadir Lembur

DAFTAR HADIR LEMBUR (PNS)
Berdasarkan Surat Perintah Nomor: 800/ /BPKAD/2020 Tgl. …….

Nama SKPD/Unit Kerja*) : BPKAD Kab. Biak Numfor/Subag. Keuangan

Bulan : Januari 2020

Halaman   1

No.
Nama/

NIP
Gol

HARI /TANGGAL Jumlah Jam

Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Hari

Kerja

Hari

Libur1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

dst.
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DAFTAR HADIR LEMBUR (PNS)
Berdasarkan Surat Perintah Nomor: 800/    /BPKAD/2020 Tgl. …….

Nama SKPD/Unit Kerja*) : BPKAD Kab. Biak Numfor/Subag. Keuangan

Bulan : Januari 2020

Halaman 2

No.
Nama/

NIP
Gol

HARI /TANGGAL Jumlah Jam

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Hari

Kerja

Hari

Libur17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.

2.

3.

4.

5.

dst.

Biak, ………….. 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,

(Nama Lengkap)

NIP.

Keterangan:

Kolom 4/hari diisi paraf PNS yang lembur
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M. Contoh Bukti Pembelian s.d. Rp 10 Juta (dokumen mamin. diolah)

No.Seri 124231

Biak, 2 Februari  2020

Kepada Yth. BPPKAD Kab.Biak Numfor.

NOTA Nomor :  005/II/2020

Banyaknya NAMA BARANG Harga Jumlah

85 Nasi Prasmanan 40.000 3.400.000,-

85 Snack 10.000 850.000,-

Jumlah Rp. 4.250.000,-

Pajak Restoran (10%) 425.000,-

Jumlah Total 4.675.000,-

Tanda terima, Terima kasih,

ttd ttd

( nama pembeli ) ( n a m a )

NIP. kasir

Catatan : - dibalik lembar nota pembelian ditandatangani oleh,

Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK sebagaimana kuitansi;

Perhatian : Barang-Barang

yang sudah dibeli tidak dapat

ditukar/dikembalikan kecuali

ada perjanjian.

stempel

warung/

toko kue
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N. Contoh Bukti Pembelian s.d. Rp 10 Juta Yang Dilengkapi Kuitansi

bila Bukti/Nota Pembelian-makanan/minuman tersebut berukuran kecil/tidak dapat di

tandatangani oleh PPTK dan Pejabat Pembuat Komitmen, maka dibuatkan Kuitansi (dokumen

diolah)

K U I T A N S I

TA : 2 0 1 2

No. Bukti : No.Urut BKU/Bln Romawi/2020 Kode Rek. : 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.02

Sudah Terima Dari : ….........(Nama SKPD)...............

Terbilang :

Untuk Pembayaran : Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Tamu dari Kelompok Adat .........

Kab.Biak Numfor berdasarkan Nota Pembelian Nomor: 005/II/2020 dengan

Nomor Seri 124231 pada tanggal 2 Februari 2020, dengan rincian

sebagaimana terlampir.

Jumlah Uang  Rp

Biak, 2 Februari 2020

Yang menerima,

ttd

( NAMA PEMBELI )

NIP.

Setuju Dibayar: Lunas Dibayarkan :  2-02-2020

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

( N  A M  A ) ( N  A  M  A )

NIP. NIP.

#EMPAT JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH

LIMA RIBU RUPIAH#

4.675.000,00

Stempel

SKPD
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O. Contoh I : Kuitansi Pengadaan >Rp 10 Juta s/d Rp 50 juta (dokumen diolah)

Kop Toko/Warung

K U I T A N S I

TA : 2 0 2 0

No. Bukti : No.Urut BKU/Bln Romawi/2020 Kode Rek. : 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.02

Sudah Terima Dari : ……..........(Nama SKPD)...............

Terbilang :

Untuk Pembayaran : Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Tamu dari Kelompok Adat .........

Kab.Biak Numfor pada tanggal 12 Januari 2020, dengan rincian :

- Nasi Prasmanan 200 dus x @ Rp 40.000,- = Rp 8.000.000,-

- Snack 200 dus x @ Rp 10.000,- = Rp 2.000.000,-

Jumlah = Rp 10.000.000,-

Pajak Restoran (10%) = Rp 1.000.000,-

Jumlah Total = Rp 11.000.000,-

Jumlah Uang  Rp

Biak, 23  Januari 2020

Yang menerima,

10.000 ttd

( N  A M  A )

Pemilik Toko

Setuju Dibayar: Lunas Dibayarkan :  23-01-20120

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

( N  A  M  A ) ( N  A  M  A )

NIP. NIP.

#SEBELAS JUTA RATUS RIBU RUPIAH#

11.000.000,00

Stempel

SKPD
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P. Contoh II : Kuitansi Pengadaan  >Rp 10 Juta  s/d Rp 50 juta (dokumen diolah)

Kop CV /Toko…. (Penyedia Barang)……..

K U I T A N S I

TA : 2 0 2 0

No. Bukti : No.Urut BKU/Bln Romawi/2020 Kode Rek. : 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.01.01

Sudah Terima Dari : ….........(Nama SKPD)...............

Terbilang :

Untuk Pembayaran : Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk mendukung kegiatan operasional Dinas

………. selama Bulan Februari 2020, dengan rincian:

- Kertas HVS 70 gram 20 rim x @ Rp 60.000,- = Rp 1.200.000,-

- Tinta Printer merk … 10 buah x @ Rp 350.000,- = Rp 3.500.000,-

- Bolpoin merk … 5 dus x @ Rp 100.000,- = Rp 500.000,-

- Kertas HVS 80 gram 5 rim x @ Rp 100.000,- = Rp 500.000,-

- dst ……… …… x @ Rp ……. = Rp 6.300.000,-

Jumlah = Rp 12.000.000,-

PPN 10% = Rp 1.200.000,-

Jumlah Total = Rp 13.200.000,-

Jumlah Uang  Rp

Potongan-potongan: Biak, 2 Februari 2020

PPN : Rp 1.200.000,- Yang menerima,

PPh 22 : Rp 180.000,-

Materai : Rp 6.000,- 10.000 ttd.

Jumlah Potongan Rp 1.386.000,-

Jumlah Diterima Rp 11.814.000,- ( Nama Penjual )

(jabatan)

Setuju Dibayar: Lunas Dibayarkan :  2-02-2020

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

( N  A  M  A ) ( N  A M  A )

NIP. NIP.

#TIGA BELAS JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH#

Stempel

SKPD

13.200.000,00
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PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Biak - Papua

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Nama Pengguna Anggaran/KPA*) : ………………………………

Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : ………………………………

Nama Kegiatan : ………………………………

Q. Standar Format KAK Pengadaan Barang/Jasa
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan:

…………… (Nama Kegiatan)……………..

Latar Belakang : berisi gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang dilaksanakan dan

permasalahan terkait dengan kebutuhan barang yang diadakan.

Maksud dan Tujuan : a. Maksud

………… (berisi maksud pekerjaan/pengadaan barang) ………..

b. Tujuan

………… (berisi tujuan pekerjaan/pengadaan barang) ………..

Lokasi Kegiatan : berisi nama tempat/SKPD dimana kegiatan pengadaan dilaksanakan.

Sumber Dana : a. Sumber APBD : PAD/DAU/DAK *)

b Kode Rekening : 1.20. ……………

c. Pagu Anggaran : Rp ……………….. ( …………………………..…..)

Jangka Waktu : berisi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang (mulai dari

pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang).

Spesifikasi Teknis : berisi spesifikasi barang yang diadakan meliputi jenis/macam dan

jumlah/volume barang (sebagaimana rincian dalam RKA/DPA/HPS).

Disahkan: Biak, ………………….

Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.

Catatan :

*) pilih sesuai data
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R. Contoh Pengisian Kerangka Acuan Kerja (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan:

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Latar Belakang : Adanya kewajiban membayar upah bagi pejabat yang ditugaskan dalam

pengelolaan keuangan daerah di SKPD termasuk honor pegawai tidak tetap

setiap akhir bulan/akhir triwulan dalam tahun anggaran berjalan. .

Maksud dan Tujuan : a. Maksud

Tersedianya dana guna membayar upah pejabat yang ditunjuk

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di SKPD termasuk Honor

bagi pegawai tidak tetap.

b. Tujuan

Agar pejabat pengelola keuangan daerah dan pegawai tidak tetap di

SKPD dapat bekerja dengan penuh semangat dan bertanggung jawab

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Lokasi Kegiatan : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Sumber Dana : a. Sumber APBD : DAU

b Kode Rekening : 1.20.09.01.07

c. Pagu Anggaran : Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

Jangka Waktu : Bulan Januari s.d. Desember 2020.

Spesifikasi Teknis : - Pengguna Anggaran Rp 1.000.000,00 x 12 bulan

- PPTK (3 org.x @ Rp500 ribu) Rp 1.500.000,00 x 12 bulan

- PPK Rp 600.000,00 x 12 bulan

- Bendahara Pengeluaran Rp 400.000,00 x 12 bulan

- Honorer (4 org.x @ Rp500 ribu) Rp 2.000.000,00 x 12 bulan

Disahkan: Biak ,……………….

Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.
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S. Contoh Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
( OWNER’S  ESTIMAT/OE )

PENGADAAN BARANG

Nama SKPD : .................................

Pekerjaan/Kegiatan : .................................

Kode Rekening : .................................  ( ...... nama rekening.......... )

Sumber Dana : PAD/DAU/DAK*)

Lokasi : .................................

Tahun Anggaran : .................................

No. NAMA BARANG VOLUME SATUAN
ESTIMASI

HARGA
SATUAN (Rp.)

JUMLAH
HARGA

( Rp.)

1. 2. 3. 4. 5. 6=3x5

1.

2.

Snack

Nasi Prasmanan

500

500

dus

dus

10.000,-

40.000,-

5.000.000,-

20.000.000,-

Sumber Evaluasi Harga:

1. Catering A ......................

Jl. Diponegoro No.  Telp. ...........

2. Warung Makan ......................

Jl. Panglima Sudirman No.  Telp. ...........

Jumlah

Pajak Restoran(10%)

25.000.000,-

2.500.000,-

JUMLAH OE 27.500.000,-

Biak, 19  Januari 2020

Ditetapkan: Disusun:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN BARANG,

( N  A  M  A ) ( N  A M  A )

NIP. NIP.

Catatan : - HPS yang sama juga berlaku untuk sewa gedung hotel.

(Pajak Restoran diganti Pajak Hotel 10%)

- Minimal 2 Brosur/Daftar Harga dari Warung/Catering/Toko dilampiri



285

285

T. Contoh Berita Acara Penerimaan Barang

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
Nomor  : 027/     /TB/BPKAD/2012

Pada Hari ini Selasa tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Belas, kami yang

bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ………… (Nama Lengkap)…….

NIP. : ………………………………..

Jabatan : Penyimpan Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Biak Numfor.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor :180/ /KEP/HUKUM/2012

tanggal 18 Januari 2012 , telah menerima barang yang diserahkan oleh penyedia barang CV. ……….

alamat Jl. ……………………. sebagaimana daftar terlampir.

Demikian berita acara penerimaan barang ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan, Yang menerima,

PENYEDIA BARANG, PENYIMPAN BARANG

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

Direktur NIP.
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DAFTAR : Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang

Nomor : 027/         /TB/BPKAD/2012

Tgl. 14 Februari 2012

No.
Urut

Jenis Barang Volume Satuan
Harga

Satuan (Rp)
Bobot

Jumlah
( Rp.)

Ket.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=3x5 8.

1.

2.

Meja Eselon III

Meja Eselon IV

10

10

Unit

Unit

500.000,00

400.000,00

100%

100%

5.000.000,00

4.000.000,00

√

√

Jumlah Total 9.000.000,00

Terbilang: Sembilan Juta Rupiah

Yang menyerahkan, Yang menerima,

PENYEDIA BARANG, PENYIMPAN BARANG

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

Direktur NIP.

Kolom Keterangan :

√   =  Baik
X  =  Kurang baik
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U. Lembar Data Pengadaan

LEMBAR DATA PENGADAAN

A. LINGKUP PEKERJAAN

1. Pejabat Pengadaan : Pejabat Pengadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 20...

2. Alamat : Jalan ………….. Biak - Papua Telp. (09..) 512 ....., Fax (09..)

512 ......

3. Website : -

4. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Makanan/Minuman Rapat

5. Uraian Singkat Pekerjaan : Pengandaan 500 Snack dan 500 Nasi Prasmanan

6. Jangka Waktu Penyelesaian : 2 (dua) hari kalender

Pekerjaan

B. SUMBER DANA

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Belanja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 202…

C. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Mata uang yang digunakan adalan Rupiah

2. Pembayaran dilakukan dengan cara Sekaligus
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V. Formulir Isian Kualifikasi

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ..................................... (nama wakil sah jika badan usaha)

Jabatan : ..................................... (diisi sesuai jabatan dalam akte notaris))

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi  ........................... (pilih yang sesuai dan cantumkan

dan atas nama nama badan usaha)

Alamat : _____________________

Telepon/Fax : _____________________

Email : _____________________

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak berdasarkan Akta Notaris

___________________ (sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas

nomor dan tanggal akte pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika kemitraan maka ditambah Surat

Perjanjian Kemitraan/KSO);

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I (bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti di luar tanggungan

K/L/D/I ditulis sebagai berikut: “saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti di luar

tanggungan K/L/D/I”);

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait,

langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan

pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar

Hitam;

7. data-data badan usaha yang saya wakil adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama (PT/CV/Firma/Koperasi) : .....................................................

2. Status : Pusat Cabang

3.

Alamat Kantor Pusat

No. Telepon

No. Fax

E-mail

:

:

:

:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

4.

Alamat Kantor Pusat

No. Telepon

No. Fax

E-mail

:

:

:

:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................
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B. Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha : ...................Tanggal....................

2. Masa berlaku izin usaha : .....................................................

3. Instansi pemberi izin usaha
: .....................................................

C. Izin Lainnya (Apabila Dipersyaratkan)

1. No. Surat Izin : ...................Tanggal....................

2. Masa berlaku izin : .....................................................

3. Instansi pemberi izin usaha
: .....................................................

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

a. Nomor Akte

b. Tanggal

c. Nama Notaris

:

:

:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

2. Akta Perubahan Terakhir

a. Nomor Akte

b. Tanggal

c. Nama Notaris

:

:

:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

E. Pengurus

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No. N a m a No. KTP
Jabatan dalam

Badan Usaha

2. Direksi/ Pengurus Badan Usaha

No. N a m a No. KTP
Jabatan dalam

Badan Usaha

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) /Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No. N a m a No. KTP Persentase
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2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak : .........................................

b. Bukti laporan Pajak Tahunan Terakhir : No.  ............... tanggal .....................

c.
Bukti Laporan bulanan

(tiga bulan terakhir)
:

1)  PPh Pasal 21; : No.  ............... tanggal .....................

2)  PPh Pasal 23; : No.  ............... tanggal .....................

3)  PPh Pasal 25/Pasal 29; : No.  ............... tanggal .....................

4)  PPN : No.  ............... tanggal .....................

d.
[Surat Keterangan Fiskal sebagai

pengganti huruf b dan c]
: No.  ............... tanggal .....................

3. [Neraca Perusahaan (khusus untuk pekerjaan kompleks]

G. Data Pengalaman Perusahaan

No.

Nama

Paket

Pekerjaan

Bidang/

Sub

Bidang

Pekerjaan

Lokasi

Pemberi Tugas/

Pejabat pembuat

Komitmen

Kontrak
Tanggal Selesai

Menurut

Nama
Alamat/

Telepon

No./

Tanggal
Nilai Kontrak

BA

Serah

Terima

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika

dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada

pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa

sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau

pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

..........................,  ............... tanggal .................

PT/CV/Firma/Koperasi

.........................................

10.000

( ............. nama lengkap............)

[jabatan dalam bidang usaha]
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W. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ..................................... (nama wakil sah badan usaha)

No. Identitas : ..................................... (diisi nomor KTP/SIM/Paspor)

Jabatan : ..................................... (diisi sesuai jabatan dalam akte notaris))

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi  ........................... (pilih yang sesuai dan cantumkan

dan atas nama nama badan usaha)

dalam rangka pengadaan _________________ pada __________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan

ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada APIP __________________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dan/atau LKPP

apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan

hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima

sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata

dan/atau dilaporkan secara pidana.

..........................,  ............... tanggal .................

PT/CV/Firma/Koperasi

.........................................

( ............. nama penyedia............)

[jabatan dalam bidang usaha]
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X. Undangan Pengadaan Langsung

Nomor : 005/ /PB/BPKAD/20… Biak, ………….. 20…
Lampiran : 1 (satu) berkas.

Kepada Yth.

.................................................

Jl. ............................................

di …………..

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan ……....
pada ..... (nama SKPD) .... TA. .....

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan barang

sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : ........................

Lingkup pekerjaan : .......................

Nilai total HPS : Rp.  .................  (...............................)

Sumber pendanaan : ......................... Tahun Anggaran ...............

2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat : ...........................

Telepon/fax : ...........................

Website : ...........................

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai

dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No. Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

a. Pemasukan Dokumen Penawaran ................ s/d ................ .......................

b.

Pembukaan Dokumen Penawaran,

Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan

Negosiasi Harga

............................ .......................

c. Penandatanganan SPK ............................. -

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami

sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada ..... (nama SKPD)...................

( ................................... )

NIP.

PEMERINTAH  KABUPATEN BIAK NUMFOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Biak - Papua
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Y. Bentuk Surat Penawaran Penyedia Badan Usaha

CONTOH
[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _______, _____________ 20___

Lampiran :

Kepada Yth.:

Pejabat Pengadaan pada __________ [K/L/D/I]

[diisi oleh Pejabat Pengadaan]

di

______________________________

Perihal : Penawaran Pekerjaan _______________ [nama pekerjaan diisi oleh Pejabat

Pengadaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _________________ tanggal

______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami

mengajukan penawaran untuk pekerjaan _____________________ [diisi oleh Pejabat Pengadaan]

sebesar Rp_______________ (___________________).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam

Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

selama ____ (________________) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ____ (__________________) hari kalender sejak tanggal surat

penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen

asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan

tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma/Koperasi _________________

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

..........................

Jabatan
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Z. Bentuk Surat Penawaran Penyedia Perorangan

CONTOH

Nomor : _______, _____________ 20___

Lampiran :

Kepada Yth.:

Pejabat Pengadaan pada __________ [K/L/D/I]

[diisi oleh Pejabat Pengadaan]

di

______________________________

Perihal : Penawaran Pekerjaan _______________ [nama pekerjaan diisi oleh Pejabat

Pengadaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _________________ tanggal

______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami

mengajukan penawaran untuk pekerjaan _____________________ [diisi oleh Pejabat Pengadaan]

sebesar Rp_______________ (___________________).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam

Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

selama ____ (________________) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ____ (__________________) hari kalender sejak tanggal surat

penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen

asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan

tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Penyedia

..........................

Nama Lengkap
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AA. Berita Acara Evaluasi Dokumen Isian Kualifikasi

BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI
Nomor : 027/       /BA-EPB/BPKAD/20…

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun .... yang bertanda tangan di bawah  ini:

N a m a : ..................................... (nama pejabat pengadaan)

NIP. : .....................................

selaku Pejabat Pengadaan bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor : 180/   /KEP/BPKAD/20… tanggal   Januari 20…
tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Biak Numfor, telah melakukan Evaluasi terhadap Formulir Isian Kualifikasi

terhadap:

Kode Kegiatan : ………………………
Nama Kegiatan : ………………………
Nama Pekerjaan : ………………………
Lokasi : ………………………
Sumber Dana : ………………………
Tahun Anggaran : ………………………

telah mengadakan evaluasi dokumen isian penilaian kualifikasi pekerjaan .....................amar Hotel,

sebagai berikut:

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Belas, yang bertanda

tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Biak Numfor, yang di tetapkan oleh Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor:180/

/KEP/BPKAD/20… tanggal Februari 20..., telah mengadakan evaluasi dokumen isian penilaian

kualifikasi pekerjaan Belanja Sewa Ruang Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Tamu dan Belanja

Akomodasi Sewa Kamar Hotel, sebagai berikut:

2. Evaluasi Dokumen Prakualifikasi

a. Perusahaan yang diundang untuk memasukan dokumen isian penilaian kualifikasi

proses penunjukan langsung pekerjaan Pelatihan Pengelolaan Keuangan, hanya satu

yaitu HOTEL …………………. dengan alamat Jl. ……………. No. …

PEMERINTAH  KABUPATEN BIAK NUMFOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Biak - Papua
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b. Penilaian dokumen isian prakualifikasi

• Format telah diisi secara lengkap

• Rekanan telah menandatangani pakta integritas

• Rekanan menyatakan minat mengikuti pelelangan

• HOTEL ………., telah mempunyai izin usaha sesuai bidang pekerjaan yang akan

dilaksanakan, mempunyai cukup pengalaman, mempunyai tenaga profesional, dan

keuangan yang cukup untuk mendukung terlaksananya pekerjaan dengan baik

dengan hasil penilaian prakualifikasi terlampir.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

berpendapat bahwa HOTEL ………….. dipandang cukup memenuhi persyaratan

administrasi dan teknis, dan dinyatakan lulus kualifikasi, sehingga dapat diusulkan

untuk ditetapkan sebagai Penyedia sewa ruang rapat,  Penyediaan Akomodasi Sewa

Kamar Hotel dan belanja makanan dan minuman tamu Kegiatan Pelatihan Pengelolaan

Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak

Numfor Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Biak, Maret 20…
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA,

(Nama Lengkap)
NIP.
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Lampiran Berita Acara Evaluasi Dokumen Isian Prakualifikasi

Pekerjaan : Belanja Sewa Ruang Rapat, Belanja Akomodasi Sewa Kamar Hotel dan Belanja  Makanan dan

Minuman Tamu

Nomor : 027/ /PP.01/BPKAD/20…
Tanggal : Maret 2012

Belanja Sewa Ruang Rapat,  Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Akomodasi

Sewa Kamar Hotel

No. Kelengkapan Dokumen
Nama Perusahaan

HOTEL ………

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SIUP

Akte Perusahaan

Susunan Pengurus

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

NPW/NPWPD*)

Pengalaman Perusahaan

LENGKAP/TIDAK LENGKAP

Tidak/ada

Tidak/ada

Tidak/ada

Tidak/ada

Tidak/ada

Tidak/ada

LENGKAP/TIDAK LENGKAP

Mengetahui,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA,

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.



298

298

BB. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA
Nomor : 027/       /BA-KNH/BPKAD/20...

Pada hari ini ……..tanggal …………….Bulan .............. Tahun ……. kami yang bertanda tangan di

bawah ini adalah  Pejabat Pengadaan, yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor

……… selaku Pengguna Anggaran Nomor:……………… tanggal ………………., melaksanakan klarifikasi

dan negosiasi untuk pelaksanaan pekerjaan ………………………………,dibiayai dari dana APBD TA.............

pada DPA Dinas/Badan/Kantor/..………….…………Kode Rekening …….….….. dengan Harga Perkiraan

Sendiri (HPS) sebesar Rp ………………….. (…………………………)

Melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh: ………………………..
Alamat : ……………………………  dengan hasil sebagai berikut:

No. PEKERJAAN KUANTITAS SATUAN

PENAWARAN HASIL NEGOSIASI

HARGA
SATUAN

JUMLAH
HARGA

HARGA
SATUAN

JUMLAH
HARGA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jumlah Harga

PPN 10 %

Total Harga + PPN

(ket : kolom menyesuaikan dengan pekerjaan, bila perlu dengan lampiran)

Dari hasil klarifikasi dan negosiasi harga, ditetapkan sebagai penyedia yaitu:

Nama Perusahaan : …………………………………………

Nama Penanggung Jawab : ………(nama pemilik perusahaan)……..

Alamat Perusahaan : …………………………………………

Nomor Pokok Wajib Pajak : …………………………………………

Pekerjaan : …………………………………………

Dengan Harga : Rp.……………(……………………… ).

Dengan pertimbangan bahwa spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dan harga dapat

dipertanggungjawabkan dan menguntungkan pemerintah daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

pelaksanaan pengadaan langsung.

Direktur

CV ………………….. Pejabat Pengadaan *)

………………………. ……………………….
NIP. ………………..

PEMERINTAH  KABUPATEN BIAK NUMFOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Biak - Papua
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*) Bagi yang tidak mempunyai Pejabat Pengadaan, diproses oleh Panitia Pengadaan/Pokja ULP.

CC. Berita Acara Hasil Pengadaan

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN (BAHP)
Nomor : 027/       /BA-HPB/BPKAD/20…

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun .... yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ..................................... (nama pejabat pengadaan)

NIP. : .....................................

selaku Pejabat Pengadaan bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor : 180/  /KEP/BPKAD/20… tanggal   Januari 20…
tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Biak Numfor, telah melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga, untuk :

Kode Kegiatan/Sub Kegiatan : ………………………
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan : ………………………
Nama Pekerjaan : ………………………
Lokasi : ………………………
Sumber Dana : ………………………
Tahun Anggaran : ………………………

Dengan rincian sebagai berikut:

A. EVALUASI ADMINISTRASI

1. Kriteria evaluasi administrasi terhadap dokumen surat penawaran :

a. Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi)

diantara para peserta dan atau dengan Pejabat Pengadaan yang dapat merugikan negara dan

atau peserta lainnya;

b. Surat Penawaran:

1) ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau penerima kuasa dari Direktur

Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau

perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang

dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama

adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama;

2) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan

dalam dokumen pengadaan;

3) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang

ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

4) bermeterai cukup dan bertanggal;

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Biak - Papua
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B. EVALUASI TEKNIS

1. Mengadakan penelitian dan penilaian secara seksama terhadap penawaran yang memenuhi

persyaratan administrasi sebagaimana tersebut diatas sebanyak 1 (satu) penyedia barang/jasa.

2. Kriteria evaluasi teknis terhadap dokumen surat penawaran:

a. metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substansif yang

ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan diyakini menggambarkan penguasaan

penyelesaian pekerjaan;

b. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang

ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

c. Spesifikasi teknis barang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen

pengadaan;

d. Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

C. EVALUASI HARGA

1. Mengadakan penilaian dan pemeriksaan dengan seksama atas surat penawaran harga CV.

……….. sebagai berikut:

a. Rekapitulasi usulan biaya;

b. Penawaran terhadap RAB maupun HPS/OE:

1) Acuan untuk meneliti kewajaran harga penawaran, Pejabat Pengadaan menggunakan

Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau Owner’s Estimate (OE) yang disahkan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen.

2) Total harga keseluruhan/jumlah harga penawaran: maksimum = pagu anggaran (RAB)

2. Hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut:

No.
Nama Penyedia

Barang

Harga

Penawaran

Terkoreksi

Evaluasi Harga

Ket.Terhadap Pagu

Anggaran
Terhadap HPS

1. 2. 3. 4. 5. 6.

berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga tersebut di atas dengan ini diputuskan

sebagai calon penyedia barang yaitu:

No.
Nama Penyedia

Barang
Alamat Penyedia Barang NPWP

Harga Penawaran

Terkoreksi

1. 2. 3. 4. 5.

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh

Pejabat Pengadaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang Membuat Berita Acara

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

( ……………………. )
NIP.
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DD. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

_________________________

di

_________________

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan _________________

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor : ____________ tanggal ___________

tentang _________________ dengan ini [penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. ___________

( _________________________ ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan

untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah

diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan

evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres. No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Satuan Kerja  ___________________

Pejabat Pembuat Komitmen,

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP.  ________________

Tembusan Yth :

1.  ______________ [PA/KPA K/L/D/I]

2. ______________ [APIP K/L/D/I]

3. ______________ [Pokja ULP]

PEMERINTAH  KABUPATEN BIAK NUMFOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Biak - Papua



302

302

EE. Surat Perintah Kerja (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA PPK: ...........................................

NOMOR SPK : 027/......./PB/BPKAD/20...

TANGGAL SPK : ...................

Halaman ...... dari ........

PAKET PEKERJAAN: ________________

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor : 005/....../PB/BPKAD/20...

Tanggal: ........................

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : 027/ /BA-HPB/BPKAD/20...

Tanggal: ...................

SPK  ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal

diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan

sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER   DANA: Pengadaan Makanan dan Minuman dalam rangka Kegiatan/Sub Kegiatan : .......................

yang dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2012 untuk mata anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Makanan

Minuman .................. Kode Kegiatan 1.....1....05.17.34.5.2.3....12

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

2 (dua) hari kalender, yaitu mulai dari tanggal 11 Januari 20... s/d 12 Januari 20...

NILAI PEKERJAAN

No. Uraian Pekerjaan Kuantitas
Satuan
Ukuran

Harga
Satuan (Rp.)

Total
(Rp.)

Jumlah

Pajak Restoran (10%)

Nilai

TERBILANG : ...............................................................

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang

diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat

diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia

berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK

sebelum Pajak Restoran setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama .............. (SKPD)............. Untuk dan atas nama Penyedia

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

[tanda tangan dan cap-jika salinan asli ini untuk Penyedia,

maka rekatkan materai Rp10.000,-)]

.................(Nama)...................

NIP. ....................................

.............(Nama Catering/Warung/dll).....................

[tanda tangan dan cap(jika salinan asli ini untuk proyek/satuan

kerja pejabat pembuat komitmen, maka rekatkan materai

Rp10.000,-)]

.................(Nama)..................

(Pimpinan/Direktur)

PEMERINTAH  KABUPATEN BIAK NUMFOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Biak - Papua
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SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan,

sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK
a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.

b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.

c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk

kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).

5. HAK KEPEMILIKAN
a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan

dengan barang yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia
berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai
dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan

semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak

diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama

pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas

setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan

mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu.

Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan
oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah
termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.
Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat
peleburan (merger) atau akibat lainnya.

9. JADWAL
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang

ditetapkan dalam SP.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di

luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat

melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI
a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan  untuk:

1) Semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan

pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala resiko terhadap kecelakaan,

kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;
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2) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

3) Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta

instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,

gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK

beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau

kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal

Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan personil;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian personil;

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan

awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan

risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian

PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penangungan dalam

syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan hasil Pekerjaan

selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh

penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan

atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang

dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk

melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh

penyedia.

13. PENGUJIAN
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang

tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu

maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya

Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau

kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan

dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan

pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang

berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

c. Laporan harian berisi:

1) Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;

2) Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

3) Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

4) Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

5) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap

kelancaran pekerjaan; dan

6) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh

wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan

dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam

periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan

pekerjaan di lokasi pekerjaan.
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15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada

Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan perjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan

pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa

kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan

kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian

disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua

pekerjaan.

16. SERAH TERIIMA PEKERJAAN
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis

kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan

oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia

wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus

menyerahkan Sertifikat garansi sebesar 5% (lima peseratus) dari harga SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin

bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, barang tidak mengandung cacat mutu akibat desain,

bahan dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutuini berlaku sampai dengan 12(dua belas) bulan setelah serah terima barang

atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.

c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat

mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau

mengganti barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika penyedia tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang

ditentukan oleh PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau

melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia

berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang

diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau

jaminan pelaksanaan Penyedia.

f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki

cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

- Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK

sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

- Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

- Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak

atau usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang

dibutuhkan;

4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah

dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
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7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan

disebabkan oleh PPK;

8) Ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian

pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan

waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang

diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan

perhitungan kompensasi yang duajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya

tambahan waktu akibat peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika

penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi

dampak peristiwa kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU
a. Jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal

penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan

data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan memperpanjang tanggal

penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui

adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitianterhadap usulan

tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi

pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1. Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan

ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2. Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;

3. Biaya langsung demobilisasi personil.

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.

d. Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui

pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya

dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

2. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

3. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak

tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;

4. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

5. Penyedia selama masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan

oleh PPK;

6. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima

perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan

sisa pekerjaan;

7. Pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

8. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati

sebagaimana tercantum dalam SPK;

9. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang

diputuskan oleh instansi yang berwenang;dan/atau

10. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat

dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1. Penyedia membayar denda;dan/atau

2. Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN

dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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22. PEMBAYARAN
a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus;

3. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan

peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

4. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;

b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita

acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia

harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM).

d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda

pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara

dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau

cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan denda dengan

memotong angsuran pembayaran pretasi pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi

tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan
akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima
komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia
menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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FF. Surat Pesanan

S U R A T P E S A N A N
Nomor : 027/ /PB/BPKAD/20…

Paket Pekerjaan :

Pengadaan Makanan/Minuman Rapat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ............ (Nama Lengkap)....................

NIP. : ……………………………………..

Pangkat : …………………………………….

J a b a t a n : ……..(Jabatan Struktural di SKPD) ……….

A l a m a t : Jalan St. Rumbewas No.1 Biak – Papua.

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Biak Numfor Nomor: 027/    /PB/BPKAD/20… tanggal   Januari 20…, bersama ini memerintahkan:

N a m a : …………………….

J a b a t a n : Direktur Catering …….

A l a m a t : Jalan ........................Kab.Biak Numfor – Papua Telp. (09…) 512 ......., Fax

(09…) 512 ....

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No. Jenis Barang
Satuan
Ukuran

Kuantitas
Harga
Satuan

Total
Harga

1. 2. 3. 4. 5. 6=4x5

1.

2.

Snack

Nasi Prasmanan

Dus

Dus

500

500

Rp 10.000,-

Rp 40.000,-

Rp  5.000.000,-

Rp20.000.000,-

J u m l a h Rp25.000.000,-

Pajak Restoran (10%) Rp  2.500.000,-

Nilai Total Rp27.500.000,-

Terbilang : Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah.

PEMERINTAH  KABUPATEN BIAK NUMFOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Biak - Papua
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2. Tanggal barang diterima : 12 Januari 20…;

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian : selama 2 (dua) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai

pada tanggal 12 Januari 20…;

5. Alamat Pengiriman Barang : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak

Numfor, Jln. Biak - Papua;

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan

Penyedia Barang akan dikenakan Denda keterlambatan sebesar

1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari

Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan

ketentuan Kontrak.

Biak, 10  Januari 20…

Untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor

Pejabat Pembuat Komitmen,

ttd.

________________________
Pembina ….
NIP.

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan Atas Nama Catering……..

ttd.

………………….
Direktur
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GG. Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Prakualifikasi

[Kop Surat SKPD]

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI
Nomor: __________

Pokja ______ULP pada ______ [K/L/D/I] akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan

Prakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : __________

Lingkup pekerjaan : __________

Nilai total HPS : Rp __________ (__________)

Sumber pendanaan : ____________ Tahun Anggaran ____

2. Persyaratan Peserta
[diisi oleh Pokja ULP berdasarkan ijin usaha, klasifikasi, dan kualifikasi yang dibutuhkan]

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi
Hari/tanggal : _____/__________ s.d. ____/_________

Waktu : __________ s.d. __________

Tempat dan alamat : _______________ [Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst]

Website : _______________

4. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dapat diwakilkan dengan membawa tanda

pengenal dan surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/kepala

cabang/pejabat yang menurut Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili

kemitraan/KSO.

5. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) penyedia barang/jasa dalam mendaftar dan

mengambil Dokumen Kualifikasi.

6. Dokumen Kualifikasi dapat diambil dalam bentuk cetakan, softcopy dan/atau diunduh melalui

website _________ [bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang belum memiliki

website, hanya menyediakan Dokumen Kualifikasi dalam bentuk cetakan dan/atau softcopy].

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

__________, _____________ 20__

Pokja ULP

CONTOH
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HH. Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan Untuk Pelelangan Umum Metode Pemasukan
Dua Sampul

[Kop Surat SKPD]

UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor : _____ __________, ____________ 20__

Lampiran : _____

Kepada Yth.

____________

di __________

Perihal : Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya untuk paket pekerjaan __________ Pokja _____ ULP

__________ Tahun Anggaran _________

Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara telah lulus kualifikasi untuk paket

pekerjaan tersebut di atas. Sebagai kelanjutan proses pemilihan kami mengundang Saudara untuk

mengambil Dokumen Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Saudara dianjurkan untuk menghadiri pemberian penjelasan (aanwijzing) pada tempat dan waktu

yang ditentukan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), agar Saudara lebih memahami lingkup

pekerjaan;

2. Penawaran meliputi Kelengkapan Persyaratan Administrasi, dan Teknis,  dengan masa berlaku

penawaran paling kurang ___ (________) hari kalender terhitung sejak batas akhir waktu

pemasukan penawaran.

3. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : _____________ [ruang, gedung, lantai, jalan, dst]

Website : _____________________

4. Gambaran singkat jadwal pelaksanaan pemilihan:

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

a. Pengambilan Dokumen Pemilihan __/__ s.d ___/__ __/__ s.d ___/__

b. Pemberian Penjelasan _____________ __________

c. Pemasukan Dokumen Penawaran __/__ s.d ___/__ __/__ s.d ___/__

d. Pembukaan Dokumen Penawaran

Sampul I
_____________ __________

e. Pemberitahuan/Pengumuman

Peserta yang lulus Sampul I
_____________ __________

f. Pembukaan Dokumen Penawaran

Sampul II
_____________ __________

g. Pengumuman Pemenang _____________

h. Masa Sanggah __/__ s.d ___/__

i. Penerbitan SPPBJ _____________
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5. Pengambilan Dokumen Pemilihan dapat diwakilkan dengan membawa tanda pengenal dan surat

tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/kepala cabang/pejabat yang

menurut Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili kemitraan/KSO.

6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mengambil Dokumen Pemilihan.

7. Dokumen Pemilihan dapat diambil dalam bentuk cetakan, softcopy dan/atau diunduh melalui

website _________ [bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang belum memiliki

website, hanya menyediakan Dokumen Kualifikasi dalam bentuk cetakan dan/atau softcopy].

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kelompok Kerja _________ ULP ____________

[tanda tangan]

...................................................

(nama lengkap)
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II. Bentuk Surat Penawaran Administrasi dan Teknis

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _______, _________ 20___

Lampiran :

Kepada Yth.:

Pokja _______ ULP ____________ [K/L/D/I]

[diisi oleh Pokja ULP]

di

____________________

Perihal  : Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan _______________ [nama pekerjaan diisi

oleh Pokja ULP]

Sehubungan dengan undangan pengambilan Dokumen Pemilihan Nomor: _________________

tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan dan Berita

Acara Pemberian Penjelasan [serta Adendum Dokumen Pemilihan], dengan ini kami mengajukan

penawaran Administrasi dan Teknis untuk pekerjaan _________________ [diisi oleh Pokja ULP].

Penawaran administrasi dan teknis ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang

tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal

____________________. [perkiraan tanggal penandatanganan Kontrak, diisi oleh Pokja ULP].

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Jaminan Penawaran;

2. [Surat Kuasa, apabila ada;]

3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :

a. Metode Pelaksanaan;

b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;

c. [identitas (jenis, tipe, dan merek) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap

dan jelas (apabila dipersyaratkan);]

d. [layanan purnajual (apabila dipersyaratkan);]

e. [asuransi (apabila dipersyaratkan);]

f. [jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan apabila diperlukan;]

g. spesifikasi teknis, (bahan/barang tertentu apabila ada);

h. [daftar personil (apabila diperlukan);]

i. [tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);] dan

j. [bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada).]

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 rangkap yang terdiri dari

dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai “ASLI” dan
“REKAMAN”.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk

pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

PT/CV/Firma/Kemitraan/KSO/Koperasi _________________

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

..........................

Jabatan
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JJ. Bentuk Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Harga (Sampul II) Untuk Pelelangan
Umum Metode Pemasukan Dua Sampul

[Kop Surat SKPD]

UNDANGAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN SAMPUL II
(PENAWARAN HARGA)

Nomor : _____ __________, ____________ 20__

Lampiran : _____

Kepada Yth.

____________

di __________

Perihal : Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya untuk paket pekerjaan __________ Pokja _____ ULP

__________ Tahun Anggaran _________

Dengan ini kami beritahukan kembali bahwa perusahaan Saudara telah lulus evaluasi penawaran

Sampul I untuk paket pekerjaan tersebut di atas. Sebagai kelanjutan proses pemilihan kami

mengundang Saudara untuk menghadiri Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II (Penawaran

Harga)  yang akan dilaksanakan pada:

Hari : ____________________

Tanggal : ____________________

Pukul : ________s.d. _________

Tempat : ____________________

Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II (Penawaran Harga) dapat diwakilkan dengan

membawa tanda pengenal dan surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus

koperasi/kepala cabang/pejabat yang menurut Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak

mewakili Kemitraan/KSO.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kelompok Kerja _________ ULP ____________

[tanda tangan]

...................................................
(nama lengkap)
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KK. Bentuk Surat Penawaran Harga

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _______, _____________ 20___

Lampiran :

Kepada Yth.:

Pokja _______ ULP ____________ [K/L/D/I]

[diisi oleh Pokja ULP]

di

______________________________

Perihal  : Penawaran Harga untuk pekerjaan ______________________ [nama pekerjaan diisi oleh

Pokja ULP]

Sehubungan dengan undangan pengambilan Dokumen Pemilihan Nomor:

_________________ tanggal ______________ setelah kami mempelajari dengan saksama Dokumen

Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta Adendum Dokumen Pemilihan], dengan ini

kami mengajukan penawaran harga untuk pekerjaan _____________________ [diisi oleh Pokja ULP]

sebesar Rp__________________ (__________________________).

Penawaran harga ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam

Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan

tanggal ____________________. [perkiraan tanggal penandatanganan Kontrak, diisi oleh Pokja

ULP]

Sesuai dengan persyaratan, bersama surat penawaran ini kami lampirkan Daftar Kuantitas dan

Harga.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri

dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai “ASLI” dan
“REKAMAN”.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan

tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

PT/CV/Firma/Kemitraan/KSO/Koperasi _________________

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

..........................

Jabatan
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LL. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR

BERITA ACARA PEMBUKAAN
DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

PAKET PENGADAAN:
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

APBD TA. 20…

Nomor : 027/ /BA-PD/BPKAD/20...

Tanggal : 20 Maret 20…
Lampiran : 1 (satu) berkas

No. DPA

Kode Rekening

Tanggal

: 1.20.1.20.12.02.05

: 1.20.1.20.12.02.05.5.2.3.03.03

: 20 Maret 20…

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu ……….,

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak

Numfor Nomor : 180/ /KEP/BPKAD/20… tanggal Januari 20…, kami Pejabat/ULP Pengadaan

Barang/Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor telah

mengadakan pertemuan dalam rangka pembukaan Dokumen Penawaran Paket Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional APBD TA. 20...

Hadir dalam pertemuan:

A. Pejabat/PokjaULP Pengadaan Barang/Jasa

1. …………………….

2. …………………….

3. …………………….

B. Pejabat Pembuat Komitmen.

1. …………………….

C. Wakil Calon Penyedia Barang

PT. Astra International Tbk

1. …………………….

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Calon Penyedia Barang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Paket Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional APBD TA. 20... yaitu PT. Astra International Tbk, perusahaan tersebut di

atas, telah memasukkan dokumen penawaran;

2. Setelah diadakan penelitian terhadap dokumen penawaran, PT. Astra International Tbk,

dinyatakan telah memenuhi  syarat;

3. Berdasarkan penelitian di atas, Proses Pengadaan ini dinyatakan SAH dan dapat diproses lebih

lanjut;

4. Hasil pembukaan Surat Penawaran Harga ini terlampir.

Pertemuan ditutup pada pukul 10.30 WIT.
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Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil Calon Penyedia Barang:

Perusahaan : PT. Astra International Tbk

N a m a : ………………

Jabatan : Kepala Cabang

Tanda Tangan :

POKJA ULP PENGADAAN
BARANG/JASA PADA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN

BIAK NUMFOR

KETUA,

(Nama Lengkap)
NIP.
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LAMPIRAN : BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

NOMOR : 027/ /BA-PD/BPKAD/20...
TANGGAL : 20 Maret 20…

No. Nama Calon Penyedia Barang

Dokumen Administrasi Dokumen Teknis
Penawaran
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1. PT. Astra

International, Tbk.

V V V V V V V V V V V V V V V V SAH

Wakil Calon Penyedia Barang:

Perusahaan : PT. Astra International Tbk POKJA ULP PENGADAAN BARANG/JASA
N a m a : …………………. PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Jabatan : Kepala Cabang DAN ASET DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

Tanda Tangan: KETUA,

(Nama lengkap)

NIP.
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MM. Tanda Terima Pemasukan Dokumen Penawaran

TANDA TERIMA

PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Paket Pengadaan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tanggal : Rabu, 21  Maret 20…

Tempat : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor

No Nama
Nama Perusahaan/
Penyedia Barang

Alamat
Tanda

Tangan

1. PT. Astra International, Tbk. Jl. Supriyadi No. ………….. 1.

POKJA ULP PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BIAK NUMFOR

K E T U A,

(Nama Lengkap)

NIP.

PEMERINTAH  KABUPATEN BIAK NUMFOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Biak - Papua
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NN. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu …….., bertempat di

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, kami Pejabat/ULP

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor,

telah mengadakan evaluasi dokumen penawaran untuk:

- Nama Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Paket Pengadaan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Lokasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak

Numfor

Jln.St. Rumbewas No.1 Biak-Papua

- Sumber Dana : DAU

- Tahun Anggaran : 20...

Evaluasi dokumen penawaran dilakukan terhadap calon penyedia barang:

- Nama Calon Penyedia Barang : PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK.

- Alamat : Jl. Supriyadi No. ………………

- Harga Penawaran : Rp1.662.400.000,00

Rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

EVALUASI DENGAN SISTEM NILAI

A. EVALUASI ADMINISTRASI

1. Mengadakan penelitian dan penilaian secara seksama terhadap Surat Penawaran yang telah

diterima dari calon penyedia barang dan telah memenuhi syarat (lengkap). Surat penawaran telah

dibuka dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (BAPP) Nomor: 027/  /BA-

PP/BPKAD/20... Tanggal 22 Maret 20...;

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

BERITA ACARA HASIL PENUNJUKAN
LANGSUNG ( BAHPL )

PAKET PENGADAAN:
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

APBD TA. 20…

Nomor :   027/ /BA-HPL/BPKAD/20…

Tanggal     : 26 Maret 20…
Lampiran   : 1 (satu) berkas

No. DPA :

Kode Rekening :

Tanggal :

1.20.1.20.12.02.05

1.20.1.20.12.02.05.5.2.3.03.03

26 Maret 20…
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2. Evaluasi administrasi, dilakukan dengan sistem : GUGUR;

3. Evaluasi Administrasi, dilakukan  terhadap pekerjaan dengan menggunakan sistem kontrak

Lumpsum, yaitu pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas

waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi

dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh Calon Penyedia

Barang;

4. Kriteria evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran:

a. Surat penawaran:

(1) Ditanda tangani oleh pemimpin/Direktur atau penerima kuasa dari direktur utama yang

nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala

cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen

otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili

perusahaan yang bekerja sama;

(2) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang  dari waktu yang ditetapkan

dalam dokumen pengadaan langsung;

(3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan  yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang

ditetapkan dalam dokumen pengadaan langsung;

(4) Bermaterai cukup dan bertanggal.

b. Barang yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang ditawarkan harus lengkap;

c. Daftar kuantitas dan harga yang ditawarkan harus lengkap termasuk merk, type/model, tahun

pembuatan maupun negara asal produksi;

d. Dan seterusnya, sesuai dengan syarat–syarat yang diminta menurut dokumen penunjukan

langsung.

5. Setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, apabila calon penyedia barang tidak memenuhi

persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam dokumen penunjukan langsung,

dinyatakan GUGUR.

6. Hasil Evaluasi Administrasi adalah sebagai berikut :

Calon Penyedia Barang yang memenuhi persyaratan administrasi dan dilanjutkan dengan

evaluasi teknis adalah:

No Nama Penyedia Barang Alamat Penyedia Barang

1. PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK. Jl. Supriyadi No. ………….
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B. EVALUASI TEKNIS

1. Mengadakan penelitian dan secara seksama terhadap penawaran calon penyedia barang;

2. Evaluasi Teknis, dilakukan  dengan sistem : GUGUR;

3. Kriteria evaluasi teknis terhadap dokumen surat penawaran:

a. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampui batas waktu yang

ditetapkan dalam dokumen pengadaan langsung;

b. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan

langsung;

c. Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen penunjukan langsung.

4. Setelah dilakukan evaluasi teknis, penawaran calon penyedia barang yang tidak memenuhi

persyaratan teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan langsung, dinyatakan GUGUR;

5. Hasil evaluasi teknis terhadap calon penyedia barang adalah sebagai berikut:

calon Penyedia Barang yang memenuhi persyaratan teknis / LULUS dan dilanjutkan dengan

evaluasi harga, yaitu:

No Nama Penyedia Barang Alamat Penyedia Barang

1. PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK. Jl. Supriyadi No. ………….

C. EVALUASI HARGA

1. Mengadakan penelitian dan penilaian secara seksama terhadap penawaran calon penyedia barang

yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

2. Kriteria evaluasi harga terhadap surat penawaran :

a. Total harga yang ditawarkan secara keseluruhan dan atau bagian/unsur – unsurnya harus sesuai

dengan ketentuan, syarat–syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen

pengadaan langsung;

b. Bilamana terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai

penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;

c. Mengadakan koreksi aritmatik. Koreksi aritmatik dilakukan terhadap hal–hal sebagai

berikut:

(1) Koreksi aritmatik atas kesalahan penjumlahan dan pengalian volume dengan harga satuan

barang, dilakukan dengan ketentuan bahwa harga satuan barang yang ditawarkan calon

penyedia barang tidak diubah;
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(2) Jenis dan volume barang yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan

yang telah ditetapkan dalam dokumen penunjukan langsung;

(3) Jenis barang yang tidak diberi harga satuan dalam penawaran dianggap sudah termasuk

dalam harga satuan barang yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap

dibiarkan kosong. Sedangkan jenis barang tersebut harus tetap dikerjakan/diserahkan sesuai

dengan volume yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan langsung;

3. Sebagai acuan untuk meneliti kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk

menetapkan besaran tambahan jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah,

Panitia Pengadaan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owners Estimate (OE) yang

disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

4. Melakukan evaluasi kewajaran harga penawaran, Pejabat Pengadaan telah membandingkan total

harga terkoreksi, dengan HPS/OE yang bersangkutan;

5. Setelah  diteliti  kewajaran/perbandingan  harga  untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional APBD TA. 20… terhadap harga yang ditawarkan, maka dinilai

menguntungkan bagi pemerintah sehingga diambil kesimpulan  terhadap hasil evaluasi harga

barang;

6. Hasil Evaluasi Harga

Setelah dilakukan evaluasi kewajaran harga penawaran calon penyedia barang dengan hasil sebagai

berikut:

7. Harga dalam penawaran tersebut telah dianggap wajar, serta  telah  sesuai  standard satuan,  maka

dengan  ini  ditetapkan bahwa calon penyedia barang telah memasukan penawaran dengan harga

yang paling menguntungkan bagi negara, dalam arti:

a. Penawaran secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;

b. Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggung jawabkan;

c. Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri.

No Nama Penyedia Barang
Harga

Penawaran
Terkoreksi

Hasil Evaluasi Harga

KetTerhadap
Pagu

Anggaran

Terhadap
HPS/OE

1. PT. ASTRA

INTERNATIONAL, TBK.
Rp1.662.400.000,- 92,8 % 92,8 %
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8. Berdasarkan penetapan tersebut diatas, dengan ini diputuskan sebagai penyedia barang, yaitu:

No
Nama Penyedia

Barang
Alamat Penyedia

Barang
NPWP

Harga
Penawaran
Terkoreksi

1.

PT. ASTRA

INTERNATIONAL,

TBK.

Jl. Supriyadi No.

……
01.302.584.6.651….. Rp1.662.400.000,-

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran calon penyedia barang tersebut di atas

dinyatakan LULUS dan selanjutnya diundang untuk klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

Demikian Berita Acara Evaluasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

POKJA ULP PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BIAK NUMFOR

K E T U A,

(Nama Lengkap)

NIP.
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LAMPIRAN I.  BERITA ACARA HASIL PENUNJUKAN LANGSUNG
HASIL EVALUASI PENILAIAN ADMINISTRASI

NOMOR : 027/ /BA-HPL/DPPKAD/20…
TANGGAL : 26 Maret 20…

Keterangan:

- MS : Memenuhi Syarat

- TMS : Tidak Memenuhi Syarat

- L : Lulus

- G : Gagal

POKJA ULP PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BIAK NUMFOR

K E T U A,

(Nama Lengkap)

NIP.

No
Nama Calon

Penyedia Barang
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OO. Berita Acara Hasil Pelelangan

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu .............., kami  yang

bertanda tangan  di  bawah  ini:

1. Nama : …………………….
Jabatan : Ketua Pokja. ULP Pengadaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Biak Numfor

Nama : …………………….
Jabatan : Sekretaris Pokja. ULP Pengadaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor

Nama : …………………….
Jabatan : Anggota Pokja. ULP Pengadaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : …………………….
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menetapkan Berita Acara Hasil Pelelangan pengadan Komputer Server, Rak
Server, UPS, dan Jaringan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Biak Numfor Tahun Anggaran 20..., berdasarkan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi

dengan menggunakan Metode Evaluasi Sistem Gugur sebagai berikut:

I. Penyedia yang Memasukkan Penawaran

No. Nama Peserta Uraian
Harga

Penawaran
(Rp.)

Harga Penawaran
Terkoreksi

(Rp)

1. CV. A………….
Pengadaan Komputer

Server, Rak Server, UPS

dan Jaringan

1.505.744.000,00 1.505.744.000,00

2. CV. B………….
Pengadaan Komputer

Server, Rak Server, UPS

dan Jaringan

1.525.225.000,00 1.525.225.000,00

3. CV. C………….
Pengadaan Komputer

Server, Rak Server, UPS

dan Jaringan

1.533.805.000,00 1.533.805.000,00

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BIAK

NUMFOR

BERITA ACARA HASIL
PELELANGAN

Pengadaan :
Komputer (Server, Rak Server, UPS, dan

Jaringan) pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor

Tahun Anggaran 20…

Nomor       : 027/ /BA-HL/BPKAD/20…

Tanggal : 22   Oktober 20…
Lampiran   : -
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II. Evaluasi Penawaran

No. Nama Peserta Adm Teknis Harga
Kualifikasi dan

Pembuktian
Kualifikasi

Ket

1. CV. A………… Lulus Lulus Lulus Lulus

2. CV. B………… Lulus Lulus Lulus Lulus

3. CV. C………… Lulus Lulus Lulus Lulus

III Memperhatikan Keputusan Pokja. ULP Pengadaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang penetapan penawaran Pengadaan Komputer Server, Rak

server, UPS dan Jaringan Berdasarkan hasil keseluruhan evaluasi penawaran Pokja. ULP

Pengadaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor

menyusun urutan 2 (dua) penawaran dengan harga penawaran terendah yang responsif, yaitu:

No. Nama Perusahaan Alamat
Nilai Penawaran

Terkoreksi

1.
CV. A …………….
(Calon Pemenang)

Jl. …………………….. Rp1.205.744.000,00

2.
CV. B…………….
(Calon Pemenang Cadangan)

Jl. ……………………. Rp1.225.225.000,00

Demikian  Berita Acara  ini  dibuat  dalam rangkap 2  ( dua ) dan untuk  dipergunakan  sebagaimana  mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja. ULP Pengadaan Pada Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Biak Numfor

(Nama Lengkap)

NIP.
1. (Nama lengkap) ...........................

NIP..

2. (Nama lengkap) ............................
NIP.

3. (Nama lengkap) ...........................
NIP.
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PP. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BIAK

NUMFOR

BERITA ACARA EVALUASI
DOKUMEN PENAWARAN

Paket Pekerjaan:

Pengadaan Komputer Server, Rak server,

UPS, dan Jaringan Tahun Anggaran 20...

Nomor
Tanggal
Lampiran

: 027/ /BA-EP/BPKAD/20...

: 22 Oktober 20…
: 1 (satu) berkas

Pada  Hari  ini Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu ……… bertempat di

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, yang bertanda tangan di

bawah ini:

1. …………………………. (Ketua)

NIP.

2. …………………………. (Sekretaris)

NIP.

3. …………………………. (Anggota)

NIP.

selaku Pokja. ULP Pengadaan Barang/Jasa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Nomor: 108/ /KEP/ULP/20…,

telah melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran, untuk pengadaan:

Paket Pekerjaan : Pengadaan Komputer Server, Rak server, UPS dan Jaringan pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun

Anggaran 20…
Lokasi : Kabupaten Biak Numfor

Sumber  Dana : DAU Pemerintah Kabupaten Biak Numfor

Tahun Anggaran : 20…

Sebelum evaluasi penawaran terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat (lengkap)

akan diteliti harga penawaran yang tercantum dalam surat penawaran. Apabila harga penawaran yang

tertulis dalam huruf dan angka tidak sama, maka yang mengikat adalah yang tertulis dalam huruf.

Hasil koreksi aritmatik

No. Nama Peserta Uraian
Harga

Penawaran
(Rp.)

Harga
Penawaran
terkoreksi

(Rp)

1. CV. A………………..
Pengadaan Komputer

Server, Rak Server, UPS

dan Jaringan

1.505.744.000,00 1.505.744.000,00

2. CV. B……………….
Pengadaan Komputer

Server, Rak Server, UPS

dan Jaringan

1.525.225.000,00 1.525.225.000,00

3. CV. C……………….
Pengadaan Komputer

Server, Rak Server, UPS

dan Jaringan

1.533.805.000,00 1.533.805.000,00
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Evaluasi penawaran dilakukan sesuai yang diatur dalam Dokumen Pemilihan, dengan hasil

sebagai berikut:

I. EVALUASI ADMINISTRASI

Hasil Evaluasi Administrasi sebagaimana lampiran berita acara ini dapat disimpulkan sebagai

berikut:

a. Penyedia Jasa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak dilanjutkan dengan

penilaian teknis, yaitu:

No. Nama Perusahaan Alamat

1. CV. D……………….. Jl. …………………………….

b. Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan administrasi / LULUS dan dilanjutkan dengan

penilaian teknis, yaitu:

No. Nama Perusahaan Alamat

1. CV. A……………….. Jl. ……………………………..

2. CV. B……………… Jl. ……………………………..

3. CV. C………………. Jl. ……………………………..

II. EVALUASI TEKNIS

Hasil Evaluasi Teknis sebagaimana lampiran berita acara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Penyedia Jasa yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak dilanjutkan dengan

evaluasi harga, yaitu:

No. Nama Perusahaan Alamat

1. -

b. Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan teknis / LULUS dan dilanjutkan dengan evaluasi

harga, yaitu:

No. Nama Perusahaan Alamat

1. CV. A……………….. Jl. ………………………………..

2. CV. B……………….. Jl. ………………………………..

3. CV. C……………….. Jl. ………………………………..
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III. EVALUASI HARGA

Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, meliputi harga

penawaran terhadap HPS dan kewajaran harga dengan hasil sebagai berikut:

No. Nama Peserta Uraian
Harga Penawaran

Terkoreksi
(Rp.)

Terhadap
HPS/OE

1. CV. A………………
Pengadaan Komputer Server,

Rak Server, UPS dan Jaringan
1.505.744.000,00 65,77%

2. CV. B……………….
Pengadaan Komputer Server,

Rak Server, UPS dan Jaringan
1.525.225.000,00 72,00%

3. CV. C………………
Pengadaan Komputer Server,

Rak Server, UPS dan Jaringan
1.533.805.000,00 74,74%

Hasil Keseluruhan Evaluasi Harga di bawah 80% dari HPS maka apabila peserta tersebut ditunjuk

sebagai pemenang maka jaminan pelaksanaan adalah 5% dari nilai Total HPS, apabila tidak

bersedia maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta

dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Memperhatikan Keputusan Pokja. ULP Pengadaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang penetapan adalah penawaran Pengadaan Komputer

Server, Rak Server, UPS dan Jaringan. Berdasarkan hasil keseluruhan evaluasi penawaran, Pokja

ULP Pengadaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor

menyusun urutan 2 (dua) penawaran dengan harga penawaran terendah yang responsif, yaitu:

No. Nama Perusahaan Alamat
Nilai Penawaran

Terkoreksi
(Rp)

1. CV. A………….. Jl. …………………………….. 1.505.744.000,00

2. CV. B………….. Jl. …………………………….. 1.525.225.000,00

Terhadap 2 (dua) penawaran terendah yang responsif dilakukan Evaluasi Kualifikasi yang lulus

dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang

sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya, Penilaian kualifikasi menghasilkan

dua kesimpulan, yaitu memenuhi persyaratan kualifikasi (lulus) atau tidak memenuhi persyaratan

kualifikasi (gugur). Berdasarkan hasil penilaian kualifikasi ditetapkan Peserta Pengadaan yang

akan diusulkan oleh Panitia sebagai calon Pemenang dan 1 (satu) Pemenang Cadangan.

IV. hasil penilaian kualifikasi dan pembuktian kualifikasi yang memenuhi persyaratan kualifikasi /
LULUS dan dapat diusulkan menjadi calon Pemenang dan 1 (satu) Pemenang Cadangan, yaitu:

No. Nama Perusahaan Alamat Keterangan

1. CV. A……………. Jl. ………………………… Calon Pemenang

2. CV. B……………. Jl. ………………………… Calon Pemenang Cadangan
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Demikian Berita Acara Evaluasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

POKJA. ULP PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

1 ……………………….. ………….....

NIP.

2 ………………………. ……….........

NIP.

3 ………………………. ……............

NIP.
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I. EVALUASI TEKNIS

No. Nama Penyedia Jasa

Metode

Pelaksanaan

Pekerjaan

Spesifikasi

Teknis
Jadwal Personil Peralatan Hasil Evaluasi Keterangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. CV. A……………. MS MS MS MS MS Lulus

2. CV. A……………. MS MS MS MS TMS Lulus

3. CV. A……………. MS MS MS MS MS Lulus

4. CV. A……………. MS MS MS TMS TMS Gugur Harga penawaran lebih tinggi dari HPS

Keterangan:

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

L : Lulus

G : GUGUR

POKJA. ULP PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

1. ……………………….. ………….....

NIP.

2. ………………………. ……….........

NIP.

3. ………………………. ……............

NIP.
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LAMPIRAN II. BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI

HASIL PENILAIAN KUALIFIKASI

A. PENILAIAN ADMINISTRASI

NO NAMA PENYEDIA JASA
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G
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1. CV. A…………… MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS LULUS

2. CV. B………………….. MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS LULUS

POKJA. ULP PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

1. ……………………….. ………….....

NIP.

2. ………………………. ……….........

NIP.

3. ………………………. ……............

NIP.
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LAMPIRAN I. BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

HASIL EVALUASI ADMINISTRASI

II. EVALUASI ADMINISTRASI

No. Nama Penyedia
Surat

penawaran
bertanggal

Jangka
waktu

berlakunya
surat

penawaran

Jangka
waktu

pelaksanaan
pekerjaan

Jaminan
penawaran

Keterangan

1 2 3. 4. 5. 6. 7.

1. CV. A………….. MS MS MS MS Lulus

2. CV. A………….. MS MS MS MS Lulus

3. CV. A………….. MS MS MS MS Lulus

4. CV. A………….. MS MS MS MS Lulus

Keterangan:

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

L : Lulus

G : GUGUR

POKJA. ULP PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

1. ……………………….. ………….....

NIP.

2. ………………………. ……….........

NIP.

3. ………………………. ……............

NIP.
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QQ. Bentuk Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai

JAMINAN UANG MUKA
No. ____________________

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku

_______________________________________________________  dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di

_________________________________________ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : ___________________________[Pokja______ ULP ______]

Alamat : _________________________________________________

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________

(terbilang ___________________________________________________________) sebagai

JaminanUang Muka  dalam bentuk garansi bank, apabila:

Nama : ______________________________ [peserta Penunjukan Langsung]

Alamat : _________________________________________________

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya

Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: YANG DIJAMIN

tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihanyang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bankini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Mukaberlaku selama __________ (____________) hari

kalender, dari tanggal _____________________s.d.____________________

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan

Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal

jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan

dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai

pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai

jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan

kepada pihak lain.

6. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Uang

Muka ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera

Pengadilan Negeri ________di ___________[alamat].

Dikeluarkan di :    ____________

Pada tanggal :           ___________

[Bank]

____________

Pemimpin

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mencocokkan Garansi ini ke
_____[bank]
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RR. Bentuk Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Lelang

[Kop Surat Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

Nomor : __________ __________, ____________ 20__

Lampiran : __________

Kepada Yth.

__________

di __________

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

_______________________

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________

tentang __________ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp__________ (__________) kami

nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan

untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14

(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima

penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi

sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja __________

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : __________

Tembusan Yth.:

1. ____________ [PA/KPA K/L/D/I]

2. ____________ [APIP K/L/D/I]

3. ____________ Pokja ULP

......... dst
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SS. Bentuk Surat Perjanjian/Kontrak

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

__________

Nomor: __________

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”)dibuat dan
ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun

____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara __________[nama Pejabat

Pembuat Komitmen],selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama

__________[nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di

__________[alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________

[pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _________________ [No. SK

penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut “PPK”)dan

1. [Untuk penyedia perseorangan, maka :

____________[nama penyedia], ______________ yang berkedudukan di ____________ [alamat

penyedia], berdasarkan kartu identitas No.__________ [No. KTP/SIM/Paspor], selanjutnya

disebut ”Penyedia”];

2. Untuk penyedia Badan Usaha non KSO, maka:

[____________[nama wakil Penyedia],__________[jabatan wakil Penyedia], yang bertindak

untuk dan atas nama __________[nama Penyedia], yang berkedudukan di__________[alamat

Penyedia], [berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. __________ [No. Akta

Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal____________ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran

Dasar],selanjutnya disebut “Penyedia”];

3. Untuk penyedia KSO/Kemitraan, maka :

[Kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut :

a. _________[nama Penyedia 1]

b. _________[nama Penyedia 2]

……….…dst

Yang masing-masing anggotanya beratnggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas

semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk

___________[nama anggota kemitraan yang ditunjuk sebagai wakil Kemitraan/KSO] bertindak

atas nama Kemitraan yang berkedudukan di ___________[alamat Penyedia wakil kemitraan],

berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/KSO No. __________ tanggal ___________,

selanjutnya disebut “Penyedia”]

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam

Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan
Pengadaan Barang”);

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan

sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan

dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan

mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan

Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
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2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan

semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal

sebagai berikut:

1. [untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum ditulis sebagai

berikut :

“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang

diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam

Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi harga adalah sebesar Rp_____________

(_______________ rupiah);”]

[untuk kontrak lump sum ditulis sebagai berikut:

“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil

negosiasi harga adalah sebesar Rp______________ (_________________ rupiah);”]

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti

yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut “Dokumen Kontrak”) merupakan satu-

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

a. adendum Surat Perjanjian;

b. pokok perjanjian;

c. surat penawaran;

d. daftar kuantitas dan harga (apabila ada);

e. syarat-syarat khusus Kontrak;

f. syarat-syarat umum Kontrak;

g. spesifikasi khusus;

h. spesifikasi umum;

i. gambar-gambar; dan

j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan (apabila ada), SPPBJ, BAHPL.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan

antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang

berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada

angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi

khususnya:

a. PPKmempunyai hak dan kewajiban untuk :

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang

dilakukan oleh Penyedia;

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk

kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah

ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyediamempunyai hak dan kewajiban untuk :

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah

ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk

kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
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3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung

jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan,  angkutan ke atau

dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk

pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan

yang dilakukan PPK;

7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah

ditetapkan dalam Kontrak;

8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat

kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya

akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat

Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan

sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada

tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama __________

PPK

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk

Penyedia maka rekatkan materai Rp 10.000,- )]

[nama lengkap]

[jabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia

__________

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk

satuan kerja PPK maka rekatkan materai

Rp10.000,- )]

[nama lengkap]

[jabatan]
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TT. Bentuk Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

[Kop Surat SKPD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: __________

Paket Pekerjaan: __________

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_______________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen]

_______________ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]

_______________ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini

memerintahkan:

_______________ [nama Penyedia Jasa Lainnya]

_______________ [alamat Penyedia Jasa Lainnya]

yang dalam hal ini diwakili oleh: __________

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:

1. Macam pekerjaan: __________;

2. Tanggal mulai kerja: __________;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus

sudah selesai pada tanggal __________

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan

dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian

tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

__________, __ __________ 20__

Untuk dan atas nama __________

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: __________

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama __________

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]

[jabatan]



341

341

UU. Bentuk Surat Pesanan Kontrak

[Kop Surat Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PESANAN (SP)
Nomor: __________

Paket Pekerjaan: __________

Yang bertanda tangan di bawah ini:

__________[nama Pejabat Pembuat Komitmen]

__________[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]

__________[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini

memerintahkan:

__________[nama Penyedia]

__________[alamat Penyedia]

yang dalam hal ini diwakili oleh: __________

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

6. Rincian Barang:

No Jenis Barang Satuan

Ukuran

Kuantitas Harga

Satuan

Total

Harga1

7. Tanggal barang diterima: __________;

8. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

9. Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus

sudah selesai pada tanggal __________

10. Alamat pengiriman barang : __________________________________

11. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan

Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu

dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

__________, __ __________ 20__

Untuk dan atas nama __________

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: __________

1 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan

Nilai).
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Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama __________[nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha/(kemitraan/KSO)/penyedia peorangan]

[jabatan]

BUPATI BIAK NUMFOR,

HERRY ARIO NAAP
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Lampiran III Peraturan Bupati Biak Numfor

Nomor :            Tahun  2021

Tanggal :                        2021

BAB I

GAMBARAN UMUM ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN SKPD

1. Definisi dan Prinsip Struktur Organisasi Pengelola Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengisyaratkan perlunya pembenahan secara

organisatoris pengelolaan keuangan baik di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menindaklanjuti hal tersebut,

perlu dilakukan pembenahan penatausahaan di SKPKD yang di dalamnya meliputi pula

penatausahaan keuangan SKPD. Sistem penatausahaan keuangan SKPD merupakan

sistem yang digunakan untuk memproses, mencatat dan mempertanggungjawabkan

semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD).

Struktur Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara

umum dibedakan menjadi 3 (tiga):

a. Struktur Pengelola Keuangan untuk SKPD Penghasil;

b. Struktur Pengelola Keuangan untuk SKPD Non-Penghasil; dan

c. Struktur Pengelola Keuangan di Sekretariat Daerah.

Dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran di Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pengguna Anggaran (PA) di Sekretariat Daerah dapat

mendelegasikan kewenangan pelaksanaan APBD kepada Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA). Masing-masing KPA membawahi dan mengendalikan beberapa kegiatan yang

telah diprogramkan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan kata lain,

aktivitas KPA adalah melakukan manajemen kegiatan.

Mengingat kompleksitas pekerjaan, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang

dikelola serta beban kerja tinggi, maka pada SKPD di luar Sekretariat Daerah dapat

ditunjuk KPA yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD. Beberapa hal yang

melekat pada penatausahaan keuangan SKPD yaitu:

- Setiap SKPD hanya memiliki 1 (satu) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

yang melaksanakan fungsi perbendaharaan dan fungsi akuntansi. Secara umum

posisi PPK-SKPD ini bisa dipegang oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan di

masing-masing SKPD. Dalam kondisi SKPD tidak memiliki jabatan struktural

Kasubag. Keuangan maka dapat ditunjuk salah satu pejabat struktural/Fungsional

yang menjalankan fungsi sebagai PPK-SKPD (disesuaikan dengan struktur organisasi

di masing-masing SKPD).
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- Setiap SKPD hanya memiliki 1 (satu) Bendahara Penerimaan yang melaksanakan

penatausahaan keuangan pendapatan/penerimaan pembiayaan SKPD yang diterima

secara rutin, khusus untuk SKPD yang memiliki pendapatan rutin.

- Setiap SKPD hanya memiliki 1 (satu) Bendahara Pengeluaran yang melaksanakan

penatausahaan keuangan belanja/pengeluaran pembiayaan SKPD.

- Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara

fungsional kepada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dalam hal ini

dipegang oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak

Numfor.

- Terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah, PA/KPA ditetapkan sebagai

Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diutamakan

dijabat oleh pejabat struktural/Fungsional yang membidangi pengadaan barang/jasa

yang bersertifikat, namun demikian staf juga dapat menjabatnya sepanjang

memenuhi persyaratan yang dibutuhkan/bersertifikat.

2. Penatausahaan Keuangan di Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan SKPD dengan struktur organisasi yang sangat

kompleks, hal ini disebabkan karena secara struktural Sekretariat Daerah membawahi

bagian-bagian yang kompleksitas pengelolaan keuangannya hampir sama dengan SKPD

lainnya. Dalam struktur pengelolaan keuangan, Sekretaris Daerah bertindak sebagai

Pengguna Anggaran, sedangkan fungsi PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran berada di

salah satu bagian di Sekretariat Daerah. Dengan kata lain, pada Sekretariat Daerah

terdapat 1 (satu) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), dan 1 (satu) Bendahara

Pengeluaran. Namun mengingat tanggung jawab struktural dan fungsionalnya yang

sangat tinggi, maka Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran dapat mendelegasikan

sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pihak yang

bertindak sebagai KPA di Sekretariat Daerah adalah masing-masing Kepala Bagian yang

dibawahinya. Jadi, pada masing-masing bagian hanya terdiri dari 1 (satu) KPA dan

1 (satu) Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Masing-masing bagian bisa langsung mengajukan SPP-LS dan SPP-TU,

mengesahkan SPJ dan menerbitkan SPM-LS dan SPM-TU. SPP-LS dan SPP-TU dari

masing-masing bagian ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu,

sedangkan SPM-LS dan SPM-TU ditandatangani oleh KPA.

Bendahara Pengeluaran Pembantu secara periodik mengirimkan laporan realisasi

belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Pengeluaran untuk

direkap menjadi Laporan Realisasi Belanja Sekretariat Daerah.

Khusus untuk SKPD Kepala Daerah, mengingat kecilnya kompleksitas anggaran

yang dikelolanya maka pejabat pengelola keuangan untuk Kepala Daerah diserahkan ke

Bagian Umum pada Sekretariat Daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka struktur

organisasi khusus untuk Kepala Daerah mengadopsi struktur organisasi Sekretariat

Daerah.
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3. Gambaran Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan di SKPD

3.1.Struktur Organisasi Pengelola Keuangan secara Fungsional di SKPD

Penjelasan:

Secara fungsional, setiap SKPD dipimpin oleh seorang Pengguna Anggaran (PA).

Dalam implementasinya, PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Guna melaksanakan administrasi dan pertanggungjawaban atas kas yang dikelola di

masing-masing SKPD, maka dibentuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh Pembantu

Bendahara Pengeluaran. Tugas dari Pembantu Bendahara Pengeluaran ini adalah untuk

melakukan transaksi keuangan/pembayaran uang, pembuatan dokumen dan pengurusan

gaji pegawai negeri/ASN. Fungsi kontrol dilakukan melalui keberadaan PPK-SKPD yang

memiliki tugas kebendaharaan (melakukan proses verifikasi dokumen dan penerbitan SPM)

dan menyiapkan laporan keuangan SKPD. Bagi SKPD penghasil (SKPD yang melakukan

pemungutan pendapatan secara rutin), maka ditunjuk 1 (satu) orang Bendahara

Penerimaan.

Secara fungsional, maka posisi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,

KPA dan PPK-SKPD adalah sejajar. Namun secara struktural bisa jadi posisi masing-masing

pengelola keuangan tersebut tidak sejajar.

Jika tingkat kompleksitas pengelolaan anggaran cukup besar, maka Bendahara

Pengeluaran maupun Bendahara Penerimaan dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu.yang mana keduanya bertanggung

jawab secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.

Pengguna Anggaran
(PA)

Bendahara
Pengeluaran

PPK-SKPD PPTK Bendahara
Penerimaan

Pembantu Bendahara Pengeluaran

Kasir Pembuat
Dokumen

Pengurusan
Gaji
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3.2.Struktur Organisasi Pengelola Keuangan SKPD Penghasil

Penjelasan:

Tanggung jawab pengelolaan keuangan di SKPD dipegang oleh PA yang dalam

hal ini dijabat oleh Kepala SKPD. Jika kompleksitas pengelolaan anggaran dalam

suatu SKPD cukup tinggi, maka PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya

kepada KPA yang secara umum dapat dijabat oleh Sekretaris atau Kepala Bidang di

SKPD yang bersangkutan.

Jika di SKPD tidak terdapat KPA, maka bendahara pengeluaran bertanggung

jawab atas semua pengelolaan kas guna melaksanakan penggunaan anggaran dan

mempertanggungjawabkannya.

Jika terdapat lebih dari 1 (satu) KPA dalam SKPD, maka Bendahara

Pengeluaran bertanggung jawab untuk mengelola kas dalam rangka pelaksanaan

anggaran yang ditangani oleh satu KPA dan merekapitulasi pertanggungjawaban

dana dari Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Sedangkan pengelolaan kas di

KPA lain ditangani oleh BPP.

Untuk SKPD Penghasil, mengingat terdapat rutinitas dalam penerimaan

pendapatan, maka dibentuk 1 (satu) Bendahara Penerimaan yang bertugas untuk

memungut dan menyetorkan pendapatan yang diterimanya serta

menatausahakannya melalui buku kas umum.

Bendahara
Penerimaan

PPK-SKPD PPTK Bendahara
Pengeluaran

Pembantu Bendahara Penerimaan

Kasir Pembuat
Dokumen

Pengguna Anggaran
(PA)
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3.3.Struktur Organisasi Pengelola Keuangan SKPD Sekretariat Daerah

Penjelasan:

Pengguna Anggaran (PA) pada Sekretariat Daerah dijabat oleh Sekretaris

Daerah. Dalam implementasinya, PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya

kepada setiap Kepala Bagian pada Sekretairat Daerah sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA). Guna melaksanakan administrasi dan pertanggungjawaban atas

kas yang dikelola di masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah, maka dibentuk

Bendahara Pengeluaran Pembantu. Tugas utama dari Bendahara Pengeluaran

Pembantu adalah melaksanakan pengajuan SPP-LS, SPM-LS dan SPP-TU, SPM-TU

sesuai dengan kegiatan yang telah dilimpahkan oleh Sekretaris Daerah selaku PA

dan menjadi kewenangan setiap Kepala Bagian selaku KPA.

Guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bendahara Pengeluaran

Pembantu cukup dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada

masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah yang bersangkutan.

4. Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri. No.77

Thn. 2020 hanya dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila dipadukan dengan

pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengadaan barang/jasa

khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Peraturan Presiden (Perpres)

No.16/2018 jo. Perpres. No.12/2021 dan Perpres. No.17/2019.

Pengguna Anggaran
(PA)

Bendahara
Pengeluaran

PPTKKuasa Pengguna
Anggaran (KPA)

Pembantu Bendahara Pengeluaran

Kasir
Pembuat
Dokumen

Pengurusan
Gaji

Bendahara
Pengeluaran
Pembantu

PPK-SKPD
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Berikut ini akan disajikan tugas dan wewenang pejabat pengelola keuangan

daerah pada SKPD beserta dokumen yang digunakan dalam penatausahaan dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berdasarkan perpaduan ketentuan

sebagaimana tersebut di atas.

4.1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili

pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang

mempunyai kewenangan:

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan

APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD,

dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang

telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan

Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

g. menetapkan pengguna anggaran/pengguna barang  dan/atau kuasa pengguna

anggaran/kuasa pengguna barang pada SKPD;;

h. menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

i. menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dan

Kuasa Bendahara Umum Daerah;

j. menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD dan SP2D;

k. menetapkan kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan;

l. menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran pada

setiap SKPD;

m. menetapkan bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja

bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada

SKPKD/SKPD;

n. menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran

pembantu SKPD;

o. menetapkan penyimpan dan pengurus barang pada setiap SKPD;

p. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah;

q. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang

Daerah;
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r. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan

memerintahkan pembayaran;

s. menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran

pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD,

bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya

yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan

keuangan daerah; dan

t. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam melaksanakan kewenangannya Bupati dapat melimpahkan sebagian

kekuasaannya kepada:

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

b. Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan

c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

4.2 Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekretaris Daerah adalah koordinator pengelolaan keuangan daerah, mempunyai

tugas koordinasi di bidang:

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;

c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

e. penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

f. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan

daerah; dan

g. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana tersebit di atas, Sekretaris Daerah

mempunyai tugas:

a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

e. menyiapkan kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan; dan

f. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
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4.3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur

penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang

Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan

peraturan daerah;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

2. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran

kas daerah;

5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

6. mengelola investasi;

7. menetapkan anggaran kas dan SPD;

8. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

9. membuka rekening Kas Umum Daerah;

10. membuka rekening penerimaan;

11. membuka rekening pengeluaran;

12. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama

pemerintah daerah;

13. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

14. menyajikan informasi keuangan daerah;

15. melakuan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak

dilakukan melalui RKUD;

16. menyampaikan laporan atas pengelolaan uang yang terdapat dalam

kewenangannya setiap hari kerja kepada Bupati, berupa laporan posisi kas

harian dan laporan rekonsiliasi Bank; dan

17. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang

milik daerah.

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk

melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama

pemerintah daerah;
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e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

f. menyajikan sistem informasi keuangan daerah; dan

g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang

milik daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya PPKD bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah. PPKD selaku BUD menunjuk dan mengusulkan pejabat di

lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD.

4.4 Kuasa Bendahara Umum Daerah

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk

ditetapkan sebagai Kuasa BUD melalui keputusan Bupati. Kepala Daerah atas usul

BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan

pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau

rentang kendali yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati. Adapun Kuasa BUD

mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan dan menandatangani SP2D;

d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau

lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

g. menyimpan uang daerah;

h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan

investasi daerah;

i. melakukan pembayaran berdasarkan perintah pejabat pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban APBD;

j. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;

k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

l. melakukan penagihan piutang daerah; dan

m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji

anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang

menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran

yang tidak melalui RKUD.
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4.5 Pengguna Anggaran, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

b. menyusun RKA-SKPD;

c. menyusun DPA-SKPD;

d. menyusun anggaran kas SKPD;

e. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website

SKPD;

f. mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran (khusus pada Sekretariat Daerah);

g. mengusulkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;

h. mengusulkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara

Pengeluaran Pembantu;

i. mengusulkan Penyimpan dan Pengurus Barang SKPD;

j. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

k. menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;

l. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

m. menetapkan Pejabat Pengadaan;

n. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;

o. menetapka Penyelenggaraan Swakelola;

p. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Sayembara/Kontes;

q. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;

r. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

s. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan dan/atau Pembantu Bendahara

Pengeluaran;

t. menetapkan tim teknis yang benar-benar dibutuhkan dalam rangka menunjang

terlaksananya kegiatan pada SKPD yang dipimpinnya;

u. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui

Sayembara/Kontes;

v. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya;

w. melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan bukan pajak dan/atau pajak;

x. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran

paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi

dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah).

y. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan;

z. menandatangani SPM;

aa. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang

dipimpinnya;

bb. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab

SKPD yang dipimpinnya;

cc. menandatangani bukti pengeluaran/kuitansi bersama Bendahara Pengeluaran;

dd. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan

Barang/Jasa;
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ee. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengadakan pemeriksaan atas terselenggaranya

tugas dan kewajiban Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;

ff. mengirimkan hasil pemeriksaan triwulan tersebut kepada Sekretaris Daerah

dengan tembusan kepada:

1) Inspektur Kabupaten Biak Numfor; dan

2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak

Numfor selaku Bendahara Umum Daerah.

gg. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

pada SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;

hh. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

ii. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

jj. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak

sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

kk. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh

pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat

komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

ll. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala

daerah melalui sekretaris daerah; dan

mm. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan

pada kepala bagian di sekretariat daerah selaku KPA untuk melakukan

pengelolaan keuangan.

4.6 Kuasa Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas dan kewenangan

tersebut di atas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit

kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran

anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang dilakukan oleh SKPD, lokasi dan/atau

rentang kendali terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana

Teknis Daerah, dan/atau Kelurahan. Pelimpahan kewenangan ditetapkan oleh

Bupati atas usul kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a. menyusun Rencana Umum Pengadaan pada unit kerja yang dipimpinnya;

b. menyusun RKA-SKPD pada unit kerja yang dipimpinnya;

c. menyusun DPA-SKPD pada unit kerja yang dipimpinnya;

d. mengusulkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada unit kerja yang

dipimpinnya kepada pengguna anggaran;

e. mengusulkan tim teknis yang benar-benar dibutuhkan dalam rangka menunjang

terlaksananya kegiatan pada unit kerja yang dipimpinnya kepada pengguna

anggaran;
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f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran

belanja;

g. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

h. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya;

i. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan

pelimpahan kewenangannya dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

j. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

k. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab

unit kerja yang dipimpinnya;

l. menandatangani bukti pengeluaran/kuitansi bersama Bendahara Pengeluaran

Pembantu;

m. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan

Barang/Jasa pada unit kerja yang dipimpinnya;

n. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak

sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

o. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau pegawai yang memiliki kompetensi

sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan

q. menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya secara berkala

kepada pengguna anggaran.

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian

tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

4.7 Pejabat Pembuat Komitmen

Merupakan pejabat yang dijabat oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan

Barang/Jasa. Adapun Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. melaksanakan Konsolidas Pengadaan Barang/Jasa;

c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

d. menetapkan rencana kontrak;

e. menetapkan HPS;

f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah);

i. menandatangani Pakta Integritas;

j. mengendalikan Kontrak;

k. menyetujui bukti pembelian dan/atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah

Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;

l. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

m. menilai kinerja Penyedia;
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n. menetapkan tim pendukung;

o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan

p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

4.8 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan 1 (satu) atau lebih

pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. Penetapan PPTK berdasarkan

pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban

kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Syarat penetapan PPTK:

a. merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural/fungsional yang disetarakan

merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau

memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

c. Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang

menduduki jabatan struktural/fungsional yang disetarakan satu tingkat di

bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Tugas dan Kewenangan PPTK, meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan melalui penyusunan

kerangka acuan kerja kegiatan/sub kegiatan;

b. mengusulkan tim teknis yang benar-benar dibutuhkan dalam rangka menunjang

terlaksananya kegiatan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegiatan/sub kegiatan, meliputi:

1) Nota Pencairan Dana (NPD);

2) dokumen administrasi kegiatan; dan

3) dokumen administrasi persyaratan pembayaran.

d. menandatangani SPP-LS dan SPP-TU;

e. menandatangani bukti pengeluaran/kuitansi;

f. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan/sub

kegiatan; dan

g. memonitoring, evaluasi, dan melaporkan perkembangan pelaksanaan

Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

4.9 Pejabat Pengadaan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Pejabat Pengadaan berjumlah 1 (satu) orang yang ditunjuk dan ditetapkan

untuk melaksanakan Pengadaan Langsung pada setiap SKPD.

Pemilihan penyedia barang/jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja

ULP yang keanggotaannya berjumlah gasal paling kurang 3 (orang) dan dapat

ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan serta wajib ditetapkan untuk:
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a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah);

c. paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/E-purchasing yang

bernilai paling tinggi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilaksanakan

oleh pejabat pengadaan; dan

d. paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh pejabat pengadaan.

Penetapan Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan wajib

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pejabat yang

bersangkutan;

d. memahami isi dokumen dan prosedur Pengadaan;

e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi

yang dipersyaratkan, dikecualikan untuk Kepala ULP; dan

f. menandatangani pakta integritas.

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

2. menetapkan Dokumen Pengadaan;

3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

4. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah

Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan

ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau

pascakualifikasi;

6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang

masuk;

7. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:

a) menjawab sanggahan;

b) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

1) Tender Terbatas dengan peserta terbatas untuk pelaku Usaha Papua;

2) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan nilai Pagu Anggaran

paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

3) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi

yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) atau dengan nilai pagu Anggaran paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

c) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

d) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan

e) membuat laporan mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa.
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8. khusus Pejabat Pengadaan:

a) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

1) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya/E-purchasing yang bernilai paling tinggi

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

2) Pengadaan Langsung paket Pengadaan Jasa Konsultan yang bernilai

paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b) menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

c) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada

PA/KPA; dan

d) membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA.

9. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan

barang/jasa kepada PA/KPA.

Sebelum terbentuknya ULP, maka kewenangan kelompok kerja ULP tersebut di atas

dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Kepala ULP dan Kelompok Kerja

ULP dilarang duduk sebagai:

a. Pejabat Pembuat Komitmen;

b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

c. Bendahara;

d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, terkecuali menjadi Pejabat

Pengadaan/anggota ULP untuk pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan

instansinya.

4.10 Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan pada setiap SKPD:

Deskripsi tugas pokok dan kewenangan pejabat pengelola keuangan pada setiap

SKPD dan dokumen yang dikerjakan beserta hasil pekerjaannya adalah sebagai

berikut:
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Fungsi Tupoksi dan Wewenang
Buku dan Catatan

yang Digunakan
Output

1. 2. 3. 4.

PPK-SKPD

dan/atau

PPK-Unit

SKPD

Bersifat

Khusus

1. mengontrol pagu

anggaran;

2. membuat anggaran kas

SKPD;

3. meneliti kelengkapan

SPP-LS pengadaan

barang/jasa yang

disampaikan oleh

bendahara pengeluaran

dan diketahui/disetujui

oleh PPTK;

4. meneliti kelengkapan

SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU,

SPP-LS gaji dan

tunjangan PNS sarta

penghasilan lainnya yang

diajukan bendahara

pengeluaran;

5. melakukan verifikasi SPP;

6. melakukan verifikasi

SPP;

7. menyiapkan SPM;

8. melakukan verifikasi

harian atas penerimaan;

9. melaksanakan akuntansi

SKPD; dan

10. menyiapkan laporan

keuangan SKPD.

1. Register SPD;

2. Register SPP;

3. Register SPM;

4. Register Penolakan

Penerbitan SPM;

5. Register SP2D;

6. Register Penolakan

Penerbitan SP2D;

7. Kartu Kendali Kredit

Anggaran;

8. Kartu Penjagaan

SPD;

9. Kartu Penyerapan

SPD; (rincian obyek)

11. 10. Kartu Kendali

GU/TU Bendahara

Pengeluaran

Pembantu;

12. Kartu Pembayaran/

Ringkasan Kontrak;

13. Jurnal;

14. Buku Besar; dan

15. Buku Besar

Pembantu.

1. Surat Penolakan

Penerbitan SPM;

2. SPM UP/GU/

TU/LS/Gaji;

3. Pengesahan

SPJ-UP/GU/

TU/Gaji;

4. Neraca;

5. Laporan

Realisasi

Anggaran; dan

6. Catatan Atas

Laporan

Keuangan.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK

Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD,

sebagaimana tercantum dalam tabel tupoksi PPK-SKPD khusus untuk pengajuan

Tambahan Uang (SPP-TU) dan pengajuan belanja langsung (SPP-LS).

PPK-SKPD dan/atau PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki

jabatan struktural/jabatan fungsional yang disetarakan untuk menjalankan fungsi

penatausahaan keuangan SKPD/Unit SKPD.

Adapun kepala SKPD dan/atau kepala Unit SKPD dapat menetapkan Pegawai ASN

yang bertugas membantu PPK-SKPD dan/atau PPK Unit SKPD.
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Fungsi Tupoksi dan Wewenang
Buku dan Catatan

yang Digunakan
Output

1. 2. 3. 4.

Bendahara

Penerimaan

SKPKD

1. menatausahakan dan

mempertanggungjawabka

n seluruh penerimaan

pendapatan PPKD dalam

rangka pelaksanaan

APBD;

2. mendapatkan bukti

transaksi atas

pendapatan yang diterima

melalui Bank.

1. Buku Kas Umum;

2. Buku Pembantu Per

Rincian Obyek

Penerimaan.

1. Tanda Bukti

Penerimaan/

transaksi bank

selain pajak dan

retribusi daerah;

2. Surat Tanda

Setoran (STS)

atau Surat

Setoran

Pajak/Retribusi

Daerah

(SSPD/SSRD);

dan

3. Laporan

Realisasi

seluruh

Pendapatan

Daerah.

Bendahara

Penerimaan

SKPD

1. menerima setoran dari

wajib bayar/kasir

lapangan/juru pungut;

2. menyimpan seluruh

penerimaan;

3. menyetorkan penerimaan

yang diterima dari pihak

ketiga ke rekening kas

umum daerah paling

lambat 1 hari kerja;

4. mendapatkan bukti

transaksi atas

pendapatan yang

diterima/disetorkan ke

Kasda.

1. Buku Kas Umum

(BKU) Penerimaan;

2. Buku Pembantu Per

Rincian Obyek

Penerimaan.

1. Tanda Bukti

Pemotongan

Pajak/bon

bill/bongkol

karcis;

2. Surat Tanda

Setoran (STS)

atau Surat

Setoran

Pajak/Retribusi

Daerah

(SSPD/SSRD);

3. Laporan

Realisasi

Pendapatan

SKPD.
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Fungsi Tupoksi dan Wewenang.
Buku dan Catatan

yang Digunakan
Output

1. 2. 3. 4.

Bendahara

Pengeluaran

SKPKD

1. menatausahakan dan

mempertanggung-

jawabkan seluruh

pengeluaran PPKD dalam

rangka pelaksanaan

APBD;

2. mengajukan permintaan

pembayaran

menggunakan SPP-LS

PPKD;

3. meneliti kelengkapan

dokumen pendukung

SPP-LS PPKD;

4. mengembalikan dokumen

pendukung SPP-LS PPKD

kepada pejabat yang

terkait, apabila dokumen

tersebut tidak memenuhi

syarat dan/atau tidak

lengkap.

1. Buku Kas Umum

(BKU);

2. Buku Pembantu Per

Rincian Obyek

Pengeluaran;

3. Buku Pajak;

4. Kartu Kendali SPD.

1. Laporan mutasi

kas;

2. SPP LS;

3. Dokumen SPJ.

Bendahara

Pengeluaran

SKPD

1. menerima, menyimpan,

membayarkan,

menatausahakan, dan

mempertanggung-

jawabkan pengeluaran

uang dalam rangka

pelaksanaan APBD pada

SKPD;

2. mengajukan permintaan

pembayaran

menggunakan SPP-UP/

GU/TU dan SPP-LS;

3. menerima dan

menyimpan uang

persediaan;

4. melaksanakan

pembayaran dari uang

persediaan yang

dikelolanya;

5. menolak perintah bayar

dari Pengguna

Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran yang

tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan;

1. Buku Kas Umum

(BKU);

2. Buku

Simpanan/Giro;

3. Buku Panjar;

4. Buku Pajak;

5. Kartu Kendali SPD.

1. Laporan mutasi

kas;

2. SPP UP/GU/

TU/LS;

3. Dokumen SPJ.
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Fungsi Tupoksi dan Wewenang.
Buku dan Catatan

yang Digunakan
Output

1. 2. 3. 4.

6. meneliti kelengkapan dokumen

pendukung SPP-LS yang

diberikan oleh PPTK;

7. mengembalikan dokumen

pendukung SPP-LS yang

diberikan oleh PPTK, apabila

dokumen tersebut tidak

memenuhi syarat dan/atau

tidak lengkap.

Bendahara

Pengeluaran

Pembantu

pada unit

kerja di SKPD

1. mengontrol ketersediaan dana

atas anggaran yang dikelola

KPA;

2. mengajukan nota permintaan

pembayaran kepada PA/KPA;

3. meneliti kelengkapan

dokumen pendukung SPP-LS

yang diberikan oleh PPTK;

4. mengajukan permintaan

pembayaran menggunakan

SPP-TU dan SPP-LS;

5. menerima dan menyimpan

uang persediaan yang berasal

dari Tambahan Uang

dan/atau pelimpahan UP dari

Bendahara Pengeluaran

SKPD;

6. melaksanakan pembayaran

dari uang persediaan yang

dikelolanya;

7. mengumpulkan bukti

transaksi dari PPTK;

8. menandatangani bukti

pengeluaran/kuitansi (bila

tidak menerbitkan Buku

Panjar) bersama KPA;

9. menolak perintah bayar dari

Kuasa Pengguna Anggaran

yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan; dan

10.mengembalikan dokumen

pendukung SPP-LS yang

diberikan oleh PPTK, apabila

dokumen tersebut tidak

memenuhi syarat dan/atau

tidak lengkap.

1. Buku Kas Umum

(BKU) Pembantu;

2. Buku Pembantu

Per Rincian

Obyek

Pengeluaran;

3. Buku Panjar;

4. Buku Pajak;

5. Kartu Kendali

SPD.

1. Laporan

mutasi kas;

2. SPP-TU/LS;

3. Dokumen SPJ.
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Fungsi Tupoksi dan Wewenang.
Buku dan Catatan

yang Digunakan
Output

1. 2. 3. 4.

Pembantu

Bendahara

Penerimaan

SKPD (Kasir)

1. menerima dan mencatat

uang yang disetorkan oleh

wajib pajak/wajib

retribusi; dan

2. membuat bukti

penerimaan pembayaran

pajak/retribusi daerah.

Buku Kas Umum

(BKU) Penerimaan.

1. menerima Surat

Setoran Pajak/

Retribusi

Daerah;

2. menerima bukti

pembayaran

pajak/bon bill.

Pembantu

Bendahara

Penerimaan

SKPD

(Pembuat

Dokumen)

1. melaksanakan pencatatan

di buku register;

2. meneliti kelengkapan

dokumen penerimaan;

3. membuat laporan bulanan

realisasi penerimaan pajak

dan retribusi daerah;

4. membuat Surat Tanda

Setoran (STS) pajak dan

retribusi daerah.

1. Buku Kas Umum

(BKU) Penerimaan;

2. Buku Pembantu Per

Rincian Obyek

Penerimaan.

1. Buku Pembantu

Per Rincian

Obyek

Penerimaan;

2. Laporan

Penerimaan dan

Penyetoran

Pajak/Retribusi.

Pembantu

Bendahara

Pengeluaran

SKPD

(Pembuat

Dokumen)

1. menyiapkan dan

mengajukan SPP UP /GU/

TU/LS/Gaji;

2. meneliti kelengkapan

pengajuan  SPP;

3. memintakan otorisasi

SPP/ SPJ kepada

bendahara pengeluaran;

4. melaksanakan pencatatan

di buku register;

5. mencatat seluruh

transaksi yang dikelola

bendahara pengeluaran di

buku kas umum; dan

6. membuat SPJ untuk

kegiatan yang dikelola

bendahara pengeluaran.

1. Buku Kas Umum

(BKU) Pengeluaran

2. Buku Panjar;

3. Register SPD;

4. Register SPP;

5. Register SPM;

6. Register Penolakan

Penerbitan SPM;

1. Buku Pembantu

Per Rincian

Obyek;

2. Laporan

penyerapan

Belanja UP/GU/

TU;

3. Rekapitulasi

SPJ UP/GU/TU
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Fungsi Tupoksi dan Wewenang.
Buku dan Catatan

yang Digunakan
Output

1. 2. 3. 4.

Pembantu

Bendahara

Pengeluaran

SKPD

(Pengurusan

Gaji)

1. mencatat seluruh

transaksi gaji SKPD di

buku kas umum gaji;

2. mengumpulkan dan

mengadministrasikan

bukti pembayaran dan

pemotongan gaji PNS di

SKPD;

3. membuat SPJ Gaji SKPD;

4. mengajukan perubahan

gaji ke Bendahara Umum

Daerah.

5. menyetorkan kelebihan

gaji ke rekening kas umum

daerah; dan

6. menandatangani Surat

Keterangan Gaji ASN

setiap pengajuan kredit

dan mengoreksi setiap

pengajuan kredit.

1. Register Mutasi Gaji

dan Tunjangan

Pegawai di SKPD;

2. Buku Pemotongan

Gaji Pegawai di

SKPD.

1. Laporan

realisasi Gaji

SKPD;

2. Menyiapkan

Laporan SPT

Tahunan untuk

diisi oleh setiap

ASN di SKPD.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama

pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

d. larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara

Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara PenerimaanPembantu, Bendahara

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub

kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan

pelaksanaan APBD.
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4.11 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

1. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang

dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

2. TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, danpejabat

pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.

3. TAPD mempunyai tugas:

a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan

PPAS;

d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan

rancangan pertanggungjawaban APBD;

f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban

APBD;

g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancanganperubahan DPA-

SKPD;

h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA;

dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan

kebutuhan.
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BAB II

PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN

I. PENGERTIAN

Penatausahaan penerimaan merupakan serangkaian proses kegiatan menerima,

menyimpan, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan

uang yang berada dalam pengelolaan SKPD dan/atau SKPKD.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas umum daerah. Salah satu

jenis penerimaan daerah adalah Pendapatan Daerah yang meliputi semua penerimaan

uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan

hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh

daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer,

dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

A. Pendapatan Asli Daerah

merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada

di daerah, meliputi penerimaan dari:

1. Pajak Daerah,

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan lebih lanjut mengenai

jenis-jenis pajak daerah juga mekanisme yang meliputi pendataan, pembayaran,

penagihan, dan besaran tarif diatur secara tersendiri melalui peraturan Daerah

dan peraturan Bupati tentang pajak daerah.

2. Retribusi Daerah

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena

memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan

atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah. Pengaturan lebih lanjut mengenai

jenis-jenis retribusi daerah juga mekanisme yang meliputi pendataan,

pembayaran, penagihan, dan besaran tarif diatur secara tersendiri melalui

peraturan Daerah dan peraturan Bupati tentang retribusi daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

merupakan pendapatan yang diterima dari pembagian keuntungan atas hasil

penyertaan modal daerah atau laba atas perusahaan milik daerah dan hasil

pengelolaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD.
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Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

c. hasil kerja sama daerah;

d. jasa giro;

e. hasil pengelolaan dana bergulir;

f. pendapatan bunga;

g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan,

tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa

termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan

uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari

kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing;

j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

k. pendapatan denda pajak daerah;

l. pendapatan denda retribusi daerah;

m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

n. pendapatan dari pengembalian;

o. pendapatan dari BLUD; dan

p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

B. Pendapatan Transfer

Merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten yang sumber dananya berasal

dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah.

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif

Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian

transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan

Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer

Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.

1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;

2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan

Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai

Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi

Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
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Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada

Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan

penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi

khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang- undangan.

Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan

ketentuan peraturan undang-undangan.

Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan

Keuangan.

b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan

Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase

tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik

dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan

keuangan, dan/atau tujuan tertentulainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:

1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan

2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri

atas:

1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah

lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan

kemampuan keuangan.

2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah

lainnya untuk tujuan tertentu.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer,

terdiri dari:

1. Hibah

merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal

dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha

dalam negeri atau luar negeri yangtidak mengikat untuk menunjang peningkatan

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak

berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi

pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi

serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
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Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak

berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi

pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi

serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar

negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Dana Darurat

merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada

tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan

oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan

menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah

tahun sebelumnya.

II. PENATAUSAHAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. Fungsi/Pihak Yang Terkait

Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan pendapatan asli daerah adalah:

1. Bendahara Penerimaan,

Berfungsi menerima dan menyetorkan pendapatan yang diterima dari wajib

bayar serta mempertanggungjawabkannya secara fungsional kepada BUD dan

bertanggung jawab secara administratif kepada Pengguna Anggaran.

2. Bank Persepsi selaku Penyimpan Rekening Kas Umum Daerah

Berfungsi menerima setoran uang dari Bendahara Penerimaan atau Bendaharan

Penerimaan Pembantu dan mengesahkan STS dan/atau Slip Setorannya.

3. Kuasa Bendahara Umum Daerah

Berdasarkan nota kredit dari bank persepsi yang ditunjuk, daftar Pengantar STS,

STS, dan Slip Setoran yang disahkan bank persepsi yang ditunjuk, mencatat ke

Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang menggambarkan posisi/keadaan

kas.

4. Fungsi Akuntansi di Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD

Berfungsi melakukan pencatatan atas dokumen STS yang telah disahkan oleh

bank persepsi ke dalam jurnal penerimaan kas serta mengikhtisarkannya ke

dalam buku besar dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan SKPD.

5. Fungsi Akuntansi di SKPKD

Berdasarkan STS dan/atau Slip Setoran dari Kuasa BUD mencatat di jurnal

Penerimaan Kas dan di Buku Besar yang nantinya akan menghasilkan Laporan
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arus kas dan Laporan realisasi anggaran sebagai sarana rekonsiliasi dengan

SKPD.

B. Dokumen Yang Digunakan

1. Tanda Bukti Penerimaan

Dokumen ini digunakan sebagai tanda bukti penerimaan atas penyetoran dari

wajib pajak kepada bendahara penerimaan dapat berupa: bon bill, kuitansi,

bongkol karcis atau sejenisnya.

2. Surat Setoran Pajak/Retribusi Daerah

Dokumen ini disiapkan dan diisi oleh wajib pajak/retribusi daerah sebagai bukti

penyetoran pajak/retribusi daerah apabila pembayaran langsung ke bank

persepsi/tidak melalui bendahara penerimaan.

3. Surat Tanda Setoran

Dokumen ini dibuat oleh bendahara penerimaan untuk menyetorkan penerimaan

ke rekening kas umum daerah di bank persepsi yang ditunjuk apabila

pembayaran tidak langsung ke bank persepsi tetapi melalui bendahara

penerimaan.

4. Slip Setoran

Dokumen ini dikeluarkan oleh bank sebagai bukti bahwa bank persepsi yang

ditunjuk telah menerima penyetoran pendapatan dari Bendahara penerimaan dan

memasukkannya ke rekening kas umum daerah.

C. Catatan Yang Digunakan

1. Buku Kas Umum

Digunakan oleh bendahara penerimaan untu mencatat seluruh penerimaan (per

rincian obyek penerimaan). Pencatatan dilakukan setiap menerima dan

menyetorkan pendapatan.

2. Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Merupakan bukti yang dipegang oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yang

digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang

dikelola BUD yang mempengaruhi posisi kas umum daerah.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan lebih lanjut mengenai pendapatan asli

daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diatur secara tersendiri melalui

peraturan Daerah dan peraturan Bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
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III. MEKANISME PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN

A. Konfirmasi Dana Perimbangan

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan selaku Kuasa

Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah mengirimkan lembar konfirmasi atas

penyaluran dana perimbangan kepada daerah setiap triwulan paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Selanjutnya

daerah wajib menyampaikan kembali lembar konfirmasi tersebut kepada Dirjen

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan paling lambat 5 (lima) hari setelah

lembar konfirmasi diterima dan ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang

ditunjuk. Lembar konfirmasi merupakan bukti penerimaan dari daerah atas

penyaluran dana perimbangan ke daerah.

B. Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

1. Alokasi DBH PBB (non pedesaan dan perkotaan)

ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan PBB (kehutanan dan pertambangan)

tahun anggaran yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun

anggaran yang bersangkutan.

2. Alokasi DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 ditetapkan:

a. Alokasi sementara, paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran yang

bersangkutan dilaksanakan. Alokasi sementara sebagai dasar penyaluran

triwulan I, II, dan III tahun anggaran berjalan;

b. Alokasi definitif, paling lambat pada bulan pertama triwulan IV tahun anggaran

berjalan. Alokasi definitif merupakan koreksi atas ketetapan alokasi sementara

sebagai dasar untuk penyaluran triwulan IV tahun anggaran berjalan.

3. Penyaluran DBH Pajak

Disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke

Rekening Kas Umum Daerah.

4. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke

Rekening Kas Umum Daerah dengan berdasarkan realisasi penerimaan sumber

daya alam tahun anggaran berjalan dan dilaksanakan secara triwulan.

C. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dialokasikan untuk daerah yang dihitung dari perbandingan antara bobot

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. DAU merupakan dana

perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang

bersifat Block Grant, yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya

sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk

menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Penyaluran DAU

dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke

Rekening Kas Umum Daerah dan dilaksanakan setiap bulan masing-masing 1/12

(seperdua belas) dari besaran masing-masing alokasi daerah.
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D. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan

khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Adapun mekanismenya sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi dan penggunaan DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan paling

lambat 2 minggu setelah Undang-Undang APBN ditetapkan.

2. Penganggaran di Daerah:

a. Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di

dalam APBD;

b. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan

kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

c. Daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD

sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya.

d. Dana pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan

fisik, yaitu kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan

proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan dinas

pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang sejenis.

e. Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menyediakan

dana pendamping.

3. Penyaluran DAK dilaksanakan dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas

Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

4. Pelaporan DAK:

a. Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan triwulan yang memuat

pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK selambat-lambatnya 14 hari

setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada:

- Menteri Keuangan;

- Menteri Teknis; dan

- Menteri Dalam Negeri.

b. Laporan penyerapan penggunaan DAK untuk masing-masing tahap

disampaikan setelah penggunaan DAK telah mencapai 90% dari penerimaan

DAK sampai dengan tahap sebelumnya.

c. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan

sebagaimana dimaksud di atas.

d. Setelah tahun anggaran berakhir, daerah penerima DAK wajib menyampaikan

laporan penggunaan DAK tahun sebelumnya yang merupakan komulatif DAK

yang telah dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran

yang bersangkutan.
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BAB III

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD)

1. Ketentuan Umum

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana

belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai

rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Mengacu pada Pasal 132 dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

penyusunan DPA-SKPD diatur sebagai berikut:

Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

a. Setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, PPKD

menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk menyusun dan

menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat pemberitahuan disampaikan kepada

Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Kepala Daerah tentang

penjabaran APBD ditetapkan.

b. Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal- hal yang perlu

diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD

meliputi:

1) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh PA;

2) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD dalam tahun

anggaran yang direncanakan;

3) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan

anggaran belanja yang disediakan;

4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

5) Rencana penarikan dana setiap SKPD;

6) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6

(enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi

oleh TAPD; dan

7) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.
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Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat pemberitahuan

Kepala Daerah dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun

kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat pemberitahuan diterima.

Rancangan DPA-SKPD mencakup:

a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPDyang datanya

bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, kelompok dan

jenis yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja

menurut akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja

SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang

diisi dalam DPA Pembiayaan.

b. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD dalam

tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis,

objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan.

c. Rancangan DPA-Belanja SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam tahun

anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut

kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan

SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD.

d. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian BelanjaSKPD dalam

tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut

kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dari setiap program,

kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

e. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan Pembiayaan dan

pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan,

yang memuat jumlah penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan

menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek

penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.
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Bagian 3: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD

a. Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan rancangan

DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.

b. TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6 (enam)

hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi rancangan DPA-SKPD

dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

1) standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah denganberpedoman

pada peraturan perundang-undangan;

2) analisis standar belanja;

3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

dan/atau

5) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi khusus.

c. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD

melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada

TAPD.

Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD

PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD yang telah

mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen DPA-SKPD sebagai berikut:
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3.1. Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

PERSETUJUAN REKAPITULASI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN ………..

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh

dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : ………………

b. NIP : ………………

c. Jabatan : ………………

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran

satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sebagai dasar

pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran …....

Kode Nama Formulir

DPA-SKPD Ringkasan DPA-SKPD

DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Biak, ………………….

Disetujui oleh, Disahkan oleh,

Sekretaris Daerah PPKD

Nama Nama

NIP. …….. NIP. ……
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3.2. Format DPA-SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN ………..

URUSAN PEMERINTAHAN : x ……………..

BIDANG URUSAN : x.xx……………..

ORGANISASI : x.xx.xx ……………..

Pengguna Anggaran :

a. Nama : ………………

b. NIP : ………………

c. Jabatan : ………………

Kode Nama Formulir

DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh, Biak, ……………..…….

PPKD Pengguna Anggaran

Nama Nama

NIP. …….. NIP. ……
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3.3. Ringkasan DPA-SKPD

Halaman ……

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA-SKPDKabupaten Biak Numfor

Tahun Anggaran …..

Organisasi             :  x.xx.xx     …………….

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode
Rekening

Uraian
Jumlah

(Rp)

1. 2. 3.

Pendapatan

Belanja

Surplus/(Defisit)

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Rencana Realisasi
Penerimaan per Bulan *)

Rencana Penarikan
Dana per Bulan *)

Biak, ………………..
Pengguna Anggaran

Nama
NIP. ….

Mengesahkan,
PPKD

Nama
NIP. ….

Januari Rp. ……….. Januari Rp. ………..

Februari Rp. ……….. Februari Rp. ………..

Maret Rp. ……….. Maret Rp. ………..

April Rp. ……….. April Rp. ………..

Mei Rp. ……….. Mei Rp. ………..

Juni Rp. ……….. Juni Rp. ………..

Juli Rp. ……….. Juli Rp. ………..

Agustus Rp. ……….. Agustus Rp. ………..

September Rp. ……….. September Rp. ………..

Oktober Rp. ……….. Oktober Rp. ………..

November Rp. ……….. November Rp. ………..

Desember Rp. ……….. Desember Rp. ………..

Jumlah Rp. ……….. Jumlah Rp. ………..

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

dst.

*) sesuai dengan periodisasi SPD
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3.4. Format DPA-Pendapatan SKPD

Halaman ……

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir

DPA-PENDAPATAN
SKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota ………..
Tahun Anggaran ……..

Organisasi             :  x.xx.xx …………….

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode
Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Jumlah

(Rp)Volume Satuan
Tarif/
Harga

1. 2. 3. 4. 5. 6=3x5

Jumlah

Rencana Realisasi
Pendapatan per Bulan *)

………, tanggal …..

Pengguna Anggaran

Nama
NIP. ….

Mengesahkan,
PPKD

Nama
NIP. ….

Januari Rp. ………..

Februari Rp. ………..

Maret Rp. ………..

April Rp. ………..

Mei Rp. ………..

Juni Rp. ………..

Juli Rp. ………..

Agustus Rp. ………..

September Rp. ………..

Oktober Rp. ………..

November Rp. ………..

Desember Rp. ………..

Jumlah Rp. ………..

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

dst.

*) sesuai periodisasi SPD
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3.5.  Format DPA-Belanja SKPD
Halaman …….

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-BELANJA
SKPDKabupaten Biak Numfor

Tahun Anggaran……

Organisasi : x.xx.xxx ……...………

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode

Uraian Lokasi

Jumlah

Tahun-1

Tahun n

Tahun+1

U
ru

s
a
n

B
id

a
n

g

U
ru

s
a
n

P
ro

g
ra

m

K
e
g
ia

ta
n

S
u

b

K
e
g
ia

ta
n

Belanja
Operasi

Belanja
Modal

Belanja

Tidak
Terduga

Belanja
Transfer

Jml

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Urusan …

Bidang Urusan …

Program …

Kegiatan …

Sub Kegiatan ….

dst …

Kegiatan …

Sub Kegiatan ….

dst …

Belanja Penunjang Urusan

dst ...

Urusan …

Bidang Urusan …

Program …

Kegiatan …

Sub Kegiatan ….

dst …

Kegiatan …

dst …

Belanja Penunjang Urusan

dst ...

Urusan …

Bidang Urusan …

Program …

Kegiatan …

Sub Kegiatan ….

dst …

Kegiatan …

dst …

Belanja Penunjang Urusan

dst ...

dst ...

dst ...

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Bulan*)

Januari Rp…………………………… Biak, ……………………….
Februari Rp……………………………

Disetujui oleh,

Pengguna Anggaran

Nama

NIP. ……

Disiapkan oleh,

PPKD

Nama

NIP. ……

Maret Rp……………………………

April Rp……………………………

Mei Rp……………………………

Juni Rp……………………………

Juli Rp……………………………

Agustus Rp……………………………

September Rp……………………………

Oktober Rp……………………………

November Rp……………………………

Desember Rp……………………………

Jumlah Rp……………………………

*) sesuai dengan periodisasi SPD
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3.6.  Format DPA-Rincin Belanja SKPD
Halaman ……

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-RINCIAN

BELANJA SKPDKabupaten Biak Numfor
Tahun Anggaran ….

Nomor DPA   :   ………………….

Urusan Pemerintahan :   x …………………………..

Bidang Urusan :   x.xx …………………………..

Program :   x.xx …………………………..

Kegiatan :   x.xx …………………………..

Organisasi :   x.xx …………………………..

Unit : x.xx …………………………..

Alokasi Tahun -1 : Rp. …………………. (terbilang)

Alokasi Tahun :   Rp. …………………. (terbilang)

Alokasi Tahun +1 :   Rp. …………………. (terbilang)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kerja Target Kinerja

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :  ………………………..

Sub Kegiatan :  x.xx.xx

Sumber Pendanaan :  …………….

Lokasi :  (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)

Keluaran Sub Kegiatan :  (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)

Waktu Pelaksanaan :  Mulai ……….             Sampai  …………..

Keterangan :

Kode

Rekening
Uraian

Rincian Perhitungan
Jumlah

(Rp)Koefisien/

Volume
Satuan

Harga

Satuan
PPN

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Sub Kegiatan :  x.xx.xx

Sumber Pendanaan :  …………….

Lokasi :  (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)

Keluaran Sub Kegiatan :  (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)

Waktu Pelaksanaan :  Mulai ……….             Sampai  …………..

Keterangan :

Kode
Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Jumlah

(Rp)Koefisien/

Volume
Satuan

Harga

Satuan
PPN

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

…………., tanggal ……….
Pengguna Anggaran,

Nama

NIP. ……

Mengesahkan,
PPKD

Nama
NIP. ……

Januari Rp. …………………..

Februari Rp. …………………..

Maret Rp. …………………..

April Rp. …………………..

Mei Rp. …………………..

Juni Rp. …………………..

Juli Rp. …………………..

Agustus Rp. …………………..

September Rp. …………………..

Oktober Rp. …………………..

November Rp. …………………..

Desember Rp. …………………..

Jumlah Rp. …………………..

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No. Nama NIP. Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

dst.

*) sesuai dengan periodisasi SPD
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3.7. Format DPA-Pembiayaan SKPD

Halaman ….

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-PEMBIAYAAN

SKPDKabupaten Biak Numfor
Tahun Anggaran ……..

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Organisasi :  x.xx.xx     …………….

Kode
Rekening

Uraian
Jumlah

(Rp)

1. 2. 3.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah

Rencana Realisasi
Pendapatan per Bulan *) Biak, ………………..

Pengguna Anggaran

Nama
NIP. ….

Mengesahkan,
PPKD

Nama
NIP. ….

Januari Rp. ………..

Februari Rp. ………..

Maret Rp. ………..

April Rp. ………..

Mei Rp. ………..

Juni Rp. ………..

Juli Rp. ………..

Agustus Rp. ………..

September Rp. ………..

Oktober Rp. ………..

November Rp. ………..

Desember Rp. ………..

Jumlah Rp. ………..

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

dst.

*) sesuai dengan periodisasi SPD
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BAB IV

ANGGARAN KAS

1. Ketentuan Umum

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan

dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna

mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. Adapun penyusunan anggaran

kas dilakukan sebagai berikut:

a. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk

mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan

rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA- SKPD.

b. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah

dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari

kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan

sebagai berikut:

a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah

daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek

pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya

berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan

anggaran kas SKPD.

b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan

penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang

memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama

satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.

c. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah,

dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya

berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran

kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta

rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan

anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.

d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan

pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang

memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu

tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.

e. Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar

penyusunan SPD.

f. Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta penggunaan

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
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2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan

jadwal pelaksanaan kegiatannya.

b. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD paling

lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.

c. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2 (dua)

hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.

d. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan

menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD; dan

2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana

dalam DPA-SKPD.

e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi,

menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.

f. Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah

kepada PPKD selaku BUD.

g. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah daerah

yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen

rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen anggaran kas sebagai berikut:
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3.1. Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGGARAN ……
Halaman ….

Kode
Rekening

Uraian
Anggaran
Tahun ini

(Rp)

Triwulan I
(Rp)

Triwulan II
(Rp)

Triwulan III
(Rp)

Triwulan IV
(Rp)

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Jul Agut Sep Okt Nov Des

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Saldo Awal Kas

Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah

- Retribusi Daerah

- dst. ….

Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat

- dst. ….

dst. ….

Penerimaan Pembiayaan

Penggunaan SiLPA

dst. ….

Jumlah Pendapatan dan Penerimaan
Pembiayaan

Jumlah Alokasi Kas yang tersedia untuk
Pengeluaran

Alokasi Belanja dan Pengeluaran
Pembiayaan

Belanja Operasi

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang dan Jasa

- dst. ….

Belanja Modal

- Belanja Modal Tanah

- dst. ….

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Pengeluaran Pembiayaan

- Pembayaran Cicilan Pokok
Utang

- dst. ….

Jumlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran
Pembiayaan per Bulan

Jumlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran
Pembiayaan per Triwulan

Sisa Kas (Jumlah alokasi kas yang tersedia
untuk pengeluaran setelah dikurangi
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan per
Triwulan)

………, tanggal …..
Disiapkan oleh,

BUD/KUASA BUD

Nama
NIP. ….
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3.2. Format Anggaran Kas SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SKPD …………

ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGGARAN ……
Halaman ….

Kode
Rekening

Uraian
Jumlah

Anggaran

Triwulan I
(Rp)

Triwulan II
(Rp)

Triwulan III
(Rp)

Triwulan IV
(Rp) UP/

GU
LS TU

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sep Okt Nov Des

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 17.

Rekap Rencana
Pendapatan dan/atau
Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Rencana
Pendapatan dan/atau
Penerimaan Pembiayaan
Per Bulan

Jumlah Rencana
Pendapatan dan/atau
Penerimaan Pembiayaan
Per Triwulan

Rekap Rencana Belanja
dan/atau Pengeluaran
Pembiayaan Per DPA-
SKPD

No.DPA-
SKPD

Sub
Kegiatan

Jumlah Rencana Belanja
dan/atau Pengeluaran
Pembiayaan Per Bulan

Jumlah Rencana Belanja
dan/atau Pengeluaran
Pembiayaan Per Triwulan

………, tanggal …..

Disiapkan oleh,
Kepala SKPD

Nama
NIP. ….
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BAB V

PEMBUATAN SURAT PENYEDIAAN DANA

1. Ketentuan Umum

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya

dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan

APBD.

Berdasarkan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

menegaskan bahwa dalam rangka manajemen, PPKD menerbitkan SPD dengan

mempertimbangkan:

a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan

c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA-

SKPD.

SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD

untuk ditandatangani.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan

sebagai berikut:

a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau unit

SKPD setiap periodik.

b. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik

sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat melakukan

perubahan SPD atau dokumen yangdipersamakan yang bersumber dari anggaran

yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.

c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi

sebagai berikut:

1) Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan

dalam anggaran kas; atau

2) Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat

termasuk keperluan mendesak.

3) Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.

d. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas pemerintah

daerah.

b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD untuk

disahkan.

c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen SPD sebagai berikut:
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3.1. Format SPD

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

NOMOR : ……………..

TENTANG

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN …..

PPKD SELAKU BUD,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja sub kegiatan Tahun Anggaran ….

berdasarkan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan anggaran kas yang telah

ditetapkan, perlu disiapkan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana

(SPD).

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang penetapan APBD/PAPBD

Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran ……;

2. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor …. Tahun …. tentang Penjabaran APBD

Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran ….;

3. DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD*) Kabupaten Biak Numfor Tahun …..;

4. ………………..

MEMUTUSKAN :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor, Tanggal…… Bulan ….. Tahun …. tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran ….

Menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Dasar Penyediaan Dana:

DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD : ………………………..

2. Ditunjuk kepada SKPD : ………………………..

3. Kepala SKPD : ………………………..

4. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. ………….………..

(Terbilang ……………………..)

5. Untuk Kebutuhan : Bulan ………… s.d. …………..

6. Ikhtisar Penyediaan Dana:

a. Jumlah Dana DPA-SKPD/Perubahan : Rp. ………….………..

DPA-SKPD (Terbilang ……………………..)

b. Akumulasi SPD Sebelumnya : Rp. ………….………..

(Terbilang ……………………..)

c. Sisa Dana yang belum di SPD-kan : Rp. ………….………..

(Terbilang ……………………..)

d. Jumlah Dana yang di SPD-kan saat ini : Rp. ………….………..

(Terbilang ……………………..)

e. Sisa Jumlah Dana DPA-SKPD/Perubahan : Rp. ………….………..

DPA-SKPD yang belum di SPD-kan (Terbilang ……………………..)

Ketentuan-ketentuan lain :

Ditetapkan di ………….

pada tanggal ………….

PPKD SELAKU BUD

Nama

NIP. ……..

Tembusan disampaikan kepada:
1. Inspektur
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Lampiran : Surat Penyediaan Dana (SPD)

Nomor SPD : ……………….

Tanggal : ……………….

SKPD : ……………….

Periode : ……………….

Tahun Anggaran : ……………….

Nomor dan Tanggal DPA- : ……………….

SKPD/Perubahan DPA-SKPD

No.

Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan Anggaran

Akumulasi
SPD

Jumlah SPD
Periode ini

Sisa
Anggaran

Kode Nama

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jumlah

Jumlah Penyediaan Dana   Rp. ………………

(terbilang ……………………………….)

Ditetapkan di ………….

pada tanggal ………….

PPKD SELAKU BUD

Nama

NIP. ……..
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BAB VI

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)

1. Ketentuan Umum

Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP) ditetapkan dalam

keputusan Bupati berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD.

Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap SKPD

adalah sebagai berikut:

a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan

mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan besaran UP didahului dengan

melakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang akan menggunakan LS.

b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan

anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Alternatif 1: Membagi total belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP

a. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan penjumlahan

antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal, belanja

b. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan UP, dengan

cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan DPA-SKPD dengan jumlah

besaran belanja LS yang sudah dihitung.

c. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ UP dalam

setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

c. Menentukan besaran UP dengan rumus

Besaran UP =
ℎ

Alternatif 2: Batas maksimal nilai UP ditentukan berdasarkan pagu anggaran SKPD

a. Menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran yang dimiliki

SKPD sebagaimana digambarkan dalam contoh di bawah ini (angka hanya sebagai

ilustrasi):

1) maksimal Rp50.000.000,- untuk Pagu DPA-SKPD sampai dengan

Rp500.000.000,-

2) maksimal Rp.75.000.000,- untuk Pagu DPA-SKPD di atas Rp500.000.000,-

sampai dengan Rp1.000.000.000,-

3) maksimal Rp100.000.000 untuk Pagu DPA-SKPD di atas Rp1.000.000.000,-
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BAB VII

PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN

1. Ketentuan Umum

Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan UP)

adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk Bendahara Pengeluaran

Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan

kegiatan pada SKPD, khususnya yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan

oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU. Proses pelimpahan UP

ini muncul karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran

Pembantu hanya berwenang untuk mengajukan permintaan pembayaran

menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.

Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai

berikut:

a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD dan harus

mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).

b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapatmelimpahkan sebagian

UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk

pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara non tunai

melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening

Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat keputusan

PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu

dengan mempertimbangkan usul Bendahara Pengeluaran.

d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan besarnya

kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta waktu

pelaksanaan kegiatan.

e. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-buku terkait.

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas penggunaan UP yang

dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

g. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir ketika sub

kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan dan apabila

terdapat sisa uang persediaan, disetorkan secara non tunai melalui

pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening

Bendahara Pengeluaran.
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2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP berdasarkan usulan dari

Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan pelimpahan UP

kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran.

c. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening Bendahara Pengeluaran

Pembantu.

d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan

pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku terkait.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan pelimpahan UP

berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar pelimpahan UP yang terpakai

disertai bukti-bukti transaksi.
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BAB VIII

PELAKSANAAN BELANJA DAERAH

1. Ketentuan Umum

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah

meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi

ekuitas dana lancar, yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun

anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahanyang menjadi kewenangan kabupaten yang ditetapkan dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Adapun pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak

yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan

sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan

diundangkan dalam lembaran daerah.

c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran keadaan

darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan

pembayaran setelah:

1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA

beserta bukti transaksinya;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam

dokumen pembayaran; dan

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menolak

melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan tidak dipenuhi.

f. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung

jawab secara pribadi atas pembayaran yangdilaksanakannya.

g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib

pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh

penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum

Negara.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan

sebagai berikut:

a. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan

sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu

untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit SKPD.
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b. Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara sekaligus

langsung kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar

terlebih dahulu kepada PPTK.

c. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau

melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat

persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang

diajukan oleh PPTK.

d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai melalui

pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja, PPTK

mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui transfer ke rekening

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Jika uang panjar

lebih kecil dari realisasi pembayaran belanja, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya

kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK.

f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan uang

panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar

1) Pengajuan Uang Panjar

a) PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan rencana

pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.

b) PPTK menyiapkan NPD.

c) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan

persetujuan.

d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan

menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara

Pengeluaran Pembantu.

e) Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non tunai

melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.
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2) Pelaksanaan Belanja

a) Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan belanja

sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya. Pada saat

pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti

belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.

b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau

pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun rekapitulasi

belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri dengan bukti-bukti

yang sah, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara

Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai bahan

pertanggungjawaban belanja.

c) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat

kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan, Bendahara

Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan pembayaran

tersebut secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening

Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK.

d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat

kelebihan uang panjar, PPTK melakukan pengembaliankelebihan uang

panjar secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening PPTK

ke rekening Bendahara Pengeluaran.

b. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar

1) PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang

dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak penyedia

barang/jasa.

2) Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untukmendapatkan bukti

belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.

3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD.

4) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan

persetujuan.

5) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikan

kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

6) Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai

dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi.

7) Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan

proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai.

8) Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan dari

rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke

rekening pihak penyedia barang/jasa.
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c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran

1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukan

verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanjaterkait tidak

melebihi sisa anggaran.

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait

telah disediakan.

c) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan atas

pencatatan/pendaftaran BMD.

d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam

bukti transaksi.

2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, Bendahara

Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau

penyempurnaan.

3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ

Penggunaan UP.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pelaksanaan belanja berupa Nota Pencairan Dana (NPD

sebagai berikut:
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PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

Nomor: …………………. Tahun ……

BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU*)

SKPD/Unit Kerja*):   ………………………..

Supaya mencairkan dana kepada:

1. Jenis NPD : O  Panjar O Tanpa Panjar

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :   ………………………………..

3. Program :   ………………………………..

4. Kegiatan :   ………………………………..

5. Sub Kegiatan :   ………………………………..

6. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD :   ………………………………..

7. Tahun Anggaran :   ………………………………..

8. Jumlah Dana yang Diminta : Rp …………………………….

(Terbilang:  …………………………………………………………………….)

Pembebanan pada Kode Rekening:

No.
Kode

Rekening
Uraian Anggaran

Akumulasi
Pencairan

Sebelumnya

Pencairan
Saat ini

Sisa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=4-(5+6)

JUMLAH

Potongan-potongan:

PPN Rp …………………

PPh-21/22/23 Rp …………………

Jumlah yang diminta

Potongan

Jumlah yang dibayarkan

:   Rp  ……………………
: Rp  ……………………
:   Rp  ……………………

(Terbilang:   …………………………………………………………….……….)

Disetujui oleh,

Pengguna Anggaran/KPA*)

(Nama lengkap)

NIP. ……………

*) coret yang tidak perlu

Disiapkan oleh,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(Nama Lengkap)

NIP. ……………
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Cara Pengisian Formulir NPD

1. Nomor diisi dengan nomor NPD.

2. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD.

3. Jenis NPD diisi salah satunya dengan mencentang dalam lingkaran.

4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diisi dengan nama PPTK.

5. Program diisi dengan kode dan nama program.

6. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan.

7. Sub Kegiatan diisi dengan kode dan nama sub kegiatan.

8. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD diisi dengan Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD dari

kegiatan yang bersangkutan (dari poin 7).

9. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.

10. Jumlah dana yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta oleh PPTK dan juga

dilengkapi dengan jumlah terbilangnya.

11. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening sub kegiatan yang bersangkutan (dari

poin 7).

12. Kolom uraian diisi dengan nama masing-masing kode rekening (dari poin 11).

13. Anggaran diisi dengan jumlah anggaran masing-masing kode rekening untuk satu tahun

anggaran yang bersangkutan.

14. Akumulasi pencairan dana diisi dengan jumlah dana yang telah dicairkan untuk masing-

masing kode rekening.

15. Pencairan saat ini diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada masing-masing

kode rekening lewat pencairan saat ini.

16. Sisa diisi dengan jumlah sisa dana pada masing-masing kode rekening setelah pencairan

saat ini. Pengurangan jumlah anggaran satu tahun pada masing-masing kode rekening

(dari poin 13) dengan jumlah dana yang telah dicairkan (dari poin 14) dan dikurangi juga

dengan dana pencairan saat ini (dari poin 15).

17. Jumlah diisi dengan total jumlah dana dari seluruh kode rekening untuk masing-masing

kolom Anggaran, Akumulasi Pencairan Dana, Pencairan Saat Ini dan Sisa.

18. PPN diisi dengan jumlah potongan PPN.

19. PPh diisi dengan jumlah potongan PPh.

20. Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah total dana yang diminta dicairkan untuk saat

ini.

21. Potongan diisi dengan seluruh jumlah potongan baik PPN maupun PPh.

22. Jumlah yang dibayarkan diisi jumlah dana yang minta untuk dicairkan setelah dipotong

oleh jumlah potongan. Pengisian dilengkapi dengan jumlah terbilangnya.

23. Di atas tempat penandatanganan oleh PPTK diisikan tempat dan tanggal pengajuan NPD.

24. Di bawah tanda tangan dicantumkan nama dan NIP. PPTK.

25. Jika NPD yang diajukan oleh PPTK disetujui oleh pengguna anggaran maka pengguna

anggaran (kepala SKPD) menandatangani NPD dan mencantumkan nama serta NIP.
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BAB IX

PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

1. Ketentuan Umum

Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal pembayaran oleh Pemerintah Daerah

kepada Pihak Terkait sekaligus sebagai proses pembebanan rekening Belanja. Proses

permintaan pembayaran memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Adapun permintaan pembayaran diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK--SKPD

berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

b. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi,

disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui PPK Unit SKPD

berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

c. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan

SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK-SKPD

berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

d. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP-UP, SPP-GU, SPP-

TU, dan SPP-LS. Sedangkan SPP yang dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu terdiri atas SPP-TU dan SPP-LS.

e. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan SPP-UP diajukan dengan

melampirkan keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP.

f. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan SPP-GU dilampiri dengan

dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkandengan Keputusan

Bupati.

h. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-

TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat

menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.

i. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan

memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu)

bulan, sisa TU disetorke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP-TU dilampiri

dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.
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j. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:

1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau

2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan

sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

k. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran

untuk pembayaran:

1) gaji dan tunjangan;

2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan

3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

l. Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa

dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA

melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

m. Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa oleh

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan paling

lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

n. Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan

sebagai berikut:

a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan UP yang

dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

b. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Daerah tentang besaran UP, yang ditetapkan satu kali dalam satu tahun pada

awal tahun anggaran, berdasarkan pertimbangan:

1) ketersediaan kas di RKUD;

2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme LS; dan

3) besaran anggaran SKPD.

c. Pengajuan SPP-UP mengacu pada Keputusan Kepala Daerah tentangbesaran UP

dan disertai dengan pernyataan pengguna anggaran bahwa uang persediaan akan

digunakan sesuai dengan peruntukannya.

d. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah diverifikasi oleh

bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran UP. Pengajuan SPP-GU terdiri

atas:

1) Ringkasan SPP-GU;

2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub rincian

objek; dan

3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP.
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e. Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait lainnya yang

telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Pengajuan permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan dalam SPP-TU yang

terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-TU; dan

2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub rincian objek.

f. Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari RKUD ke

rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran gaji dan tunjangan

dikategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan transfer dananya

dilakukan langsung dari RKUD ke penerima (tanpa melalui rekening bendahara

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu).

g. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran antara lain:

1) hibah berupa uang;

2) bantuan sosial berupa uang;

3) bantuan keuangan;

4) subsidi;

5) bagi hasil;

6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi

pada tahun anggaran sebelumnya;

7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan rekomendasi

APIP dan/atau rekomendasi BPK.

h. Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan sesuai dengan

jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan Permintaan Pembayaran LS ini didokumentasikan dalam SPP-LS yang

terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-LS; dan

2) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian

objek.

i. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing untuk pembayaran

atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP

1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan besaran UP yang

ditetapkan berdasarkan SK. Bupati;

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran UP tersebut

kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU

1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
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2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui PPK-SKPD

dilampiri Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban UP.

3) Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan oleh

Bendahara Pengeluaran.

4) SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima

puluh persen) atau batasan tertentu sesuai dengan kebijakan daerah masing-

masing.

5) Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang disampaikan

oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan:

a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang lengkap dan

sah, termasuk dokumen perpajakan terkait.

b) Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPP-GU.

c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

1) Pengajuan Permintaan Belanja TU:

a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai TU,

berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk memastikan

bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi persyaratan pengajuan

permintaan belanja TU, yaitu:

(1) Kegiatan yang bersifat mendesak; dan

(2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.

b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai syarat

pengajuan permintaan belanja TU yang didokumentasikan dalam Daftar

Rincian Rencana Belanja TU. PPTK kemudian menyampaikan Daftar

Rincian Rencana Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan

persetujuan.

c) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar Rincian Rencana

Belanja TU kepada PPKD.

d) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian Belanja TU

dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan permintaan belanja TU

yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima

Daftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar pengajuan permintaan

pembayaran TU.

b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu meneliti

rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak

melebihi sisa anggaran;
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(2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja

terkait telah disediakan;

(3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen yang

mendasarinya;

c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan

permintaan TU yang didokumentasikan dalam SPP-TU;

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan

persetujuan permintaan pembayaran TU tersebut kepada PA/KPA melalui

PPK-SKPD.

d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS

1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan

a) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan sebagai dokumen

pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan.

b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:

(1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh pejabat

sesuai kewenangan;

(2) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah

dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi:

(a) gaji induk;

(b) gaji susulan;

(c) kekurangan gaji;

(d) gaji terusan;

(e) SK CPNS;

(f) SK PNS;

(g) SK kenaikan pangkat;

(h) SK jabatan;

(i) kenaikan gaji berkala;

(j) surat pernyataan pelantikan;

(k) surat pernyataan melaksanakan tugas;

(l) daftar keluarga (KP4);

(m) fotokopi surat nikah;

(n) fotokopi akte kelahiran;

(o) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;

(p) surat keterangan masih sekolah/kuliah;

(q) surat pindah; dan

(r) surat kematian;

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya.

c) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan dokumen

pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikasi rencana belanja gaji
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dan tunjangan dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja gaji dan

tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanja

gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah disediakan; dan

(3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.

d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran menyiapkan

pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan yang

didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan Tunjangan. Pengajuan

tersebut disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa

SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk

permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar Surat

Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian dengan jumlah, penerimaan,

peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh

PPTK (berdasarkan ketentuan Perpres. No.16/2018 jo. Perpres. No.12/2021

dan Pasal 11 Perpres. No.17/2019). SPP-LS belanja barang dan jasa untuk

kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga yang

tidak menggunakan SPK atau kontrak dapat dikelola oleh bendahara

pengeluaran SKPD.

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan

LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu kepada berita acara dan

dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan yang dimaksud antara lain:

(1) dokumen kontrak;

(2) berita acara pemeriksaan;

(3) berita acara kemajuan pekerjaan;

(4) berita acara penyelesaian pekerjaan;

(5) berita acara serah terima barang dan jasa;

(6) berita acara pembayaran;

(7) surat jaminan bank;

(8) surat referensi/keterangan bank;

(9) jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank RKUD;

(10) surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan untuk

menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai dengan berakhir

masa kontrak;

(11) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak- kontrak yang

dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan

pinjaman/hibah luar negeri.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan kebutuhan

berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.
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b) Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang/Jasa, yang bersifat umum:

(1) Pengadaan Barang/Jasa, yang nilainya sampai dengan

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

o Pengantar SPP-LS;

o Ringkasan SPP-LS;

o Rincian SPP-LS;

o Bukti Pembelian/Nota Pembelian, dari pihak ketiga memuat

rincian jenis barang/jasa yang dibeli. Dimana di bawah atau

dibalik lembar bukti pembelian tersebut (bila ada ruang yang

mencukupi) diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat

Komitmen dan PPTK; atau

o Bila tidak ada ruang yang mencukupi pada bukti pembelian/nota

pembelian dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud di atas, maka

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

membuat kuitansi yang diisi dan ditandatangani oleh Pegawai yang

membeli barang, Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK. Dimana

pegawai yang membeli barang tersebut menandatangani juga bukti

pembelian/nota pembelian dari pihak ketiga tersebut (agar ada

korelasi);

o Kerangka Acuan Kerja, disusun oleh PPTK dan Pejabat Pengadaan;

o Fotocopy nomor rekening buku bank (diutamakan Bank

Papua/Bank BRI) pihak penyedia barang/jasa;

o Berita Acara Penerimaan Barang, dibuat dan ditandatangani oleh

Penyimpan Barang dan Penyedia Barang; (diperlukan untuk

pengadaan yang bernilai aset)

o Foto dokumentasi apabila pengadaan tidak bernilai aset/barang

pakai habis/barang tidak berwujud; dan

o Bukti Surat Setoran Pajak Elektronik/e-Billing Pajak, diperlukan

untuk pengadaan yang dikenakan pajak.

Contoh dokumen terlampir. (lihat Lampiran II Bab VIII)

(2) Pengadaan Barang/Jasa, yang nilainya di atas Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah)

o Pengantar SPP-LS;

o Ringkasan SPP-LS;

o Rincian SPP-LS;

o Kuitansi asli bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk

transaksi bernilai di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang

ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pembuat

Komitmen dan PPTK;

o Kerangka Acuan Kerja, disusun oleh PPTK dan Pejabat Pengadaan;
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o Harga Perkiraan Sendiri, disusun oleh Pejabat Pengadaan dan

ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

o Fotocopy nomor rekening buku bank (diutamakan Bank

Papua/Bank BRI) pihak penyedia barang/jasa;

o Berita Acara Penerimaan Barang, dibuat dan ditandatangani oleh

Penyimpan Barang dan Penyedia Barang; (diperlukan untuk

pengadaan yang bernilai aset)

o Foto dokumentasi apabila pengadaan tidak bernilai aset/barang

pakai habis/barang tidak berwujud; dan

o Bukti Surat Setoran Pajak Elektronik/e-Billing Pajak, untuk

pengadaan yang dikenakan pajak.

Contoh dokumen terlampir. (lihat Lampiran II Bab VIII)

(3) Pengadaan Barang/Jasa, yang nilainya di atas Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah)

o Pengantar SPP-LS;

o Ringkasan SPP-LS;

o Rincian SPP-LS;

o Kuitansi asli bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang

ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pembuat

Komitmen dan PPTK;

o Kerangka Acuan Kerja, disusun oleh PPTK dan Pejabat Pengadaan;

o Harga Perkiraan Sendiri, disusun oleh Pejabat Pengadaan dan

ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

o Surat Undangan, kepada penyedia barang/jasa yang

disiapkan/ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan, dilampiri:

3

 Instruksi Kepada Penyedia (IKP);

 Lembar Data Pengadaan;

 Spesifikasi Teknis dan Gambar;

 Daftar Kuantitas dan Harga;

 Bentuk Dokumen Penawaran, meliputi:

 Surat Penawaran;

 Fotocopy SIUP, TDP/ARDIN, Akta Notaris;

 Fotocopy KTP, NPWP, Nomor Rekening Buku Bank;

 Pakta Integritas; dan

 Formulir Isian Kualifikasi.

o Surat Penawaran dari Penyedia Barang/Jasa;

o Berita Acara Evaluasi Dokumen Isian Kualifikasi;
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o Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga;

o Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;

o Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, disiapkan Pejabat

Pengadaan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

o Surat Perintah Kerja, yang telah ditandatangani Penyedia

Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen termasuk

persyaratan umumnya yang telah diparaf oleh kedua belah pihak;

o Surat Pesanan, ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa dan

Pejabat Pembuat Komitmen;

o Berita Acara Penerimaan Barang, dibuat dan ditandatangani oleh

Penyimpan Barang dan Penyedia Barang; (diperlukan untuk

pengadaan yang bernilai aset)

o Foto dokumentasi apabila pengadaan tidak bernilai aset/barang

pakai habis/barang tidak berwujud; dan

o Bukti Surat Setoran Pajak Elektronik/e-Billing Pajak, untuk

pengadaan yang dikenakan pajak.

Contoh dokumen terlampir. (lihat Lampiran II Bab VIII)

(4) Pengadaan Barang/Jasa, yang nilainya di atas Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah)

o Pengantar SPP-LS;

o Ringkasan SPP-LS;

o Rincian SPP-LS;

o Kuitansi asli bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang

ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pembuat

Komitmen dan PPTK;

o Kerangka Acuan Kerja, disusun oleh PPTK dan Pokja. ULP;

o Lembar Data Pengadaan;

o Harga Perkiraan Sendiri, disusun oleh Pokja. ULP dan

ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

o Surat Pengumuman Pelelangan;

o Surat Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan;

o Formulir Isian Kualifikasi, yang dilampiri fotocopy KTP, NPWP,

buku rekening bank. disiapkan dan ditandatangani oleh Penyedia

Barang/Jasa;

o Surat Penawaran Administrasi dan Teknis dari Penyedia

Barang/Jasa;

o Pakta Integritas, dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia

Barang/Jasa;

o Berita Acara Evaluasi Dokumen Isian Kualifikasi;

o Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran;

o Surat Penawaran Harga dari Penyedia Barang;
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o Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;

o Tanda Terima Pemasukan Dokumen Penawaran;

o Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga;

o Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi;

o Jaminan Uang Muka dari Bank (bila dipersyaratkan);

o Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, disiapkan oleh Pokja.

ULP dan ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen;

o Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa, yang ditandatangani

oleh Penyedia Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen;

o Surat Perintah Mulai Kerja;

o Surat Pesanan, ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa dan

Pejabat Pembuat Komitmen;

o Berita Acara Penerimaan Barang, dibuat dan ditandatangani oleh

Penyimpan Barang dan Penyedia Barang; (diperlukan untuk

pengadaan yang bernilai aset)

o Foto dokumentasi apabila pengadaan tidak bernilai aset/barang

pakai habis/barang tidak berwujud; dan

o Bukti Surat Setoran Pajak Elektronik/e-Billing Pajak, untuk

pengadaan yang dikenakan pajak.

Contoh dokumen terlampir. (lihat Lampiran II Bab VIII)

c) Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang/Jasa, yang bersifat khusus:

(1) Dokumen SPP-LS untuk Bantuan Sosial/Hibah/Bantuan Keuangan/

Belanja Tidak Terduga pada Pihak Ketiga.

o Pengantar SPP-LS;

o Ringkasan SPP-LS;

o Rincian SPP-LS;

o Kuitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh Penyedia

Barang/Jasa atau Pihak Ketiga, Bendahara Pengeluaran

SKPD/SKPKD dan PPKD;

o Proposal;

o Pakta Integritas;

o Surat Keterangan dari Kepala Kampung/Lurah dan Kepala Distrik

setempat, khusus untuk Bantuan Sosial;

o Surat Pernyataan Tanggung Jawab, khusus untuk Hibah;

o Surat Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial/Hibah;

o Naskah Perjanjian Hibah Daerah, khusus untuk Hibah; dan

o Fotocopy rekening bank.

(2) Dokumen SPP-LS untuk Bagi Hasil Kepada Pemerintahan

Desa/Kampung

o Pengantar SPP-LS;

o Ringkasan SPP-LS;
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o Rincian SPP-LS;

o Kuitansi asli bermaterai;

o Penetapan Perhitungan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

(3) Dokumen SPP-LS untuk SPP Asuransi

o Pengantar SPP-LS;

o Ringkasan SPP-LS;

o Rincian SPP-LS;

o Kuitansi asli bermaterai, yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga,

Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD dan PPKD;

o Fotocopy rekening bank;

o Jaminan pelaksanaan untuk nilai di atas Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah), bila dipersyaratkan oleh Pejabat Pembuat

Komitmen;

o Surat Perintah Kerja untuk nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah)

o Surat Perjanjian/Kontrak untuk nilai di atas Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah);

o Polis;

o Rekapitulasi per Polis (bila polis lebih dari satu);

o Berita Acara Penerimaan Barang; dan

o Perincian Perhitungan Pajak, Faktur dan Bukti Surat Setoran

Pajak Elektronik/e-Billing Pajak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

(4) Dokumen SPP-LS untuk Jasa Pensertifikatan Tanah

o Pengantar SPP-LS;

o Ringkasan SPP-LS;

o Rincian realisasi LS;

o Kuitansi asli bermaterai, yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga,

Bendahara Pengeluaran dan PA;

o Fotocopy rekening bank;

o Jaminan pelaksanaan untuk nilai di atas Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah), bila dipersyaratkan oleh Pejabat Pembuat

Komitmen;

o Surat Perintah Kerja untuk nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah)

o Surat Perjanjian untuk nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah);

o Pembayaran Tahap I Maksimum 50% pada saat pendaftaran ukur

dengan dilampiri fotocopy bukti pendaftaran ukur;

o Pembayaran angsuran Tahap II sebesar 40% dengan dilampiri

fotocopy SK Hak atas Tanah dari Pejabat Pertanahan yang

berwenang;



409

409

o Pembayaran sisa angsuran sebesar 10% dengan dilampiri:

 fotocopy sertifikat hak atas tanah dan pejabat pertanahan yang

berwenang; dan

 berita acara penerimaan barang.

o Perincian Perhitungan Pajak, Bukti Surat Setoran Pajak

Elektronik/e-Billing Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Dokumen SPP-LS untuk Jamkesmaskin.

o Pengantar SPP-LS;

o Ringkasan SPP-LS;

o Rincian reaalisasi LS;

o Surat Rekap;

o Daftar Nama Pasien, Nomor Register, Diagnose, Jenis Pelayanan,

Jumlah Pembayaran (yang disetujui oleh direktur).

(6) Dokumen SPP-LS untuk Jasa Perencanaan

Perencanaan Konsultan yang Perhitungan Harga/Upahnya

menggunakan biaya personil (Billing Rate)

o Pengantar SPP-LS;

o Ringkasan SPP-LS;

o Rincian SPP-LS;

o Ringkasan Kontrak;

o Kuitansi asli bermaterai;

o Referensi asli dari Bank;

o Surat Perintah Kerja untuk nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah)

o Surat Perjanjian/Kontrak untuk nilai di atas Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah);

o Untuk pembayaran angsuran sesuai tahapan pekerjaan, dilampiri:

(a) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, dilampiri:

 Bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai tahapan

waktu pekerjaan;

 Bukti penyewaan/pembelian alat penunjang; (bila ada)

 Bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam

surat penawaran.

(b) Berita Acara Penyerahan Buku/Laporan Hasil Pekerjaan

Perencanaan (sesuai tahapan pekerjaan); dan

(c) Berita Acara Pembayaran Angsuran.

o Untuk pembayaran 100% lunas dilampiri:

(a) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, dilampiri:
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 Bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai tahapan

waktu pekerjaan;

 Bukti penyewaan/pembelian alat penunjang; (bila ada)

 Bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam

surat penawaran.

(b) Berita Acara Penyerahan Buku/Laporan Hasil Pekerjaan

Perencanaan (sesuai tahapan pekerjaan);

(c) Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan

(d) Berita Acara Pembayaran Angsuran.

o Perincian Perhitungan Pajak, Bukti Surat Setoran Pajak

Elektronik/e-Billing Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(7) Dokumen SPP-LS untuk Jasa Konstruksi

o Pengantar SPP-LS;

o Ringkasan SPP-LS;

o Rincian SPP-LS;

o Ringkasan Kontrak;

o Kuitansi asli bermaterai;

o Referensi asli dari Bank;

o Jaminan pelaksanaan untuk nilai di atas Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah);

o Untuk nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanda

bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja beserta lampirannya

(lihat dokumen pengadaan secara umum);

o Untuk nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanda

bukti perjanjian berupa surat perjanjian beserta lampirannya

disertai surat perintah mulai kerja (SPMK);

o Berita acara persetujuan pembayaran uang muka yang dilampiri

surat jaminan/Bank garansi unang muka yang diberikan oleh

bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program

asuransi kerugian (surety bond) dan harus diasuransikan sesuai

dengan ketentuan Menteri Keuangan. Uang muka diberikan

maksimum 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai kontrak;

o Untuk pembayaran sesuai kemajuan fisik di lapangan/prestasi

hasil pekerjaan maka setiap pembayaran angsuran harus dipotong

jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (bila ada) dan

pajak, dengan dilampiri:

 laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan; dan

 berita acara pembayaran angsuran.

o Pembayaran yang dilakukan 100% dilampiri:

 laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan;

 berita acara serah terima hasil pekerjaan;
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 berita acara serah terima I fisik;

 jaminan pemeliharaan yang diketahui Pejabat Pembuat

Komitmen;

 Berita Acara Pembayaran sebesar 100%;

 Perincian Perhitungan Pajak, Bukti Surat Setoran Pajak

Elektronik/e-Billing Pajak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku; dan

 Pembayaran Iuran Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan.

(8) Dokumen SPP-LS untuk Jasa Pengawasan/Manajemen Konstruksi

o Pengantar SPP-LS;

o Ringkasan SPP-LS;

o Rincian SPP-LS;

o Ringkasan Kontrak;

o Kuitansi asli bermaterai;

o Referensi asli dari Bank;

o Untuk nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanda

bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja beserta lampirannya

(lihat dokumen pengadaan secara umum);

o Untuk nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanda

bukti perjanjian berupa surat perjanjian beserta lampirannya

disertai surat perintah mulai kerja (SPMK);

o Untuk pembayaran sesuai kemajuan fisik di lapangan/prestasi

hasil pekerjaan maka setiap pembayaran angsuran dilampiri:

(a) Apabila pembayaran dilakukan sesuai dengan kemajuan fisik:

 Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan; dan

 Berita acara pembayaran angsuran.

(b) Apabila pembayaran dilakukan setelah fisik mencapai 100%:

 Berita acara serah terima hasil pekerjaan pengawasan;

 Fotocopy berita acara serah terima I fisik;

 Pernyataan retensi sebesar 5% dapat diminta untuk

dibayarkan dengan ketentuan harus disertai dengan

jaminan pemeliharaan yang telah diketahui oleh pejabat

pembuat komitmen setelah pekerjaan dinyatakan selesai

100%; dan

 Perincian Perhitungan Pajak, Bukti Surat Setoran Pajak

Elektronik/e-Billing Pajak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

(9) Dokumen SPP-LS untuk Pekerjaan Swakelola oleh Instansi

Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola

o Pengantar SPP-LS;

o Ringkasan SPP-LS;
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o Rincian SPP-LS;

o Ringkasan Kontrak;

o Kuitansi asli bermaterai;

o Referensi asli dari Bank;

o Surat Perjanjian Kerja Sama beserta lampirannya;

o Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (laporan awal antara,

akhir kalau diminta dalam KAK dalam bentuk laporan awal,

antara, akhir) dan pengguna keuangan (setiap bulan);

o Berita acara penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan dan Penggunaan

Keuangan sebagai lampiran untuk tahun pembayaran;

o Berita acara penerimaan barang;

o Berita acara pentahapan pembayaran;

o Perincian Perhitungan Pajak, Faktur dan SSP sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

o Biaya pekerjaan swakelola non konstruksi diatur sebagai berikut:

(a) Biaya perencanaan dan pengawasan dibayar dengan GU;

(b) Biaya pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga

dibayarkan dengan LS/GU.

mengingat biaya pekerjaan perencanaan dan pengawasan pada

pekerjaan swakelola non konstruksi dibiayai dengan Ganti Uang

Persediaan sedangkan penggunaannya terdiri dari honor, uang sidang,

biaya monitoring, ATK dan lain-lain. Untuk memudahkan pembedaan

bukti transaksi pengeluaran kas pekerjaan swakelola non konstruksi

dengan belanja lainnya agas memberikan stempels swakelola pada

bukti transaksi dimaksud.

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantumemverifikasi

rencana belanja pengadaan barang dan jasa dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanja

pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan telah disediakan;

(2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja pengadaan

barang dan jasa yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas tagihan pihak

ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan dokumen pengadaan

barang dan jasa.

e) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran

LS Pengadaan Barang dan Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS

Pengadaan Barang dan Jasa.

f) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan

persetujuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa

tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD.

3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya
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a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan

LS kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu kepada Keputusan

Kepala Daerah dan dokumen pendukung lainnya.

b) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung berdasarkan

keputusan Bupati dan/atau dokumen pendukung lainnya yang telah

diverifikasi oleh bendahara pengeluaran.

c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantumemverifikasi

rencana pembayaran kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa pembayaran kepada

Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk

pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang akan diajukan telah disediakan;

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan

keputusan Kepala Daerah dan/atau dokumen pendukung lainnya.

d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga

lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga

lainnya.

e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan

persetujuan permintaan pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut

kepada PA/KPA melalui PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen permintaan pembayaran sebagai berikut:
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a. SPP-UP

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: ……………….

Uang Persediaan

SPP-UP

1. Nama SKPD : ………………………………………….

2. Nama Pengguna Anggaran : ………………………………………….

3. Nama Bendahara Pengeluaran : ………………………………………….

4. NPWP Bendahara Pengeluaran : ………………………………………….

5. Nama Bank : ………………………………………….

6. Nomor Rekening Bank : ………………………………………….

7. Untuk Keperluan : ………………………………………….

8. Dasar Pengeluaran : SPD ………. Nomor ………Tanggal ……….

Sebesar : Rp. …………………….
(Terbilang …………………………………… )

No. Uraian

I SPD

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Dst. : …………. Dst. …………. Rp.

II SP2D Sebelumnya

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Dst. : …………. Dst. …………. Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan
dokumen SPP ini

……….., tanggal ………..

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli : Untuk PA/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran
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PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

Nomor: ……………….

Tahun Anggaran ……

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No. Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

2. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

3. dst.

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

6. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

7. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

8. dst.

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

10. dst.

TOTAL ……………..

Terbilang : ##....................rupiah ##

Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. ………………. NIP. ……………….
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b. SPP-GU

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: ……………….

Ganti Uang Persediaan

SPP-GU

1. Nama SKPD : ………………………………………….

2. Nama Pengguna Anggaran : ………………………………………….

3. Nama Bendahara Pengeluaran : ………………………………………….

4. NPWP Bendahara Pengeluaran : ………………………………………….

5. Nama Bank : ………………………………………….

6. Nomor Rekening Bank : ………………………………………….

7. Untuk Keperluan : ………………………………………….

8. Dasar Pengeluaran : SPD ………. Nomor ………Tanggal ……….

Sebesar : Rp. …………………….
(Terbilang …………………………………… )

No. Uraian

I SPD

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Dst. : …………. Dst. …………. Rp.

II SP2D Sebelumnya

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Dst. : …………. Dst. …………. Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar
kelengkapan dokumen SPP ini

……….., tanggal ………..
Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli : Untuk PA/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran
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PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

Nomor: ……………….

Tahun Anggaran ……

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No. Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

2. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

3. dst.

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

6. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

7. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

8. dst.

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

10. dst.

TOTAL ……………..

Terbilang : ##....................rupiah ##

Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. ………………. NIP. ……………….
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c. SPP-TU

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: ……………….

Tambahan Uang Persediaan

SPP-TU

1. Nama SKPD/Unit Kerja : ………………………………………….

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan : ………………………………………….

3.
Nama Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

: ………………………………………….

4. Nama PPTK : ………………………………………….

5.
Nama Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

: ………………………………………….

6.
NPWP Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

: ………………………………………….

7. Nama Bank : ………………………………………….

8. Nomor Rekening Bank : ………………………………………….

9. Untuk Keperluan : ………………………………………….

10. Dasar Pengeluaran : SPD ………. Nomor ………Tanggal ……….

Sebesar : Rp. …………………….
(Terbilang …………………………………… )

No. Uraian

I SPD

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Dst. : …………. Dst. …………. Rp.

II SP2D Sebelumnya

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Dst. : …………. Dst. …………. Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar
kelengkapan dokumen SPP ini

Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

……….., tanggal ………..
Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Utk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
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PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

Nomor: ……………….

Tahun Anggaran ……

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No. Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

2. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

3. dst.

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

6. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

7. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

8. dst.

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

10. dst.

TOTAL ……………..

Terbilang : ##....................rupiah ##

Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)

Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. ………………. NIP. ……………….
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d. SPP-LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: ……………….

Langsung Gaji dan Tunjangan

SPP-LS

1. Nama SKPD/Unit Kerja : ………………………………………….

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan : ………………………………………….

3.
Nama Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

: ………………………………………….

4. Nama PPTK : ………………………………………….

5. Nama Bendahara Pengeluaran : ………………………………………….

6. NPWP Bendahara Pengeluaran : ………………………………………….

7. Nama Bank : ………………………………………….

8. Nomor Rekening Bank : ………………………………………….

9. Untuk Keperluan : ………………………………………….

10. Dasar Pengeluaran : SPD ………. Nomor ………Tanggal ……….

Sebesar : Rp. …………………….
(Terbilang …………………………………… )

No. Uraian

I SPD

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Dst. : …………. Dst. …………. Rp.

II SP2D Sebelumnya

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Dst. : …………. Dst. …………. Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar
kelengkapan dokumen SPP ini

Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

……….., tanggal ………..
Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Utk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
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PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN

Nomor: ……………….

Tahun Anggaran ……

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No. Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

2. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

3. dst.

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

6. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

7. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

8. dst.

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

10. dst.

TOTAL ……………..

Terbilang : ##....................rupiah ##

Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. ………………. NIP. ……………….
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e. SPP-LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: ……………….

Langsung Barang dan Jasa

SPP-LS

1. Nama SKPD/Unit Kerja : ………………………………………….

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan : ………………………………………….

3.
Nama Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

: ………………………………………….

4. Nama PPTK : ………………………………………….

5.
Nama Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

: ………………………………………….

6.
NPWP Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

: ………………………………………….

7. Nama Bank : ………………………………………….

8. Nomor Rekening Bank : ………………………………………….

9. Untuk Keperluan : ………………………………………….

10. Dasar Pengeluaran : SPD ………. Nomor ………Tanggal ……….

Sebesar : Rp. …………………….
(Terbilang …………………………………… )

No. Uraian

I SPD

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Dst. : …………. Dst. …………. Rp.

II SP2D Sebelumnya

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Dst. : …………. Dst. …………. Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar
kelengkapan dokumen SPP ini

Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

……….., tanggal ………..
Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Utk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
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PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor: ……………….

Tahun Anggaran ……

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No. Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

2. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

3. dst.

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

6. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

7. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

8. dst.

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

10. dst.

TOTAL ……………..

Terbilang : ##....................rupiah ##

Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)

Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. ………………. NIP. ……………….
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f. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: ……………….

Langsung Pihak Ketiga Lainnya

SPP-LS

1. Nama SKPD/Unit Kerja : ………………………………………….

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan : ………………………………………….

3.
Nama Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

: ………………………………………….

4. Nama PPTK : ………………………………………….

5. Nama Bendahara Pengeluaran : ………………………………………….

6. NPWP Bendahara Pengeluaran : ………………………………………….

7. Nama Bank : ………………………………………….

8. Nomor Rekening Bank : ………………………………………….

9. Untuk Keperluan : ………………………………………….

10. Dasar Pengeluaran : SPD ………. Nomor ………Tanggal ……….

Sebesar : Rp. …………………….
(Terbilang …………………………………… )

No. Uraian

I SPD

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Dst. : …………. Dst. …………. Rp.

II SP2D Sebelumnya

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Tanggal : …………………. Nomor : ……………. Rp.

Dst. : …………. Dst. …………. Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar
kelengkapan dokumen SPP ini

Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

……….., tanggal ………..
Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
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PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) PIHAK KETIGA LAINNYA

Nomor: ……………….

Tahun Anggaran ……

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No. Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

2. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

3. dst.

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

6. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

7. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

8. dst.

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9. x.xx.xx.xx.xx.xxx …………………

10. dst.

TOTAL ……………..

Terbilang : ##....................rupiah ##

Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. ………………. NIP. ……………….
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BAB X

PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

1. Ketentuan Umum

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA-SKPD. Perintah

membayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PPK-SKPD yang sekaligus

menandai pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat informasi,

aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

Adapun perintah membayar diatur sebagai berikut:

a. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa

BUD dengan menerbitkan SPM-UP.

b. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP yang telah

digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-GU.

c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa

BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

d. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran pembantu, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

1) kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih.

2) kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan

ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

3) ketersediaan dana yang bersangkutan.

e. Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban

APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.

f. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidakmenerbitkan SPM-

LS.

g. PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi tidak

memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai

berikut:

a. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan

pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu.

b. Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa BUD dan

didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

setelah sebelumnya melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan

pembayaran
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c. Jenis SPM terdiri atas:

1) SPM-UP;

2) SPM-GU;

3) SPM-TU;

4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan;

5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa; dan

6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya.

d. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan

hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS dan/atau TU dari Bendahara

Pengeluaran Pembantu.

e. PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan

setelah tahun anggaran berakhir.

f. Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat menunjuk

pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM berdasarkan Surat Tugas

PA/KPA.

g. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang diberi wewenang

untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

h. PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan pencatatan

pada register SPM.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Perintah Membayar UP

1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD

melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK

Bupati.

2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD menyiapkan

rancangan Perintah Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP

untuk ditandatanganioleh Pengguna Anggaran.

3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) hari sejak

proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian disampaikan

kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.

b. Perintah Membayar GU

1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan UP

beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara

Pengeluaran dengan langkah berikut:
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a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak

melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja

terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan

dokumen perpajakan terkait; dan

d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ

Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau

ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau

penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu)

hari sejak diterimanya SPP-GU.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK- SKPD

menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang didokumentasikan

dalam draf SPM-GU untuk ditandatanganioleh Pengguna Anggaran.

4) Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling

lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk

kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist

kelengkapan dokumen.

c. Perintah Membayar TU

1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu yang disertai dengan Daftar Rincian Rencana

Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan

langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak

melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait

telah disediakan; dan

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan

permintaan Perintah Membayar TU.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau

ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau

penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK- SKPD/PPK-

Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar TU yang

didokumentasikan dalam draf SPM-TU untuk ditandatangani oleh

Pengguna Anggaran.
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4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 (dua)

hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian

disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri

checklist kelengkapan dokumen.

d. Perintah Membayar LS

1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen

pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan

langkah berupa:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak

melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait

telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;

d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan

e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan

dokumen pendukungnya.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau

ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan

dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-

LS.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK- SKPD/PPK-

Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang

didokumentasikan dalam draf SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua)

hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian

disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri

checklist kelengkapan dokumen.

5) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yangdicetak

dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.
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3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut:

3.1 SPM-UP

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Uang Persediaan (UP)

Tahun Anggaran : No. SPM :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Potongan-potongan :

No.
Uraian

(No.Rekening)
Jumlah Keterangan

Supaya menerbitkan SP2D Kepada: Jumlah Rp. ……

SKPD :  ………………………….
Informasi : (Tidak mengurangi jumlah
pembayaran SPM)

Bendahara/pihak lain :  ………………………….

No. Rekening Bank :  ………………………….
No.

Uraian
(No.Rekening)

Jumlah Keterangan
Nama Bank :  ………………………….

NPWP :  ………………………….

Dasar Pembayaran :  …………………………. Jumlah Rp. ……

Untuk Keperluan :

Pembebanan pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan

KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp. ……….

Jumlah Potongan Rp. ……….

Jumlah Rp. ………. Jumlah Yang Dibayarkan Rp. ……….

Uang Sejumlah : ( …………………………. )

Jumlah SPP Yang Diminta :      Rp. …………….

(…… terbilang …….)

……….., tanggal ……..

Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Nomor dan Tanggal SPP

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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3.2 SPM-GU

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Ganti Uang (GU)

Tahun Anggaran : No. SPM :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Potongan-potongan :

No.
Uraian

(No.Rekening)
Jumlah Keterangan

Supaya menerbitkan SP2D Kepada: Jumlah Rp. ……

SKPD :  ………………………….
Informasi : (Tidak mengurangi jumlah
pembayaran SPM)

Bendahara/pihak lain : ………………………….

No. Rekening Bank :  ………………………….
No.

Uraian
(No.Rekening)

Jumlah Keterangan
Nama Bank :  ………………………….

NPWP :  ………………………….

Dasar Pembayaran :  …………………………. Jumlah Rp. ……

Untuk Keperluan :

Pembebanan pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan

KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp. ……….

Jumlah Potongan Rp. ……….

Jumlah Rp. ………. Jumlah Yang Dibayarkan Rp. ……….

Uang Sejumlah : ( …………………………. )

Jumlah SPP Yang Diminta :      Rp. …………….

(……… terbilang ……)

……….., tanggal ……..

Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Nomor dan Tanggal SPP

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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3.3 SPM-TU

PEMERINTAH KABUPATENBIAK NUMFOR

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tambah Uang (TU)

Tahun Anggaran : No. SPM :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Potongan-potongan :

No.
Uraian

(No.Rekening)
Jumlah Keterangan

Supaya menerbitkan SP2D Kepada: Jumlah Rp. ……

SKPD : ………………………….
Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran
SPM)

Bendahara/pihak lain :  ………………………….

No. Rekening Bank :  ………………………….
No.

Uraian
(No.Rekening)

Jumlah Keterangan
Nama Bank :  ………………………….

NPWP :  ………………………….

Dasar Pembayaran :  …………………………. Jumlah Rp. ……

Untuk Keperluan :

Pembebanan pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan

KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp. ……….

Jumlah Potongan Rp. ……….

Jumlah Rp. ………. Jumlah Yang Dibayarkan Rp. ……….

Uang Sejumlah : ( …………………………. )

Jumlah SPP Yang Diminta : Rp. …………….

(….. terbilang …..)

……….., tanggal ……..

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran*)

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Nomor dan Tanggal SPP

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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3.4 SPM-LS

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Langsung (LS)

Tahun Anggaran : No. SPM :

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Potongan-potongan :

No.
Uraian

(No.Rekening)
Jumlah Keterangan

Supaya menerbitkan SP2D Kepada: Jumlah Rp. ……

SKPD :  ………………………….
Informasi : (Tidak mengurangi jumlah
pembayaran SPM)

Bendahara/pihak lain :  ………………………….

No. Rekening Bank :  ………………………….
No.

Uraian
(No.Rekening)

Jumlah Keterangan
Nama Bank :  ………………………….

NPWP : ………………………….

Dasar Pembayaran :  …………………………. Jumlah Rp. ……

Untuk Keperluan :

Pembebanan pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan

KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp. ……….

Jumlah Potongan Rp. ……….

Jumlah Rp. ………. Jumlah Yang Dibayarkan Rp. ……….

Uang Sejumlah : ( …………………………. )

Jumlah SPP Yang Diminta :      Rp. …………….

(….. terbilang ……)

……….., tanggal ……..

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran*)

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Nomor dan Tanggal SPP

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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BAB XI

PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

1. Ketentuan Umum

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah

uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan dana

tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di

RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan

SPP yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Adapun pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut:

a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang

ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat

Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum

dalam perintah pembayaran;

3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan

4) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar PengeluaranDaerah.

d. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau

2) pengeluaran tersebut melampaui pagu.

e. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling

lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan

sebagai berikut:

a. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat iinformasi

tentang:

1) Baki Rekening yang akan dicairkan.

2) Jumlah total dana RKUD yang dicairkan.

3) Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci menjadi:

(a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia barang/jasa

(b) potongan yang bersifat transitoris.
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b. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan Bank, harus

dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam Perintah Pencairan Dana

tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan keamanan

digital pada sistem masing-masing.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat Pernyataan Verifikasi

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA,

Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak

melebihi sisa anggaran;

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah

disediakan;

3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan

pengajuan SPM; dan

4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum

dalam perintah pembayaran.

b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA apabila:

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang

dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan

3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.

c. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses

verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu)

hari terhitung sejak diterimanya SPM.

d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah

Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen perintah pencairan dana sebagai berikut:
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3.1 SP2D-UP

FORMAT SP2D – UP

KABUPATEN BIAK NUMFOR
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor : ………………..

Nomor SPM : Dari : BUD/Kuasa BUD
Tanggal : NPWP :
Nama SKPD : Tahun Anggaran :

Bank Pengirim    :   …………………………………………………………
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor : …………….
Uang sebesar Rp. …………………. (terbilang ………………… )

Kepada :   ………………………………

NPWP :   ………………………………

No. Rekening Bank :   ………………………………

Bank Penerima :   ………………………………

Keperluan Untuk :   ………………………………

Pagu Anggaran Rp. …………………………

No. KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN URAIAN JUMLAH (Rp)

1.

2.

3.

Jumlah

Potongan-potongan :

No. Uraian (No.Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan

1.

2.

3.

Jumlah

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No. Uraian (No.Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan

1.

2.

3.

4.

Jumlah

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta Rp. ……………………….

Jumlah Potongan Rp. ……………………….

Jumlah yang Dibayarkan Rp. ……………………….

Uang Sejumlah :    ……………………………………………………………………….

Lembar 1 :  Bank Yang Ditunjuk …………, tanggal ……….

Kuasa Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar 2 :  Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 :  Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 :  Pihak Penerima
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3.2 SP2D-GU

FORMAT SP2D – GU

KABUPATEN BIAK NUMFOR
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor : ………………..

Nomor SPM : Dari :  BUD/Kuasa BUD
Tanggal : NPWP :
Nama SKPD : Tahun Anggaran :

Bank Pengirim    :   …………………………………………………………
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor : …………….
Uang sebesar Rp. …………………. (terbilang ………………… )

Kepada :   ………………………………

NPWP :   ………………………………

No. Rekening Bank :   ………………………………

Bank Penerima :   ………………………………

Keperluan Untuk :   ………………………………

Pagu Anggaran Rp. …………………………

No. KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN URAIAN JUMLAH (Rp)

1.

2.

3.

Jumlah

Potongan-potongan :

No. Uraian (No.Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan

1.

2.

3.

Jumlah

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No. Uraian (No.Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan

1.

2.

3.

4.

Jumlah

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta Rp. ……………………….

Jumlah Potongan Rp. ……………………….

Jumlah yang Dibayarkan Rp. ……………………….

Uang Sejumlah :    ………………………………………………………………………….

Lembar 1 :  Bank Yang Ditunjuk …………, tanggal ……….

Kuasa Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar 2 :  Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 :  Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 :  Pihak Penerima
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3.3 SP2D-TU

FORMAT SP2D – TU

KABUPATEN BIAK NUMFOR
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor : ………………..

Nomor SPM : Dari :  BUD/Kuasa BUD

Tanggal : NPWP :

Nama SKPD : Tahun Anggaran :

Bank Pengirim    :   …………………………………………………………
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor : …………….
Uang sebesar Rp. …………………. (terbilang ………………… )

Kepada :   ………………………………

NPWP :   ………………………………

No. Rekening Bank :   ………………………………

Bank Penerima :   ………………………………

Keperluan Untuk :   ………………………………

Pagu Anggaran Rp. …………………………

No. KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN URAIAN JUMLAH (Rp)

1.

2.

3.

Jumlah

Potongan-potongan :

No. Uraian (No.Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan

1.

2.

3.

Jumlah

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No. Uraian (No.Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan

1.

2.

3.

4.

Jumlah

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta Rp. ……………………….

Jumlah Potongan Rp. ……………………….

Jumlah yang Dibayarkan Rp. ……………………….

Uang Sejumlah :    …………………………………………………………………………….

Lembar 1 :  Bank Yang Ditunjuk
…………, tanggal ……….

Kuasa Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar 2 :  Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 :  Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 :  Pihak Penerima
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3.4 SP2D-LS

FORMAT SP2D – LS

KABUPATEN BIAK NUMFOR
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor : ………………..

Nomor SPM : Dari :  BUD/Kuasa BUD

Tanggal : NPWP :

Nama SKPD : Tahun Anggaran :

Bank Pengirim    :   …………………………………………………………
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor : …………….
Uang sebesar Rp. …………………. (terbilang ………………… )

Kepada :   ………………………………

NPWP :   ………………………………

No. Rekening Bank :   ………………………………

Bank Penerima :   ………………………………

Keperluan Untuk :   ………………………………

Pagu Anggaran Rp. …………………………

No. KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN URAIAN JUMLAH (Rp)

1.

2.

3.

Jumlah

Potongan-potongan :

No. Uraian (No.Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan

1.

2.

3.

Jumlah

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No. Uraian (No.Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan

1.

2.

3.

4.

Jumlah

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta Rp. ……………………….

Jumlah Potongan Rp. ……………………….

Jumlah yang Dibayarkan Rp. ……………………….

Uang Sejumlah :   …………………………………………………………………….

Lembar 1 :  Bank Yang Ditunjuk …………, tanggal ……….

Kuasa Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar 2 :  Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 :  Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 :  Pihak Penerima
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BAB XII

PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

1. Ketentuan Umum

Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja yang

menjadi kewenangannya.

Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku-buku sebagai

berikut:

a. Buku Kas Umum.

b. Buku Pembantu Bank.

c. Buku Pembantu Kas Tunai.

d. Buku Pembantu Pajak.

e. Buku Pembantu Panjar.

f. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja.

Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:

a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap.

b. SPP UP/GU/TU/LS.

c. SPM UP/GU/TU/LS.

d. SP2D.

e. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penerimaan Uang Persediaan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membukukan

penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D- UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan

melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada

Buku Kas Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang

tertera pada SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU.

2) Pelimpahan Uang Persediaan

Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dicatat

pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku Pembantu Bank di sisi

pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang dilimpahkan.
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3) Pergeseran Uang Persediaan

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai,

dilakukan pencatatan pada BKU sisi pengeluaran dan penerimaan, pada Buku

Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di

sisi penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser.

4) Pembayaran belanja oleh Bendahara

Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan

PPTK secara tunai/non tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada

BKU di sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu

Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada

kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto.

5) Pemberian Uang Panjar

Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti pengeluaran

uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan

kepada PPTKdi BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank pada

sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi pengeluaran.

6) Pertanggungjawaban Uang Panjar

Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas penggunaan uang

panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di

BKU pada sisi pengeluaran dan di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja

pada sisi pengeluaran.

a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari PPTK,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di

Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi

penerimaan sebesar yang dikembalikan.

b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar

kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di Buku

Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran

sebesar yang dibayarkan.

7) Belanja melalui LS

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan

pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan melakukan pencatatan

pada BKU di sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pada tanggal yang sama,

dan mencatat pada Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom

belanja LS sebesar jumlah belanja bruto.
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8) Pemungutan dan Penyetoran Pajak

a) Pada saat pemungutan/pemotongan pajak, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisi

penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak di sisi penerimaan.

b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisi

pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.

b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib

ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU

dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Kas.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran sebagai berikut:
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3.1. Register SPP-SPM-SP2D

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SKPD  ………………………

TAHUN ANGGARAN  ……

REGISTER SPP/SPM/SP2D

Periode : ………..

No.
Jenis

(UP/GU/
TU/LS)

SPP SPM SP2D
Uraian Jumlah Ket.

Tgl. Nomor Tgl. Nomor Tgl. Nomor

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu*)

Nama
NIP. ……
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3.2. BKU

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SKPD  ………………………

TAHUN ANGGARAN  ……

BUKU KAS UMUM

Periode : ………….

No Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp …………………

(………………Terbilang………………………..)

Terdiri dari:

a. Tunai Rp ……………..

b. Saldo Bank Rp ……………..

c. Surat Berharga Rp ……………..

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,

Pengguna Anggaran/KPA*) Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu*)

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
NIP. …………… NIP. ……………

*) coret yang tidak perlu
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3.3. Buku Pembantu Bank

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SKPD  ………………………

TAHUN ANGGARAN  ……

BUKU PEMBANTU BANK

Periode : ………..

No. Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,

Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama Nama
NIP. ……….. NIP. ………..

3.4. Buku Pembantu Kas

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SKPD  ………………………

TAHUN ANGGARAN  ……

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Periode : ………..

No. Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,

Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama Nama
NIP. ……….. NIP. ………..
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3.5. Buku Pembantu Pajak

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SKPD  ………………………

TAHUN ANGGARAN  ……

BUKU PEMBANTU PAJAK

Periode : ………..

No. Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,

Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama Nama
NIP. ……….. NIP. ………..
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3.6. Buku Pembantu Panjar

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SKPD  ………………………

TAHUN ANGGARAN  ……

BUKU PEMBANTU PANJAR

Periode : ………..

No. Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,

Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama Nama
NIP. ……….. NIP. ………..
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3.7. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SKPD  ………………………

TAHUN ANGGARAN  ……

Kode Rekening : ………….…..

Nama Rekening : ……….……..

Jumlah Anggaran (DPA) : Rp. ………...

Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp. ………...

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBJEK BELANJA

Periode : ………..

No. Tanggal
No.
BKU

Uraian
Belanja

LS
Belanja

TU
Belanja
UP/GU

Saldo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,

Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama Nama
NIP. ……….. NIP. ………..
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BAB XIII

PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)

BENDAHARA PENGELUARAN

1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara memuat

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara elektronik.

Adapun laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan

penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya.

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD wajib

mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi

tanggung jawabnya dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling

lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

c. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran dan sanksi

keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam

Peraturan Bupati.

d. Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat

pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.

e. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran

dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai

berikut:

a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas

pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.

b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:

1) LPJ Penggunaan UP

a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada setiap

pengajuan GU.

b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD dilampiri

bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan SPP-GU.
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d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara khusus (tidak

menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus sebagai laporan sisa dana UP

yang tidak diperlukan lagi. Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran

sisa dana UP ke RKUD.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang

dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub

kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada PA/KPA melalui

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang dilampiri bukti-bukti

belanja yang lengkap dan sah.

c) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan

TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.

3) Pertanggungjawaban Administratif

a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh Bendahara

Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya;

b) Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang menggambarkan

jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif

dan/atau per kegiatan yang dilampiri:

(1) BKU;

(2) Laporan penutupan kas (BKU); dan

(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif disampaikan paling

lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa

UP.

4) Pertanggungjawaban Fungsional

a) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran

kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan konsolidasi

dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilampiri:

(1) Laporan penutupan kas; dan

(2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran

kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan PA.

d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban fungsional

disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib

melampirkan bukti setoran sisa UP.
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2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP

1) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan LPJ

penggunaan UP.

2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepada

Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan

SPP-GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

1) Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU yang

dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan

dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

2) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU kepada PA

melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan

sah.

3) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum

ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja

terkait telah disediakan.

b) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak

melebihi sisa anggaran.

c) Meneliti keabsahan bukti belanja.

c. Pertanggungjawaban Administratif

1) Penyusunan LPJ

a) Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan

LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk disampaikan kepada

Bendahara Pengeluaran.

b) Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara serta

melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ

Bendahara memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi, dan

sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang

dilampiri:

(1) BKU;

(2) Laporan Penutupan Kas;

(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
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2) Penyampaian LPJ Administratif

a) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara kepada PA

melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang

terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait;

(2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam

buku atau laporan terkait; dan

(3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses

belanja dan pengeluaran kas.

3) Apabila dalam proses verifikasi, PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian

dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan

dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran.

4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK-SKPD

akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ Bendahara secara

administratif kepada Pengguna Anggaran.

5) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah

diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

d. Pertanggungjawaban Fungsional

1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban fungsional

kepada PPKD selaku Kuasa BUD untuk ditandatangani, paling lambat tanggal

10 bulan berikutnya.

2) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan menandatangani

LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk persetujuan.

e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:

1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

a) Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran

pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.

b) Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan kepada KPA

melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti-

bukti belanja yang lengkap dan sah.

c) LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai

dasar penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran.
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2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai

digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada

waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA melalui

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang dilampiri bukti-bukti

belanja yang lengkap dan sah.

c) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ

penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

3) LPJ

a) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada Bendahara

Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dilampiri:

(1) BKU; dan

(2) Laporan penutupan kas.

b) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ sebelum

ditandatangani KPA untuk mendapatkan persetujuan.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara

pengeluaran sebagai berikut:
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3.1 LPJ-UP

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SKPD  ………………………

TAHUN ANGGARAN  ……

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Periode : ……….

Besaran UP berdasarkan SK KDH :

Uang Persediaan (UP) Awal Periode : ……………..

Penggunaan Uang Persediaan (UP) : ……………..

Uang Persediaan (UP) Akhir Periode : ……………..

Urusan : ………….…..

Bidang Urusan : ……….……..

Program : ……….……..

Kegiatan : ……….……..

Sub Kegiatan : ……….……..

Kode Rekening Uraian
Jumlah

Anggaran
Belanja

Periode ini
Akumulasi

Belanja
Sisa

Anggaran

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Urusan : ………….…..

Bidang Urusan : ……….……..

Program : ……….……..

Kegiatan : ……….……..

Sub Kegiatan : ……….……..

Kode Rekening Uraian
Jumlah

Anggaran
Belanja

Periode ini
Akumulasi

Belanja
Sisa

Anggaran

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP. ……
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3.2 LPJ-TU

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SKPD  ………………………

TAHUN ANGGARAN  ……

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Periode : ……….

Program : ……….……..

Sub Kegiatan : ……….……..

Tanggal SP2D TU : ……….……..

Kode Rekening Uraian Jumlah

1. 2. 3.

TOTAL

Tambahan Uang Persediaan (TU)

Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU)

Menyetujui, Disiapkan oleh,

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Nama Nama
NIP. ……….. NIP. ………..
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3.3 Laporan Penutupan Kas

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SKPD  ………………………

TAHUN ANGGARAN  ……

LAPORAN PENUTUPAN KAS

Bulan : ……….

Kepada Yth,

…………………

…………………

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor …… Tahun …… tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas

Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD ……………………...….. adalah sejumlah

Rp.………………. dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1 Saldo awal bulan tanggal Rp.

A.2 Jumlah Penerimaan Rp.

A.3 Jumlah Pengeluaran Rp.

A.4 Saldo Akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal ……..……… terdiri dari saldo di kas tunai sebesar

Rp……………… dan saldo di bank sebesar Rp………………..

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1 Saldo awal bulan tanggal Rp.

B.2 Jumlah Penerimaan Rp.

B.3 Jumlah Pengeluaran Rp.

B.4 Saldo Akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal ……………… terdiri dari saldo di kas tunai sebesar

Rp……………… dan saldo di bank sebesar Rp………………..

c. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1 Saldo Kas Tunai Rp.

C.2 Saldo Bank Rp.

C.3 Saldo Total Rp.

Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP. ……
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3.4 SPJ Administratif

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SKPD  ………………………

TAHUN ANGGARAN  ……

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ ADMINISTRATIF)

Bulan : ……….

Kode
Rekening

Uraian
Jumlah

Anggaran

SPJ LS Gaji
SPJ LS Barang

dan Jasa
SPJ UP/
GU/TU Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini

Sisa Pagu
Anggarans.d.

Bulan
Lalu

Bulan
ini

s.d.
Bulan

ini

s.d.
Bulan
Lalu

Bulan
ini

s.d.
Bulan

ini

s.d.
Bulan
Lalu

Bulan
ini

s.d.
Bulan

ini

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

JUMLAH

Penerimaan:

- SP2D

- Potongan Pajak

a. PPN

b. PPh 21

c. PPh 22

d. PPh 23

- Lain-lain

Jumlah Penerimaan

Pengeluaran:

-SPJ (LS+UP/GU/TU)

- Penyetoran Pajak

a. PPN

b. PPh 21

c. PPh 22

d. PPh 23

- Lain-lain

Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

Menyetujui, Disiapkan oleh,

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Nama Nama
NIP. ……….. NIP. ………..
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3.5 SPJ Fungsional

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SKPD  ………………………

TAHUN ANGGARAN  ……

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ FUNGSIONAL)

Bulan : ……….

Kode
Rekening

Uraian
Jumlah

Anggaran

SPJ LS Gaji
SPJ LS Barang

dan Jasa
SPJ UP/
GU/TU Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini

Sisa
Pagu

Anggaran
s.d.

Bulan
Lalu

Bulan
ini

s.d.
Bulan

ini

s.d.
Bulan
Lalu

Bulan
ini

s.d.
Bulan

ini

s.d.
Bulan
Lalu

Bulan
ini

s.d.
Bulan

ini

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

JUMLAH

Penerimaan:

- SP2D

- Potongan Pajak

a. PPN

b. PPh 21

c. PPh 22

d. PPh 23

- Lain-lain

Jumlah Penerimaan

Pengeluaran:

- SPJ (LS+UP/GU/TU)

- Penyetoran Pajak

a. PPN

b. PPh 21

c. PPh 22

d. PPh 23

- Lain-lain

Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

Menyetujui, Disiapkan oleh,

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Nama Nama
NIP……….. NIP………..

BUPATI BIAK NUMFOR,

HERRY ARIO NAAP


